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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat
limpahan rahmat dan karunia-Nya, kami melakukan revisi penyusunan Standar Operasional
Prosedur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng
Tahun 2020 yang mengacu pada Peraturan Bupati Buleleng Nomor 147 Tahun 2018 tentang
Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanana Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng. Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Buleleng ini disusun berdasarkan Standar 1SO 9001:2015. Dokumen SOP direvisi karena
adanya perubahan Nomenklatur Dinas dan mulai dipergunakan secara efektif pada tanggal 15
Mei 2020.

Melalui penyusunan Standar Operasional Prosedur ini, diharapkan menjadi pedoman
bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng dalam

pelaksanaan kegiatan di internal organisasi.

Singaraja, 06 Mei 2020
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
. Kagupaten Buleleng
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mengantisipasi  perkembangan global saat ini dan guna
mengimplementasikan Undang-undang Republik Indonesia No. 25 tahun 2009 Tentang
Pelayanan Publik serta Undang-undang No. 23 Tahun 2014 yang telah direvisi menjadi Undang-
undang No. 2 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pemerintahan Daerah, telah memberikan
kewenangan kepada Pemerintah Daerah khususnya kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk
menyelenggarakan Pemerintahan Daerah dengan menggunakan prinsip otonomi yang seluas-
luasnya, dalam arti daerah diberi kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan yang telah
menjadi kewenangan daerah. Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh daerah antara lain
membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk publik, peningkatan
peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan
kesejahteraan rakyat.

Untuk itu perlu adanya penataan tata laksana yang diwujudkan dalam bentuk Standar
Operasional Prosedur (SOP) Berdasarkan Permenpan No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan SOP AP dalam pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur pemerintah.

Kegiatan Jasa Penyusunan SOP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Buleleng memerlukan partisipasi penuh dari seluruh unsur aparatur yang ada di

dalam institusi pemerintah.

1.2 Maksud ,Tujuan dan Sasaran Kegiatan
a. Maksud
Adapun maksud dari penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan
pedoman ataupun acuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dan

merupakan suatu penilaian kinerja berdasarkan indicator-indikator teknis yang terinci dan



terwujudnya tata kerja yang teratur dan terukur secara jelas pada setiap rangkaian kerja disemua
bidang dalam keterkaitan pekerjaan baik secara internal maupun eksternal dijajaran unit kerja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng, serta
adminisitratif yang diperuntukkan bagi jenis-jenis pekerjaan yang bersifat Administratif dan
prosedural sesuai dengan tata kerja dan sistem kerja untuk meningkatkan kualitas pelayanan

publik.

b. Tujuan
Tujuan dari penyusunan Standar Operasional Prosedur Adminstrasi Pemerintahan (SOP)

di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng adalah :

=

Terwujudnya tata kerja yang teratur dan terukur secara jelas pada setiap unit kerja;

N

Memastikan bahwa kinerja, proses bisnis meningkat secara berkesinambungan;

w

Memperijelas alur tugas, wewenang dan tanggung jawab dari masing masing pegawai;

o

. Agar mengetahui dengan jelas peran dan fungsi tiap-tiap jabatan dalam organisasi.

c. Sasaran
Sasaran dari penyusunan Standar Operasional Prosedur Adminstrasi Pemerintahan (SOP)
di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng adalah :
1. Adanya dokumen SOP-AP berdasarkan Permenpan No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan SOP AP
2. Terlatihnya segenap pegawai untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan SOP AP.

3. Tersedianya sistem dokumentasi yang baik.

1.3 Ruang Lingkup Pekerjaan
Batasan atau lingkup kegiatan Jasa Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
mencakup seluruh unit kerja dan aktivitas yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng.



1.4 Manfaat

Dengan tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam lingkungan unit kerja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng selaku
penyelenggara manfaat yang diperoleh meliputi antara lain:

1. Sebagai standarisasi cara yang dilakukan oleh Aparatur dalam menyelesaikan pekerjaan
yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.

2. Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh seorang
Aparatur dalam melaksanakan tugasnya.

3. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagai
individual Aparatur dan Organisasi secara keseluruhan.

4. Membantu Aparatur menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi
management, sehingga akan mengurangi keterlibatan Pimpinan dalam pelaksanaan
proses pekerjaan tugas sehari-hari.

5. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas.

6. Menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan Aparatur cara konkrit untuk
memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan.

7. Memastikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan Pemerintahan dapat berlangsung dalam
berbagai situasi.

8. Menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat baik dari sisi mutu, waktu dan
prosedur.

9. Memberikan Informasi mengenai kualifikasi kompetensi yang harus dikuasai oleh
Aparatur dalam melaksankan tugasnya.

10. Memberikan Informasi bagi upaya peningkatan kompetensi Aparatur.

11. Memberikan Informasi mengenai beban tugas yang dipikul oleh seseorang Aparatur
dalam melaksankan tugasnya.

12. Sebagai Instrumen yang dapat melindungi Aparatur dari kemungkinan tuntutan Hukum
dikarenakan tuduhan melakukan penyimpangan.

13. Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas.



14. Membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan Prosedural dalam memberikan

pelayanan.

15. Membantu memberikan Informasi yang diperlukan dalam penyusunan standar pelayanan,

sehingga dapat memberikan Informasi bagi kinerja pelayanan.

1.5 Landasan Hukum

1.

Undang undang Republik Indonesia No. 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman
Republik Indonesia.

Undang- Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah

Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No.
35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah

Peraturan Bupati Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah.



BAB Il
PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1. Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Dalam proses penyusunan ini, tahapan yang akan dilaporkan yaitu:
1. Tahapan ldentifikasi kegiatan Organisasi dan Pembentukan TIM SOP
2. Pelatihan Pemahaman dan Dokumentasi SOP
3. Pembuatan Dokumen SOP

4. Implementasi ISO

2.2. Tahapan Pengkajian Awal Sistem dan Pembentukan TIM

Tahapan Pengkajian Awal Sistem atau identifikasi kegiatan organisasi dilakukan dengan
cara mendatangi setiap bidang di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Buleleng dengan melakukan wawancara dengan aparatur yang ada pada
masing-masing bidang. Dalam kegiatan ini, yang menjadi tujuan utama adalah untuk

mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan SOP.

2.3. Tahapan Pelatihan Pemahaman dan Dokumentasi

Tahapan pelatihan pemahaman dan dokumentasi dilakukan dengan cara melakukan
pelatihan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng.
Pelatihan ini dilakukan selama 3 (tiga) hari pada tanggal 27, 28 dan 29 Juli 2018 berupa
pelatihan pemahaman dan dokumentasi SOP. Pelaksanan pelatihan dihadiri oleh seluruh
perwakilan dari bidang-bidang. Pelatihan dilakukan dengan metode presentasi dari narasumber
dan diakhiri dengan workshop. Pada workshop ini dilakukan latihan pembuatan Standar
Operasional Prosedur dari masing-masing bagian. Dari hasil laporan pelaksanaan pelatihan ini
diperoleh bahwa peserta yang mengikuti pelatihan memiliki semangat untuk mengikuti pelatihan
dari awal sampai akhir dan mampu membuat draft Standar Operasional Prosedur dari masing-

masing judul SOP yang telah ditentukan.



2.4. Tahapan Pembuatan Dokumen

Tahapan pembuatan dokumen dilakukan dengan cara mendatangi setiap bagian di
lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng dan
melakukan wawancara mengenai tahapan-tahapan pekerjaan bidang berdasarkan dari judul SOP
yang telah ditentukan. Berdasarkan wawancara tersebut, maka kegiatan selanjutnya adalah
pembuatan draft di mana draft SOP akan diverifikasi dan disahkan oleh Kepala Bidang. Setelah
tersusun dokumen SOP tahun 2019, terdapat perubahan nomenklator dinas sehingga perlu
dilakukan revisi terhadap dokumen yang sudah disusun, perubahan tersebut terkait dengan nama
dinas yang awalnya adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Buleleng menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Buleleng, sehingga nomor SOP, tanggal revisi dan tanggal efektif juga disesuaikan.

2.5. Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD)

Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka
menyusun draft Standar Operasional Prosedur untuk memastikan apakah tahapan yang sudah
disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Draft Standar Operasional Prosedur yang sudah ada, akan dikonfirmasi ke unit-unit kerja
terkait untuk mendapatkan kepastian sebelum dilakukan sosialisasi yang melibatkan Kepala
Dinas. Pada pelaksanaan FGD ini, diharapkan kita akan memperoleh konfirmasi yang jelas
mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan dan akhirnya kita akan
menyusun draft yang akan dibahas pada pelaksanaan sosialisasi yang akan melibatkan unsur

Kepala Dinas.

2.6. Pelaksanaan Sosialisasi Dokumen

Dokumen SOP vyang telah diperbaiki hasil dari Focus Group Discussion (FGD)
disosialisasikan kepada seluruh unit kerja dan Dokumen SOP ini kemudian dibuat menjadi satu
buku dan didistribusikan ke bidang-bidang yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng.



2.7. Implementasi Dokumen
Dokumen yang telah didistribusikan ke bidang-bidang yang ada di Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng selanjutnya diimplementasikan di

mulai dari tanggal 15 Mei 2020.



BAB Il
PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Dalam pelaksanaan kegiatan Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng dapat

disimpulkan bahwa :

1. Kepala Dinas dan pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Buleleng memiliki komitmen yang baik dalam pelaksanaan kegiatan
penyusunan SOP.

2. Seluruh personil sangat aktif memberikan informasi alur proses kegiatan yang ada di
bidang tersebut dan responsif dalam melakukan verifikasi hasil pembuatan dokumen SOP
yang telah disusun.

3. Dokumen SOP yang disusun sudah disesuaikan dengan peraturan perundangan-undangan
terkait.

3.2. Saran

Adapun beberapa saran yang dapat kami sampaikan dari kegiatan Penyusunan Standar

Operasional Prosedur (SOP) ini, antara lain :

1.

SOP yang telah disusun ini dapat diimplementasikan dengan baik oleh Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng

Bila ada perubahan alur proses kegiatan pada SOP ini, Tim Penyusun SOP dapat merevisi
SOP tersebut sehingga SOP yang telah disusun ini tetap menjadi pedoman atau acuan

untuk pelaksanaan kegiatan.



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

DINAS PENANAMARN MODAL AR Prsi?

Jaban Ngwrah Rei Na. 72 Singaaja, Telepen (0362) 22063

Website : https://dpmptsp.bulelengkab.go.id email: dpmptsp@bulelengkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN BULELENG
NOMOR : 065/26/DPMPTSP/2020

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN BULELENG,

Menimbang a.  Bahwa dalam rangka menuju birokrasi pemerintahan yang efektif dan
efisien adalah dengan menerapkan Standar Operasional Prosedur pada
seluruh proses penyelenggaraan;

b.  Bahwa di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Buleleng dipandang perlu menerapkan Standar Operasional
Prosedur pada Bagian Sekretariat dan 5 (ima) bidang dalam proses
penyelenggaraan pelayananan;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b
diatas, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng tentang Standar
Operasional prosedur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Buleleng
Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN;

2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem

PerencanaanPembangunan Nasional;

3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang
undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang
undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Peran
serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/15/M.PAN/7/2008 Tentang pedoman Umum Reformasi Birokrasi;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi  Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur AP.

8.  Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

9. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 147 Tahun 2018 tentang
Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanana Perizinan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Buleleng.

10. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 Tentang
Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Dinas Daerah.

=

Mengingat


https://dpmptsp.bulelengkab.go.id/
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Menetapkan

Pertama

Kedua

Ketiga

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BULELENG
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BULELENG

Penerapan Standar Operasional Prosedur pada bagian sekretariat dan 5
(lima) bidang di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Buleleng, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Standar Operasional Prosedur sebagaimana terlampir dalam Lampiran
Keputusan ini dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh
seluruh pegawai/aparat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Buleleng dalam pelaksanaan penyelenggaraannya
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal yang telah ditetapkan dan akan
direvisi apabila terdapat perubahan di dalamnya.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 06 Mei 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
. fassnaten Buleleng,
S8\
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SEKRETARIAT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN BULELENG
JALAN NGURAH RAI NO. 72 SINGARAJA, TELEPON. (0362) 22063

SINGARAJA, BALI




NOMOR SOP SOP/XX.Aa.01/ DPMPTSP KABBULELENG / 2020
TGL PEMBUATAN 05 Juni 2017
TGL.REVISI 06 Mei 2020
TGL.EFEKTIF 15 Mei 2020
DISAHKAN OLEH
Pit SEKRET, RISP/
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU IDA AYU PANCANI YULIATLS.H.M.Si
L KABUPATEN BULELENG PEMBINA (IV/a)
SEKRETARIAT NIP. 197107051997032009
R PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG
MILIK DAERAH (RKBMD)
ASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang
Milik Daerah

. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

. Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 786 Tahun 2007 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah

) Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah

' Peraturan Bupati Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan ,Kedudukan,Susunan
Organisasi ,Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah

1. Memiliki kemampuan pengoperasian komputer
2. Memahami isi Peraturan Bupati
3. Memahami Penggunaan Anggaran

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

ERKA]TAN :

Standar Operasional Prosedur surat masuk

! Standar Operasional Prosedur Keputusan Kepala SKPD dan Standar Operasional Prosedur Surat
} Keterkaitan dengan SOP Surat Keluar

1. Alat Tulis Kantor

2. Komputer
3. Printer

ERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

pabila Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah tidak dilaksanakan dengan baik maka
KBMD tidak tepat wakiu

Disimpan dalam bentuk manual dan elektronik, pada subag Perencanaan Bagian

LU




.‘ SOP RENCANA KEBTJTUHAN BARANG MILIK DAERAH (RKBMD)

PELAKSANA MUTU BAKU
| Kasubbag
B NO REQITAIY Kepala Dinas Sekretaris Umum dan Fuﬂg::;“al Kelengkapan Waktu Output Reteragat
Keuangan
Menugaskan Sekretaris Dinas untuk Disosisi Keterkaitan
1 |mengkordinir Bidang Bidang dalam membuat Disposisi pimpinan 1 Hari ilmp?:; SOP surat
RKBMD pimp masuk
Memerintahkan ~ Kasubbag  Umum dan v Disposisi
2 |Keuangan agar menyampaikan kepada Para Disposisi pimpinan 1 Hari pimpin;n
Kabid untuk membuat/menyusun RKBMD P
1
Mengkompilir Dokumen dari masing masing
Seksi/Subbag, sebagai dasar menyusun . ) . )
% |RKBMD lanjut memfinalisasi draf RKBMD serta Tidak ’\ Diposisipimpinan]  Thad || Dt RKEMD
mengajukan kepada Sekretaris Dinas
Mengoreksi, memaraf draft RKBMD DPMPTSP — / \ Draft RKBMD
4 |dan  memerintahkan  Pungsional Umum| ——49 > y ya Data RKBMD 15Menit | yang sudah
menyerahkannya kepada Kepala Dinas diparaf
Ya Dokumen
5 Menelaah, mengoreksi draf lanjut Draft RKBMD 5 Menit RKBMD yang
menandatangani RKBMD DPMPTSP < yang sudah diparaf sudah
ditandatangani
_ i
Menerima Dokumen RKBMD DPMPTSP yang V
telah ditandatangani dan memerintahkan Dokumen RKBMD Dokumen
6 |Kasubbag Umum dan Keuangan untuk yang sudah 60 Menit RKBMD yang
menggandakan, lanjut mengirim kepada intansi ditandatangani siap dikirim
terkait dan mengarsipkan dokumen.
Dokumen RKBMD Dokumen. | 4 eeicaitin
Menggandakan dan mengirimkan kepada SKPD ; RKBMD ©
4 terkait dan mengarsipkan dokumen yang sudah 1 ian sudah diterima dengan SOF
R i S ’ ditandatangani OPD terkait Surat Keluar




NOMOR SOP : SOP/XX.A.a.02/DPMPTSPKABBULELENG/2020
TGL. PEMBUATAN . 05 Juni 2017
TGL. REVISI : 06 Mei 2020
TGL. EFEKTIF . 15 Mei 2020
DISAHKAN OLEH :
Pit SEKRETARIS ,f/
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BULELENG
P SEKRETARIAT
. IDA AYU PANCANI YULIATI,S.H.Msi
PEMBINA (I\V/a)
NIP. 197107051997032009
NAMA SOP EVALUASI SUPPLIER
ER HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
Peraturan Presiden No.70 Tahun 2012 tentang perubahan atas PP No. 54 1. Memahami tentang tata naskah kedinasan
tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa 2. Mampu mengoperasikan komputer minimal Ms.Office
Peraturan Mentri Pendayaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 3. Memahami tentang Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur - Administrasi Pemerintahan 4, Mampu memberikan nilai dengan objektif
Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan 5. Memiliki sikap teliti, jujur, rapi, dan disiplin

Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah
Peraturan Bupati Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Kedudukan,Susunan

Organisasi ,Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah

ITERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
. Standar Operasional Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa 1. Komputer
2. Printer
3. ATK
ENGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
@abila Evaluasi Supplier tidak dilaksanakan dengan baik maka tidak ada penilaian terhadap hasil pekerjaan | 1 Evaluasi Supplier
pplier terseleksi 2. Rekap Evaluasi Supplier




SOP EVALUASI SUPPLIER

a
Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan . Kasubbag Pengurus Keterangan
Sekretaris o Barang Kelengkapan Waktu Output
Menugaskan Kasubbag umum dan
1 Keuangan melakukan Evaluasi Supplier 10 Menit
untuk setiap proses pelaksanaan kegiatan ) s :
pengadaan selesai
W
Memerintahkan pengurus barang untuk y : :
2 membuat Laporan Hasil pekerjaan Supplier ) 15 Men EvaluastSuppher
A 4
3 |Mengumpulkan data supplier pengadaan Evaluasi Supplier | 1 Jam Evaluasi Supplier
. A
Melakukan evaluasi supplier dan X ; ; - :
4 melaporkan ke Sekretaris Evaluasi Supplier | 1 Hari Evaluasi Supplier
Menerima hasil evaluasi supplier dan
5 |memberikan ke subbagian umum untuk Evaluasi Supplier | 30 Menit Evaluasi Supplier
direkap dan diarsipkan
N
Merekap dan mengarsipkan hasil evaluasi ( ) Rekap Supplier yang
6 suppiier- dan akan dijadian bahan Evaluasi Supplier | 7 Hari telah dievaluasi

pertimbangan untuk memilih supplier di
waktu yang akan datang

Evaluasi Supplier




DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP SOP/XX.A.a.03/DPMPTSPKABBULELENG/2020
TGL PEMBUATAN 5 Juni 2017
TGL REVISI 06 Mei 2020
TGL EFEKTIF 15 Mei 2020

DISAHKAN OLEH
Plt SEKRETARIS ,f'

IDA AYU PANCANI YULIATI,S.H.M.Si
PEMBINA (IV/a)
NIP. 197107051997032009

Nama SOP PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR

KABUPATEN BULELENG
ﬁar Hukum

SEKRETARIAT
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015
tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perijinan Keempat atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.
3 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan
Susunan Peranakat Daerah Kab. Bulelena
( Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 13 )
4 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat
Daerah

5 Peraturan Bupati Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan ,Kedudukan,Susunan
Organisasi ,Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah

Kualifikasi Pelaksanaan

1.Memahami peraturan undang-undang

2.Memahami aplikasi e-procurement

3.Mampu mengoperasikan komputer minimal Ms.Office
4.Mampu mengoperasikan aplikasi e-procurement
5.Memiliki sikap teliti, jujur

[Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Standar Operasional Prosedur Pinjam Pakai Peralatan Kantor 1. Alat Tulis Kantor
2. Standar Operasional Prosedur Penghapusan Asset 2. Komputer
3. Standar Operasional Prosedur Surat Masuk 3. Printer
4. Standar Operasional Prosedur Surat Keluar
n Pencatatan dan Pendataan
Apabila pengadaan tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan di peraturan, maka 1.Dokumen penyediaan peralatan dan peringkapan kantor
penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor akan terlambat 2.KAK
3.HPS
4. Surat Perintah Pelaksanaan Proses Pengadaan
5. SPPBJ
6. SPMK

JEP—



DP PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR

-

Pelaksana Mutu Baku
0. Kegiatan Pei ; Kete
jabat Penerima
PA PPTK Pengadaan Rekanan hasil Kelengkapan Waktu Qutput

I__ Memerintahkan PPTK untuk survei DPA, RAB 1 jam Surat perintah tugas
pembuatan Harga Perkiraan Sendiri ( ) 3 survei harga,DPA
(HPS)

l. [Melakukan survei harga barang Surat perintah tugas 2 hari Nota dinas, Draft
sesuai kebutuhan dan menyusun survei harga, DPA HPS, Konsep surat
HPS, nota dinas dan surat perintah perintah pelaksanaan
pelaksanaan proses penyediaan proses penyediaan
peralatan dan perlengkapan kantor A peralatan dan

YA perlengkapan kantor

\. |[Memeriksa HPS Jika setuju, HPS Nota dinas, Draft HPS, 1hari |HPS yang sudah
dan surat perintah pelaksanaan Konsep surat perintah ditandatangani, surat
proses penyediaan akan X — pelaksanaan proses perintah pelaksanaan
ditandatangani, jika tidak setuju \ penyediaan proses penyediaan
dikembalikan ke PPTK untuk yang sudah
ditinjau ulang ditandatangani

}= Melaksanakan proses pemilihan HPS yang sudah 15 hari |Dokumen
penyedia peralatan dan ditandatangani, surat penyediaan, Surat
perlengkapan kantor dan menyusun \ perintah pelaksanaan keputusan penetapan
dokumen penyediaan YA proses penyediaan yang pemenang

sudah ditandatangani penyediaan, Konsep
7 SPPBJ
L\/ TIDAK




ﬂ

:5 Memeriksa dokumen pengadaan Dokumen pengadaan, 1 hari Dokumen
- |Jika sesuai SPPBJ akan Surat keputusan pengadaan, Surat
ditandatangani dan diberikan ke TIoE penetapan pemenang keputusan penetapan
PPTK untuk disiapkan draft SPK pengadaan, Konsep pemenang
dan SPMK, Jika tidak sesuai SPPBJ pengadaan, SPPBJ
dikembalikan ke Pejabat YA yang telah
Pengadaan ditandatangani
6. [Membuat konsep Surat Perjanjian Dokumen pengadaan, 1hari |Konsep SPP dan
Pekerjaan (SPP) dan Surat Surat keputusan SPMK
Perintah Mulai kerja (SPMK) TIDAK 2 penetapan pemenang
i pengadaan, SPPBJ
yang telah
ditandatangani
7. |Memeriksa draft kontrak dan Konsep SPP dan SPMK 1hari  |SPP dan SPMK yang
SPMK. Jika sesuai, SPP dan \ sudah ditandatangani
SPMK ditandatangani dan rekanan /«
memulai pekerjaan, Jika tidak A
sesuai akan dikembalikan ke PPTK YA
untuk diperbaiki
FB Melaksanakan pekerjaan SPP, SPMK yang sudah| Sesuai |Barang/Jasa
| ditandatangani wakiu yang
ditetapkan
dalam SPP
%. Menerima hasil pekerjaan dari Barang /Jasa 1 hari Barang/ Jasa sesuai

rekanan, apabila barang tidak
sesuai kontrak akan dikembalikan
ke rekanan untuk diganti

SPP, Berita acara
pemeriksaan hasil
pekerjaan

[ —




) NOMOR SOP - SOP/XX.A.a.04 [DPMPTSPKABBULELENG / 2020
TGL. PEMBUATAN - 5 Juni 2017
TGL. REVISI 06 Mei 2020
TGL. EFEKTIF 15 Mei 2020
DISAHKAN OLEH
P ETARIS f/
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BULELENG IDA AYU PANCANI YULIATIS.H.M.Si
SEKRETARIAT PEMBINA (IV/a)
NIP. 197107051997032009
. NAMA SOP . PENGADAAN BARANG DAN JASA
DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas
korupsi, kolusi dan nepotisme
2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
3. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
4. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara
5. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah beserta
perubahannya
6. Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah beserta
perubahannya.
7. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 Tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah
8. Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
9. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah No. 4 Tahun 2011
Tentang Pedoman Penetapan Acuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pemerintah.
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah No. 6 Tahun 2012
Tentang Petunjuk teknis Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas
Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah
Peraturan Bupati Buleleng No.86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah
13 Peraturan Bupati Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan ,Kedudukan,Susunan
Organisasi , Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah

10.

11

12

Memahami peraturan undang-undang

Memahami aplikasi e-procurement

Mampu mengoperasikan komputer minimal Ms.Office
Mampu mengoperasikan aplikasi e-procurement
Memiliki sikap teliti, jujur

ko

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. Komputer

2. Printer

3. ATK

4. Aplikasi e-procurement

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Apabila pengadaan tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan di peraturan, maka pengadaan
barang jasa akan terlambat

1. Dokumen Pengadaan 4. Surat Perintah Pelaksanaan Proses Pengadaan
barang dan jasa 5. SPPBJ

2. HPS 6. SPMK

3. KAK




)P PENGADAAN BARANG DAN JASA

-

Pelaksana Mutu Baku
B Kegiatan Pejabat Penerima Keterangan

PA PPTK Pengadaan Rekanan sk Kelengkapan Waktu Output
Memerintahkan PPTK untuk survei DPA, RAB 1jam  |Surat perintah tugas
pembuatan Harga Perkiraan ( ) survei harga,DPA
Sendiri (HPS) .
Melakukan survei harga barang Surat perintah tugas 2hari  [Nota dinas, Draft
sesuai kebutuhan dan menyusun survei harga, DPA HPS, Konsep surat
HPS, nota dinas dan surat perintah perintah pelaksanaan
pelaksanaan proses pengadaan proses pengadaan

TIDAK

Memeriksa HPS Jika setuju, HPS Nota dinas, Draft HPS, 1hari  [HPS yang sudah
dan surat perintah pelaksanaan Konsep surat perintah ditandatangani, surat
proses pengadaan akan pelaksanaan proses perintah pelaksanaan
ditandatangani, jika tidak setuju \< s pengadaan proses pengadaan
dikembalikan ke PPTK untuk / yang sudah
ditinjau ulang ditandatangani
Melaksanakan proses pemilihan YA HPS yang sudah 30 Hari  |Dokumen

penyedia barang jasa dan
menyusun dokumen pengadaan

TIDAK

ditandatangani, surat
perintah pelaksanaan

proses pengadaan yang

sudah ditandatangani

pengadaan, Surat
keputusan penetapan
pemenang
pengadaan, Konsep
SPPBJ




| 5. |Memeriksa dokumen penyediaan YA Dokumen pengadaan, 1 hari Dokumen pengadaan,
Jika sesuai SPPBJ akan ¥ Surat keputusan Surat keputusan
ditandatangani dan diberikan ke TIRRK penetapan pemenang penetapan pemenang
PPTK untuk disiapkan draft SPK pengadaan, Konsep pengadaan, SPPB.J
. dan SPMK, Jika tidak sesuai : SPPBJ yang telah
' dikembalikan ke Pejabat VA ditandatangani
| Pengadaan
| 6. [Membuat konsep Surat Perjanjian Dokumen penyediaan, 1hari |Konsep SPP dan
.- Pekerjaan (SPP) dan Surat Surat keputusan SPMK
Perintah Mulai kerja (SPMK) penetapan pemenang
penyediaan, SPPBJ
TIDAK yang telah
ditandatangani
| 7. |Memeriksa draft kontrak dan Konsep SPP dan SPMK 1 hari |SPP dan SPMK yang
SPMK. Jika sesuai, SPP dan \’ sudah ditandatangani
SPMK ditandatangani dan rekanan 3
memulai pekerjaan, Jika tidak L
sesuai akan dikembalikan ke PPTK YA
| untuk diperbaiki
| 8. |[Melaksanakan pekerjaan SPP, SPMK yang sudah Sesuai |Peralatan dan
} ditandatangani waktu yang |Perlengkapan Kantor
E‘ ditetapkan
,- dalam SPP
lll 9. |Menerima hasil pekerjaan dari Barang /Jasa 1 hari Peralatan dan
J rekanan, apabila barang tidak Perlengkapan Kantor
! sesuai kontrak akan dikembalikan sesuai SPP, Berita
;l ke rekanan untuk diganti acara pemeriksaan




DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BULELENG

NOMOR SOP . SOP/XX.A.a.05 [DPMPPTSPKABBULELENG/2020
TGL PEMBUATAN : 5 Juni 2017

TGL REVISI . 06 Mej 2020

TGL EFEKTIF : 15 Mei 2020

Disahkan Oleh :

Plt an TARIS Rf

IDA AYU PANCANI YULIATL.S.H.M.Si
PEMBINA (IV/a)

NIP. 197107051997032009

SEKRETARIAT
r Hukum

Nama SOP : PERBAIKAN SARANA/PRASARANA

Kualifikasi Pelaksanaan

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur - Administrasi Pemerintahan

3. Peraturan Menteri Dalam Neaeri Nomor 19 tahun 2016 tentana Pedoman Pengelolaan
Barang milik daerah

4. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perijinan

5. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng
( Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 13 )

6 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat
Daerah

7 Peraturan Bupati Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan ,Kedudukan,Susunan
Organisasi ,Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah

1. Memahami kondisi komponen sarana /prasarana yang akan diservis.
2. Memahami jadwal pemeliharaan saranalprasarana

3. Mampu mengoperasikan komputer minimal Ms.Office
4. Memiliki sikap teliti dan jujur

Standar Operasional Prosedur Pendistribusian Sarana / prasarana
Standar Operasional ProsedurPerawatan Sarana / prasarana

o0

aitan Peralatan/Perlengkapan
. Standar Operasional Prosedur Peminjaman Sarana/Prasarana 1. Alat Tulis Kantor
Standar Operasional ProsedurPenyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor 2. Komputer
Standar Operasional ProsedurPengelolaan Sarana / prasarana 3 Printer

[Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Apabila perbaikan inventaris tidak dilaksanakan dengan baik maka tidak ada
tindak lanjut terhadap kerusakan Sarana/Prasarana

1, Form Kerusakan Sarana / Prasarana
2. Laporan Kerusakan Sarana/Prasarana
3. Jadwal Pemeliharaan

4 Berita Acara Pemeliharaan




SOP PERBAIKAN SARANA/PRASARANA

P Mutu Baku
Stast Kasubbag
No. Kegiatan Subbag Pihak Keterangan
Pengguna Umum & Umum & Ketiga Kelengkapan Waktu Output
Keuangan
Keuangan
—_— =
Melaporkan kerusakan Sarana/Prasarana yang
3 . Form Kerusakan . |Form Kerusakan
1. |ada di ruangan kepada staf subbag Umum & ( ) Surara/Prasaraa 30 Menit Sarsna/Prasarana
Keuangan
Merekapitulasi laporan kerusakan
2 sarana/prasarana setiap akhir triwulan 3y Form Kerusakan 4o Laporan Kerusakan
" |diserahkan kepada Kasubbag Umum & Sarana/Prasarana saranal/prasarana
Keuangan untuk dibahas dengan Sekretaris
\
3 Membahas penggunaan anggaran perbaikan Laporan Kerusakan 4 g Keputusan mengenai
* |dengan Sekretaris dan PPTK sarana/prasarana J anggaran perbaikan
4 Menunjuk rekanan untuk melakukan proses Laporan Kerusakan { fiat Laporan Kerusakan
" |perbaikan sarana/prasarana sarana/prasarana
| Melakukan proses perbaikan inventaris dan Laporan Kerusakan
5. |menyerahkan inventaris yang sudah diperbaiki sarana/prasarana, 7 hari Laporan Kerusakan
L ke Dinas Jadwal perbaikan
Memeriksa hasil perbaikan, jika sudah sesuai Tidak
maka akan menandatangani berita acara S,
6. |perbaikan. Jika tidak sesuai maka akan < P Laporan Kerusakan 2 Jam |Berita Acara perbaikan
melakukan proses perbaikan ulang di pihak ke Ya
3
Melakukan serah terima kepada unit terkait \
7. |pengguna inventaris dan mengarsipkan . Berita Acara perbaikan 1Jam |Berita Acara perbaikan
seluruh dokumentasi
N
8. |Menerima inventaris yang telah diperbaiki ( ) Berita Acara perbaikan 10 menit |Berita Acara perbaikan




DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BULELENG

Nomor SOP . _SOP/XX.A a.06 /DPMPTSP KABBULELENG/2020
| Tanggal Pembuatan | : 5 Juni 2017
Tanggal Revisi : 06 Mei 2020
| Tanggal Efektif .15 Mei 2020

PILSEK ETARlsf

SEKRETARIAT

Disahkan Oleh
IDA AYU PANCANI YULIATI,S.H.M.Si
PEMBINA (IV/a)
NIP. 197107051997032009
Nama SOP : PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS

1.
R
3.
4.
5.
6.

7.

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksanaan

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun

2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur - Administarsi Pemerintahan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan

Barang Milik Daerah

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perijinan

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Kab. Buleleng ( Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng

Tahun 2016 Nomor 13 )

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah
Peraturan Bupati Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan ,Kedudukan,Susunan
Organisasi ,Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah

1. Memahami peraturan tentang barang milik daerah

2 Memahami teknis perawatan

3.Mampu mengoperasikan komputer minimal Ms.Office
4. Memiliki sikap rajin dan teliti

Psrkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Standar Operasional Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa 1. Alat Tulis Kantor

2. Standar Operasional Prosedur Perbaikan Inventaris 2. Komputer

3. Standar Operasional Prosedur Peminjaman Inventaris 3. Printer

Peringatan

Apabila perawatan inventaris tidak dijalankan dengan baik maka tidak ada pemeliharaan
pemeliharaan rutin terhadap inventaris dan menyebabkab inventaris tidak bertahan lama
atau rusak

Pencatatan dan Pendataan

1. Data barang dan jasa

2. Konsep jadwal pemeliharaan
3. Jadwal pemeliharaan

4. Laporan hasil pemeliharaan

5. Buku pemeliharaan aset yang telah diketahui

JEi—



T

-
SOP PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Kasuhbag Umum Keteraﬂgan
Pengurus Barang & Kouangan Kelengkapan Waktu Output
1. |Membuat jadwal pemeliharaan Kendaraan Data barang Konsep Jadwal SOP Pengadaan
Dinas di awal tahun anggaran . ( }< e dan jasa 1 Hari pemeliharaan Barang dan Jasa
2. |Memeriksa jadwal pemeliharaan = Konsep Jadwal Jadwal
kendaraan dinas jika setuju, membubuhkan pemeliharaan pemeliharaan yang
tanda tangan. Jika tidak setuju, sudah
dikembalikan ke Pengurus Barang untuk 1 Jam ditandatangani
diperbaiki
3. [Melakukan pemeliharaan kendaraan dinas Jadwal Laporan hasil
dan Melaporkan hasil pemeliharaan pemeliharaan ) pemeliharaan
kendaraan dinas kepada Kasubbag Umum 30 menit
& Keuangan
4. |Melakukan verifikasi dan melaporkan Laporan hasil Buku Pemeliharaan
kepada PPTK pemeliharaan kendaraan dinas
30 menit |Yang telah diketahui




DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BULELENG

Nomor SOP . SOP/XX.A.a.07 [DPMPTSP KABBULELENG/2020
Tanggal Pembuatan | : 5 Juni 2017
Tanggal Revisi .06 Mei 2020
Tanggal Efektif : 15 Mei 2020

Pt SEK TARls(?f

Disahkan Oleh
IDA AYU PANCANI YULIATISH.M.Si

PEMBINA ( IV/a)
NIP. 197107051997032009

SEKRETARIAT

Nama SOP PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR

;ar Hukum

Kualifikasi Pelaksanaan

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Peraturan Menteri dalam Negeri Rl Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik daerah

Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur - Administrasi
Pemerintahan

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perijinan Peraturan Daerah
Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016

Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab. Buleleng

( Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 13 )

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan
Perangkat Daerah

Peraturan Bupati Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan ,Kedudukan,
Susunan Organisasi ,Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah

1. Memiliki kemampuan pengoperasian komputer mminimal ms office
2. Memahami isi Peraturan Bupati

3. Memahami bagian gedung yang perlu perhatian khusus karena fungsinya yang vital
4. Memiliki sikap rajin dan teliti

—

terkaitan

Peralatan/Perlengkapan

—_—
.

Standar Operasional Prosedur Penghapusan Aset
Standar Operasional Prosedur Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
Standar Operasional Prosedur Pinjam Pakai Peralatan Kantor.

1. Alat Tulis Kantor
2. Komputer
3. Printer

[ —

ringatan
)abila Pemeliharaan gedung kantor tidak dijalankan dengan baik maka tidak
imeliharaan rutin terhadap inventaris dan menyebabkan inventaris tidak bertahan

rtahan lama atau rusak

Pencatatan dan Pendataan

1.Data barang dan jasa

2 Konsep jadwal pemeliharaan
3.Jadwal pemeliharaan

4 Laporan hasil pemeliharaan

5.Buku pemeliharaan aset yang telah diketahui




SOP PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Keterangan
Pengurus Barang K:::b::l?al:;::'m Kelengkapan Waktu Output
1. |Membuat jadwal pemeliharaan Gedung Data barang Konsep Jadwal SOP Pengadaan
Kantor di awal tahun anggaran ( )¢ dan jasa : pemeliharaan Barang dan Jasa
. — Tidak 1 Harl
2. |Memeriksa jadwal pemeliharaan gedung Konsep Jadwal
kantor jika setuju, membubuhkan tanda Ya pemeliharaan pemeliharaan yang
tangan. Jika tidak setuju, dikembalikan ke sudah
Pengurus Barang untuk diperbaiki 1Jam  |gitandatangani
3. |Melakukan pemeliharaan dan Melaporkan Jadwal Laporan hasil
hasil pemeliharaan kepada Kasubbag pemeliharaan pemeliharaan
Umum 30 menit
4. |Melakukan verifikasi dan melaporkan Laporan hasil Buku Pemeliharaan
kepada PPTK 5 pemeliharaan gedung yang telah
30 menit  |diketahui




DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BULELENG

NOMOR SOP . SOP/XX.A.a.08 /IDPMPTSPKABBULELENG/2020

SEKRETARIAT

TGL PEMBUATAN ;5 Juni 2017
TGL REVISI . 06 Mei 2020
TANGGAL EFEKTIF | : 15 Mei 2020
DISAHKAN OLEH :

Plt SEKRETARIS {r

IDA AYU PANCANI YULIATI.S.H.M.Si
PEMBINA (IV/a)

NIP. 197107051997032009

Nama SOP : DIKLAT / BIMTEK

[Dasar Hukum
1.

Kualifikasi Pelaksanaan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Administrasi Pemerintahan

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

3. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perijinan

4. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016
Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng
( Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 13 )

5. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat
Daerah

6. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan ,Kedudukan,Susunan
Organisasi ,Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah

1.Memahami peraturan terkait

2.Mampu menjaga rahasia jabatan

3.Mampu mengoperasikan komputer

4. Memiliki sikap teliti, jujur dan bertanggungjawab

|Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

1. Standar Operasional Prosedur Surat Masuk
2. Standar Operasional ProsedurPerijinan

3. Standar Operasional ProsedurPenugasan
4. Standar Operasional ProsedurPerijinan

1. Alat Tulis Kantor
2. Komputer
3. Printer

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Apabila tidak dilakukan diklat pegawai, maka kompetensi dari pegawai
tidak akan mengalami peningkatan

1.Usulan kebutuhan Diklat/Seminar
2.Surat Perintah Tugas
3. Laporan Kegiatan

4 Hasil Evaluasi Diklat




Umum dan Keuangan

IP DIKLAT / BINTEK
Pelaksana Mutu Baku
; Kasubbag Staf Subbag
Kegiat
g e Umum & Umum & Sekretaris REpa Pegawai AR Kelengkapan Waktu Output Keterangan
Dinas Pegawai
Keuangan Keuangan
Menerima surat untuk mengikuti D
diklat/seminar dan menugaskan staf Surat untuk 5 menit Usulan kebutuhan
untuk mendata kebutuhan diklat Mengikuti Diklat Diklat/Bintek
pegawai
Mendata kebutuhan diklat pegawai 5
dan menyampaikan hasilnya kepada Bﬁ;%%gﬁ:;han 15 menit gilll;aur;(e;b:tuhan
Kasubbag Umum dan Keuangan ’ s
Menerima dan menganalisa \ i
kebutuhan dan tingkat prioritas dari Usulan kebutuhan Jiiart Usulan kebutuhan
Diklat/Seminar yang akan diikuti dan . Diklat/Seminar ) Diklat/Bintek
mengajukan kepada Sekretaris
Memeriksa usulan, jika setuju maka sk /\ .
akan diteruskan kepada Kepala 5 Jionk
Dinas, jika tidak maka akan g?klf;%g:;bizg‘:_han 1 jam giflzg!(ig:tman
dikembalikan kepada Kasubbag ARl
Umum dan Keuangan Ya
Memeriksa usulan, jika setuju maka \ Dafiar Nam
akan diteruskan kepada Kepala | s e il aa
Dinas, jika tidak maka akan Diklat/Seminar 1 jam me?lgikutiy "3 i
dikembalikan kepada Kasubbag . Diklal/Bintek |

J—



Menugaskan staf untuk menerbitkan

‘ Daftar Nama
Surat Perintah Tugas, Pegawai yang _ lsurat Peintah SOP
mengagendakan dan G 35 menit Pengelolaa
mendistribusikan kepada pegawai FangIKI Tugee surat kelua
: Diklat/Bintek
yang ditugaskan
Mengagendakan dan i Buku Agenda
mendistribusikan Surat Perintah Ekspedisi 20 menit Surat Perintah
Tugas kepada pegawai yang Surat Perintah Tugas
ditugaskan Tugas
Mengikuti Diklat/Seminar baik yang
dilaksanakan secara Internal maupun Surat Perintah
Eksternal kemudian membuat laporan Tugas, Materi 1 hari \anoran beaiitan
dari kegiatan Diklat/Seminar yang Diklat/Bintek P €g
telah diikuti
Mengevaluasi pelaksanaan s
Shgevaes p . Diklat/Seminar, . |
Diklat/Seminar dan menyampaikan ; . Hasil Evaluasi
; : Laporan kegiatan, 1jam ;
hasil evaluasi kepada Kasubbag ; ; Diklat
Nirmum Hasil Evaluasi
Diklat
i
Mengarsipkan hasil evaluasi ( ) Hasil Evaluasi 10 imenit Hasil Evaluasi
' |Diklat/Bintek pegawai Diklat Diklat




DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BULELENG

NOMOR SOP . |SOP/ XX.A.a.9 /DPMPTSPKABBULELENG/2020
TGL PEMBUATAN|: |5 Juni 2017
TGL REVISI : |06 Mei 2020
TGL EFEKTIF . [15 Mei 2020

SEKRETARIAT

-

Disahkan Oleh
Plt SEKRETARIS ,{L

IDA AYU PANCANI YULIATI,S.H.M.Si
PEMBINA (IV/a)
NIP. 197107051997032009

Nama SOP : |Pengajuan SPP LS

ASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah

Peraturan Bupati Buleleng Nomor 786 Tahun 2007 Tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Bupati Buleleng Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah
Peraturan Bupati Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan ,Kedudukan,Susunan
Organisasi ,Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah

1. Memahami isi Peraturan Bupati
2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer
3. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi SIPKD

STERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
Standar Operasional Prosedur Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan 1. Alat Tulis Kantor
dan Belanja 2. Komputer

3. Printer

‘RINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

)abila Pengajuan SPP LS tidak berjalan dengan baik, maka pengelolaan keuangan akan
pat menghambat kegiatan kantor terutama kegiatan yang bersifat rutin

—

Disimpan dalam bentuk manual dan elektronik




SOP SPP LS
3 PELAKSANA MUTU BAKU
o REBIATAN PPTK Bendahara | pennantupPk | PPk | PeNGOUNE | alanakapan Waktu Output HE
. Pengeluaran Anggaran
Mengajukan permintaan pembayaran (_\ ya
| berdasarkan realisasi pelaksanaan Kegiatan Kelengkapan .
! kepada Bendahara Pengeluaran AN / amprahan LS 15 fmenit Amprahan LS
| Memeriksa kelengkapan amprahan LS , tidak A ya
Menerbitkan SPP dan Kelengkapannya, . SPP LS dan
g kemudian menyampaikannya kepada Pembantu \\}\/ Ampaiant S 1B menit kelengkapannya
| PPK
tidak e ya SPP LS dan
Meneliti SPP LS dan menerbitkan SPM, . SPM LS dan
; kemudian mengajukannya kepada PPK \,-/ ;elengkapanny 15 mentt Kelengkapannya
B 7
Mengoreksi dan memberi paraf SPM dan tidak / \\L SPM LS dan SPMvARG adih
4 |kelengkapannya, kemudian mohon tanda tangan \/ Kelengkapann |15 menit i e
PA ya diparaf
Mengoreksi dan Menandatangani SPM dan _ X
; tidak e SPM yang . SPM yang sudah
5 merr_lenntahk_aq Bendahara Pengeluaran untuk \> sudah diparaf 15 menit ditandatangani
menindaklanjuti -
"~ |Menindaklanjuti Mengajukan Penerbitan SP2D i SPM yang
- 6 |kepada BPKPD untuk selanjutnya dicairkan di sudah 15 menit SP2D LS
___|BPD ditandatangani




F N NOMOR SOP . SOP/XX.A.a.10/DPMPTSPKABBULELENG /2020
TGL PEMBUATAN : 5 Juni 2017
TGL REVISI . 06 Mei 2020
TGL EFEKTIF .15 Mei 2020
Pit TARIS f—
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Disahkan Oleh
B KABUPATEN BULELENG IDA AYU PANCANI YULIATI,S.H.M.Si
SEKRETARIAT PEMBINA (IV/a)
NIP. 197107051997032009
) Nama SOP : _Pengajuan SPP GU dan SPM GU
R HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

" Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah

., Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah
pusat dan pemerintah daerah

| Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

(SOP AP)

| Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah

). Peraturan Bupati Buleleng Nomor 786 Tahun 2007 Tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah

,, Peraturan Bupati Buleleng Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017

! Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah
). Peraturan Bupati Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan ,Kedudukan,Susunan

Organisasi , Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah

1. Memahami tentang peraturan keuangan

2. Mampu mengoperasikan komputer minimal Ms. Office

3. Mampu menjaga rahasia jabatan

4. Mampu pembuatan laporan sesuai tata naskah dinas didalam pengelolaan keuangan
5. Memiliki sifat teliti, jujur dan bertanggung jawab

RKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
— Standar Operasional Prosedur Laporan Pertanggung jawaban Realisasi Anggaran 1. Alat Tulis Kantor
Pendapatan dan Belanja 2. Komputer
3. Printer

2. Pengajuan SPP UP

NGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
pabila Pelaksanaan Penerbitan SPP-GU tidak berjalan dengan baik, maka pengelolaan SPD dan DPA
teuangan akan dapat menghambat kegiatan kantor terutama kegiatan yang bersifat rutin SPP-GU
SPM-GU

— -

-
g



SOP PENGAJUAN SPP-GU DAN SPM-GU

—

No. Kegiatan

Pelaksana

Mutu Baku

Bendahara
Pengeluaran dan
staff

PA/KPA

Kasubbag Umum
& Keuangan

Kelengkapan

Waktu

Output

Keterangan

1. |Menyiapkan , mencermati SPD dan DPA
khususnya aliran kas dan komponen
belanjanya

)

SPD dan DPA

1 jam

Konsep SPP-GU
Format SPP-GU

2. |Membuat konsep pengajuan SPP-GU untuk
mengganti uang persediaan yang telah
dibelanjakan min 75%

Konsep SPP-GU
Format SPP-GU

1 jam

Konsep SPP-GU

w]|

Mengajukan konsep pengajuan SPP-GU ke
PPK SKPD untuk diteliti dan diverifikasi
beserta kelengkapan dokumen lainya
meliputi:

1.Surat pengantar, ringkasan, rincian SPP-
GU

2.Surat pengesahan Lap
pertanggungjawaban (SPJ)

3. Salinan SPD

4 Surat pernyataan PA

5 Kelengkapan lainnya

Ya

Konsep SPP-GU

3 jam

Konsep SPP-GU

4. |Memverifikasi konsep pengajuan SPP-GU .
Jika sudah benar dan lengkap akan
membuat rancangan SPM dan diberikan ke
PA untuk diotorisasi dan jika belum
dikembalikan kebendahara untuk diperbaiki

Tidak

Ya

Konsep SPP-GU

4 jam

SPP-GU Disposisi
Draft SPM-GU
Disposisi




Pelaksana Mutu Baku
p Bendahara
i Kegiatan
e - Pengeluaran dan PA/KPA Kasubbag Umem Kelengkapan Waktu Qutput Retavanga
& Keuangan
staff

!
5. Menandatangani rancangan SPM dan

diberikan ke PPK SKPD untuk diteruskan 4

kebendahara pengeluaran untuk Draft SPM-GU :

disampaikan ke BPKPD Disposisi ljom  |SPM-GU
6. |Memberikan SPM, SPP GU beserta

kelengkapannya kebendahara pengeluaran

untuk diproses ke BPKPD SPM-GU 2 jam SPM-GU




DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BULELENG

NOMOR SOP . SOP/XX.A.a.11 /DPMPTSPKABBULELENG/2020
TGL PEMBUATAN|: 5 Juni 2017
TGL REVISI : 06 Mei 2020

SEKRETARIAT

TGL EFEKTIF - 15 Mei 2020
DISAHKAN OLEH | :
Pit SEKR TARIS,Pr

IDA AYU PANCANI YULIATL.S.H.M.Si
PEMBINA (IV/a)
NIP. 197107051997032009

NAMA SOP : PENGAJUAN SPP TU

HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANAAN

‘eraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah
Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara & RB No. 35 Tahun 2012
entang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur - Administrasi Pemerintahan
Permendagri No. 15 tentang pemeriksaan keuangan negara dan
)anggung jawab keuangan negara
®eraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah
Peraturan Bupati Buleleng Nomor 786 Tahun 2007 Tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Bupati Buleleng Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan
Perangkat Daerah
Peraturan Bupati Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan ,Kedudukan,
susunan Organisasi ,Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah

1.Mampu mengoperasikan komputer minimal Ms. Office

2.Mampu menjaga rahasia jabatan

3.Memahami tentang peraturan keuangan

4 Kemampuan pembuatan laporan sesuai tata naskah dinas di dalam proses
pengelolaan keuangan

'ERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
ndar Operasional Prosedur Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran 1. Alat Tulis Kantor

Pendapatan dan Belanja 2. Komputer

Pengajuan SPP UP 3. Printer

Pengajuan SPP GU
Standar Operasional Prosedur Surat Masuk
Standar Operasional Prosedur Surat Keluar .

4. Buku catatan keuangan

UNGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

bila Pelaksanaan Penerbitan SPP-TU (Surat permintaan pengelolaan
angan akan mendapat hambatan sehingga dapat menghambat kegiatan
or dan pembayaran kegiatan berikutnya akan sulit dan bahkan bisa tidak
ayarkan pada tahun berjalan

1. SPD dan DPA
2. Konsep SPP-TU
3. SPP-TU

i ”



OP PENERBITAN SPP-TU®

—

Pelaksana Mutu Baku
lo. Kegiatan Bandahara Keteranga
e pengeluarandan|  KPA/PA PPK Kelengkapan Waktu Output R
. staff
+ [Menyiapkan, mencermati SPD dan DPA khususnya 2
3 aliran kas dan komponen belanjanya ( ) PRI L i L
Membuat konsep pengajuan SPP-TU untuk Konsep SPP-TU
2 melaksanakan kegiatan dikarenakan uang Mesin tik, Format $lain Konsen SPP-TU
" |persediaan tidak mencukupi lagi dan SPP-TU, computer, J P )
pelaksanaannya harus segera ATK
Mengajukan konsep pengajuan SPP-TU ke PPK
unit kerja untuk diteliti dan dicermati beserta
kelengkapan dokumen lainya meliputi:
1.Surat pengantar, ringkasan, rincian SPP-TU Ya .
3 |2 Surat pengesahan Lap pertanggungjawaban fonsspShE-Il Ziment | |Resep SFESTU
(SPJ)
3. Salinan SPD
4 Surat permyataan PA
. [Meneliti, memeriksa konsep pengajuan SPP-TU Tidak / Draft SPP-TU
4. |.Jika sudah benar diberi paraf untuk diteruskan ke \ Konsep SPP-TU 10 menit Dirsposisi i

PA dan jika belum dikembalikan untuk diperbaiki

e



Pelaksana Mutu Baku
Vo. Kegiatan Bendahara Keterangan
pengeluaran dan KPA/PA PPK Kelengkapan Waktu Output

E staff

Menerima konsep pengajuan SPP-TU yang sudah Ya Draft SPP-TU
5. |diber paraf dan mengajukan ke PA untuk ATK 2 menit Draft SPP-TU

ditandatangani

Y

Meneliti, memeriksa konsep pengajuan SPP-TU. T
8. |Jika sudah benar diberi tandatangan dan jika belum e / E;T SRELIU 10 menit [SJFsngii

dikembalikan untuk diperbaiki P
- SPP-TU

: . Buku kode nomor

Menerima dan menyampaikan SPP-TU untuk .

7. | dikirim ke PPKD-BJD ~pPPTK persuratan, 5 menit |SPP-TU
Amplop Cap,

L Stempel, tinta
8 Menyimpan lembar ke empat SPP-TU sebagai ( ) SPP-TU 2menit  |SPP-TU

arsip




DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BULELENG

NOMOR SOP . SOP/XX.A.a.12 /DPMPTSPKABBULELENG/2020
TGL PEMBUATAN © 5Juni 2017
TGL REVISI : 06 Mei 2020

SEKRETARIAT

TGL EFEKTIF .15 Mei 2020

DISAHKAN OLEH
Pit SEKRETARIS ,f—

IDA AYU PANCANI YULIATI,S.H.M.Si

PEMBINA (IV/a)
NIP. 197107051997032009

PENYETORAN PENERIMAAN PENDAPATAN PAJAK D
NAMASQP RETRIBUSI

\SAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Bupati Buleleng Nomor 786 Tahun 2007 Tentang

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Bupati Buleleng Nomor 86 Tahun 2017 Tentang

Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2018

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan
Perangkat Daerah

Peraturan Bupati Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan ,Kedudukan,
Susunan Organisasi ,Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah

1. Memahami isi Peraturan Bupati
2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer
3. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi SIPKD

ERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
Standar Operasional Prosedur Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan 1. Alat Tulis Kantor
dan Belanja 2. Komputer
3. Printer

4. Alat penghitung dan Pendeteksi uang

PENCATATAN DAN PENDATAAN

RINGATAN

ibila pelaksanaan penyetoran penerimaan pendapatan pajak dan retribusi tidak dilaksanakan
In menghambat pendapatan daerah dan pembangunan daerah serta setiap pendapatan wajib
2tor 1 ( satu ) hari kerja ke kas daerah

Disimpan dalam bentuk manual dan elektronik




SOP PENYETORAN PENERIMAAN PENDAPATAN PAJAK DAN RETRIBUSI

PELAKSANA MUTU BAKU
: Kasubbag
NO KEGIATAN Fungsional Bendflhara Urfiam dan Kelengkapan Waktu Output KET
Umum Penerimaan
Keuangan
Membuat rekap Penerimaan Pendapatan Pajak Fo::::: IE;ana:an Nota
1 |dan Retribusi lanjut menyerahkan kepada ( ) gkap 15 menit Perhi
Bendahara Penerimaan persyaratan emitungan
permohonan
\
Membuat SKP/SKRD berdasarkan izin yang )
2 |diterbitkan kemudian menyerahkan kepada Nota Perhitungan | 15 menit | Blanko/F-ormulir
| SKP/SKR-D
Kasubag Umum dan Keuangan
gt " . \
Menelmfmepgorekm SKP/SKRD kemucﬁanl Blasiko/F aamiilir _ SKP/SKR-D
3 |mengembalikan kepada Bendahara Penerimaan SKP/SKR-D 10 menit yang sudah
agar ditindak lanjuti | ditanda tangani
Menindak lanjuti menyetor penerimaan v SKP/SKR-D yang Kwitansi
4 |Pendapatan Pajak dan Retribusi ke Bank BPD ( ) sudah ditanda | 5 menit psembayaran,
Bali Cabang Singaraja tangani urat Tanda

Setoran




NOMOR SOP . SOP/XX.A.a.13/DPMPPTSPKABBULELENG/2020
TGL. PEMBUATAN | © 5 Juni 2017
TGL. REVISI - 06 Mei 2020
TGL. EFEKTIF - 15 Mei 2020
DISAHKAN OLEH Pit SE RETARIS'f’
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BULELENG
SEKRETARIAT IDA AYU PANCANI YULIATLS.H.M.Si
PEMBINA (I\V/a)
NIP. 197107051997032009
NAMA SOP . PENGELOLAAN SURAT MASUK

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1.

5.
6.

Peraturan Menteri PAN & RB No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan SOP AP
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2005 Tentang
Pedoman Tata Kearsipan di Daerah
Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Penyusunan Perangkat Daerah
Standar ISO Klausul 7.1.5
Peraturan Bupati Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan ,Kedudukan,
Susunan Organisasi ,Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah

1. Memahami peraturan tata naskah dinas

2. Memahami tentang pengelolaan arsip

3. Mampu mengelola arsip

4. Mampu mengoperasikan komputer minimal Ms.Office
5. Memiliki sikap teliti, sopan dan ramah

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

SOP Pengelolaan Surat Keluar

1. Komputer

2. Printer

3. ATK

4. Mesin Fotokopi
5. Stempel

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Apabila surat masuk tidak didistribusikan dengan baik maka surat masuk
tidak sampai di tujuan dan tidak dapat diketahui tindak lanjutnya -

1. Buku Agenda
2. Lembar Disposisi

3. Ekspedisi




IOP PENGELOLAAN SURM MASUK
-
Pelaksana Mutu Baku
; Kasubbag Bidang
- - SSUbD | howuma | Seiratarie | BoPAR | SRS Kelengkapan Waktu Output et
Umum Dinas A
b Keuarman Bagian

Menerima surat masuk kemudian
mencatat surat masuk kedalam buku

Lembar Disposisi

Stempel tanda terima ;

- agenda lalu menyampaikan surat masuk @ Buku Agenda 18menit tSeT:;zt dl\ilaset:‘k dﬁg?.
ke Kasubbag Umum . ’
Memeriksa surat masuk sebelum . e

2. |disampaikan kepada Sekretaris kemudian Lempar Disposisi 10 menit s‘aran pacalemoar

; i Stabilo disposisi
mendisposisikan surat tersebut
Memeriksa kepentingan surat masuk, &
dimana yang bersifat penting maka akan Control surat masuk

3. |diteruskan kepada Kepala Dinas, jika Surat Masuk 15 menit  |yang telah diarahkan
bersifat biasa maka akan didisposisikan kepala dinas
langsung kepada bidang yang dituju
Menerima surat dan mendisposisikan Control surat masuk

t. |surat kepada bidang yang dituju dan Surat Masuk 10 menit  |yang telah diarahkan
Sekretaris melalui Subbag Umum kepala dinas
Menugaskankan Staff Subbag Umum ;

. untuk mendistribusikan surat masuk Surat Masuk 10 menit | Surat Masuk
Mendistribusikan surat ke Bidang terkait ; -

3 dan mengarsipkan surat Surat Masuk 10 menit  |Ekspedisi

) . T Tanda terima surat
Menerima surat untuk ditindaklanjuti Surat Masuk 10imenit  Imeasok
kemudian diarsipkan Ekspedisi

Arsip




DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BULELENG

SEKRETARIAT

NOMOR SOP : SOP/XX.A.a.14/DPMPTSPKABBULELENG/2020
TGL. PEMBUATAN - 5 Juni 2017

TGL. REVISI - 06 Mei 2020

TGL. EFEKTIF : 15 Mei 2020

DISAHKAN OLEH . Plt SEKRETARIS #‘L

e

IDA AYU PANCANI YULIATI,S.H.M.Si
PEMBINA (IV/a)
NIP. 197107051997032009

NAMA SOP : PENGELOLAAN SURAT KELUAR

|[DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA:

.

Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

1.

Memahami peraturan tata naskah dinas

. Memahami tentang pengelolaan arsip

2
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2005 Tentang Pedoman Tata Kearsipan di 3. Mampu mengelola arsip
Daerah 4. Mampu mengoperasikan komputer minimal Ms.Office
3. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 5. Memiliki sikap teliti, sopan dan ramah
Susunan Perangkat Daerah
4. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan
Perangkat Daerah
5. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan ,Kedudukan,
Susunan Organisasi ,Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah
6. Standar ISO Klausul 7.1.5
KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
SOP Pengelolaan Surat Masuk 1. Komputer
2. Printer
3. ATK

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Apabila surat keluar tidak disitribusikan dengan baik, maka informasi yang
|akan disampaikan tidak akan sampai ke tujuan )

1. Buku Agenda
2. Lembar Disposisi
3. Buku Ekspedisi




SOP PENGELOLAAN SURA?Y KELUAR

Pelaksana Mutu Baku
Bidang Kasubbag Staf Kasubbag
0. Ke: n
4 giata Ke.pala Terkait / Sekretaris Umum dan |Umum&Keuangan Pengantar Kelengkapan | Waktu Qutput ST
Dinas : : Surat
Bagian Keuangan [Arsiparis
Menginstruksikan Kepala ‘ ' tindak lanjuti
: = Lembar . :

1. |Bidang /Bagian untuk membuat disposisi 10 menit |sesuai dengan
konsep surat yang dibutuhkan RN arahan kepala
Memproses dan mengkonsep

2. |sesuai dengan arahan Kepala E:?:%?ns:;at' 1jam :D?SE e,
Dinas YA I ota Dinas

\
Memverifikasi konsep surat, s /
3 jika setuju maka akan diparaf, \ Konsep surat, 10 menit Konsep surat,
" |jika tidak setuju maka akan Nota Dinas Nota Dinas
dikembalikan untuk diperbaiki
Menerima konsep surat, jika
sesuai maka akan \ 10
4 ditandatangani, jika tidak Konsep surat, 10 it Konsep surat,
" |sesuai maka akan Nota Dinas Nota Dinas
dikembalikan kepada Bidang /
Sekretaris
Memberikan nomor surat, YA
tanggal surat, stempel,

5. |menyiapkan amplop dan ﬁ:::tg:lusar, 15 menit zu:atgeluar,
mencatat nomor surat di = O3 e
agenda

6 Menugaskan caraka untuk o=l Surat Keluar, 10 FABRAIE Surat Keluar,

" |mengirimkan surat Nota Dinas Nota Dinas
Mengirimkan surat (melalui fax Surat Keluar,
T g ' Nota Dinas, 5 menit |Ekspedisi

pos dan kirim langsung)

Ekspedisi




Pelaksana Mutu Baku
. Bidang Kasubbag Staf Kasubbag
Mo, Kegiatan 'T;::I: Terkait / Sekretaris Umum dan |Umum&Keuangan Pe;g:;tar Kelengkapan | Waktu Qutput Kuterangan
Bagian Keuangan /Arsiparis
Surat Keluar
8. |[Mengarsipkan surat keluar Surat Keluar 10 menit [yang sudah
diarsipkan




DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BULELENG

NOMOR SOP : SOP/XX.A.a.15/DPMPTSPKABBULELENG/2020
TGL. PEMBUATAN - 05 Juni 2017

TGL. REVISI . 06 Mei 2020

TGL. EFEKTIF

: 15 Mei 2020

SEKRETARIAT

Pit SEKRETARIS f’

b

IDA AYU PANCANI YULIATI,S.H.M.Si
PEMBINA (IV/a)
NIP. 197107051997032009

DISAHKAN OLEH

NAMA SOP : PENGELOLAAN KEBERSIHAN

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

2. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

3. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah

4. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan,
Kedudukan,Susunan Organisasi ,Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Dinas Daerah
5. Standar ISO Klausul 7.1.4

1. Memahami tentang penggunaan alat kebersihan
2. Memahami kondisi ruangan dan perlengkapan yang akan dibersihkan
3. Mampu menjalankan teknis kebersihan

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Alat Kebersihan
2. Bahan Pembersih
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP Pengelolaan Kebersihan tidak dijalankan dengan baik maka
lingkungan kerja menjadi tidak nyaman dan mengurangi nilai Pelayanan

1. Cheklist Kebersihan : FM-XX.A.a-10-01




SOP PENGELOLAAN KEBERSIHAN

Pelaksana Mutu Baku
: Kasubbag
tie Kagitan Umum dan KPetug_a y Sekretaris Kelengkapan Waktu Output oRemmagan
ebersihan
Keuangan

1. |Menugaskan dan - Kontrak Kerja 5 menit |Jadwal
mengkoordinasikan pekerjaan kebersihan
kepada Petugas Kebersihan ( )

2. |Melaksanakan tugas kebersihan Jadwal kebersihan 1Jam |- Checklist
dan melaporkannya ke kebersihan
Kasubbag Umum dan
Kepegawaian 7

3. |[Memeriksa sarana yang telah v _ - Checklis kebersihan 30 menit |- Checklist
dibersihkan dan memberikan \ Tidak kebersihan
laporan hasil pekerjaan Petugas yang telah
Kebersihan ke Sekretaris diperiksa

4. |Menerima Laporan hasil - Checklist 5 menit |Laporan hasil
Pekerjaan Petugas kebersihan kebersihan pekerjaan
dari Kasubbag Umum dan yang telah Kebersihan
Kepegawaian diperiksa




DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BULELENG

NOMOR SOP : SOP/XX.A.a.16/DPMPTSPKABBULELENG/2020
TGL. PEMBUATAN : 05 Juni 2017
TGL. REVISI : 06 Mei 2020
TGL. EFEKTIF : 15 Mei 2020

SEKRETARIAT

Plt SEKRETARIS {J,

DISAHKAN OLEH

IDA AYU PANCANI YULIATIL.S .H.M.Si
PEMBINA ( IV/a )
NIP. 197107051997032009

NAMA SOP : PENGELOLAAN KEAMANAN

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

2. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

3. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah

4. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan ,
Kedudukan,Susunan Organisasi ,Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Daerah

5. Standar ISO Klausul 7.1.4

1 Mampu Disiplin dan tegas
2 Memahami tentang Sistem keamanan

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Alat Kemananan
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP keamanan tidak dilaksanakan dengan baik maka lingkungan
kerja tidak aman, tentram dan kondusif

1. Jadwal Keamanan
2. Absensi Petugas Keamanan




SOP KEAMANAN DAN KETERTIBAN

Pelaksana Mutu Baku
Kasubbag
Mo Kagimn Sekretaris Umum & KPetugas Kelengkapan Waktu Output Katecngan
eamanan
Keuangan
Menugaskan Kasubbag Umum dan
1 |kepegawaian untuk memonitoring @ Qg:?nd:nan 15 Menit Qg:nmd:nan
Keamanan dan ketertiban Kantor
Absen petugas Absen petugas
2 Menugaskan Petugas Keamanan untuk keamanan 15 Menit keamanan
mengisi absensi setiap hari kerja Agenda Agenda
keamanan keamanan
Absen petugas Absen petugas
Mengisi absensi dan melakukan serah keamanan ., |keamanan
3 ] 15 Menit
terima agenda keamanan secara lengkap Agenda Agenda
keamanan keamanan
Melakukan koordinasi kepada petugas Jadwal Petugas .. |Jadwal Petugas
4 15 Menit
keamanan Keamanan Keamanan
Melaksanakan tugas keamanan sesuai Jadwal Petugas Jadwal Petugas
dengan arahan melalui Kasubbag umum Keamanan Keamanan
5 |dan Menuliskan peristiwa dan keadaan Laporan 1 hari |Laporan
keamanan di lingkungan Kantor (jika Pertanggungjawa Pertanggungjawa
diperlukan) ban ban
Menerima dan mengarsipkan Laporan \ Laporan L?"“fa”
. . : .. |Mingguan dan
6 |Pertanggungjawaban serta mengevaluasi Pertanggungjawa| 30 Menit
: : Bulanan
petugas keamanan setiap 3 Bulan sekali ban

Kasubbag Umum




NOMOR SOP

: SOP/XX.A.2.17/DPMPTSPKABBULELENG/2020

TGL. PEMBUATAN

: 11 September 2019

TGL. REVISI : 06 Mei 2020

TGL, EFEKTIF : 15 Mei 2020

DISAHKAN OLEH ;
Pit SEKRETARIS%

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
- KABUPATEN BU LE_LENG
SEKRETARIAT
. IDA AYU PANCANI YULIATI.S.H.M.Si
PEMBINA (IV/a)
NIP. 197107051997032009
NAMA SOP LAPORAN SPIP ( Sistem Pengendalian Internal

Pemerintah)

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025 1 Mampu mengoperasikan komputer minimal Ms.Office
2 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor. 20 2 Memahami tentang Peraturan Reformasi Birokrasi
Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014 3 Mampu memberikan nilai dengan objektif
3 Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 4 Memiliki sikap teliti, jujur, rapi, dan disiplin
4 Keputusan Presiden No.74 Thn 2001 tentang tata cara pengawasan penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
5 Permendagri No.51 Thn 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah
6 Permendagri No.78 Thn 2014 tentang Kebijakan pembinaan dan pengawasan di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
7 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah
8 Peraturan Bupati Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan ,Kedudukan,Susunan
__ Organisasi ,Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah
ERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. Standar Operasional Prosedur SPIP ( Sistem Pengendalian Internal Pemerintah ) 1. Komputer
2. Printer
3. ATK

RINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

o

bila Laporan SPIP tidak dilaksanakan dengan baik maka tidak ada penilaian terhadap hasil laporan SPIP (

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah )

1 Laporan SPIP ( Sistem Pengendalian Internal Pemerintah )




SOP LAPORAN SPI ( Sistem Pengendalian Internal Pemerintah )

birokrasi,serta menginstruksikan kepada
Satgas SPIPuntuk merumuskan
pelaksanaan kegiatan Penerapan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah

Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Koordinator Tim Birokrasi Keterangan
Kepala SPIP Satgas SPIP Kabu “« Kelengkapan Waktu Output
Peraturan Menteri Negara
s Doy Ak embsriukan Tim
Menginstruksikan kepada koordinator SPIP | Birokrasi Nomor 20 Tahun g;‘l’“"gg?gsbg:';f:'
1 untuk merumuskan pelaksanaan kegiatan 2010 tentang Roadmap Bisam | Recdiddus
Penerapan Sistem Pengendalian Intern di Reformasi 2010-2014,SK P
lingkungan DPMPTSP Kepala Dinas tentang SRanggUng
Jawab Ketua,Sekre
Pembentukan Tim srte Anoaoia
Reformasi Birokrasi N9
DPMPPTSP
Melakukan kerjasama dengan Tim Kerja £
Reformasi Birokrasi daerah dalam I
melaksanakan program reformasi
birokrasi,mengkoordinasikan unit atau
2 satuan kerja di lingkungan DPMPTSP ) 7 Jam 30 Disposisi
dalam melaksanakan program reformasi Menit oS




- Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Koordinator Tim Birokrasi Keterangan
Kepala SPIP Satgas SPIP Kabupaten Kelengkapan Waktu Output

Menginventarisir, nengkaji, mencermati
serta mempelajari esensi Reformasi
Birokrasi dan hal-hal terkait yang telah
dilakukan oleh DPMPTSP sebagai langkah
perencanaan,pelaksanaan Reformasi - 37 Jam 2 -

3 |Birokrasi, Menyiapkan seluruh komponen — s L 30 Menit Desposs

Reformasi Birokrasi sesuai dengan
pedoman yang berlaku,melakukan
konsultasi dan komunikasi dengan Tim
Kerja Reformasi Birokrasi Kabupaten

Tim Satgas SPIP merumuskan
pelaksanaan kegiatan Penerapan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah serta
melaporkan pelaksanaan SPIP kepada
kepala dan instansi yang berkepentingan

Bahan Laporan Penerapan
Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah

7Jam 30
Menit

Laporan Penerapan
Sistem
Pengendalian
Interen Pemerintah




NOMOR SOP - SOP/XX.A.a.18/DPMPTSPKABBULELENG/2020
TGL. PEMBUATAN | : 5 Juni 2017
TGL. REVISI .06 Mei 2020
TGL. EFEKTIF - 15 Mei 2020
DISAHKAN OLEH Pit SEKRETARIS {1
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BULELENG
SEKRETARIAT
IDA AYU PANCANI YULIATL,S.H.M.Si
PEMBINA ( IV/a )
NIP 197107051997032009
NAMA SOP . PENGAJUAN SPP UP & SPM UP

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah

2. Undaqg-Undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara

pemerintah pusat dan pemerintah daerah

3. Pen‘neqpan & RB No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar

OperaSIonaI Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP)

4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan

Keuangan Daerah

5. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 786 Tahun 2007 Tentang Sistem dan Prosedur

Pengelolaan Keuangan Daerah

6. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Tata Cara

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

7. Standar ISO Klausul 7.1

1. Memahami tentang peraturan keuangan

2. Memahami Aplikasi SIPKD

3. Mampu mengoperasikan aplikasi SIPKD

4. Mampu mengoperasikan Ms.Office

5. Memiliki sikap teliti, jujur, dan tanggung jawab

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. Lembaran kerja 5 Komputer
2. Kalkulator 6. Printer
3. ATK 7. Mesin Tik
4. Aplikasi SIPKD 8. Internet
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Apabila pengajuan surat SPP-UP dan SPM-UP (surat permintaan pembayaran-
[Jang persedian) tidak dijalankan dengan baik, maka akan tertunda pencairan

belanja langsung

1. DPA/RKA
2. SKUP

3. Surat Pencairan Dana (SPD)




» PENGAJUAN SPP-UP DAN SPM-UP

berdasarkan SK UP

-

*

Pelaksana Mutu Baku
Kegiatan Kasubbag Bendahara Ketera
u Output
Sekretaris Keuangan BPKAD Pengeluaran Staf PA Kelengkapan Wakt p
Menugaskan Subbag Keuangan
terkait pencairan anggaran Surat perintah 10 Menit  |Surat Perintah

|Mengajukan SPD ke BUD secara

-

bulanan ke BPKAD DPA 1 Hari |Surat Pencairan Dana
Menerbitkan SPD bulanan dan P ‘uan SPD dari
menginformasikan kepada Sigggjuan - 1Hari [Surat Pencairan Dana
bendahara pengeluaran
Menugaskan staf subbag Berkas kelengkapan Surat Permintaan
keuangan untuk membuat SPP - Surat Permintaan 10 menit |Pembayaran (SPP) -
up Pembayaran (SPP) -UP UP
Mempersiapkan SPP - UP untuk f Haikan lesibnik
ditandatangani Bendahara sgpaZpe engrapan 1Jam [SPP-UP
Pengeluaran =

'\
Menandatangani SPP - UP SPP - UP 5 Menit |SPP - UP
. Berkas kelengkapan Berkas kelengkapan
Menugaskan staf subbag SPP -UP SPP -UP
teuangan untuk membuat SPM Berkas Kelengkapan 10 menit |Berkas Kelengkapan

JP

Surat Perintah
Membayar (SPM) - UP

Surat Perintah
Membayar (SPM) - UP




Membayar (SPM) - UP

SP2D

Pelaksana Mutu Baku
-- Kegiatan Kasubba Bendah Keterar
| Sekretaris g endahara eterar
Keuangan BPKAD Pengeluaran Staf PA Kelengkapan Waktu Output

Berkas kelengkapan Surat Perintah
Membuat SPM - UP dan Surat SPP -UP Membayar (SPM) - UP
pernyataan tanggung jawab Berkas Kelengkapan 1Jam |Surat Pengantar

Surat Perintah Permintaan Penerbitan

Mengecek berkas SPP-UP

Surat Perintah
Membayar (SPM) - UP

Surat Perintah
Membayar (SPM) - UP

Surat Pengantar 30 Menit |Surat Pengantar
Permintaan Penerbitan Permintaan Penerbitan

! SP2D SP2D

Membuat Surat permohonan Surat Pengantar

permintaan penerbitan SP2D Permintaan Penerbitan 30 Menit [SP2D

- SP2D

Menandatangani SPM - UPdan I"J SPM-UP dan surat SPM-UP dan surat

Surat pernyataan tanggungjawab I I pernyataan tanggung 10 Menit |pernyataan tanggung
jawab jawab

: : SPM UP seta surat

Vienyampaikan SPM UP serta \ pernyataan

iurat pernyataan tanggungjawab I ’ tanggungjawab dan

lan surat pengantar permintaan surat pengantar 1Jam (SP2D

)enerbitan SP2D permintaan penerbitan

. SP2D dari SKPD

lenerbitkan SP2D dan BUD ( ) SP2D 1 Hari SP2D

.




DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BULELENG

NOMOR SOP

- SOP/XX.A.a.19/DPMPTSPKABBULELENG/2020

TGL. PEMBUATAN

TGL. REVISI

129 Juni 2020

TGL. EFEKTIF

01 Juli 2020

SEKRETARIAT

DISAHKAN OLEH

Sekretaris f

IDA AYU PANCANI YULIATLS.H.M.Si
PEMBINA (IV/a)
NIP. 197107051997032009

NAMA SCOP

PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI DAN
DOKUMENTASI

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbkaan Informasi Publik

2 UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

3 PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keternukaan
Informasi
Publik

4 Perki Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
Publik

5 Perki Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

1. Memahami Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP

. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi semua Seksi,Subag

2
3. Memahami daftar informasi dan dokumen dari masing-masing bidang
4

. Memahami pengoperasian Komputer dan IT lainnya

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. SOP Pelayanan
2. SOP Surat Masuk
3. SOP Surat Keluar

1. Daftar/klasifikasi informasi

2. Komputer/Laptop dan Printer
3. Alat Tulis Kantor, Flasdisk,CD, dil

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Bila SOP ini dilaksanakan berdampak pada rendahnya mutu pelayanan informasi publik

Data kinerja disimpan secara Elektronik dan Manual




I. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN DAN PENGUMUMAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

Pelaksana Baku Mutu Keterangan
Seluruh Pejabat/ | PPID Pembatu | Administrator PPID
No. Kegiatan Staf Dinas atau atau Website Dinas
: Kelengkapan Waktu Output
staf urusan di
. Dinas
1 |Mengumpulkan informasi yang berkualitas dan relevan dengan tufoksi Dokumen SK Pengelolaan |2 kali setahun Daftar Informasi

masing-masing bidang baik dikelola sendiri, dikembangkan, maupun yang
dikirim kepada pihak lain, yang berupa arsip statis maupun dinamis, arsip
aktif maupun arsip inaktif dan arsip vital yang dikuasai. Informasi yang
dikelola meliputi jenis dokumen , penanggung jawab pembuatan, waktu
dan tempat pembuatan, dan bentuk informasi yang tersedia baik dalam
bentuk hard copy maupun soft copy, format pengisian dalam bentuk
informasi dimasing-masing bidang yang merujuk pada buku panduan dan

Informasi dan
Dokumentasi dan SOP
PPID Pembatu

Publik yang telah di
verifikasi
kebenarannya oleh
Dinas

pengumuman lainnya

pengumuman lainnya
yang dimiliki oleh Dinas

website PPID atau di
website Dinas

2 |Mengklasifikasikan seluruh informasi yang dihimpun, mengidentifikasinya Dokumen SK Pengelolaan | 2 kali setahun Daftar Informasi Klasifikasi Infor
berdasarkan sifat informasi dan mengklarifikasikan informasi yang Informasi dan Publik yang telah di |Informasi yang
dikcualikan sesuai dengan ketegori informasi sebagaimanan yang telah Dokumentasi dan SOP verifikasi diumumkan se
ditetapkan dalam Undang-undang No. 124 Tahun 2088 pasal 17 dan pasal PPID Pembatu klasifikasinya oleh serta merta da
18 seacara ketat, terbatas dan tidak mutlak, informasi yang dikecualikan ini Dinas wajib disediak:
harus ditetapkan melalui uji konsekuensi dan uji kepentingan publik (yang
diatur dalam SOP)

3 |Mendokumentasikan informasi publik dalam bentuk file khusus (soft copy) Komputer PC yang|2 kali setahun Dokumen Informasi |Staf kearsipan
dan tempat penyimpanan dokumen untuk hard copy dengan tata cara % Publik yang bisa semua informz

digunakan untuk diakses dokumentasi b
seperti mengarsip dokumen dan dipisahkan sesuai klasifikasi informasi
: copy maupun |
wajib, sertamerta, dan berkala, informasi yang dikecualikan paling tidak pengelolaan, dokumefitast
hanya sifatnya saja yang perlu dibuat dan informasi
4 |Menetapkan Daftar Informasi Publik secara resmi dan memrintahkan PPID Pembatu melakukan |2 kali setahun Dokumen Informasi
4 untuk mengumumkan DIP kepada Masyarakat koordinasi untuk Publik yang bisa
menetapkan Daftar diakses
Informasi Publik
5 |Meng-upload DIP ke website khusus PPID Pembatu ataupun melalui sarana Website dan sarana 2 kali setahun Adanya konten DIP di




NOMOR SOP : SOP/XX.A.a.20/DPMPTSPKABBULELENG/2020

TGL. PEMBUATAN : 29 Juni 2020
TGL. REVISI 13

TGL. EFEKTIF : 01 Juli 2020

DISAHKAN OLEH
Sekretaris ‘?

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BULELENG

SEKRETARIAT
IDA AYU PANCANI YULIATI.S.H.M.Si
PEMBINA (IV/a)
NIP. 197107051997032009
NAMA SOP FASILITASI SENGKETA INFORMASI PUBLIK
ER HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbkaan Informasi Publik 1. Memahami Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP

_2 UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi semua Seksi Subag

38 PP Nomor 81 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keternukaan Informasi |3, Memahami daftar informasi dan dokumen dan masing-masing bidang
Publik 4. Memahami pengoperasian Komputer dan IT lainnya

4 Perki Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
Publik

5 Perki Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

ETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. SOP Pelayanan 1. Daftar/kiasifikasi informasi
2. SOP Surat Masuk 2. Komputer/Laptop dan Printer
3. SOP Surat Keluar 3. Alat Tulis Kantor,Flasdisk,CD, dll
ENGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
SOP ini dilaksanakan berdampak pada rendahnya mutu pelayanan informasi publik Data kinerja disimpan secara Elektronik dan Manual
e




SOP FASILITASI SENGKETA INFORMASI

Pelaksana Pendukung
No Kegiatan Keterangan
g Pemohon Bagian PPID PPID Wal Output
Informasi Registrasi Pembantu Ealcnghapan
1 |SETIAP Pemohon Informasi dapat mengajukan (1) Formulir Pengajuan |Pada hari dan Berkas permohonan
keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID dalam Keberatan Informasi liam kerja informasi yang telah
Publik vang tersedia di :
waktu 10 (sepuluh) hari kerj, sejak permohonan ety _lm-g PRID maksimal 10 diisi lengkap dan
informasi teregistrasi dan diberikan Perpanjangan atau :'I’:tainpﬂkan di {sepuluh) hari dilampiri fotocopy/
pemenuhan permohonan infromasi selama 7 (tujuh)hari ‘ } website dan dapat kerja, sejak scan
sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diunduh, permohonan identitas dir1 (NIK)
diperpanjang lagi (2) Fotocopy atau scan  |informasi
identitas diri (NIK} darn 3 ;
Pemchon Informasi vang e
mengajukan keberatan
2  |Atasan PPID menetapkan Tim fasilitasi sengketa Tanggapan tertulls dari
informasl untuk mengupayakan penyelesalan sengketa atasan PPID perihal
informasi, yang dibentuk Oleh PPID Utama informasi yg
disengketakan
3 Tim fasilitasi sengketa informasi di ketuai oleh PPID Diajukan dalam
Utama dan berangggctakan PPID Pembantu terkait, waktu paling lambat
pejabat yang menangani bidang hukum, pejabat 14  (empat belas)
fungsional, serta JFU yang sesuai dengan kebutuhan hari kerja setelah
diterimannya
tanggapan tertulis
dari atasan
4  |Tim fasilitasi sengketa informasi melaporkan
proses penanganan
sengketa informasi kepada Atasan PPID
5 Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik

diajukan kepada Komisi Informasi Pusat, Komisi
Informasi Provinsi, Komisi Informasi Kabupaten /
Kota sesuai dengan kewenangannya apabila
tanggapan Atasan PPID dalam proses keberatan
tidak memuaskan

Pemohon Informasi




il NOMOR SOP : SOP/XX.A.a.21/DPMPTSPKABBULELENG/2020
TGL. PEMBUATAN : 29 Juni 2020
TGL. REVISI | -
TGL. EFEKTIF : 01 Juli 2020
DISAHKAN OLEH .

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN BULELENG

SEKRETARIAT

Sekretaris f

IDA AYU PANCANI YULIATLS.H.M.Si
PEMBINA (IV/a)
NIP. 197107051997032009

NAMA SOP PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Ein HUKUM :

l.

KUALIFIKASI PELAKSANA :

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbkaan Informasi Publik
UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keternukaan Informasi

Publik

Perki Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik

Publik

Perki Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

1. Memahami Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi semua Seksi,Subag
3. Memahami daftar informasi dan dokumen dari masing-masing bidang

4. Memahami pengoperasian Komputer dan IT lainnya

RKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

SOP Pelayanan

). SOP Surat Masuk
). SOP Surat Keluar

1. Daftar/klasifikasi informasi
2. Komputer/Laptop dan Printer
3. Alat Tulis Kantor,Flasdisk,CD, dll

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

ENGATAN
SOP ini dilaksanakan berdampak pada rendahnya mutu pelayanan informasi publik

Data kinerja disimpan secara Elektronik dan Manual




SOP PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK DI PPID PEMBANTU

Pelaksans Mutu Baku
Petugas meju Petugas Informasi Ket
No Uraian Prosedur _ . Informasi PPID PPID Pembantu |ppip Kepata
i Pemt Pejabat Dinas Kelengkapan Waktu Output =
L a |Pembantu Dinas
Fotakop! KT elekironik
@\ dan/ atau randa identitas
i din lainnya yang masih g e
1 |Mengaitkan permehenan informasi i berlaku bagi pemobicn 1SMenit [FOrmulicyang 1 e
informasi adalah WNI, atau EAlKIE RISt
Fotokop akta pendirian
by danfatan SKT dani
Menerima serta memeriksa formulie permohonan
informasi vang telah diis| perohon informast dan Nt
mermeriksa keabsahan identitas pernohorn informasi. Jika i | SN
lengkap maka permohonan akan diproses, jika tidak
. |lengkap dikembalikan kepada pemohon infermiasi untuk _ . . )
B dilengkapi, jiks informasi tidak dikassai oleh Perangkat Formulir 10 Menit |Formulir Hirn ke-1
Daermh maka Pernohon disrabkan untuk mengajukan
permohonan informasi ke PPID Utama
Meregister permohonan informasi dan melakukan Nomeor register
verifikasi informesi yang diminta. Melaporkan hasi| | | permohonan
yerifikasi permahonan informasi kepada PPID Pembantu ‘ inforinas
a Formulir, Daltar Infommasi 10 Menit Hati keel
Fublik
Mencrinu laporan hasll verifikasi permohoran  informasi,
menelanh isian formulir informasi penchon, dan I__J
4 |mendisposisi PPID Pembantu untul menindaklatijuti Formulir SMenit  |Dispasisi Hari ke-1
permwhonan informeast
Melakukan veriftkasi permahonan informasi guna e Laporandari Pengelola Laporan hasil
memastiban infonmasi vang dimint terdapat dalam daftar Felayanan Informasi dan [verifikasi yang
inforrusi publik kategon informasi erbuka dan Dokumentasi, fotocopy diterima Bidang
memerintahikan Petugns Infonmasi FPID Pernbantu fomiulir pernohonan [Pengaduan |
menyiaphkan informasi dirmalkasod infravnnai, dallar infornasi Kebijonkan dan
publik Prlaporan
Lavanan
o 1 Hari Hari ke-2
Berkas permohonsn
) ) informas, surat koordinas: _
6 .Melnkuknn koordinasi dengan Pejabat Dinas terkait dengan PRI Pembanti 1 Hari |r.lfﬂ?‘lll15! g | ed
informas) dimaksud elimirita
5 [Menverihkan informeasi kepada Petugas Informasi PRID - Surat koordinis| perihal 2 Hari Inforiesi yvang Harike-4.5

FPernbantu

permohonan informasi

akan disers hikan




Pelaksana Mutu Baku
Petugas mejn Petugas Informasi Keteranga
No Uranian Prosedur = " Informasi PPID PPID Pembantu |ppip ek =
P Pemt i Pejabat Dinas :‘""‘"‘I 5 Kelengkapan Output
Membuat dmfl Surat Panberitahuan Penyediaan Draft surat
8 Informaal. Menyerahkan draft Surat Peimberitahuan Berkas permohonan { Hari pemiberitabiuan Hitri ke-6
Pelayanan Informasi untuk ditandatangani oleh PPID informeasi penyediaan ;
Pembernitu Inforrmasi
— Deaft sum
1 I pemberitahusn
penyecdizan
. Informasi ynng
Menandatangani draft Surat Femberitahuan Pelayanan Drafsim samberiian [c_!“h
6 |Informasi dan menyerabkan kepada Pengelola Pelayanan ““wdl.ﬂ'an!::mmqi | Hary |ditandatangani |Har ke-7
|Informaaj dan Dokumentasi pRnye E
Surat
E Pemberitahiuan
Pelayanan
Berkas permahonan Informasi yang
Menghubungi pemohon informasi din infarmasl, Surat diberikan
10 Imeryershkan/mengirimkan Surat Pemberitahuan Permberitabivan Pelayanan 1Jum  |kepada Huri ke-8
Pelayanan Informasi Informasi, informasi yang pemohion
akan disalin
1 x:l?vk:“k:: ml:}'slll;:r:‘ﬂ;rrnﬁ:;(:‘alan Inrn"]-m':‘:f:: dur infonmas: vang akan 2 Hari mformasi vang  |Har ke-8
: VETR AT KEpa TR EVATAT Ik raan dilﬂ]lll - wi&hdl“l!ll dﬁﬁg
Duktmentast
informasi vang
telah disalin dan
tanda tering
: - linformasi vang
" informasi yang telah -
12 Mﬂl]ﬂrlkli heiangain |||_I'rlm ikt lcl“':l B disalin dan tanda terirma 45 Menit discrihkan Hairi ke-10
disaling digandakan, menyiapkan Tands Terima Informasi P kepada petugas
pelayanan
E'j Telepon, pernyntaan Pemohon
13 |Menghubongi pemohon balwa informasi sinp diserabikan Lahwa informasi dapat 153 Menit jmencdapat Hali ke-10
[l iamibnl informasi
I_ | %%
-
Inforriasi telah
tehal '
14 |Menyerahkan informasi kepada pernchon ]'Trnn.mm yangtelah 10 Menit dinerahien Har ke-10
disalin kepada
pemohon
Lo g l
" " . Informasi yang ielah . ]I.Imr.[mm telah .
15 |Pemohen menerima informasi yang dimints distins SMenit  |diterima Harl ke-10
pernehon




NOMOR SOP : SOP/XX.A.a.22/DPMPTSPKABBULELENG/2020

TGL. PEMBUATAN : 29 Juni 2020
TGL. REVISI j =

TGL. EFEKTIF : 01 Juli 2020
DISAHKAN OLEH ]

Sekretaris _f-

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN BULELENG
SEKRETARIAT
IDA AYU PANCANI YULIATL.S.H.M.Si
PEMBINA (IV/a)
NIP. 197107051997032009
NAMA SOP PENANGANAN KEBERATAN
R HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbkaan Informasi Publik 1. Memahami Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTS
2 UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi semua Seksi,Subag
3 PP Nomeor61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keternukaan Informasi |3. Memahami daftar informasi dan dokumen dari masing-masing bidang

Publik 4. Memahami pengoperasian Komputer dan IT lainnya
4 Perki Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik

Publik

5§ Perki Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

TERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. SOP Pelayanan 1. Daftar/klasifikasi informasi
‘2. SOP Surat Masuk 2. Komputer/Laptop dan Printer
3. SOP Surat Keluar 3. Alat Tulis Kantor,Flasdisk,CD, dll
NGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
ila SOP ini dilaksanakan berdampak pada rendahnya mutu pelayanan informasi publik Data kinerja disimpan secara Elektronik dan Manual




11l. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

Pelaksana [ Baku Mutu Keterangan
lo. Kegiatan
E pemohon Petugas Pelayanan PPID Atasan PPID Kelengkapan Wakeu Output
i Pemohon menyampaikan pengajuan keberatan atas tidak 1. Formulir permohonan| 10 Menit |Formulir
|terlayaninya permohonan informasi yang dibutuhkan melaui: pengajuan keberatan permohonan
informasi yang tersedia di pengajuan
1. Datang langsung dan mengsi formulir permohonan meja pelayanan PPID atau keberatan
pengajuan keberatan informasi  publik  dengan ditamplikan di website Informasi yang
melengkapi fotocopy identitas diri (KTP/SIM/Paspor) dan o
i . { por) dan dapat di download telah diiai
potocipy akte pendirian bagi badan hukum o d
Fotocopy  atau  scan eng a’_’_ a
identitas diri atau dilampiri
( ) fotocopy/scan

2. Melalui Websit e dengan mengisi formulir yang telah di
download dan menyertakan scan (KTP/SIM/Paspor) dan
fotocopy akte pendirian bagi badan hukum kemudian
dikirim ke alamat email kealamat PPID yang tertera di
website

formulir permohonan pengajuan
keberatan informasi yang telah diisi lengkap disertai
fax  identitas (KTP/SIM/Paspor) dan potocopy akte
pendirian bagibadan hukum, ke nomar fax PPID yang telah

dicantumkan di website maupu backdrof/brosur PPID

3. Mengirim fax

2. forocopy akte pendirian
bagi badan hukum dari
pemohon informasi

identitas diri/akte
pendirian badan
hukum.

Puas selesai, tidak puas

2 |Memeriksa formulir pengajuan keberatan dari pemohon. Buku register dan file khusus 10 Menit Buku registrasi
Melakukan registrasi permohonan pengajuan keberatan dalam bentuk softcopy tentang dan file khusus
informasi publik 2 register pengajuan keberatan registrasi

pelayanan informasi

3 |PPID Pembantu memproses keberatan atas permohonan Berkas pengajuan keberatan (30 Menit Draf Surat
informasi yang diajukan pemohon. pelayanan informasi yang Keputusan Atasan
:Lempersiapkan jawaban[tanga:an atas keberatan dalam telah diisi lengkap PPIDatas

ntuk Surat Keputusan atasan PPID
B p tangeapan
4 |Surat Keputusan atas Tanggapan keberatan dari atasan PPID Surat Keputusan atas 45 Menit Surat Keputusan
< # Tanggapan keberatan dari atasan PPID
atasan PPID
= L

5 |Tanggapan/jawaban permohonan atas keberatan Surat Keputusan atasan 15 Menit

permohonan informasi PPID




DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BULELENG

NOMOR SOP : SOP/XX.A.a.23/DPMPTSPKABBULELENG/2020

TGL. PEMBUATAN 129 Juni 2020
TGL. REVISI T -

TGL. EFEKTIF 01 Juli 2020
DISAHKAN OLEH ]

Sekretaris Q

SEKRETARIAT
IDA AYU PANCANI YULIATI,S.H.M.Si
PEMBINA (IV/a)
NIP. 197107051997032009
NAMA SOP UJI KONSEKUENSI
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :

1 UU Nomeor 14 Tahun 2008 tentang Keterbkaan Infarmasi Publik

2 UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

3 PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keternukaan
Informasi Publik

4 Perki Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik

Publik

5 Perki Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

1. Memahami Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi semua Seksi,Subag

3. Memahami daftar informasi dan dokumen dari masing-masing bidang

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. SOP Pelayanan
2. SOP Surat Masuk
3. SOP Sural Keluar

1. Daftar/klasifikasi informasi
2. Komputer/Laptop dan Printer
3. Alat Tulis Kantor,Flasdisk,CD, dll

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Bila SOP ini dilaksanakan berdampak pada rendahnya mutu pelayanan informasi publik

Data kinerja disimpan secara Elektronik dan Manual




IV. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UJI KONSEKUENSI

No. K Baku Mutu
REIRERR Pemohon PPID Pembantu Atasan PPID Kelengkapan Waktu Output Keterangan
1 |Pemohon Informasi Publik D
2 |Melakukan kajian atas informasi/dokumen yang Berkas permohonan 2 hari Hasil kajian tentang
dimohon vyang diduga mengandung informasi informasi/dokumen informasi publik
vang di kecualikan. . r dari pemochon yang dimohon
Mita pertimbangan kepada Atasan PPID/Tim
Pertimbangan Permohonan Informasi
3 [Memberikan pertimbangan atas informasi/dokumen Perundang-undangan |1 han Surat Pertimbangan
yang dimaksud yang yang bersifat rahasia vang dibutuhkan
berdasarkan Undang-undang Kepatutan dan : UU KIP dan Perki
Kepentingan Umum 1/2010 dan UU lainya
4 |Melakkan uji konsekwensi terhadap Informasi/dokumen 2 han Surat Keputusan
informasi/dokumen yang diminta pemohon, yang dimohon PFID tentang
apakah termasuk rahasia atau terbuka. Jika informasi yang
informasi/dokumen  yang dimaksud adalah dikecualikan
terbuka, maka PPID memerintahkan kepada \
penguasa informasi/dokumen (SKPD) untuk
menyerahkan informasi/dokumen yang dimaksud,
jika satus informasi/dokumen dikecualikan PPID
membuat surat penolakan.
5 |Memberikan tanggapan permohonan informas: Informasi/dokumen 1 hari Surat Keputusan
yang diminta oleh Penolakan
pemohon atau surat Permohonan
\ penolakan jika Informasi
é informasi/dokumen
tersebut

dikategorikan rahasia




NOMOR SOP “SOPIXX A.a.24/DPMPTSPKABBULELENG/2020
TGL. PEMBUATAN 729 Juni 2020
TGL. REVISI : -
TGL. EFEKTIF 01 Juli 2020
DISAHKAN OLEH :
Sekretaris Q
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BULELENG
SEKRETARIAT
IDA AYU PANCANI YULIATLS.H.M.Si
PEMBINA (I\V/a)
NIP. 197107051997032009

NAMA SOP MENYIAPKAN INFORMASI PUBLIK

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1 UU Nemor 14 Tahun 2008 tentang Keterbkaan Informasi Publik

2 UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keternukaan
Informasi
Publik
4 Perki Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
Publik
5 Perki Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

3

1. Memahami Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP

2. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi semua Seksi,Subag

3. Memahami daftar informasi dan dokumen dari masing-masing bidang

4. Memahami pengoperasian Komputer dan IT lainnya

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. SOP Pelayanan
2. SOP Surat Masuk

3. SOP Surat Keluar
SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik

1. Daftar/klasifikasi informasi

2. Komputer/Laptop dan Printer
3. Alat Tulis Kantor,Flasdisk,CD, dll

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Bila SOP ini dilaksanakan berdampak pada rendahnya mutu pelayanan informasi publik

Data kinerja disimpan secara Elektronik dan Manual




SOP MENYIAPKAN [FORMASI PUBLIK DI PPID PEMBANTU

Pelaksana Mutu Baku
y Uraian Prosedur Petugas Informasi Petugas Informasi Keterangan
PPID U 4 Kepala Dinas |PPID Pembantu PPID Pembantu Kelengkapan Waktu Output
. |[Mengirimkan surat koordinasi perihal permohonan surat koordinasi 15 Menit |surat koordinasi Hari ke-1
informasi penhal permohonan perihal permohonan
informasi, formulir informasi telah
permohonan informasi diterima oleh PPID
Pembantu
! |[Menerima surat koordinasi perihal permohonan surat koordinasi 5 menit |disposisi untuk untuk Hari ke-1
informasi, menelaah, dan mendisposisikan kepada PPID perihal permohonan menindaklanjuti
Pembantu untuk menindaklanjuti permohonan tersebut H informasi, formulir permohonan informasi
r| permohonan
informasi, ATK
Menerima disposisi untuk menindaklanjuti permohonan
informasi, melakukan verifikasi atas permohonan
tersebut, jika informasi diminta berada pada _ _
penguasaannya maka PPID Pembantu akan surat koordinasi
memerintahkan Petugas Informasi PPID Pcmbanlu” - W pcnhal plcrm?honan B )
b luntuk memproses permohonann tersebut, namun jika / informasi, ATK, 15 Menit siap diproses Hari ke-1
informasi yang diminta tidak berada pada Perlengkapan
penguasaannya maka PPID Pembantu memberikan \ Komputer
balasan surat kepada PPID Utama
e Ya
| |[Membuat tanda terima informasi untuk PPID Utama, ATK, Perlengkapan 60 Menit |tanda terima informasi, | Har ke-1
dan draft surat koordinasi bahwa informasi yang diminta Komputer, formulir draft surat koordinasi,
telah tersedia, dan menyiapkan informasi yang diminta permohonan i dan Informasi yang
diminta tersedia
) |[Menandatangani surat koordinasi bahwa informasi telah " surat koordinas:, ATK | 10 Menit |surat koordinasi bahwa| Han ke-2
tersedia | 1 informasi telah tersedia
telah ditandatangani
ir Menyerahkan informasi yang diminta beserta surat informasi yang 10 Menit |informasi yang diminta | Hari ke-3
koordinasi kepada PPID Utama [ I diminta dan surat dan surat koordinasi
koordinasi telah diberikan
' [Menerima informasi yang diminta beserta surat informasi yang 5 Menit [informasi yang diminta | Hari ke-3

koordinasi

diminta dan surat
koordinasi

dan surat koordinasi
telah diterima




NOMOR SOP - SOP/XX.A.a.25/DPMPTSPKABBULELENG/2020

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BULELENG

SEKRETARIAT

TGL. PEMBUATAN 05 Juni 2020
TGL. REVISI -
TGL. EFEKTIF ~05 Juni 2020

SEKRETARIS ,f"
DISAHKAN OLEH

IDA AYU PARNCANI YULIATI,S.H.M.Si
PEMBINA (IV/a)

NIP. 197107051997032009

NAMA SOP APEL PAGI

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1

N A W N

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Disiplin Pegawai Negeri

Permendagri No. 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease
2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah

Kemenkes RI No. HK.01.07/MENKES/328/2020

Surat Edaran Menpan RB No. 34 Tahun 2020

Surat Edaran No. HK.02.01/MENKES/335/2020

Surat Edaran Gubemnur Bali No. 3355 Tahun 2020

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat
Daerah

Peraturan Bupati Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan,
Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah

1. Memahami Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi semua Seksi, Subbag

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1.

SOP Layanan Informasi

1. Wastafel, tissue, sabun, handsanitizer, thermogun, face shield, masker, sarung tangar
disinfektan, sound system

PERINGATAN : =

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Bila SOP ini tidak dilaksanakan berdampak pada kesehatan seluruh pegawai

1 Presensi melalui Online (HP Android)




SOP APEL PAGI

Pelaksana Mutu Baku
i sed i ra
No Uraian Prosedur Satpam Pegawal Pef::;pln Pe:;)?lna Kelengkapan Waktu Output Keterangan
Mengecek suhu tubuh jika <37,5 KTP asli, Hasil
1 |diperkenankan masuk, jika lebih tidak ( ) menggunakan masker 5 Menit pengecekan
diperkenankan masuk h dan thermogun suhu tubuh
Mencuci tangan di wastafel yang disediakan v
dan melakukan absensi dengan HP android Wastafel. inaridson
2 |masing-masing, dan berbaris untuk mengikuti dan HP ; P 5 Menit Absensi
apel pagi sesuai dengan protokol kesehatan
dengan tetap menjaga jarak
Menyiapkan barisan dan memberikan ¢
penghormatan dan laporan kepada Pembina . ; Arahan dari
8 Apel serta memimpin pengucapan kebijakan Absensi & Meni pemimpin apel
mutu
h 4 : ) i A
4 |Menerima laporan dan memberikan amanat pIEGHR Gat e 5 Menit ”?a“a‘
T apel Pembina Apel
Menyiapkan kembali bari berik : Arahan dari impi
enyiapkan kembali barisan, memberikan rahan dari pemimpin : :
8 penghormatan dan membubarkan barisan I apel S P
Membubarkan diri dan kembali ke ruangan 4 Nislakeanaiesn
6 ir:agsainzntuk melaksanakan tugas masing- ( ) Apel Pagi 3 Menit Tupoksi




DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BULELENG

SEKRETARIAT

NOMOR SOP - SOP/XX.A.a 26/DPMPTSPKABBULELENG/2020
TGL. PEMBUATAN ~05 Juni 2020
TGL. REVISI =
TGL. EFEKTIF ~05 Juni 2020
SEKRETARIS )f'
DISAHKAN OLEH
IDA AYU PANCANI YULIATLS.H.M.Si
PEMBINA (I\V/a)
NIP. 197107051997032009
NAMA SOP PENERIMAAN TAMU KEDINASAN

@ABAWJKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Disiplin Pegawai Negeri

2 Permendagri No. 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
di Lingkungan Pemerintah Daerah

3 Kemenkes RI No. HK.01.07/MENKES/328/2020

4 Surat Edaran Menpan RB No. 34 Tahun 2020

5 Surat Edaran No. HK.02.01/MENKES/335/2020

6 Surat Edaran Gubernur Bali No. 3355 Tahun 2020

7 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat
Daerah

8 Peraturan Bupati Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan,Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah

1. Memahami Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi semua Seksi, Subbag

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

_FERKMTAN :
1. SOP Layanan Informasi

2. SOP Surat Masuk

1. Wastafel, tissue, sabun, handsanitizer, thermogun, face shield, masker
2. Kursi tamu, meja tamu

[PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

|Bila SOP ini tidak dilaksanakan berdampak pada kesehatan seluruh pegawai

1 Buku Tamu




OP PENERIMAAN TAMU KEDINASAN

—

Pelaksana Mutu Baku
: Pimpinan/B
P Keterangai
lo vealan Prossdur Tamu | Satpam | Sekretariat | idang Kelengkapan Waktu Output ’
E Terkait
. ; d o : Menggunakan .| Tamu menerapkan

1 [Mencuci tangan di wastafel yang disediakan @ g 2 Menit protokol kesehatan
F Mengecek suhu tubuh tamu, jika <37,5

diperkenankan masuk, jika lebih tidak diijinkan \ ;

masuk, menerima KTP Asli Tamu, mengisi Tidak # Buku tamu, . iRl pangaueran
¢ ' N .| 5 Menit |suhutubuh, Tanda

buku tamu dan memberikan tanda pengenal termogun, KTP Asli P

s 3 Ya engenal

tamu lanjut mengarahkan tamu ke bagian
__|Sekretariat

Menerima tamu dan menanyakan keperluan Kursi tamu, meja
3 |tamu lanjut mengarahkan tamu ke ruang | b— tamu, tanda 5 Menit Keperluan tamu

pimpinan/bidang terkait pengenal tamu

. : ,Jj Sesuai ; ,

} [Menerima tamu sesuai dengan keperluan Keperluan tamu Keperiuan Hasil pembicaraan

Melapor kepada Satpam bahwa keperiuan v
) [sudah selesai, mengembalikan tanda pengenal | ( ) Laporan 5 Menit kAporan kepaas

tamu dan menerima KTP Asli

pimpinan




NOMOR SOP - SOP/XX.A.a.27/DPMPTSPKABBULELENG/2020
TGL. PEMBUATAN : 05 Juni 2017
TGL. REVISI : 05 Juni 2020
TGL. EFEKTIF : 05 Juni 2020
SEKRETARIS P’
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BULELENG DISAHKAN OLEH
SEKRETARIAT
IDA AYU PA NI YULIATILS.H.M.Si
PEMBINA (IV/a)
NIP. 197107051997032009

NAMA SOP PENGELOLAAN KEBERSIHAN NEW NORMAL

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Disiplin Pegawai Negeri

2 Permendagri No. 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus
Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah

Kemenkes RI No. HK.01.07/MENKES/328/2020

Surat Edaran Menpan RB No. 34 Tahun 2020

Surat Edaran No. HK.02.01/MENKES/335/2020

Surat Edaran Gubernur Bali No. 3355 Tahun 2020

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan
Perangkat Daerah

Peraturan Bupati Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah

~Noobhw

1. Memahami tentang penggunaan alat kebersihan
2. Memahami kondisi ruangan dan perlengkapan yang akan dibersihkan
3. Mampu menjalankan teknis kebersihan

[KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. SOP Perbaikan Sarana Prasarana
2. SOP Pemeliharaan Gedung Kantor
3. SOP Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1. Wastafel, tissue, sabun, handsanitizer, thermogun, face shield, masker, sarung tangai
disinfektan

2. Alat Kebersihan

3. Bahan Pembersih

|PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Bila SOP ini tidak dilaksanakan berdampak pada kesehatan seluruh pegawai, lingkungan
kerja menjadi tidak nyaman dan mengurangi nilai pelayanan

1 Cheklist Kebersihan : FM-XX.A.a-10-01




9P PENGELOLAAN KEBERSIHAN NEW NORMAL

Pelaksana Mutu Baku
Kasubbag
Kegiata
4 o0 Umum dan Fetuges Pegawai Sekretaris Kelengkapan Waktu Output BAERENNY
Kebersihan
Keuangan

. [Menugaskan dan mengkoordinasikan
pekerjaan kepada Petugas Kebersihan| (. ) - Kontrak Kerja 5 menit ::g:rasiihan

. [Melaksanakan tugas kebersihan
sarana prasarana dan ruangan secara \
berkala dengan disinfektan, : - Checklist
menyediakan hand sanitiser, menata 7y Jadwel ksbersihen 1idem kebersihan
meja dan kursi pada setiap ruangan
dengan menjaga jarak

. [Memeriksa sarana yang telah R X .
dibersihkan dengan mengisi checklist \ ?(:g;}r(s[:ishtan
kebfersman i frsmrberikan Iappran Tidak - Checklis kebersihan 30 menit | yang telah
hasil pekerjaan Petugas Kebersihan ke divatikea
Sekretaris P

. [Menerima Laporan hasil Pekerjaan - Checklist L -
Petugas kebersihan dari Kasubbag kebersihan & msmil anrgn o
Umum dan Keuangan yang telah E(ibi?sa i?'ng -

diperiksa

jfMenjaga kebersihan ruang ketja dan N Sarana dan Prasarana Selama |Kebersihan

tetap menerapkan jaga jarak dan Karitor Jam Kerja [Kantor

—

protokol kesehatan




DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BULELENG

NOMOR SOP . SOP/XX.A.b.01/DPMPTSPKABBULELENG/2020
TGL. PEMBUATAN |: 5 Juni 2017

TGL. REVISI . 06 Mei 2020

TGL. EFEKTIF

: 15 Mei 2020

SEKRETARIAT

DISAHKAN OLEH

Plt. SEKRETARIS

IDA AYU PANCANI YULIATI, SH.,MSI
\, Pembina (IV/a)
NIP. 19710705 199703 2 009

NAMA SOP

. PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENST

E HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

Indang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
leraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
lomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
‘elaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

‘eraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
leraturan Bupati Buleleng Nomor 786 Tahun 2007 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan
.euangan Daerah

‘eraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
)aerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

‘eraturan Bupati Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan
Jrganisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah

1. Memahami teknis penyusunan Renstra

2. Menguasai peraturan yang terkait dengan Keuangan dan Anggaran
3. Memiliki kewenangan dalam membuat dan menyusun Renstra

4. Memiliki kemampuan untuk merencanakan program dan kegiatan
5. Mampu mengoperasikan Ms.Office

ERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
yOP Surat Keluar Masuk 1. Komputer

JOP Penyusunan Renja 2. Printer

OP Penyusunan DPA 3. Alat Tulis Kantor

JOP Penyusunan LKjIP

4, Kertas

EGATAN : :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

bila penyusunan Renstra tidak dilaksanakan dengan baik maka perencanaan tidak sesuai dengan
jaran yang tersedia di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng

1. Disposisi
2. RPJMD
3. Renstra

-



-
JP PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Pelaksana Mutu Baku
Kegiatan Kepala . Kasubbag Fungsional | Bidang Keteranga
Dinas Sekretaris Persiicainaii Urikim Terkait Bappeda Kelengkapan Waktu Output
Menerima surat dari Bappeda untuk menyusun Surat telah
Renstra dan menginstruksikan Sekretaris C) Surat dari Bappeda | 15 Menit diterima dan SOSP P?rﬁelo
menyusun Renstra didisposisi VIR
o f - .
Menginstruksikan Kasubbag Perencanaan untuk [ = Surat telah diterima 15 Menit Clisneiiii
menyusun Renstra dan didisposisi P
y W
Menginstruksikan staf urnuk membuat format
pengump'ulan data dan menginformasikan ke Disposis! 15 Menit Blispasia
seluruh bidang untuk menyusun usulan Renstra
bidang 5 tahun ke depan
Membuat format pengumpulan data usulan , Bispasisl RBAE Format usulan KseéeFr)kFa)ltan de
Renstra bidang 5 tahun ke depan dan P DPIA = 2 Jam renstra bidang 5 Reny_:su
menginformasikan kepada seluruh bidang tahunan SOP deanrjm OF
L Format usulan iy on
Menyusun usulan Renstra bidang 5 tahun ke RSt BiOEHE.S 2 Hari Informasi usulan
depan sesuai format yang diberikan Fe——. g Renstra bidang 5
Tahunan
Menghimpun data usulan Renstra bidang 5 Data dan Informasi InforDr:;zidua:ulan
tahun ke depan dan menyerahkan kepada usulan Renstra 2 Jam Bonstra bidana 5
Kasubag Perencanaan bidang 5 Tahunan Trahunan g
I / Data dan Informasi Rekap usulan
Merekap dan menyusun rencana program | usulan Renstra 5Hari  |bidan E fahunke
kegiatan 5 tahun ke depan ' bidang 5 Tahunan, ?je an
Dokumen RPJMD P
Memerintahkan Sekretaris untuk mengadakan Rekap usulan bidang 20 Menit Surat perintah
rapat intern untuk membahas Renstra 5 tahun ke depan Kadis
if’




Pelaksana Mutu Baku
Kegiatan Kepala . Kasubbag Fungsional | Bidang Keteranga
Dinas Sekretaris Perdsieanasn Umum Terkait Bappeda Kelengkapan Waktu Output
Melaksanakan rapat intern untuk pembahasan ! Surat perintah rapat,
renstra lima tahunan dengan Kepala Dinas, ‘:)‘_1 rekap usulan bidang 4 Jam Notulen rapat SOP Rapz
Bidang-bidang dan Kasi/Kasubbag 5 tahun ke depan
= Notulen rapat, reka

Membuat draft Renstra berdasarkan usulan isitlan bFi}da‘n 5 P
bidang 5 tahun ke depan dan hasil pembahasan 73 9 20 Hari Draft Renstra
rapat intern tahun ke depan,

P Dokumen RPJMD
Memeriksa dan meneliti draft Renstra. Jika PaN i
sudah benar akan membubuhkan paraf dan Tidiw a\/ Draft Renstra
mengajukan kepada Kepala Dinas, jika tidak . Draft Renstra 2 Hari yang sudah
dikembalikan kepada Kasubbag Perencanaan = diparaf Sekretaris
untuk diperbaiki
Memeriksa draft Renstra. Jika setuju akan b4

. Draft Renstra
menandatangani Renstra dan menugaskan <> Draft Renstra yang -
Kasubbag Perencanaan untuk melaksankaan sudah diparaf 2 Hari . Y :

; ; Pt . : ditandatangani
asistensi ke Bappeda, jika tidak akan Va Sekretaris Kepala Dinas
dikembalikan untuk diperbaiki P :
Menindaklanjuti instruksi Kepala Dinas dan Drafl a—— yang . Draft Renstra

; : ditandatangani 1 Hari
melaksanakan asistensi Renstra ke Bappeda ) SKPD
4 Kepala Dinas
R
Memeriksa draft Renstra SKPD dan Tiduk />
Jronyesudican depgan REJMD' e s!.udah }\ Draft Renstra SKPD | 10 Hari |Dokumen Renstra
benar akan menginstruksikan untuk digandakan, "
jika tidak dikembalikan untuk diperbaiki
Menggandakan Renstra untuk dikirim ke B (j Tanda terima dari
Bappeda dan membagikan kepada Bidang- Dokumen Renstra 1 Hari Bappeda dan SOP Surat Ke
bidang selanjutnya diarsip Bidang-bidang




DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BULELENG

SEKRETARIAT

NOMOR SOP : SOP/XX.A.b.02/DPMPTSPKABBULELENG/202!
TGL. PEMBUATAN |: 5 Juni 2017

TGL. REVISI . 06 Mei 2020

TGL. EFERTIF . 15 Mei 2020

DISAHKAN OLEH : Pit. SEKRETARIS

Pembina (IV/a)

\' IDA AYU PANCANI YULIATI, SH.,MSI
NIP. 19710705 199703 2 009

NAMA SOP : PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA)

FR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Bupati Buleleng Nomor 786 Tahun 2007 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan

Keuangan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan

Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Peraturan Bupati Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan
anisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah;

1. Memahami teknis penyusunan Renja

2. Menguasai peraturan yang terkait dengan Keuangan dan Anggaran
3. Memiliki kewenangan dalam membuat dan menyusun Renja

4. Memiliki kemampuan untuk merencanakan program dan kegiatan
5. Mampu mengoperasikan Ms.Office

ERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
SOP Pengelolaan Surat Masuk 1. Komputer
SOP Penyusunan Renstra 2. Printer
SOP Penyusunan RKA 3. Alat Tulis Kantor
4. Kertas

FATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

ibila penyusunan Renja tidak dilaksanakan dengan baik maka usulan-rencana kerja program dan
iatan tahun yang akan datang tidak akan dapat dilaksanakan

1. Disposisi
2. Renja

—



-
» PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA)

Renja

Dokumen Renstra

Pelaksana Mutu Baku
Kegiatan ) : Kasubbag Fungsional Bidang Keterang
Kepala Dinas | Sekretaris Perencaiinan Uit Terkait Kelengkapan Waktu Output
Menerima surat dari Bappeda untuk menyusun o Keterkaitan
Renstra dan menugaskan Sekretaris untuk Surat dari Bappeda 15 Menit R te!a@ d“e.""?’a Gan Pengelolaan
: didisposisi
|menyusun Renja Masuk
Menginstruksikan Kasubbag Perencanaan | _II Surat telah diterima dan : ; a0
: it e 15 Menit Dispaosisi
untuk menyusun Renja didisposisi
Menginstruksikan staf urnuk membuat format )
pengumpulan data dan menginformasikan ke == ’ .- ; : -
seluruh bidang untuk menyusun usulan renja |_—J g e s Clspesis
bidang
v_l
Membuat format pengumpulan data usulan | | ; .
e ; : . . Format usulan Renja Keterkaitan
Renja bidang dan menginformasikan kepada Disposisi 2 Jam :
. Bidang Penyusunan F
skeluruh bidang
l
Men‘gls:.format pengumpulan cata) usuian Format usulan Renja : Data dan Informasi
Renja bidang dan selanjutnya mengumpulkan Bidan 2 Hari usulan Renia Bidan
kembali kepada bagian perencanaan 9 ) E
Menghimpun data usulan Renja bidang dan \:’ Data dan Informasi 2 Jam Data dan Informasi
memberikan kepada Kasubbag Perencanaan usulan Renja Bidang usulan Renja Bidang
H’ Data dan Informasi
. ; I
Merekap Renja bidang dan menyusun draft 1 | iisulsh ReHja Bigang, 10 Hari Draft Renja




-

Pelaksana Mutu Baku
. Kegiatan : Kasubbag Fungsional Bidang Keterang
Kepala Dinas | Sekretaris P ——— Wit Terkait Kelengkapan Waktu Qutput

Memeriksa dan meneliti draft Renja, jika sudah |  Tigak \/K Tidak
benar akan membubuhkan paraf dan . < Draft Renstra yang
mengajukan kepada Kepala Dinas, jika tidak Draft Renja 2 Hari sudah diparaf
dikembalikan kepada Kasubbag Perencanaan Ya Sekretaris
untuk diperbaiki
Memeriksa draft Renja, jika setuju akan 4
menandatangani Renstra dan menugaskan > Draft Renstra yang ' DQkumen Rens_tra yang Kaiadaitan
Kasubbag Perencanaan untuk melaksanakan siidah dibatat Bekrotaris 2 Hari ditandatangani Kepala o
mengirimkan ke Bappeda, jika tidak akan P Dinas S
dikembalikan untuk diperbaiki Ya
Mencetak dan menggandakan Renja untuk \ Dokumen Renstra yang Tanda terima dari Keterkaitan
dikirim ke Bappeda dan membagikan kepada ( ) ditandatangani Kepala 1 Hari Bappeda dan Bidang- | Pengelolaar
Bidang-bidang selanjutnya diarsip Dinas bidang Kelua




DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR SOP : SOP/XX.A.b.03/DPMPTSPKABBULELENG/202
TGL. PEMBUATAN |: 5 Juni 2017

TGL. REVISI . 06 Mei 2020

TGL. EFEKTIF . 15 Mei 2020

DISAHKAN OLEH |: Pit. SEKRETARIS

IDA AYU PANCANI YULIATI, SH.,MSI

KABUPATEN BULELENG \. Pembina (IV/a)
SEKRETARIAT NIP. 19710705 199703 2 009
NAMA SOP . PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARA
(RKA)

Eﬂ HUKUM :

KUALIFIKAS| PELAKSANA :

Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri PAN & RB No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP AP

®eraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Bupati Buleleng Nomor 786 Tahun 2007 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Leuangan Daerah

eraturan Bupati Buleleng Nomor 83 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
3elanja Daerah Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Nomor 83);

®eraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Peraturan Bupati Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan
Jrganisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah

1. Memahami pedoman penyusunan RKA

2. Memiliki kewenangan dalam membuat dan menghimpun RKA

3. Memahami peraturan yang terkait dengan Keuangan dan Anggaran
4. Mampu mengoperasikan Komputer minimal Ms. Office

5. Memiliki sikap teliti, jujur dan tanggung jawab

EKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
30P Pengelolaan Surat Keluar/Masuk 1. Komputer
SOP Penyusunan Renstra 2. Printer
3OP Penyusunan Renja 3. Alat Tulis Kantor
SOP Penyusunan DPA 4. Kertas
5. Stempel

6. Jaringan Internet

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

FGATAN :

bila penyusunan RKA tidak berjalan dengan baik maka perencanaan tidak sesuai dengan anggaran
g tersedia

—

1. Renja
2. DPA
3. RKA




-
PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA)

—

Pelaksana Mutu Baku
Kegiatan . - Kasubbag Petugas Operator Ketera
Kepala Dinas| Sekretaris Ytk Penghimpun RKA PPTK SIPKD Kelengkapan Waktu Output
’ " - N Keterkait
Vienerima surat dari BKD untuk menyusun RKA dan . .. | Surat telah diterima
nenginstruksikan Sekretaris untuk menyusun RKA (? R ERTE BERRRaIR: dan didisposisi Penge&;ﬁ
Vlenginstruksikan  Kasubbag Perencanaan untuk Surat :ellah dltepma 15 Menit Disposisi
nenyusun RKA dan didisposisi
denugaskan Petugas Penghimpun RKA untuk membuat s
lanko/format untuk disampaikan kepada PPTK untuk = Disposisi 15 Menit Disposisi
liisi sesuai dengan kebutuhan bidang
dembuat  blanko/format  usulan  RKA  lanjut Keterkait
nenyampaikan kepada PPTK untuk diisi sesuai dengan Renja, Pedoman 2 Hari Blanko/format o
ari Penyusuna
ebutuhannya dan anggaran yang tercantum pada Penyusunan RKA usulan RKA
5 dan R
Renstra dan Renja
dengisi blanko/format usulan RKA sesual dengan H,
upoksi dan kebutuhan serta anggaran pada Renja Renja, Blanko/format ,
ielanjutnya mengumpulkan kembali kepada Petugas J usulan RKA — Usulan RKA
Yenghimpun RKA
Aenghimpun RKA dari PPTK dgn menyerahkan kepada | \ Usulan RKA 1 Hari Usulan RKA
(asubbag Perencanaan untuk diperiksa —]
Aemeriksa dan memverifikasi usulan RKA dari PPTK. - Tidak
ika sudah benar akan diserahkan kepada Sekretaris EK ;
intuk diperiksa, jika tidak dikembalikan kepada Petugas isalbm s i WA
Yenghimpun RKA untuk diperbaiki L
=
Aengoreksi usulan RKA manual. jika sudah benar
nemberi paraf dan diserahkan kepada Kepala Dinas B X Usulan R“ yang
5 S A . Usulan RKA 2 Hari sudah diparaf
intuk ditandatangani, jika tidak akan dikembalikan untuk a Sakratarie

liperbaiki




Pelaksana Mutu Baku
Kegiatan . . Kasubbag Petugas Operator Keteran
Kepala Dinas| Sekretaris Polieataai Penghimpun RKA PPTK SIPKD Kelengkapan Waktu Output

—

smeriksa usulan RKA manual. Jika sudah benar akan Tidak Usulan RKA yang Usulan RKA yang

mandatangan RKA untuk diinput ke dalam Aplikasi sudah diparaf 2 Hari sudah

PKD, jika tidak dikembalikan untuk diperbaiki wa Sekretaris ditandatangani

inginstruksikan kepada Operator SIPKD untuk Usulan RKA yang . S Uathon EK:? yang

inginput RKA manual ke dalam SIPKD | ﬁl sudah ditandatangani W )
ditandatangani

inginput RKA manual ke dalam SIPKD sesuai dengan 3

lentuan dan mencetak RKA selanjutnya menyerahkan u‘éﬁ";‘i‘;:‘;}:‘:i"gm 5 Hari Draft RKA

pada Kasubbag Perencanaan untuk diperiksa 7 2 ieat) 4

b

imeriksa RKA dan jika sudah benar menugaskan \ Tidak

lugas penghimpun RKA untuk menyerahkan kepada / Draft RKA 2 Hari Draft RKA

'TK agar dikoreksi sesuai dengan usulan Ya

inyerahkan RKA yang sudah dikoreksi oleh Kasubbag

rencanaan kepada PPTK untuk diperiksa kembali Draft RKA 1 Jam Draft RKA

suai dengan usulan 3

- /)

imeriksa hasil cetak RKA sesuai dengan usulan, jika Tidak

dah valid maka diparaf, jika tidak dikembalikan ke Draft RKA 2 Hari Dc;;“" f:f‘;gf_;g

tugas Penghimpun RKA untuk diperbaiki Ya R

nghimpun RKA yang sudah diparaf PPTK dan I

myerahkan RKA kepada Sekretaris untuk diperiksa, Drgft ISy 5 Jam Drgf't RIA yang

! diparaf PPTK diparaf PPTK
1 sudah benar diparaf
W

imverifikasi RKA |ika sudah benar akan diparaf dan Tidak

jukan ke Kepala Dinas untuk ditandatangani, jika <\ = Déft:}?gg?;g 2 Harni dli)rangSK;; \;"9

lum dikembalikan untuk diperbaiki - P " RS

—

Ya




Pelaksana Mutu Baku
Kegiatan . z Kasubbag Petugas Operator Keters
Kepala Dinas| Sekretaris Berancanaan Penghimpun RKA PPTK SIPKD Kelengkapan Waktu Output
—
Tidak
Memverifikasi RKA. Jika sudah benar akan
litandatangani untuk dikirimkan ke BKD, jika belum d?r:rf:a fRSKt:I\(rﬁgﬂs 2 Hari RKA ;.( —.
lkan dikembalikan untuk diperbaiki Ya P cayusr
Aenugaskan Petugas Penghimpun RKA untuk [ =1 Keterkait
nengirimkan RKA ke BKD agar mendapat pembahasan RKA 2 Jam RKA Pengelola
lan TAPD Kell
, Tanda terima

fengirimkan RKA kepada BKD dan mengarsip RKA C:) RKA 1 Jam pengiriman dari

BKD




DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BULELENG

SEKRETARIAT

NOMOR SQOP . SOP/XX.A.b.04/DPMPTSPKABBULELENG/207
TGL. PEMBUATAN |: 5 Juni 2017

TGL. REVISI . 06 Mei 2020

TGL. EFEKTIF . 15 Mei 2020

DISAHKAN OLEH |: Pit. SEKRETARIS

IDA AYU PANCANI YULIATI, SH..MSI

\, Pembina (IV/a)
NIP. 19710705 199703 2 009
NAMA SOP : PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

FR HUKUM :

KUALIFIKAS| PELAKSANA :

Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah

Peraturan Menpan dan RB Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman

Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan

Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Peraturan Bupati Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan
anisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah

1. Memahami pedoman penyusunan IKU

2. Mampu menyusun dan menganalisis sasaran dan target SKPD

3. Mampu mengoperasikan Komputer dan pengolah data sederhana
4. Memiliki sikap teliti, jujur dan tanggung jawab

ERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
SOP Pengelolaan Surat Keluar/Masuk 1. Komputer
SOP Penyusunan Renstra 2. Printer
SOP Penyusunan Renja 3. Alat Tulis Kantor
SOP Penyusunan DPA 4. Kertas

EGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

abila SOP penyusunan IKU tidak dilaksanakan maka pelaksanaan kinerja tidak akan berjalan dengan
k dan berimbas pada penilaian kinerja SKPD

1. IKU
2. RPJMD

L —



-
PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

sekretariat dan memberikan kepada Kasubbag
Perencanaan

bidang-bidang

bidang-bidang

Pelaksana Mutu Baku
Kegiatan 3 : Kasubbag Fungsional Bidang Ketera
Kepala Dinas | Sekretaris A Ubridarmi Terkait Kelengkapan Waktu Output
Menerima surat dari Sekda terkait dengan penyusunan |  ( ) Surat Masuk, 15 Menit Disposisi F'S;”T;'E
IKU dan menugaskan Sekretaris untuk menyusun IKU Lembar Disposisi P g?'na:
Y
Memerintahkan Kasubbag Perencanaan agar
memfasilitasi dalam penyusunan IKU dengan bidang- Disposisi 15 Menit Dispaosisi
bidang
Menugaskan staf untuk membuat format pengumpulan 4
data dan informasi terkait dengan penyusunan . _ ; . :
Indikator Kinerja Utama dari masing-masing bidang Disposts) 16 mens Disposist
dan sekretariat
Membuat format pengumpulan data dan informasi v
! ! e Format
terkait dengan penyusunan Indikator Kinerja Utama Disposisi o Bl data
dan memberikan kepada masing-masing bidang dan P peng IEU
sekretariat untuk diisi
4
- ; ; ; Format ;
Mengisi format pengumpulan data dan informasi terkait . |Informasi data IKU
; e pengumpulan data 2 Hari - 35

dengan penyusunan Indikator Kinerja Utama KU bidang-bidang
Menghimpun format data dan informasi Indikator r_..’
Kinerja Utama dari masing-masing bidang dan 1 | Informasi data IKU 3 Jam Informasi data IKU




-

kepada Sekretariat Daerah serta

Sekda

Pelaksana Mutu Baku
Kegiatan . . Kasubbag Fungsional Bidang Keter:
Kepala Dinas | Sekretaris PErERCARASR Ui Terkait Kelengkapan Waktu Output
[Merekap d dokumen IKU. kemudi ’
erekap dan menyusun dokumen - kemudian i
membahas, mengklarifikasi, menganalisa data-data . . ;
. 3 bidang-bidang dan 5 Hari Draft IKU
dan memfinalisasi draft IKU dan mengajukan kepada 7
! il Dokumen RPJMD
Sekretaris untuk diperiksa
y
Mengoreksi draft IKU. Jika sudah benar akan memaraf SN, [ridak Draft IKU van
dan menyerahkan kepada Kepala Dinas untuk Tidak e Draft (KU 2 Jam sudah di iraig
ditandatangani, jika tidak dikembalikan ke Kasubbag Ya pd
; il Sekretaris
Perencanaan untuk diperbaiki
N
Menelaah dan mengoreksi draf IKU. Jika sudah benar Draft IKU yang Daumen YU
” : e . yang sudah
selanjutnya menandatangani IKU, jika tidak sudah diparaf 2 Jam : :
; = : i , ; ditandatangani
dikembalikan untuk diperbaiki Ya Sekretaris .
Kadis
Menerima Dokumen IKU dan menginstruksikan staf Dekumen (s SOP Pe
i yang sudah Dokumen IKU roail
untuk menggandakan dokumen untuk diarsipkan dan ; g 2 Jam ; R Kinerja d
R , . . ditandatanagani vang siap dikirim :
dikirimkan kepada intansi terkait ; LK]
Kadis
Menggandakan, mengarsipkan dokumen IKU y Dokumen TiKu Tanda terima
danmembuat surat pengantar, serta mengirimkan ( ) . - 1Jam | dokumen IKU dari| SOP Sur:
yang siap dikirim




DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BULELENG

SEKRETARIAT

NOMOR SOP . SOP/XX.A.b.05/DPMPTSPKABBULELENG/202
TGL. PEMBUATAN |: 5 Juni 2017

TGL. REVISI . 06 Mei 2020

TGL. EFEKTIF . 15 Mei 2020

DISAHKAN OLEH |: Plt. SEKRETARIS

IDA AYU PANCANI YULIATI, SH.,MSI

\. Pembina (IV/a)
NIP. 19710705 199703 2 009
NAMA SOP : PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA (PK)

ER HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah

Peraturan Menpan dan RB Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Peraturan Bupati Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah.

1. Memahami pedoman penyusunan Perjanjian Kinerja

2. Memiliki kemampuan untuk menyusun Perjanjian Kinerja SKPD
3. Mampu mengoperasikan Komputer dan pengolah data sederhana
4. Memiliki sikap teliti, jujur dan tanggung jawab

ERKAITAN - PERALATAN/PERLENGKAPAN :
SOP Pengelolaan Surat Keluar/Masuk 1. Komputer
SOP Penyusunan IKU 2. Printer
SOP Penyusunan LKjIP 3. Alat Tulis Kantor
4. Kertas

EGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

abila tidak dilaksanakan sesuai SOP maka proses perjanjian kinerja ini tidak akan berjalan dengan
k dan berimbas pada pengukuran kinerja

1. Format PK
2. Dokumen, Renja, IKU
3. Dokumen RKT, DPA

-



' PENYUSUNAN PERJANJIAN RINERJA (PK)

Pelaksana Mutu Baku
; Fungsional .
Kegiatan 5
9 Kepala Dinas| Sekretaris Hasulibag Umum Bn.dang Kelengkapan Waktu Output v
Perencanaan bidang
Perencanaan

Menerima surat dari Sekretariat Daerah terkait Keterkait
dengan penyusunan PK dan menugaskan Surat Masuk, Lembar 15 Menit Disposisi p e | "’lu i
Sekretaris untuk menindaklanjuti penyusunan ( } disposisi i E"QEMO .
Perjanjian Kinerja e
Memerintahkan Kasubbag Perencanaan agar Y S _ o
menyusun Perjanjian Kinerja I = Disposisi 15 Menit Disposisi
Menginstruksikan dan menugaskan Fungsional y
Umum Perencanaan untuk membuat format Disposisi 24 DiSHoss;
Perjanjian Kinerja dan menyiapkan bahan-bahan P M poSIS
terkait dengan penyusunan data Perjanjian Kinerja
Membuat format Perjanjian Kinerja untuk Kepala
Dinas, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Staf : s
sesuai dengan pedoman penyusunan PK lanjut II Dggss;s;hsae:%n}lan a2 dan Format Perjanjian Keterkaitar
memberikan kepada bidang-bidang untuk diisi serta Dozum A RKT. Kinerja Penyusunz
menyiapkan bahan-bahan terkait dengan :
penyusunan Perjanjian Kinerja
Mengisi format Perjanjian Kinerja dengan sasaran,
Indikator kinerja, target kinerja serta anggaran — Format Perjanjian
Sesuai yang tercantum pada DPA dan sesuai . ’ FonnaKti:eE.:jaanpan 1 Hari Kinerja yang sudah
uraian tugas dan target pada SKP untuk Perjanjian ! diisi bidang-bidang
Kinerja Staf
Menghimpun Perjanjian Kinerja yang sudah diisi )
oleh masing-masing bidang dan mengetik pada Format Perjanjian Draf Perianiian
komputer selanjutnya mencetak dan memberikan Kinerja yang sudah diisi 1 Hari = oh

draft Perjanjian Kinerja kepada Kasubbag
Perencanaan untuk dikoreksi

—_—

bidang-bidang

Kinerja




— a8

Pelaksana Mutu Baku
; Fungsional g
Kegiatan - K
9 Kepala Dinas| Sekretaris . Umum Bl‘dang Kelengkapan Waktu Output sleran
Perencanaan bidang
Perencanaan
—
Mengoreksi draft Perjanjian Kinerja, jika sudah
benar memberikan kepada bidang-bidang untuk Tidak = :
ditandatangani, jika masih terdapat kesalahan b Draf Perjanjian Kinerja 3 Jam DrafKI'}’:;]rz_a:pan E:;er::::g
mengembalikan kepada Fungsional Umum untuk ) Y
diperbaiki Ya
{ . 4 - -
Mengoreksi Perjanjian Kinerja, jika sudah benar Tidak / Peﬂzgna:l‘i;:ﬁ Lo
ditandatangi, jikka masih terjadi kesalahan \ Draf Perjanjian Kinerja 3Jam .
: ditandatangi bidang-
dikembalikan ;
bidang
Menghimpun Perjanjian Kinerja dari bidang-bidang - Perjanjian Kinerja yang FRilanan Spmga
. i yang sudah
dan menyerahkan ke Kasubbag Perencanaan sudah ditandatangi 1 Jam ditandatani bidsn
untuk diverifikasi 1 bidang-bidang e ¥
bidang
Memverifikasi Perjanjian Kinerja dari bidang- T /\\ Tidak Perjanjian Kinerja yang Perjanjian Kinerja
bidang, jika sudah benar mengajukan kepada > sudah ditandatangi 1 Hari sudah diparaf
Sekretaris untuk diparaf h»/ bidang-bidang Sekretaris
-
Memve:rmkam Perjanjian Kinerja jika sudah benar £ Perjanjian Kinerja sudah Perjanjlan'l(mer}a
mengajukan kepada Kepala Dinas untuk innraf St tnie 3 Jam sudah diparaf
ditandatanai P Sekretaris
Ya
- ——
Mengoreksi dokumen Perjanjian Kl_ner|a jika §udah Tidak . -y Perjanjian Kinerja
benar maka ditandatangani selanjutnya Perjanjian Kinerja sudah g bty
menyerahkan kembali  kepada Kasubbag / diparaf Sekretaris ditandatanaani
Perencanaan untuk dikirim Ya ng
Menugaskan fungsional ;_Jmum untuk mgmpua! Perjanjian Kinerja sudah ‘ Perjanjian Kinerja Keterlaitan
surat pengantar dan mengirim dokumen Perjanjian : : 15 Menit sudah
i ditandatangani . : Penyusunan
Kinerja ditandatangani
Membuat surat pengantar dan dikiimkan ke ( ) Perjanjian Kinerja sudah 1 Jiii Tanda terima Pﬁitegl‘;ﬂz{;
Bekretariat Daerah dan membuat arsip ditandatangani pengiriman PK g Keﬁjar

—_




DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BULELENG

NOMOR SOP . SOP/XX.A.b.06/DPMPTSPKABBULELENG/202!
TGL. PEMBUATAN |: 5 Juni 2017

TGL. REVISI . 06 Mei 2020

TGL. EFEKTIF

: 15 Mei 2020

SEKRETARIAT

DISAHKAN OLEH Plt. SEKRETARIS

IDA AYU PANCANI YULIATI, SH..MSI
Pembina (IV/a)
NIP. 19710705 199703 2 009

NAMA SOP : PENGUMPULAN DATA KINERJA DAN KEUAB

TRIWULAN

EHUKUM :

KUALIFIKAS| PELAKSANA :

eraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
*emerintah

eraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
nstansi Pemerintah

eraturan Menpan dan RB Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
’enyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

eraturan Menpan dan RB Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi
*emerintah

eraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Peraturan Bupati Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan
Jrganisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah.

1. Memahami pedoman pengumpulan data kinerja dan keuangan

2. Memahami tata cara penginputan data pada e-SAKIP

3. Mampu mengoperasikan Komputer dan pengolah data sederhana
4. Memiliki sikap teliti, jujur dan tanggung jawab

EKNTAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
3OP Pengelolaan Surat Masuk/keluar 1. Komputer

3OP Renstra 2. Printer

SOP Perjanjian Kinerja 3. Alat Tulis Kantor

SOP Laporan Realisasi Anggaran 4. Kertas

EGATAN : g

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

bila pengumpulan data kinerja dan keuangan tidak terselesaikan dengan baik dan benar maka
latan pelaporan akan terhambat.

1. Data rekap kinerja dan keuangan
2. LRA

-



-

P PENGUMPULAN DATA KINERJA DAN KEUANGAN TRIWULAN

Pelaksana Mutu Baku
h Kegiatan Kepala : Kasubbag Fungsional Keterangan
Dinas Sekretaris I PPTK URiitia Kelengkapan Waktu Qutput
Mendisposisi surat kepada Sekretaris Dinas agar C} Keterkaitan SC
mengkoordinasi pada Kasubbag Perencanaan Surat Masuk, Lembar disposisi| 15 Menit Disposisi Pengelolaan St
dan memonitor capaian kinerja DPMPTSP Masuk
Mengkaji dan menugaskan Kasubbag 4
Perencanaan untuk mengumpulkan data | _II Disposisi 15 Menit Disposisi
capaian kinerja dari masing-masing PPTK
Membuat konsep form/blanko permohonan data
kinerja dan menyampaikan kepada masing- Disposisi o i Form/blanko permohonan
masing PPTK untuk diisi kemudian dikembalikan R data kinerja
kepada Kasubbag Perencanaan
Mengisi blanko permohonan data kinerja dan & F::‘:;T:;ZE Eermoh;):ar; dtata Data kinerja dan keuangan
keuangan selanjutnya menyerahkan kembali realis.';si kinerjzujanr?ket;a:an 2 Hari yang sudah diisi oleh
kepada Kasubbag Perencanaan : A ! i -bi
g 9 sesuai kegiatan yang ditangani bidang-bidang
|Merekap permohonan data kinerja sesuai format v e
dan data dan PPTK, jika sudah selesai akan o k:;er?zc.!an ?f—:]us_régan 1H Draft rekap data kinerja dan
menyerahkan kembali kepada PPTK untuk yRia e b.J;SI i R . keuangan
dikoreksi dan meminta paraf " e
Mengoreksi draft rekap data kinerja dan V\\ il Draft Rekap permchonan
keuangan. Jika sudah benar maka

Draft rekap data kinerja dan

data kinerja dan keuangan

Sekretaris

sudah diparaf cleh PPTK

Imembubuhkan paraf, jika masih terjadi keuangan Tittan yang sudah diparaf oleh
kesalahan dikembalikan untuk diperbaiki Ya PPTK
Menerima rekap permohonan data kinerja dan ¥ Draft Rekap permohonan data dDrafiRek_apdper;nohonan
keuangan dari PPTK dan berkoordinasi dengan kinerja dan keuangan yang 4 S ata kinerja dan keuangan

yang sudah diparaf oleh
PPTK




Pelaksana Mutu Baku
o. Kegiatan | : i
2 Ke'pa g Sekretaris Rasuhbag PPTK rengdions| Kelengkapan Waktu Output Kefaranga
Dinas Perencanaan Umum
—
Mengoreksi draft rekap permohonan data kinerja Tidak k Tidak
dan keuangan. Jika sudah benar membubuhkan Draft Rekap permohonan data d[z;zflt‘if;eﬁap dperfohaonan
# |paraf dan menyerahkan kepada kepala dinas kinerja dan keuangan yang 2 Jam egah 2.” e":[ r:g:n
untuk ditandatangani, jika tidak dikembalikan : Ya sudah diparaf oleh PPTK yang SUS ak ‘ngra o
untuk diperbaiki Py
Mengoreksi draft rekap permohonan data kinerja
) dan keuangan. Jika sudah benar maka > Dﬁtef::l-;ap pkir‘rj'r;:hor:‘an aata 2 Rekap permohonan data
ditandatangani untuk dikirimkan kepada Ortala su::l th. a?af | h%a kyagg_ " kinerja dan keuangan
Setda, jika tidak dikembalikan untuk diperbaiki Ya ) RRRRan O RRR
Menugaskan Fungsional Umum agar
) mengirimkan rekap permohonan data kinerja f—l Rekap permohonan data 10 Menit Rekap permohonan data
kepada Bagian Organisasi Setda Kabupaten kinerja dan keuangan ' kinerja dan keuangan
Buleleng
Membuat surat pengantar, mengirnm dan ,
mengarsip data kinerja dan keuangan untuk ; o Keterkaitan S
0 |digunakan saat melakukan entry data capaian R:ka;;: zzr;no:onan aam 20 Menit dTa:nc;a tef'm; pekngmman Pengelolaan S
kinerja dan keuangan pada aplikasi e-SAKIP Lol NSO F AR SN ReHanga Keluar
Kabupaten Buleleng




DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BULELENG

NOMOR SOP : SOP/XX.A.b.07/DPMPTSPKABBULELENG/20zZ
TGL. PEMBUATAN |: 5 Juni 2017
TGL. REVISI . 06 Mei 2020
TGL. EFEKTIF . 15 Mei 2020

SEKRETARIAT

Pit. SEKRETARIS

: i i
IDA AYU PANCANI YULIATI, SH..MSI

Pembina (I\V/a)
NIP. 19710705 199703 2 009

DISAHKAN OLEH

NAMA SOP : PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI KINER

ER HUKUM :

KUALIFIKAS| PELAKSANA :

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah

Peraturan Menpan dan RB Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Peraturan Bupati Buleleng Nomor 786 Tahun 2007 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah

Peraturan Bupati Buleleng Nomor 83 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bulelena Tahun 2017 Nomor 83)
Peraturan Bupati Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah.

1. Memahami pedoman pelaporan realisasi kinerja
2. Mampu mengoperasikan Komputer dan pengolah data sederhana
3. Memiliki sikap teliti, jujur dan tanggung jawab

ERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
SOP Pengelolaan Surat Keluar 1. Komputer
SOP Penyusunan DPA 2. Printer
3. Alat Tulis Kantor
4. Kertas

@GATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

abila penyusunan laporan realiasi kinerja ini tidak dilaksanakan sesuai SOP maka akan pelaporan
Brja akan terhambat

1. Data program, kegiatan dan capaian target tiap bulannya
2. LRA

2. Format laporan realisasi kinerja




-

JOP PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI KINERJA
Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan K b i Keterangan
De;:::': Sekretaris P::;L:;:n:gn FuS?nsl::)nnal PPTK Kelengkapan Waktu Output 9
Menugaskan Kasubbag Perencanaan untuk . I . N

: membuat laporan realisasi kinerja CD Lamber ispesisl e e
Meminta data Laporan Realisasi Anggaran kepada A
PPK sebagai dasar untuk mengisi penyerapan .

2 |anggaran pada laporan realisasi kinerja Disposisi 1 Jam Disposisi, LRA PK:r:erkaL:;a;nSLCél
Menugaskan Fungsional Umum untuk membuat L '
form/blanko laporan realisasi kinerja
Membuat form/blanko Laporan Kinerja kepada f_l
masing-masing PPTK untuk diisi kemudian DPA/DPPA, LRA, Daftar Form/blanko capaian Keterkaita SOP

I 9 i ] : 2 Jam .
diserahkan kepada PPTK untuk diisi sesuai dengan program dan kegiatan kinerja kegiatan Penyusunan DP,
capaian kinerja

- \

Mengisi blanko Laporan Realisasi Capaian Kegiatan [ Form/blanko capaian ) Data Capaian Realisasi

A A 3 : et 1 Han Sl
sesuai dengan capaian kinerja kinerja kegiatan Kinerja
Merekap Laporan Realisasi Capaian Kinerja —i

5 Kegiatan dari masing-masing PPTK kemudian ;I Data Capaian Realisasi 2 Jam Draft Laporan Realisas
menyerahkan kepada Kasubbag Perencanaan untuk Kinerja Kinerja
dikoreksi
|Mengoreksi draft Laporan Realisasi Capaian Kinerja _

Kegiatan, jika benar memberi paraf dan mengajukan Tidak SN Tidek Dl e sl Draft Laporan Kinerja

6 |kepada Sekretaris untuk diperiksa, jika tidak l\/ ﬁiner'a 2 Jam yang sudah dikoreksi dan
dikembalikan kepada Fungsional Umum untuk ! diparaf PPTK
diperbaiki Ya
Memeriksa draft Laporan Realisasi Capaian Kinerja y o i
Kegiatan jika sudah benar memberi paraf dan Drath Lapor_an Kme.rja s Dreft Laporgn Kme.r]a

7 mengajukan kepada Kepala Dinas untuk ditanda yang sz._ldah dikoreksi dan 1 Hari yang _sudah dlkoreks'_,l dan
tangani, jika tidak dikembalikan untuk diperbaiki Vi SR RS o

-3 [




Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan i Keterangan
- Kepala | sekretaris Kasubbag | Fungmional | pope Kelengkapan Waktu Output .
E Dinas Perencanaan Umum
Mengoreksi draft Laporan Realisasi Capaian Kinerja Tidak Draft Laporan Kinerja Laporan Realisasi
8 |Kegiatan, jika benar maka ditandatangani, jika tidak yang sudah dikoreksi dan 1 Hari Capaian Kinerja yang
dikembalikan untuk ditindak lanjuti Ya diparaf Sekretaris ditandatangani Kadis
Menugaskan Fungsional Umum agar mengirimkan Laporan Realisasi Laporan Realisasi
9 |Laporan Realisasi Capaian Kinerja Kegiatan kepada Capaian Kinerja yang 20 Menit Capaian Kinerja yang
Bappeda Litbang Kabupaten Buleleng ditandatangani Kadis ditandatangani Kadis
Membuat surat pengantar, menindaklanjuti )
: b S : =y — Tanda Terima .
pengirman Laporan Realisasi Capaian Kinerja b Laporan Realisasi R O A Keterkaitan SO
10 |Kegiatan kepada Bappeda Litbang Kabupaten ( ) Capaian Kinerja yang 20 Menit pang P Pengelolaan Sul

Buleleng dan mengarsip Laporan Realisasi Capaian
Kinerja Kegiatan

ditandatangani Kadis

Reazlisasi Capaian
Kinerja

Keluar




DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BULELENG

SEKRETARIAT

NOMOR SOP - SOP/XX.A.b.08/DPMPTSPKABBULELENG/202C
TGL. PEMBUATAN |: 5 Juni 2017
TGL. REVISI . 06 Mei 2020
TGL. EFEKTIF : 15 Mei 2020

Plit. SEKRETARIS
7

DISAHKAN OLEH

|

IDA AYU PANCANI YULIATI, SH.,MSI
Pembina (IV/a)
\/ NIP. 19710705 199703 2 009

NAMA SOP : REVIEW INDIKATOR KINERJA

ER HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah

Peraturan Menpan dan RB Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

Peraturan Menpan dan RB Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Peraturan Bupati Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah.

1. Memahami tata cara penginputan data pada e-SAKIP

2. Memiliki kemampuan untuk menyusun indikator kinerja

3. Mampu mengoperasikan Komputer dan pengolah data sederhana
4. Memiliki sikap teliti, jujur dan tanggung jawab

ERKA]TAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
SOP Pengelolaan Surat Keluar/Masuk 1. Komputer
P KU 2. Printer
SOP Perjanjian Kinerja 3. Alat Tulis Kantor
4. Kertas

EGATAN -

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

abila review indikator kinerja ini tidak dilaksanakan sesuai SOP maka akan mempengaruhi entry
a pada e-SAKIP

1. Dokumen Indikator Kinerja'

—



Y
IEVIEW INDIKATOR KINERJA

-

Pelaksana Mutu Baku
Kegiatan i i Ket
- Kepala Dinas Sekretaris Sesubhag Fangeiang) Bagu_an " Kelengkapan Waktu Output .
Perencanaan Umum Organisasi
—
! . . CD Keterkaitan
Memerintahkan Sekretaris untuk melakukan review : e ) . -
ndikator Kinerja DPMPTSP Lembar disposisi 15 Menit Disposisi Pengelolaar
masuk
Miemerintahkan Kasubbag Perencanaan untuk
nembuat surat ke Bidang perihal data capaian | l , - . . .
: : Mg e i D 15M D
tinerja dan undangan asistensi review indikator S ST MPRsE
tnerja
Hem_buat konsep format permghona_n dalta capaian s ot
tinerja dan surat undangan asistensi review 1 : -
; Sl : : Disposisi 1 Jam permchonan data
ndikator kinerja serta memerintahkan fungsional e Enada
imum menyiapkan dokumen pendukungnya P ]
Mengetlk konsep format permohonan data capaian _ Konsep format Format permohenan
{inerja dan kelengkapannya serta menyampaikan Tidak
; I i permchonan data 2 Jam data dan
Indangan kegiatan review indikator kinerja untuk T e
Jidang-bidang P L grapanny
b
Viemeriksa dan mengajukan format permohonan \/\ Tidak Format permohonan Farmat permohcnan
lata capaian kinerja dan kelengkapan review data dan 1 Jam data dan
ndikator kinerja kepada Sekretaris untuk diperiksa v kelengkapannya kelengkapannya
a
Viemeriksa dan memaraf sural permohonan data \
sapaian kmer@ beseng kel.eng.kapanrllya .dan surat / Format permohonan Format peritiohorian
indangan kegiatan review indikator kinerja serta \ data dan 1 Jam data diparaf Sekretaris
anjut mengajukan ke Kepala Dinas untuk di kelengkapannya P
andatangani Ya
- rote weliertiini ol [ N Fomatpaorn
- : F t h dat dah
ditandatangani dan menugaskan sekretaris untuk 5 1 Jam o9 yang S

melaksanakan rapat intern jika tidak dikembalikan
untuk diperbaiki

data diparaf Sekretaris

ditandatangani Kepala
Dinas




-

Pelaksana Mutu Baku
5 Kegiatan " i ional Bagi Keter
’ 9 Kepala Dinas Sekretaris Kamabiag Fungsions agt‘an 2 Kelengkapan Waktu Qutput
Perencanaan Umum Organisasi
—
|Melaksanakan rapat intern dengan bidang-bidang 4 Format permohonan
0
dan Kasubbag Perencanaan untuk membahas 3 data yang sudah o Notilsn Rabat
terkait dengan indikator kinera  sebelum ditandatangani Kepala v
|melaksanakan asistensi dengan Bagian Organisasi Dinas
Menindaklanjuti hasil rapat dan memerintahkan
fungsional umum untuk merekap data capaian Notulen Rapat 20 Menit Notulen Rapat
kinerja dan indikator kinerja dari bidang-bidang
v
Menginventarisasi data capaian kinerja darn bidang-
bidang sesuzi dengan hasil rapat dan menyerahkan . Dokumen Indikator
, kepada Kasubbag Perencanaan untuk dilakukan NG B Than kinerja
asistensi
N'Ilenglkutl Kegiatsn aS|5tIen§| Rl QEngan SAPRIA Dokumen Indikator i Dokumen Indikator
| |kinerja, pembuatan indikator kinerja beserta 5 kineria 1 Hari Kinar
targetnya, penyusunan rancangan indikator kinerja r} miE 3
; ST 2 (s o Tidak
Mengasistensi indikator kinerja DPMPTSP, jika
) sudah benar menginstruksikan untuk melakukan / Dokumen Indikator 1 Hari Dokumen Indikator
entry data ke sistem jika tidak dikembalikan untuk kinerja kinerja Hasil Asistensi
diperbaiki
Ya
y Entry Indikator dan Target Kinerja baru pada aplikasi - Dokumen Indikator 5 Hari Dokumen indikator
e-SAKIP Kabupaten Buleleng ( ) kinerja Hasil Asistensi dientry pada e-SAKIP




DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR SOP : SOP/XX.A.b.09/DPMPTSPKABBULELENG/202(
TGL. PEMBUATAN [: 5 Juni 2017

TGL. REVISI . 06 Mei 2020

TGL. EFEKTIF 15 Mei 2020

DISAHKAN OLEH |: Pit. SEKRETARIS

-

IDA AYU PANCANI YULIATI, SH. . MSI

KABUPATEN BULELENG \, Pembina (IV/a)
SEKRETARIAT NIP. 19710705 199703 2 009
NAMA SOP “PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANS
PEMERINTAH (LKjIP)
EHUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah

Peraturan Menpan dan RB Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

Peraturan Menpan dan RB Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Peraturan Bupati Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah.

1. Memahami pedoman dalam penyusunan LKjIP
2. Mampu mengoperasikan Komputer dan pengolah data sederhana
3. Memiliki sikap teliti, jujur dan tanggung jawab

ERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
OP Pengelolaan Surat Keluar Masuk 1. Komputer

SOP Renstra 2. Printer

SOP IKU 3. Alat Tulis Kantor

SOP Perjanjian Kinerja 4. Kertas

SOP Laporan Kinerja

UNGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1. LKjIP

ibila penyusunan LK]jIP tidak dijalankan dengan baik maka, tidak ada monitoring terhadap laporan
capaian masing-masing bidang

- —

2. Laporan Keuangan




-

'PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

Pelaksana Mutu Baku
Kegiatan bb i i Keter:
o Kepala Dinas | Sekretaris Sanvbo g Fapsion Bidang/ PPTK Bagu_an 5 Kelengkapan Waktu Output
Perencanaan Umum Organisasi
Menerima surat dari Bagian Organisasi Setda terkait Surat mansik
dengan penyusunan LKjIP kemudian mendisposisi surat Latrbiar e os‘isi 15 Menit Disposisi SOP Sur
kepada Sekretaris untuk menyusunan LKjIP P
Mengkaii d instruksikan Kasubbag P ) =
ngkaji dan menginstruksikan Kasubbag Perencanaan ; i : . -
iuntuk menyusun LKjIP f Disposisi 15 Menit Disposisi
Menginstruksikan dan menugaskan Fungsional Umum
untuk membuat format permohonan capaian kinerja ’
bulanan, semesteran dan tahunan kepada bidang- | Disposisi 1 Jam Disposisi
bidang/PPTK, dan menyiapkan bahan-bahan terkait
dengan penyusunan LKjIP
Mempersiapkan bahan-bahan pendukung LKjIP dan .
S Format Capaian
membuat format permohonan capaian kinerja bulanan, ] Kinaria bulan
semesteran dan tahunan, permasalahan dan solusi yang E_] Disposisi, IKU, PK 1 Hari emn i @ dan. SOP IKU,
memungkinkan untuk memperbaiki kinerja tahun s tesheran -
berikutnya oleh bidang-bidang/PPTK et
Mengisi format permohonan capaian kinerja bulanan,
semesteran dan tahunan dengan da_ta yang valid dan n Format Capaian Data Capaian
akurat, permasalahan yang dihadapi selama tahun [ e e
; : Kinerja bulanan, ) Kinerja bulanan,
berjalan dan solusi yang memungkinkan untuk S S—— 2 Han shice d
memperbaiki kinerja pada tahun berikutnya dan " ——
: oA e, tahunan tahunan
Belanjutnya mengumpulkan kembali kepada bagian
perencanaan
Menghimpun data capaian kinerja bulanan, semesteran Data Capaian Data Capaian | SOP IKU,
dan tahunan dari bidang-bidang terkait, selanjutnya Kinerja bulanan, 1 Hari Kinerja bulanan, SOP Le
menyerahkan kepada Kasubbag Perencanaan untuk semesteran dan semesteran dan Kinerja
membuat konsep LKjIP tahunan tahunan Ren:




Pelaksana Mutu Baku
' Kegiatan i i Ket
4 Kepala Dinas Sekretaris Kasubhag Fungstonal Bidang/ PPTK Bagi'an < Kelengkapan Waktu Qutput -
Perencanaan Umum Organisasi
Membuat draft LK|IP sesuai dengan format penyusunan Format penyusunan
LK|IP berdasarkan data capaian kinerja bulanan, 3 LKjIP, Data Capaian
semesteran dan tahunan dari bidang-bidang terkait Kinerja bulanan, 10 Hari Draft LK|jIP
kemudian menyerahkan kepada Sekretaris untuk semesteran dan
dianalisis permasalahan dan solusi tahunan
Memeriksa, dan menganalisis draft LKjIP serta {
mengevaluasi tingkat capaian kinerja, permasalahan \ Tidak Draft LKjIP yang
dan solusi untuk memperbaiki kinerja tahun selanjutnya Draft LKjIP 2 Hari diparaf
Jika setuju akan membubuhkan paraf untuk dilakukan Sekretaris
asistensi, jika tidak akan dikembalikan untuk diperbaiki Ya
Menerima draft LKjIP, melakukan asistensi dan verifikasi v Draft LKjIP yang vt Lk Pamng
: i i : 2 Jam diparaf
ke Bagian Organisasi Setda Kabupaten Buleleng diparaf Sekretaris Y
Sekretaris
v
Memverifikasi dan asistensi dokumen LKJIP. Jika sesuai Tidak / Draft LAKIP
I akan membubuhkan paraf untuk ditandatanganu oleh Draft LK|jIP yang 5 Hari yang sudah
Kepala Dinas, jika tidak akan dikembalikan untuk diparaf Sekretaris diparaf Bagian
diperbaiki Ya | Crganisasi
= Draft LAKIP
: ; _— ra yang
IMenapdatgnlgam @kumen _LK;IP yang telah diasistensi sudah diparaf 3 Jam Dokumen LKjIP
dan disetujui Bagian Organisasi Setda > ey
Bagian Organisasi
Mengirimkan dokumen LKjIP ke Bagian Organsasi N Tanda terima
! |Setda dan menggandakan dokumen LK|IP diberikan Dokumen LKjIP 3 Jam pengiriman SOP St

kepada bidang-bidang/PPTK sebagai arsip

e

dokumen LKjIP
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BIDANG PROMOSI
PENANAMAN MODAL

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN BULELENG
JALAN NGURAH RAI NO. 72 SINGARAJA, TELEPON. (0362) 22063

SINGARAJA, BALI




DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN BULELENG

BIDANG PROMOSI PENANAMAN MODAL

-

Nomor SOP SOP/XX.B.a.01/DPMPPTSPKABBULELENG/2020
Tanggal Pembuatan S Juni 2017
Tanggal Revisi 6 Mei 2020
Tanggal Efektif 15 Mei 2020
Disahkan Oleh KEPALA BIDANG PROMOSI| PENANAMAN MODAL
ﬁzf-?{
£ | MADE AYU DWI ASRINI, S.Sos
Pembina (IV/a)
19720422 199303 2 003
Nama SOP PENYUSUNAN SARANA PRASARANA PROMOSI
PENANAMAN MODAL

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksanaan

1. Undang - Undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

2. Peraturan Menpan dan RB Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi

. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah

. Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah;

. Standar ISO 9001 : 2015 Klausul 8.5

Peraturan Daerah No.|l tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
No.13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Sususnan Perangkat Daerah .

Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan
Organisasi dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah

1. Memahami data / bahan Pomosi
2. Memahami Potensi yang dimiliki daerah untuk dipromosikan

3. Memahami bagaimana sarana prasarana mempromosikan potensi daerah
4. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

1 SOP PENYUSUNAN STRATEGI PROMOSI PENANAMAN MODAL

1. Alat Tulis Kantor
2. Komputer

3. Printer

4. Kamera

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan |

Apabila Penyusunan Sarana Prasarana Promaosi Penanaman Modal tidak dijalankan
maka promosi penanaman modal yang dilakukan tidak tepat pada sasaran

1. SPK
2. Dokumen Promosi




. ]
SOP PENYUSUNAN SARANA PRASARANA PROMOSI PENANAMAN MODAL

-

No.

Kegiatan

Pelaksana

Mutu Baku

Kepala Dinas

Kepala Bidang

Kepala Seksi

Staf

PPK

Pejabat
Pengadaan

Penyedia

PPHP

Kelengkapan

Waktu

Output

Keter

Menugaskan untuk menyusun Sarana
Prasarana Promos| Penanaman Modal kepada
Kabid

@

10 Menit

kegiatan

Menugaskan Kasi untuk menylapkan dokumen
yang diperiukan ( KAK )

-

DPA

10 Menit

kegiatan

Membuat konsep KAK dan menugaskan Staf
untuk menyusun KAK

DPA

1 Hari

kensep
KAK

Menyusun KAK sesuai konsep dan
menyerahkan kepada Kepala Seksi untuk
diperiksa

drap KAK

1 .Jam

KAK

Menerima dan mengoreksi draf KAK. Jika
sesual akan melaporkan dokumen pengadaan
ke Kepala Bidang, jika tidak akan
dikembalikan untuk diperbaiki

Tidak

Ya

\Tldak

drap KAK

15 Menit

Menerima dan mengoreksi draf KAK. Jika
sesual akan melaporkan dokumen pengadaan
ke Kepala Dinas, jika tidak akan dikembalikan
untuk diperbaiki

drap KAK

15 Menit

Meneliti draf KAK. Jika sesual akan
menandatangani dan memerintahkan kepada
Kasl melanjutkan ke proses pengadaan, jika
tidak akan dikembalikan untuk diperbaiki

Tidak

Ya

drap KAK

15 Menit

Menugaskan PPBJ untuk melakukan proses
pengadaan

Dok. Pengadaan

10 Menit

Penyedia

Mengundang 2 Penyedia yang akan ikut serla
dalam pelaksanaan proses pengadaan

Dok. Pengadaan

1jam

Penyedia

I —



i Pelaksana Mutu Baku
lo. Kagistan Kepala Dinas Kepala Bidang Kepala Seksi Staf PPK P;e::::‘;n Penyedia PPHP Kelengkapan Waktu Qutput sty
—
. | Mengikuti proses pengadaan sampai penanda = I
}b |tanganan SPK dengan PPK Dok. Pengadaan 10 hari SPK
_:_ 2
Menerbitkan Surat Perintah Kerja kepada Surat
., |Penyedia yang dipilih dan memerintahkan Kasi :
" untuk memantau keglatan yg dilaksanakan SPK han PeKr;ntah
penyedia rja
—
Dokumen
Memantau pelaksanaan dan melaporkan ILl .
12 perkembangan kepada PPK | | SPK Kondisional Em"a';
—
Menerima laporan perkembangan Kemajuan. | Laporan
13 |Jika mencapai 100 % akan menyurati PPHP — SPK 1 jam kemajuan
untuk menjadwalkan pemeriksaan 100%
Malakukan pemeriksaan dan meneliti hasil
pekerjaan. Jika sudah sesuai akan menanda Berita
tangani berita acara serah terima hasil Tidak / Acara
“ pekerjaan untuk dilanjutkan ke proses SPK &hari Serah
pencairan dana, jika tidak akan dikembalikan Ya Terima
b untuk diperbaiki
Berita
18 Melanjutkan proses pencairan dana bersama Berita Acara Serah 1jam Acara
" |Kabid sebagal atasan langsung Terima Serah
Terima
. Berita
16 |Melanjutkan proses pencairan dana ke PPK | Ir Berﬂa%c:r;aaSerah 1 jam g::;:
Terima
Berita
17 |Melakukan serah terima ke Kepala Dinas [| I Berﬂa{}:r? :ﬂSarah 1 hari ggf;:
e Terima
A
18 |Menyetujui Pembayaran ( ) Dokumen Strategi R Dsotl::g;n




DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BULELENG

Nomor SOP : SOP/XX.B.a.02/DPMPTSPKABBULELENG/2020
Tanggal Pembuatan : 5 Juni 2017
Tanggal Revisi . 06 Mei 2020
Tanggal Efektif . 15 Mei 2020

BIDANG PROMOSI PENANAMAN MODAL

Disahkan Oleh

KEPALA BIDANG PROMOS| PENANAMAN MOC

2zl

g\aNl MADE AYU DWI ASRINI, S.Sos
Pembina (IV/a)
19720422 199303 2 003

Nama SOP :

PENYUSUNAN STRATEGI PROMOSI PENANAM,
MODAL

ar Hukum

Kualifikasi Pelaksanaan

ndang - Undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

eraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
lomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
eraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
usunan Perangkat Daerah

eraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
ungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah;

tandar ISO 9001 : 2015 Klausul 8.5

eraturan Daerah No.Il tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah

0.13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Sususnan Perangkat Daerah .

eraturan Bupati No. 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan

Irganisasi dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah

1. Memahami data / bahan Pomosi

2. Memahami Potensi yang dimiliki daerah untuk dipromosikan

3. Memahami bagaimana strategi mempromosikan potensi daerah
4. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer

rf!!mltan

Peralatan/Perlengkapan

OP PENYUSUNAN SARANA PRASARANA PROMOSI PENANAMAN MODAL

1. Alat Tulis Kantor
2. Komputer

3. Printer

4. Kamera

ngatan 4

Pencatatan dan Pendataan

bila Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal tidak dijalankan dengan baik,
@ promosi penanaman modal yang dilakukan tidak tepat pada sasaran

1. SPK
2. Dokumen Promosi




'- -

IENYUSUNAN STRATEGI PROMOSI PENANAMAN MODAL

—

Kegiatan

Pelaksana

Mutu Baku

Kepala Dinas

Kepala Bidang

Kepala Seksi

Staf

PPK

Pejabat
Pengadaan

Penyedia

PPHP

Kelengkapan

Waktu

Qutput

Ket

——

Man untuk menyusun Strategi Promosi
A n Modal kepada Kabid

;)

10 Menit

kegiatan

o

fenugaskan Kasi untuk menylapkan dokumen
ang diperlukan ( KAK )

J

DPA

10 Menit

kegiatan

| —

Mat konsep KAK dan menugaskan Staf untuk
nenyusun KAK

DPA

1 Hari

konsep KAK

D

Aenyusun KAK sesuai konsep dan menyerahkan
ispada Kepala Seksi untuk diperiksa

drap KAK

1 Jam

KAK

—_——

Aenerima dan mengoreksi draf KAK. Jika sesual
melaporkan dokumen pengadaan ke Kepala
ng, jika lidak akan dikembalikan untuk
liperbaiki

Tidak

Ya

drap KAK

15 Menit

KAK

—
fenerima dan mengoreksi draf KAK. Jika sesuai

kan melaporkan dokumen pengadaan ke Kepala
Jinas, jika tidak akan dikembalikan untuk

drap KAK

15 Menit

fiperbaiki

Veneliti draf KAK. Jika sesuai akan
datangani dan memerintahkan kepada Kasi
njutkan ke proses pengadaan, |Ika tidak akan
likembalikan untuk diperbaiki

Tidak

Ya

drap KAK

15 Menit

F:—

Mmskan PPBJ untuk melakukan proses
yangadaan

—

Dok. Pengadaan

10 Menit

Penyedia

Mengundang 2 Penyedia yang akan Ikut serta
lalam pelaksanaan proses pengadaan

Dok. Pengadaan

1jam

Penyedia

—




Pelaksana Muiu Baku
RRgaisn Kepala Dinas | Kepala Bidang | Kepala Seksi Staf PPK P:ﬂ‘;::::m Penyedia PPHP Kelengkapan Waktu Output oy
—
-
m"sﬁ,'ﬁﬁjznm“;ff:“ RanL N | | Dok. Pengadaan | 10 hari SPK
inerbitkan Surat Perintah Kerja kepada Penyedia )
g dipilih dan memerintahkan Kas! untuk SPK 1 hari S”ragf:“mh
ymantau kegiatan yg dilaksanakan penyedia )
e
' Dokumen
ymantau pelaksanaan dan melaporkan | P .
. K Kondisional Strategi
rkembangan kepada PPK L Promosi
—_
snerima laporan perkembangan Kemajuan. Jika | Laporan
ncapal 100% akan menyurati PPHP untuk \——l SPK 1jam kemajuan
pnjadwalkan pemeriksaan 100%
p—
an pemeriksaan dan meneliti hasil |

kerjaan. Jika sudah sesuai akan menanda Tidak

i berita acara serah terima hasil pekerjaan s .5 SPK 2 hari ::rga _Ir_:cr?rr:a
fuk dilanjutkan ke proses pencairan dana, jika
p akan dikembalikan untuk diperbaiki Ya
fi—

utkan proses pencairan dana bersama I| l Berita Acara Serah 1 iam Berita Acara
Ibid sebagai atasan langsung Terima } Serah Terima
—

“_I Berita Acara Serah : Berita Acara
planjutkan proses pencairan dana ke PPK | = Toriia 1 jam Serah Terima
- —

: . ; H | Berita Acara Serah . Berita Acara
__hkulum serah terima ke Kepala Dinas Tofima 1 hari SecohTedma
—

4 Dokumen
Mujul Pembayaran I ) Dokumen Strategi 1 hari Strateg|

o —



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BULELENG

Nomor SOP . SOP/XX.B.b.01/DPMPTSPKABBULELENG/2020
Tanggal Pembuatan . 05 Juni 2017
Tanggal Revisi : 06 Mei 2020
Tanggal Efektif : 15 Mei 2020

BIDANG PROMOSI PENANAMAN MODAL

KEPALA BIDANG PROMOS| PENANAMAN MODAL

%@ '
NI MADE AYU DWI ASRINI, S.Sos

Pembina (IV/a)
19720422 199303 2 003

Disahkan Oleh

PEMBUATAN SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN
: NARASUMBER, MODERATOR DAN PESERTA TEMU
MITRA UMKM

Nama SOP

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksanaan

1.
2,
3.

~ ?

Undang - Undang no 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM

Peraturan Menpan dan RB Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan

. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

. Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah;

. Standar I1SO 9001 : 2015 Klausul 8.5
. Peraturan Daerah No.11 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah

No. 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Sususnan Perangkat Daerah.

. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan ,

Kedudukan,Susunan Organisasi dan Fungsi SertaTata Kerja Dinas Daerah.

1. Memahami pedoman pembuatan surat keputusan
2. Mampu mengoperasikan Komputer
3. Memiliki sikap teliti, jujur dan tanggung jawab

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

1

SOP PEMBUATAN UNDANGAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEMITRAAN UMKM

2 SOP PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEMITRAAN UMKM

1. Lembar Kerja

2. Alat Tulis Kantor
3. Komputer

4. Printer

Peringatan -

Pencatatan dan Pendataan

Apabila Pembuatan Surat Keputusan Penunjukkan Narasumber, Moderator dan
Peserta Temu Mitra UMKM tidak dilaksanakan dengan baik, maka Narasumber
Moderator, dan Peserta yang hadir tidak sesuai sasaran

1. Disposisi
2. Surat Keputusan




-

SOP PEMBUATAN SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN NARASUMBER, MODERATOR DAN PESERTA TEMU MITRA UMKM

No.

Kegiatan

Pelaksana

Mutu Baku

Kepala Dinas

Kepala
Bidang

Kepala Seksi

Staf

Kelengkapan

Waktu

Qutput

Keterangan

Menugaskan kabid untuk membuat Surat
Keputusan (SK) Penunjukkan Narasumber,
Moderator, dan Peserta Mitra UMKM

-

Disposisi

10 Menit

Disposisi

Menerima disposisi tentang Pembuatan Surat
Keputusan (SK) Kemitraan dan memberikan
arahan kepada Kasi Pelaksanaan Promosi

Disposisi

15 Menit

Disposisi

Menerima dan Merancang konsep, tabulasi
kebutuhan dan teknis pelaksanaan kemudian
menyerahkan kepada Kabid untuk mendapat
persetujuan

I
L F

konsep

60 Menit

Konsep

Menerima dan meneliti konsep, tabulasi
kebutuhan dan teknis pelaksanaan. Jika
sesuai akan menyetujui untuk dibuatkan
konsep draf SK, jika tidak akan dikembalikan
untuk diperbaiki

Tidak

Ya

konsep

20 Menit

Tabulasi bahan

pameran

Menyusun konsep draf SK dan
menginstruksikan staf untuk menyusun draf
SK untuk diserahkan kepad Kepala Bidang

konsep

10 Menit

Konsep

Menerima dan menyusun draf Surat
Keputusan (SK) Kemitraan dan Menyerahkan
draf kepada Kepala Seksi untuk dikoreksi

Konsep

40 Menit

Draf SK

Menerima dan mengkoreksi draf SK. Jika
sesuai akan memaraf dan menyerahkan
kepada Kepala Bidang, jika tidak akan
dikembalikan untuk diperbaiki

Tidak

Ya

%

Draf SK

15 Menit

Draf SK




-

No.

Kegiatan

Pelaksana

Mutu Baku

Kepala Dinas

Kepala
Bidang

Kepala Seksi

Staf

Kelengkapan

Waktu

Output

Keterangan

Mengoreksi draf SK. Jika sesuai akan
memaraf lalu diteruskan ke Kadis untuk
ditandatangani, jika tidak akan dikembalikan
untuk diperbaiki

Tidak

]

Tidak

Draf SK

15 Menit

Draf SK

Mengoreksi draf SK. Jika sesuai akan
menandatangani Surat Keputusan (SK)
Kemitraan dan diserahkan kembali ke Kabid
untuk ditindaklanjuti, jika tidak akan
dikembalikan untuk diperbaiki

b 4

~z

Draf SK

10 Menit

SK

10

Menerima Surat Keputusan (SK) Kemitraan
dan memerintahkan Kasi untuk ditindak lanjuti

SK

5 Menit

SK

11

Menerima perintah Kabid dan memerintahkan
Staf untuk penggandaan,mengirim kepada
yang terkait dan mengarsip

SK

5 Menit

SK

12

Fungsional melakukan penggandaan,
Pengiriman dan Pengarsipan

SK

1 Jam

SK dan Arsip




DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BULELENG

Nomor SOP : SOP/XX.B.b.02/DPMPTSPKABBULELENG/2020
Tanggal Pembuatan : 5 Juni 2017
Tanggal Revisi . 06 Mei 2020
Tanggal Efektif . 15 Mei 2020

BIDANG PROMOSIL.PENANAMAN MODAL

KEPALA BIDANG PROMOSI PENANAMAN MODAL

i

NI MADE AYU DWI ASRINI, S.Sos
Pembina (I\V/a)
19720422 199303 2 003

Disahkan Oleh

. PEMBUATAN UNDANGAN PENYELENGGARAAN

SIS " KEGIATAN KEMITRAAN UMKM

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksanaan

1. Undang - Undang no 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM

3. Peraturan Menpan dan RB Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan

4. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

5. Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah;

6. Standar ISO 9001 : 2015 Klausul 8.5

7. Peraturan Daerah No.11 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah

No. 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Sususnan Perangkat Daerah.

8. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan ,

Kedudukan,Susunan Organisasi dan Fungsi SertaTata Kerja Dinas Daerah.

1. Memahami pedoman penyelenggaraan kegiatan kemitraan
2. Mampu mengoperasikan Komputer
3. Memiliki sikap teliti, jujur dan tanggung jawab

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

1 SOP PEMBUATAN SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN NARASUMBER, MODERATOR DAN
PESERTA TEMU MITRA UMKM

1. Lembar Kerja

2. Alat Tulis Kantor
3. Komputer

4. Printer

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Apabila Pembuatan Undangan Penyelenggaraan Kegiatan Kemitraan UMKM tidak
dilaksanakan denganbaik, maka pelaksanaan promosi penanaman modal -tidak
dpat dilaksanakan

1. Disposisi
2. Undangan




\ L]
OP UNDANGAN PENYEL

ENGGARAAN KEGIATAN KEMITRAAN UMKM

tidak akan dikembalikan untuk diperbaiki

Pelaksana Mutu Baku
Kegiatan Keterang:

. Kepala Dinas gledza':; Kepala Seksi Staf Kelengkapan Waktu Output
Menugaskan Kabid membuat Undangan : : -
Penyelenggaraan Kegiatan Kemitraan UMKM @ i Tt Citgpom
Menugaskan Kepala Seksi untuk membuat
Undangan kehadiran pada acara Temu Mitra Disposisi 10 Menit Disposisi
Usaha kepada para UMKM
Membuat konsep Undangan kehadiran pada
acara Temu Mitra Usaha kemudian Disposisi 30 Menit Disposisi dan
menugaskan staf untuk menyusun draf Konsep
undangan
Menyusun draf Undangan kemudian disposisi dan 30 Menit disposisi dan
menyerahkan kepada Kasi untuk dikoreksi konsep konsep
Menerima dan mengkoreksi draf undangan. v
Jika sesuai akan menyerahkan draf ke Kabid disposisi dan 10 Menit dyéf
untuk dikoreksi, jika tidak sesuai akan konsep
dikembalikan untuk diperbaiki
Mengoreksi draf undangan. Jika sesuai akan : > 4 _
memaraf kemudian diserahkan kepada Kadis L e N Tidak draf 10 Menit Undanaan
untuk ditandatangani, jika tidak akan i il g
dikembalikan untuk diperbaiki Ya
Mengkoreksi surat. Jika sesuai akan X
menandatangani untuk ditindaklanjuti, jika < - Undangan 1 Jam Undangan




Pelaksana Mutu Baku
Kegiatan Keterang:
y Kepala Dinas g;‘::,:; Kepala Seksi Staf Kelengkapan Waktu Output .
~—
IMenugaskan Kepala Seksi untuk menindak Undangan 7 Jam Undangan
anjuti
Menugaskan Staf un_tqk melakukan _ Undangan 10 Menit Undangan
Penggandaan, Pengiriman dan Pengarsipan
Menggandakan,mengirim dan Mengarsip é
undangan kehadiran pada acara Temu Mitra Undangan 2 Jam Undanyeydan

Usaha

Arsip




DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BULELENG

Nomor SOP : SOP/XX.B.b.03/DPMPTSPKABBULELENG/2020
Tanggal Pembuatan : 5 Juni 2017
Tanggal Revisi . 06 Mei 2020
Tanggal Efektif : 15 Mei 2020

KEPALA BIDANG PROMOSI PENANAMAN MODAL

BIDANG PROMOSI PENANAMAN MODAL

ol

Disahkan Oleh
NI MADE AYU DWI ASRINL 8.S0
Pembina (1\V/a)
19720422 199303 2 003
Nama SOP : PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEMITRAAN UMKM

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksanaan

L5
2.
3.

6.
7

8.

Undang - Undang no 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM

Peraturan Menpan dan RB Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012

tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan

. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

. Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Qrganisasi,

Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah;

Standar 1SO 9001 : 2015 Klausul 8.5

. Peraturan Daerah No.11 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah

No. 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Sususnan Perangkat Daerah.

Peraturan Bupati Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan ,

Kedudukan,Susunan Organisasi dan Fungsi SertaTata Kerja Dinas Daerah.

1. Memahami pedoman penyelenggaraan kegiatan kemitraan
2. Mampu mengoperasikan Komputer
3. Memiliki sikap teliti, jujur dan tanggung jawab

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

1 SOP PEMBUATAN UNDANGAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEMITRAAN UMKM
2 SOP PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN

1. Lembar Kerja

2. Sarana dan Prasarana
3. Alat Tulis Kantor

4. Kompuier

5. Printer

Perin

n

Pencatatan dan Pendataan

Apabila Penyelenggaraan Kegiatan Kemitraan UMKM tidak dilaksanakan dengan
baik, maka pelaksanaan promosi penanaman modal tidak maksimal

1. Disposisi
2. Konsep Desain Stand Pameran




-
?ENYELENGGARAAN KEGIATAN KEMITRAAN UMKM

PELAKSANA MUTU BAKU
URAIAN PROSEDUR Ketera
Kepala Dinas | Kepala Bidang | Kepala Seksi Staf Kelengkapan Waktu Output
Menugaskan Kepala Bidang untuk menyelenggarakan : < . ; i
kegiatan Kemitraan UMKM sesuai Surat Keputusan @ Disposisl 10 Menk Rispasi
Menerima disposisi untuk menyelenggarakan Kegiatan y
Kemitraan UMKM dan menugaskan Kepala Seksi Disposisi 15 Menit Informasi
untuk menindaklanjuti
A
Menugaskan staf untuk merancang pengadaan bahan- ol 1 Hari Konsep stand
bahan sarana dan prasarana Temu Mitra Usaha P pameran
Merancang konsep, tabulasi kebutuhan dan teknis dispesisidan Ronsan st
pelaksanaan kemudian menyerahkan kepada Kepala P 30 Menit op
: ; konsep dinas
Seksi
Menerima rancangan konsep tabulasi kebutuhan dan W
teknis pelaksanaan ke Kabid untuk dikoreksi dan Kon:;;;::ota 10 Menit };c;%iz%d::
mendapatkan persetujuan .y 9
Mengkoreksi konsep, rencana dan tabulasi. Jika sesuai ‘\ _
akan menugaskan Kepala Seksi untuk menyiapkan Tidak disposisi, konsep 10 Menit konsep dan
sarana prasarana yang dibutuhkan, jika tidak akan / dan rancangan rancangan
dikembalikan untuk diperbaiki
Ya
Menugaskan Staf Fungsional untuk menyiapkan \ sarana dan 10 Menit sarana dan
8arana dan prasarana yang dibutuhkan prasarana prasarana




-
PELAKSANA MUTU BAKU
URAIAN PROSEDUR X Keterar
Kepala Dinas | Kepala Bidang | Kepala Seksi Staf Kelengkapan Waktu Qutput
—_—
;:Mempersiapkan sarana dan prasarana Temu Mitra . sarana dan 1 Jam Bgzg;‘:zg?
Usaha dan menyerahkan kepada Kepala Seksi prasarana P
- rasarana
W | X

Memonitor dan Mengkoordinir Pasca Pelaksanaan dan ( ) 8;;‘;”“:3';?1” " Bg:;’:]:?;:‘”
Pelaksanaan Temu Mitra Usaha P

rasarana Prasarana

—




DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BULELENG

Nomor SOP : SOP/XX.B.b.04/DPMPTSPKABBULELENG/2020
Tanggal Pembuatan : 5 Juni 2017
Tanggal Revisi . 06 Mei 2020
Tanggal Efektif : 15 Mei 2020

KEPALA BIDANG PROMOSI PENANAMAN MODAL

BIDANG PROMOSI-PENANAMAN MODAL

f
Disahkan Oleh ﬂ

NI MADE AYU DWI ASRINI, S.Sos
Pembina (IV/a)
19720422 199303 2 003

. PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN

Nama SOp " KEGIATAN

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksanaan

1. Undang - Undang no 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM

3. Peraturan Menpan dan RB Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan

4. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

5. Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah;

6. Standar ISO 9001 : 2015 Klausul 8.5

7. Peraturan Daerah No.11 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
No. 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Sususnan Perangkat Daerah.

8. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan ,
Kedudukan,Susunan Organisasi dan Fungsi SertaTata Kerja Dinas Daerah.

1. Memahami pedoman dalam penyusunan Laporan Kegiatan
2. Mampu mengoperasikan Komputer
3. Memiliki sikap teliti, jujur dan tanggung jawab

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

1 SOP PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEMITRAAN UMKM

1. Lembar Kerja

2. Rencana Kerja dan Anggaran
3. Alat Tulis Kantor

4. Komputer

5. Printer

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Apabila Penyusunan Laporan Kegiatan tidak dilaksanakan dengan baik, maka
kegiatan yang sudah dilakukan tidak dapat diketahui oleh Pimpinan -

1. Laporan Kegiatan




P PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN

-

PELAKSANA MUTU BAKU

b Kegistan Kepala Dinas Kepala Bidang Kepala Seksi Staf Kelengkapan Waktu Output oD
Menugaskan Kabid membuat Laporan ( ) . - . ) -
Penyelenggaraan Kegiatan Kemitraan UMKM Diapesiyl % Ment! Pisposisi
Menerima disposisi Kepala Dinas dan menugaskan ; . ) . .
Kepala Seksi untuk menindaklanjuti Bisposisl & Menit RiSposk|
Membuat konsep dan memerintahkan Staf untuk
menyusun laporan Penyelenggaraan kegiatan Konsep Laporan 30 Menit | Konsep Laporan
kemitraan UMKM
Menyusun draf laporan Penyelenggaraan kegiatan FRt T ARGaE
kemitraan UMKM dan menyerahkan draf kepada Konsep Laporan 15 Menit Ke ia':an
Kepala Seksi untuk diverifikasi 9
Menerima dan memeriksa draf laporan. Jika sesuai Tidak \ Tidak
akan menyerahkan draf laporan pada Kabid untuk — — Draf Laporan 5 Menit Draf Laporan
dikoreksi, jika tidak akan dikembalikan untuk Kegiatan Kegiatan
diperbaiki
Mengoreksi draf laporan. Jika sesuai akan
memaraf laporan Penyelenggaraan kegiatan
kernitraan UMKM dan dilanjutkan ke Kadis untuk D'ELL;‘E;‘"“ 10 Menit D’;‘;"f‘a"t’:;a”
ditanda tangani, jika tidak akan dikembalikan untuk 9 9
diperbaiki Ya

_ u

Jre—




'y
PELAKSANA MUTU BAKU
) Kegiatan Keterar
Kepala Dinas Kepala Bidang Kepala Seksi Staf Kelengkapan Waktu Output
- —
Mengkoreksi draf laporan. Jika sesuai akan ,
. Tidak
menandatangani draf laporan dan D LA Ppam—
menginstruksikan untuk mengarsipkan dan o ia‘:gn 10 Menit Kepiatan
mengirimkan sebagai bukti pelaporan, jika tidak Ya 9 S
akan dikembalikan untuk diperbaiki ).
Mengmstmkgak_an kepala seksi untuk Laporan Kegiatan 5 Menit Lap_oran
menindaklanjuti Kegiatan
Menginstruksikan staf Fungsional untuk = .55
Menggandakan, Mengirim, melaporkan dan Laporan Kegiatan 5 Menit M
P i Kegiatan
engarsipan
) Menggaqdakan, mengirim, melaporkan dan ( ) Laporan Kegiatan 30 Menit Lappran
Mengarsipkan Laporan Kegiatan Kegiatan

e



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BULELENG

Nomor SOP . SOP/XX.B.b.05/DPMPTSPKABBULELENG/2020
Tanggal Pembuatan : 5 Juni 2017
Tanggal Reuvisi : 06 Mei 2020
Tanggal Efektif : 15 Mei 2020

BIDANG PROMOSI PENANAMAN MODAL

KEPALA BIDANG PROMOSI PENANAMAN MODAL

e

NI MADE AYU DWI ASRINI, S.Sos
Pembina (IV/a)
19720422 199303 2 003

Disahkan Oleh

, PENYELENGGARAAN PROMOSI SUMBER POTENSI

Nama SOP " DAERAH ( PAMERAN POTENSI DAERAH)

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksanaan

1

3.

. Undang - Undang no 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal
2.

Permendagri Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur DPMPPTSP
Provinsi dan Kabupaten/Kota

Peraturan Menpan dan RB Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan

. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

. Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah;

. Standar ISO 9001 : 2015 Klausul 8.5
. Peraturan Daerah No.11 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah

No. 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Sususnan Perangkat Daerah.

. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan ,

Kedudukan,Susunan Organisasi dan Fungsi SertaTata Kerja Dinas Daerah.

1. Memahami pedoman penyelenggaraan kegiatan kemitraan
2. Mampu mengoperasikan Komputer
3. Memiliki sikap teliti, jujur dan tanggung jawab

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

1 SOP PENYIAPAN DATA/BAHAN PROMOSI

1. Lembar Kerja

2. Bahan Pameran
3. Alat Tulis Kantor
4. Komputer

5. Printer

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Apabila Penyelenggaraan Promosi Sumber Potensi Daerah tidak dilaksanakan dengan
baik, maka calon investor tidak akan mengetahui potensi daerah Kab. Buleleng

1. Disposisi
2. Konsep Desain Stand Pameran




.

PENYELENGGARAAN PROMOSI SUMBER POTENSI DAERAH ( PAMERAN POTENSI DAERAH )

PELAKSANA MUTU BAKU
Kete
Keglatan Kepala Dinas Kepala Bidang Kepala Seksi Staf Kelengkapan Waktu Output
Menugaskan kabid untuk keikutsertaan
penyelenggaraan pameran sesuai undangan agenda Surat undangan 10 Menit Disposisi
Investasi "
Menerima digposisi tentang kaikutser_taan pameran disposisi surat 15 Menit issiag]
dan memberikan arahan kepada Kasi undangan
Menerima, menelaah dan koordinasi dengan pihgk Informasi dan surat 1 Hari Konsep stand pameran
penyelenggara serta merancang konsep promosi undangan
Menyusun konsep, tabulasi kebutuhan dan teknis
pelaksanaan kemudian menyerahkan kepada Kabid Konsep 30 Menit Konsep
untuk mendapat persetujuan melaui Kepala Seksi
Memeriksa konsep, rencana dan tabulasi, jika sesuai 0 4
dengan konsep akan menyerahkan kepada Kepala Tidak s / \ Tidak Konsep 10 Menit Konsep
|Bidang, jika tidak akan dikembalikan untuk diperbaiki ’\ /
' Ya
Memeriksa konsep, rencana dan tabulasi, jika sesuai
akan menginstruksikan kepala seksi untuk membuat ;
nota dinas peminjaman materi yang akan Konsep 10 Menit Tbulas: kahay,

dipamerkan, jika tidak akan dikembalikan untuk
diperbaiki

Ya

pameran




——

PELAKSANA MUTU BAKU
Kegiatan Keter
9 Kepala Dinas | KepalaBidang | Kepala Seksi Staf Kelengkapan Waktu Output
[Membuat nota dinas peminjaman materi yang akan . : Tabulasi bahan ’ :
dipamerkan. pameran 20 Menit konsep notdin
Menerima, memaraf konsep nota dinas peminjam "
materi yang akan dipamerkan dan melakukan konsen nokdin 10 Menit efn?r?'::r?ar:%::?ari
koordinasi ke semua unit kerja terkait dan nota dinas P pNot d{n i antar'
pengantar kepada Kadis P
; ; . Konsep Notdin
Menerima dan menandatangani konsep nota dinas : : iy :
: R : konsep notdin 10 Menit peminjaman materi,
pengantar dan nota dinas peminjam materi Notdin pengantar
Mempersiapkan pengadaan bahan-bahan sarana ' -
|dan prasarana pameran Persiapan pameran | Kondisional Bahan Pameran
. " . . f
i monitor darmenahoordinie persiapan, pasca Persiapan pameran Kondisional Pelaksanaan

pelaksanaan dan pelaksanaan pameran




DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BULELENG

Nomaor SOP . SOP/XX.B.b.06/DPMPTSPKABBULELENG/2020
Tanggal Pembuatan . 05 Juni 2017
Tanggal Revisi - 06 Mej 2020
Tanggal Efektif . 15 Mei 2020

KEPALA BIDANG PROMOSI PENANAMAN MODAL

=7

BIDANG PROMOSI PENANAMAN MODAL

Disahkan Oleh
NI MADE AYU DWI ASRINI, S.Sos
Pembina IVa
19720422 199303 2 003
Nama SOP : TINDAK LANJUT KEGIATAN KEMITRAAN UMKM

[Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksanaan

1. Undang - Undang ne 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM
3. Peraturan Menpan dan RB Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012

tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan

4. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

5. Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah;

6. Standar ISO 9001 : 2015 Klausul 8.5

7. Peraturan Daerah No.11 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
No. 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Sususnan Perangkat Daerah.

8. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan ,

1. Memahami pedoman penyelenggaraan tindak lanjut kegiatan kemitraan
2. Mampu mengoperasikan Komputer
3. Memiliki sikap teliti, jujur dan tanggung jawab

Kedudukan,Susunan Organisasi dan Fungsi SertaTata Kerja Dinas Daerah.
Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

SOP PEMBUATAN SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN NARA SUMBER, MODERATOR DAN
PESERTA TEMU MITRA UMKM

2 SOP PEMBUATAN UNDANGAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEMITRAAN UMKM

3 SOP PENYELENGGARAAN KEGIATAN UMKM

4 SOP PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN UMKM

1. Lembar Kerja

2. Sarana dan Prasarana
3. Alat Tulis Kantor

4. Komputer

5. Printer

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Apabila Penyelenggaraan Kegiatan Kemitraan UMKM tidak dilaksanakan dengan
baik, maka pelaksanaan promaosi penanaman modal tidak maksimal

1. Disposisi
2. Konsep Desain Stand Pameran




f
A -
TINDAK LANJUT KEGIATAN KEMITRAAN UMKM

Kegrai

PELAKSANA MUTU BAKU
URAIAN PROSEDUR .
Kepala Dinas | Kepala Bidang | Kepala Seksi Staf Kelengkapan Waktu Output

[Menugaskan Kepala Bidang untuk menindak lanjuti ) . ) ) .
lkegiatan Kemitraan UMKM ( ) Disposisi 10 Menit Disposisi
Menerima disposisi untuk menindak lanjuti Kegiatan

Kemitraan UMKM dan menugaskan Kepala Seksi Disposisi 15 Menit Informasi
|untuk menindaklanjuti
IMenugaskan staf untuk merancang konsep sarana dan Disposisi 1 Hari Konsep stand
|prasarana Tindak lanjut kegiatan Kemitraan UMKM P pameran
Merancang konsep sarana prasarana Tindak lanjut .
|kegiatan Kemitraan UMKM kemudian menyerahkan dtsggi::; can 30 Menit Kon;;;;:ota
kepada Kepala Seksi P

Menerima rancangan konsep sarana prasarana !

pelaksanaan Tindak lanjut kegiatan Kemitraan UMKM Konsep Nota 10 Menit Konsep dan
ke Kabid untuk dikoreksi dan mendapatkan dinas Rancangan
|persetujuan 3

Mengkoreksi konsep sarana prasarana pelaksanaan \

Tindak lanjut kegiatan Kemitraan UMKM, Jika sesuai \ Tidak o g

akan menugaskan Kepala Seksi untuk menyiapkan < P désap:f;iégﬂ”:ip 10 Menit krgzzgﬁ d::
|sarana prasarana yang dibutuhkan, jika tidak akan 9 9
dikembalikan untuk diperbaiki

Ya

Menugaskan Staf Fungsional untuk menyiapkan \ sarana dan 10 Menit sarana dan
sarana dan prasarana yang dibutuhkan prasarana prasarana




-

|

PELAKSANA MUTU BAKU
URAIAN PROSEDUR Keteran
Kepala Dinas | Kepala Bidang | Kepala Seksi Staf Kelengkapan Waktu Output
~
Mempersiapkan sarana dan prasarana tindak lanjut ] sarsnia dan Bahan-bahan
tegiatan Kemitraan UMKM dan menyerahkan kepada prasarana 1 Jam Sarana dan
Kepala Seksi Prasarana
(j Bahan-bahan Bahan-bahan
Mlelaksanakan tindak lanjut kegiatan kemitraan UMKM Sarana dan 7 Jam Sarana dan
Prasarana Prasarana

——



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BULELENG

Nomor SOP . SOP/XX.B.b.07/DPMPTSPKABBULELENG/2020
Tanggal Pembuatan ;5 Juni 2017
Tanggal Revisi . 06 Mei 2020
Tanggal Efektif : 15 Mei 2020

BIDANG PROMOSI PENANAMAN MODAL

-

KEPALA BIDANG PROMOS| PENANAMAN MODAL

Disahkan Oleh 2372/‘ /

NI MADE AYU DWI ASRINI, S.Sos
Pembina (IV/a)
19720422 199303 2 003

PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN
Nama SOP : PROMOSI SUMBER POTENSI DAERAH(PAMERAN
POTENSI DAERAH)

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksanaan

1. Undang - Undang no 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM

3. Peraturan Menpan dan RB Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan

4. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

5. Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan QOrganisasi,
Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah;

6. Standar ISO 9001 : 2015 Klausul 8.5

7. Peraturan Daerah No.11 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
No. 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Sususnan Perangkat Daerah.

8. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan ,
Kedudukan,Susunan Organisasi dan Fungsi SertaTata Kerja Dinas Daerah.

1. Memahami pedoman dalam penyusunan Laporan Kegiatan
2. Mampu mengoperasikan Komputer

3. Memiliki sikap teliti, jujur dan tanggung jawab

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

SOP PENYELENGGARAAN PROMOSI SUMBER POTENSI DAERAH(PAMERAN POTENSI
DAERAH)

1. Lembar Kerja

2. Rencana Kerja dan Anggaran
3. Alat Tulis Kantor

4. Komputer

5. Printer

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Apabila Penyusunan Laporan Kegiatan tidak dilaksanakan dengan baik, maka
kegiatan yang sudah dilakukan tidak dapat diketahui oleh Pimpinan

1. Laporan Kegiatan




SOP PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PROMOSI SUMBER POTENSI DAERAH(PAMERAN POTENSI DAERAH)

PELAKSANA MUTU BAKU
No. Kegiatan
g Kepala Dinas Kepala Bidang Kepala Seksi Staf Kelengkapan Waktu Output

Menugaskan Kabid membuat Laporan

1 |Penyelenggaraan Promosi Sumber Potensi { ) Disposisi 5 Menit Disposisi
Daerah(Pameran Potensi Daerah)
Menerima disposisi Kepala Dinas dan menugaskan . - . ) -

2 |Kepala Seksi untuk menindaklanjuti Pigpositi S Meni Disposis
Membuat konsep dan memerintahkan Staf untuk

3 |menyusun laporan Penyelenggaraan Promosi Konsep Laporan 30 Menit | Konsep Laporan
Sumber Potensi Daerah(Pameran Potensi Daerah)
Menyusun draf laporan Penyelenggaraan Promosi
Sumber Potensi Daerah(Pameran Potensi Daerah) i Draf Laporan

¢ dan menyerahkan draf kepada Kepala Seksi untuk aGER Lapaan TGN Kegiatan
diverifikasi
Menerima dan memeriksa draf laporan. Jika sesuai Tidak \ Tidak

5 akan menyerahkan draf laporan pada Kabid untuk —] Draf Laporan 5 Menit Draf Laporan
dikoreksi, jika tidak akan dikembalikan untuk Kegiatan e Kegiatan
diperbaiki f
Mengoreksi draf laporan. Jika sesuai akan
memaraf l[aporan Penyelenggaraan Promosi

6 |Sumber Potensi Daerah(Pameran Potensi Daerah) Dr;f Lg;:oran 10 Menit Drzf L?“:"m“
dan dilanjutkan ke Kadis untuk ditanda tangani, jika egiatan egiatan
tidak akan dikembalikan untuk diperbaiki Ya

[




PELAKSANA MUTU BAKU
N Koglasan Kepala Dinas Kepala Bidang Kepala Seksi Staf Kelengkapan Waktu Qutput
Mengkoreksi draf laporan. Jika sesuai akan Tk
menandatangani draf laporan dan
7 |menginstruksikan untuk mengarsipkan dan Drf:‘; 'g';*:;’;a” 10 Menit k:pf;rt‘:'r‘]
mengirimkan sebagai bukti pelaparan, jika tidak Ya 9
akan dikembalikan untuk diperbaiki S I
Menginstruksikan kepaia seksi untuk ; - Laporan
8 |menindakianjuti Laporait iNegiatan |  S'Menit Kegiatan
Menginstruksikan staf Fungsional untuk [ Tr—
9 |Menggandakan, Mengirim, melaporkan dan Laporan Kegiatan 5 Menit Kepiatan
Pengarsipan 9
|
Menggandakan, mengirim, melaporkan dan @ . . Laporan
0 Mengarsipkan Laporan Kegiatan Laporan Kegiatan | 30:ent Kegiatan




| CoWGh AMBARA 140

BIDANG PENGENDALIAN,
PELAKSANAAN DAN INFORMASI
PENANAMAN MODAL

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN BULELENG
JALAN NGURAH RAI NO. 72 SINGARAJA, TELEPON. (0362) 22063

SINGARAJA, BALI




DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BULELENG

Nomor SOP . SOP/XX.C.a.01/DPMPTSPKABBULELENG/2020
Tanggal Pembuatan . 05 Juni 2017
Tanggal Revisi . 06 Mei 2020
Tanggal Efektif © 15 Mei 2020

BIDANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENANAMAN MODAL

L

KEPALA BIDANG PENGENDALIAN, PELAKSANAAN
DAN INFOR PENANAMAN MODAL

Disahkan Oleh

7/ IDA AYU PANCANI YULIATI, SH., MS!
Pembina (IV/a)
NIP. 19710705 199703 2 009

. PELAKSANAAN RAPAT TIM PENGENDALIAN DAN

Nama SOP " PENGAWASAN

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksanaan

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

2. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang daftar bidang usaha terbuka
dengan persyaratan di bidang penanaman modal

3. Peraturan Presiden Nomor 97b Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221)

4. Permenpan & RB No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP AP

5. Peraturan Bupati Buleleng Noemor 58 Tahun 2015 tentang Rencana Umum
Penanaman Modal Kabupaten Buleleng

6. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah

7. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah;

8. Standar ISO 9001 : 2015 Klausul 8.5

1. Memahami peraturan perundangan yang berlaku
2. Memahami subtansi pelaksanaan pengendalian dan pengawasan
3. Mampu menggunakan komputer

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan 1. DPA DPMPTSP
2. SOP Pengiriman Surat Undangan 2. SKtim

3. Dokumen Renstra
4. Alat Tulis Kantor
5. Kemputer

3. Printer

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Apabila Pelaksanaan Rapat Tim Pengendalian dan Pengawasan tidak terlaksana dengan
baik, maka koordinasi pengendalian dan pengawasan
tidak terlaksana dengan baik

1. Undangan
2. Dokumen Rapat




SOP PELAKSANAAN RAPAT TIM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pelaksana Mutu Baku
Lo Kegiatan Kepala Bidan Kepala Seksi Staf Tim DALWAS | Sekretaris Dinas Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output Ketarangsn
g
Menugaskan Kasi menyiapkan pelaksanaan @ ; : x
1 rapat dengan Tim DALWAS Disposisi 5 Menit Disposisi
-
Menugaskan staf untuk menyiapkan Ef__l
administrasi pelaksanaan rapat, daftar hadir : ; ; . o
e rapat. dan mengundang tim DALWAS untuk Olsponisl 20 Menit Disposisi
melaksanakan rapat
Menyiapkan administrasi pelaksanaan rapat, H Undangan Keterkaitan SOP
3 |daftar hadir rapat, dan mengundang tim Disposisi Kondisional Administrasi/ Pengiriman Surat
DALWAS untuk melaksanakan rapat Daftar Hadir Undangan
Melaksanakan rapat dan menyampaikan mater r—l Administrasi/ ;
4 rapat kepada TIM/ peserta rapat | [ Daftar Hadir 20 Menit Materi Rapat
Mendiskusikan subtansi rapat dan menyusun I_.\
§ |instrumen kuesioner dalam rangka Materi Rapat 1 Jam Materi Rapat
pelaksanaan DALWAS
Memfinalisasi proses hasil rapat dan
6 |menugaskan staf untuk mengetik notulen hasil | II Materi Rapat 20 Menit Hasg;g:}mn
rapat
Mengetik notulen hasil rapat kemudian resume [ | Hasil Laporan
¥ menyerahkan kepadda Kasi Hasil Laperan Rapat 15 Menit Rapat




-

e

No.

Kegiatan

Pelaksana

Mutu Baku

Kepala Bidang

Kepala Seksi

Staf

Tim DALWAS

Sekretaris Dinas

Kepala Dinas

Kelengkapan

Waktu

Output

Keterangan

Mengareks| konsep resume. Jika sesual akan
memberi paraf dan dan menyerahkan kepada
Kabid, jika tidak akan dikembalikan untuk
diperbaiki

Tidak

Mengoreksi konsep resume. Jika sesuai akan
memberi paraf dan dan menyerahkan kepada
Sekretaris, |Ika tidak akan dikembalikan untuk
diperbaiki

Draf Hasil Rapat

5 Menit

Hasil Laporan
Rapat

Draf Hasil Rapat

5 Menit

Hasil Laporan
Rapat

Mengoreksi konsep resume dan menyeleksi.
Jika sesual akan memaraf dan menyerahkan
kepada Kadis, jika tidak akan dikembalikan
untuk diperbalki

Ya

Draf Hasil Rapat

5 Menit

Dokumen Rapat

Meneliti resume. Jika sesual aken
mentandatangani draf resume rapat kemudian
menyerahkan kepada Kabid untuk
ditindaklanjuti, jika tidak akan dikembalikan
untuk diperbaiki

Draf Hasil Rapat

5 Menit

Dokumen Rapat

1

Menugaskan Kasi menindaklanjuti kepada
pihak terkait

Dokumen Rapat

5 Menit

Dokumen Rapat

12

Menggandakan lanjut mendefinisikan laparan
kepada pihak terkait dan sebagai
arsip/dokumen

Dokumen Rapat

40 Menit

Dokumen Rapat




DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BULELENG

Nomeor SOP . SOP/XX.C.a.03/DPMPTSPKABBULELENG/2020
Tanggal Pembuatan . 05 Juni 2017
Tanggal Revisi . 06 Mei 2020
Tanggal Efektif . 15 Mei 2020

BIDANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENANAMAN MODAL

»

KEPALA BIDANG PENGENDALIAN, PELAKSANAAN
DAN INFOR PENANAMAN MODAL

Disahkan Oleh :
7]D& AYU PANCANI YULIATI, SH., MSI
Pembina (IV/a)
NIP. 19710705 199703 2 009
Nama SOP - PENYUSUNAN PERENCANAAN PENANAMAN MODAL

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksanaan

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

2. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang daftar bidang usaha terbuka
dengan persyaratan di bidang penanaman modal

3. Peraturan Presiden Nomor 97b Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Rebuplik Indenesia Tahun 2014 Nomor 221)

4. Permenpan & RB No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP AP

5. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 58 Tahun 2015 tentang Rencana Umum
Penanaman Modal Kabupaten Buleleng

6. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah

7. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah;

8. Standar ISO 9001 : 2015 Klausul 8.5

1. Memahami peraturan perundangan yang berlaku
2. Memahami tentang penanaman modal
3. Mampu menggunakan komputer

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

1. SOP Pelaksanaan Rapat Tim Pengendalian dan Pengawasan

1. DPA DPMPTSP
2. SK tim

3. Dokumen Renstra

4. Alat Tulis Kantor
5. Komputer
3. Printer

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Apabila Pengiriman Surat Undangan tidak terlaksana dengan baik, maka informasi
pelaksanaan rapat tidak sampai kepada peserta dan tim DALWAS

1. Undangan




-

SOP PENYUSUNAN PERENCANAAN PENANAMAN MODAL

No.

URAIAN PROSEDUR

Pelaksana

Mutu Baku

Kepala Bidang

Kepala Seksi

Sekretaris Dinas

Kepala Dinas

Kelengkapan

Waktu

Output

Keterangan

Menugaskan Kasi agar menyusun
perencanaan Penanaman Modal

O

Disposisi

5 Menit

Disposisi

Menyusun Perencanaan Penanaman
Modal, kemudian mengajukan kepada
Kabid untuk dikoreksi

Disposisi

30 Menit

Data Investasi

Mengkaji dan mengoreksi hasil
penyusunanan perencanaar. Jika sesuai
akan menugaskan kasi mengirimkan surat
undangan untuk rapat dengan OPD terkait.

Tidak

\va

Ya

Data Investasi

15 Menit

Data Investasi

Mengirimkan surat undangan rapat kepada
OPD Terkait

Data Investasi

1 Hari

Surat Undangan

Keterkaitan SOP
Pengiriman Surat
Undangan

Melaksanakan rapat dengan OPD terkait
menyusun rencana penanaman modal
instrumen pendukung menjadi Draf Kode
Map, Kemendes mengajukan kepada
Sekdes untuk mendapat koreksi

Surat Undangan

60 Menit

Draf Road Map

Mengoreksi draf Road Map Perencanaan
Penanaman Modal. Jika sesuai akan
memparaf dan menyerahkan kepada Kadis
untuk ditandatangani, jika tidak akan
dikembalikan untuk diperbaiki

Tidak

Ya

Draf Road Map

10 Menit

Draf Road Map




Pelaksana Mutu Baku
. HEAAN CROSEDLS Kepala Bidang Kepala Seksi Sekretaris Dinas Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output Ketorsngan

Mengkaji dan mengoreksi draf Map
Perencanaan Penanaman Modal. Jika Tidak
sesuai akan mentandatangani, dan )

§ menyerahkan kembali kepada Kabid agar * Draf Road Map 10 Mpnit Draf Road Map
ditindak lanjuti, jika tidak akan dikembalikan Ya
untuk diperbaiki
Menindaklanjuti disposisi Kadis dan Road Map

7 menugas}&an Kasil untuk mengambil lhiaaker Dokamen 10 Menit Dokumen Ro
langkah tindaklanjut

8 Menggandakan dan mendefinisikan Road ( ) Road Map 10 Menit Dokumen Road

Map Penanaman Modal terkait.

Investasi Dokumen

Map Investasi




Nomor SOP : SOP/XX.C.a.04/DPMPTSPKABBULELENG/2020
Tanggal Pembuatan 2 05 Juni 2017
Tanggal Revisi . 06 Mei 2020
Tanggal Efektif 15 Mei 2020

KEPALA BIDANG PENGENDALIAN, PELAKSANAAN

DAN INFOR | PENANAMAN MODAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN BULELENG Disahkan Oleh :
BIDANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENANAMAN MODAL DA AYU PANCANI YULIATI, SH., MSI
. Pembina (IV/a)
NIP. 19710705 199703 2 009
Nama SOP . PENGIRIMAN SURAT UNDANGAN
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksanaan
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 1. Memahami peraturan perundangan yang berlaku
2. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang daftar bidang usaha terbuka 2. Memahami subtansi pelaksanaan pengendalian dan pengawasan
dengan persyaratan di bidang penanaman modal 3. Mampu menggunakan komputer

3. Peraturan Presiden Nomor 97b Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221)

4. Permenpan & RB No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP AP

5. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 58 Tahun 2015 tentang Rencana Umum
Penanaman Modal Kabupaten Buleleng

6. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah

7. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah;

8. Standar ISO 9001 : 2015 Klausul 8.5

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Pelaksanaan Rapat Tim Pengendalian dan Pengawasan 1. DPA DPMPTSP
2. SK tim

3. Dokumen Renstra
4. Alat Tulis Kantor

5. Komputer

3. Printer
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Apabila Pengiriman Surat Undangan tidak terlaksana dengan baik, maka informasi 1. Undangan

pelaksanaan rapat tidak sampai kepada peserta dan tim DALWAS




SOP PENGIRIMAN SURAT UNDANGAN

No.

Kegiatan

Pelaksana

Mutu Baku

Kepala Bidang

Kepala Seksi

Staf

Sekretaris Dinas

Kepala Dinas

Kelengkapan

Waktu

Output

Keterangan

Menugaskan Kasi mengonsep surat
undangan dalam rangka persiapan
DALWAS pembentukan TIM

o

Disposisi

5 Menit

Disposisi

Mengkonsep surat undangan dan
menugaskan staf untuk menyusun draf
Surat Undangan

Disposisi

30 Menit

Konsep Surat

Menyusun draf Surat Undangan dan
menyerahkan kepada Kasi untuk dikoreksi

Konsep Surat

30 Menit

Draf Surat

Mengoreksi konsep surat. Jika sesuai
akan memberikan paraf dan mengajukan
kepada Kabid, jika lidak akan
dikembalikan untuk diperbaiki

Tidak

Tidak

&

Draf Surat

5 Menit

Draf Surat

Mengoreksi konsep surat Jika sesuai
akan memberikan paraf dan mengajukan
kepada Sekdis, jika tidak akan
dikembalikan untuk diperbaiki

Tidak

Draf Surat

5 Menit

Draf Surat

Mengoreksi konsep surat. Jika sesual
akan memberikan paraf dan mengajukan
kepada Kadis, jika lidak akan
dikembalikan untuk diperbaiki

Ya

Draf Surat

5 Menit

Draf Surat

Mengoreksi konsep surat. Jika sesual
akan entandatangani draf sural
undangan dan menyerahkan kepada
Kabid untuk ditindaklanjuti

Tidak

Ya

Draf Surat

5 Menit

Surat Undangan




Menugaskan Kasi agar menidaklanjuti

e

pengiriman surat undangan kepada pihak Surat Undangan 5 Menit Surat Undangan
terkalt
- : Keterkaltan SOP
;’:::E':;Tk:;m undahgan kepada pihak- Surat Undangan 1.Jam Surat Undangan | Pelaksanaan Rapat Tim
Dalwas




DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BULELENG

Nomor SOP

: SOP/XX.C.b.01/DPMPTSPKABBULELENG/2020

Tanggal Pembuatan : 05 Juni 2017
Tanggal Revisi . 06 Mei 2020
Tanggal Efektif .15 Mei 2020

BIDANG PENGENDALIAN, PELAKSANAAN DAN INFORMASI PENANAMAN MODAL

Disahkan Oleh

Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan dan
Informasi Penanaman Modal

PEMBINA (IV/A)
NIP. 19710705 199703 2 009

)1 IDA AYU PANCANI YULIATI, SH., MSI

Nama SOP

. PEMBINAAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksanaan

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik

3. Peraturan Presiden Nomor 97b Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221 )

4. Permenpan & RB No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP AP

5. Perka BKPM No.7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian
Pelaksanaan Penanaman Modal

6. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 58 Tahun 2015 tentang Rencana Umum
Penanaman Modal Kabupaten Buleleng

7. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Penyusu
nan Perangkat Daerah

8. Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah;

9. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan,
Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah

10. Standar ISO 9001 : 2015 Klausul 8.5

1. Memahami peraturan perundangan yang berlaku
2. Memahami tentang penanaman modal

3. Mampu menggunakan komputer

[Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1 SOP Pengiriman Surat Undangan 1. Alat Tulis Kantor
2. Komputer
3. Printer

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Apabila Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal tidak terlaksana dengan baik, maka
arah penanaman modal di Kab. Buleleng tidak sesuai dengan sasaran utama

1. Materi dan Jadwal Kegiatan

2. Surat Undangan




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PEMBINAAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Pelaksana

Kegiatan

Mutu Baku

Kepala Dinas

Kepala Bidang

Kepala Seksi Staf Sekretaris

Kelengkapan

Waktu

Output

Keterangar

ram kegiatan pembinaan pelaksanaan penanaman
modal

-I_Monginstmksikan Kepala Bidang untuk menyusun

(?

Disposisi

10 menit

Disposisi

kukan koordinasi dan memberikan arahan
ngenai program kegiatan pembinaan pelaksanaan
anaman modal kepada Kepala Seksi agar
ndaklanjuti serta memerintahkan untuk
ngumpulkan dala-data terkait investasi.

Disposisi

10 menit

Konsep Program

. evaluasi arahan Kepala Bidang dan menugaskan
|staf untuk mengumpulkan dan menyusun data-data
Investas|

Konsep Program

5 menit

Konsep Program

ngumpulkan dan menyusun materi berdasarkan data-
data investasi kemudian dikoordinasikan ke Kepala
Seksi

Konsep Program

1 Jam

Data Investasi

[Mengkoreksi materi. Jikas sesuai akan membuat jadwal
iatan pembinaan pelaksanaan penanaman modal

|dilanjutkan menyerahkan draf data investasi dan jadwal

ke Kepala Bidang, jika tidak akan dikembalikan untuk

I perbaiki

Tidak

Tidak

\.
\Va

Data Investasi

15 Menit

Materi
Jadwal Kegiatan

Mengkoreksi dan mengevaluasi materi. Jika sesuai akan
diparaf dan dikoordinasikan ke Sekretaris, jika tidak akan
' mbalikan untuk diperbaiki

Tidak

Materi
Jadwal Keglatan

15 Menit

Materi
Jadwal Kegiatan

ngkoreksi draf materi data investasi dan jadwal
kegiatan pembinaan pelaksanaan penanaman modal.
Jika sesual akan diparaf dan diserahkan kepada Kepala
Dinas untuk ditandantangani, jika tidak akan
dikembalikan untuk diperbaiki

Ya

Materi
Jadwal Keglatan

15 Menit

Materi
Jadwal Kegiatan




Pelaksana Mutu Baku
Kegiatan
Kepala Dinas Kepala Bidang Kepala Seksi Staf Sekretaris Kelengkapan Waktu Output Keterangar
liti draf materi data investasi dan jadwal kegiatan .
binaan pelaksanaan penanaman modal. Jika sesuai Idak Materi 15 Menit Materi
n menandatangani materi dan dikoordinasikan Jadwal Keglatan Jadwal Kegiatan
ball ke Bidang Xa
ngkoordinasikan materi dan jadwal kegiatan ke Materi Fom— Materi
ala Seksi untuk ditindaklanjuti Jadwal Kegiatan Jadwal Kegiatan
Menugaskan staf untuk menyusun jadwal kegiatan 5
pembinaan pelaksanaan penanaman modal dan Materi e~ Materi
girim undangan dan diekspedisi berdasarkan data Jadwal Kegiatan Jadwal Kegiatan
Investasi
Menyusun jadwal kegiatan pembinaan pelaksanaan : ?
penanaman modal dan mengirim undangan berdasarkan ( ) Materi Biriait 35 dwzal't(?;ialan Ke“g::g?ﬂf:nd:n"gsf
ta investasi serta membuat dokumentasi mengenai Jadwal Kegiatan Undangan Undangan

aksanaan kegiatan pembinaan




DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BULELENG

Nomor SOP

. SOP/XX.C.b.02/DPMPTSPKABBULELENG/2020

Tanggal Pembuatan

. 05 Juni 2017

Tanggal Revisi

: 06 Mei 2020

Tanggal Efektif

. 15 Mei 2020

BIDANG PENGENDALIAN, PELAKSANAAN DAN INFORMASI PENANAMAN MODAL

Disahkan Oleh

Kepala Bidang Pengendalia Pelaksanaan dan
Informasi Penanaman Modal

o

IDA AYU PANCANI YULIATI, SH., MSI
‘4( PEMBINA (IV/A)
NIP. 19710705 199703 2 009

Nama SOP

. PENYUSUNAN KAJIAN KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksanaan

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik

3. Peraturan Presiden Nomor 97b Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan

4. Permenpan & RB No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP AP

5. Perka BKPM No.7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian
Pelaksanaan Penanaman Modal

6. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 58 Tahun 2015 tentang Rencana Umum Penanaman
Modal Kabupaten Buleleng

7. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Penyusu
nan Perangkat Daerah

8. Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah;

9. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan,Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah

10. Standar ISO 9001 : 2015 Klausul 8.5

1. Memahami peraturan perundangan yang berlaku
2. Memahami tentang penanaman modal

3. Mampu menggunakan komputer
4. Memiliki sikap teliti, dan rajin

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

1. SOP Pelaksanaan Rapat Tim Pengendalian dan Pengawasan =

1. Alat Tulis Kantor
2. Komputer
3. Printer

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Apabila Penyusunan Kajian Kebijakan Penanaman Modal tidak terlaksana dengan baik,
maka arah penanaman modal di Kab. Buleleng tidak sesuai dengan sasaran utama

1. Materi dan Jadwal Kegiatan




v

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENYUSUNAN KAJIAN KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Keterangan
Kepala Bidang Kepala Seksi Staf Sekretaris Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
Menugaskan Kasi untuk mempersiapkan bahan- . .
1 bahen yang periu disispkai C) Disposisi 10 menit Disposisi
\%
Memerintahkan staf untuk mencari regulasi |:_.| L : T
2 sebagai rujukan dalam pelaksanaan keglatan. Disposisi 10 ment Disposisi
Memberikan beberapa acuan regulasi sebagai || I
3 |dasar dalam kegiatan kajian kebijakan Disposisi 30 Menit Data Materi
penanaman modal.
Mengkonsep bahan materi Kerangka Acuan [4
Kegiatan (KAK) dan jadwal kegiatan kerjasama 1
4 dengan jasa pihak ketiga dilanjutkan ke Kabid l—; Data Materl 1.Jam Draf Bahan Materi
untuk dikoreksi
Tidak
Mengevaluasi mengareksi bahan materi. Jika /‘
sesual dan disetujui akan dilanjutkan ke Sekretaris
5 |untuk dikoordinasikan dan mohon koreks, jika . Draf Rishan Matw! 20:merit || DratBahan Mo
tidak akan dikembalikan untuk diperbaiki
Meneliti dan menelaah bahan materi. Jika sesual Tidak ,)
g [CC At buen dimekienkan i UAGIR ko Draf Bahan Materi 20menit | Draf Bahan Materi

Kepala Dinas, |Ika tidak akan dikembalikan untuk
diperbaiki




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Keterangan
Kepala Bidang Kepala Seksi Staf Sekretaris Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
Tidak | I
Meneliti dan menelaah bahan materi Jika sesual
dan disetujui akan menandatangani bahan materi . /
7 |dan diserahkan kepada kepala bidang untuk > Draf Bahan Materi 20 menit Bahan Materi
ditindaklanjuti, jika tidak akan dikembalikan untuk \
diperbaiki Ya
Menerima bahan kegiatan yang mendapatkan
8 |rekomendasi/tanda tangan dari Kepala Dinas L‘_ Bahan Materi 10 menit Bahan Materi
dilanjutkan ke Kasi untuk segera dilaksanakan,
Memerintahkan fungsional umum untuk
menggandakan bahan materi kegiatan dan | | : Bahan Materi
9 mengagendakan jadwal pelaksanaannya dan Bakian Matay 13 menk Undangan
pengiriman undanagan,
Menggandakan bahan materi kegiatan dan Bahan Materi Bahan Materi
10 . 1 Jam
pengirnman undangan Undangan Undangan




DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BULELENG

Nomor SOP . SOP/XX.C.b.03/DPMPTSPKABBULELENG/2020
Tanggal Pembuatan : 05 Juni 2017
Tanggal Revisi . 06 Mei 2020
Tanggal Efektif .15 Mei 2020

BIDANG PENGENDALIAN, PELAKSANAAN DAN INFORMASI PENANAMAN MODAL

Disahkan Oleh

Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan dan
Informasi Penanaman Modal

o

IDA AYU PANCANI YULIATI, SH., MSI
4 PEMBINA (IV/A)
NIP. 19710705 199703 2 009

Nama SOP

. PELAKSANAAN FASILITASI PENYELESAIAN
" PERMASALAHAN PENANAMAN MODAL

ﬁar Hukum

Kualifikasi Pelaksanaan

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik

3. Peraturan Presiden Nomor 97b Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu

4. Permenpan & RB No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP AP

5. Perka BKPM No.7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian
Pelaksanaan Penanaman Modal

6. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 58 Tahun 2015 tentang Rencana Umum Penanaman
Modal Kabupaten Buleleng

7. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Penyusu
nan Perangkat Daerah

8. Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah;

9, Peraturan Bupati Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah

10. Standar ISO 9001 : 2015 Klausul 8.5

1. Memahami peraturan perundangan yang berlaku
2. Memahami tentang penanaman modal

3. Mampu menggunakan komputer
4. Memiliki sikap teliti, dan rajin

eterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1 SOP Pengiriman Surat Undangan . 1. Alat Tulis Kantor

2. Komputer

3. Printer

ﬁrlngat&n

Pencatatan dan Pendataan

Apabila Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal tidak terlaksana dengan baik, maka arah
penanaman modal di Kab. Buleleng tidak sesuai dengan sasaran utama

1. Materi dan Jadwal Kegiatan

2. Surat Undangan




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAKSANAAN FASILITASI PENYELESAIAN PERMASALAHAN PENANAMAN MODAL

Fg--—-

Pelak Mutu Baku
e Tgn Kepala Dinas Kepala Bidang Kepala Seksi Staf Sekretaris Kelengkapan Waktu Output Keterangan

Menginstruksikan Kepala Bidang untuk menyusun

1 |program terkait Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Disposisl 10 menit Disposisi
Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal
Melakukan koordinasi dan memberikan arahan
|mengenai program Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Ll

2 |Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal ~ Disposisi 10 menit Konsep Program

kepada Kepala Seksi agar menginput data Investasi
yang mengalami permasalahan.

Mengevaluasi arahan Kepala Bidang dan menugaskan
staf untuk mengumpulkan dan menyusun data
Investasi.

Konsep Program

5 menit

Konsep Program

Mengumpulkan dan menyusun materi berdasarkan data
Investasi kemudian dikcordinasikan ke Kepala Seksi

I 1
et

Konsep Program

1Jam

Data Investasi

Mengkoreks| mater|. jika sesuai akan membuat jadwal
kegiatan Pelaksanaan Fasilitas| Penyelesaian
Permasalahan Penanaman Modal dilanjutkan
menyerahkan draf data investasi yang ada
permasalahan dan jadwal kegiatan ke Kepala Bidang,
jika tidak akan dikembalikan untuk diperbaiki

Tidak

[Tidak

Ya

Data Investasi

15 Menit

Materi
Jadwal Kegiatan

Mengkoreksi dan mengevaluasi materi, jika sesuai akan
diparaf dan dikoordinasikan ke Sekretaris, jika tidak
akan dikemballkan untuk diperbaiki

Tidak

Materi
Jadwal Kegiatan

15 Menit

Materi
Jadwal Kegiatan

Mengkoreksi draf materi data Investasi dan jadwal
Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Penyelesaian
Permasalahan Penanaman Modal, jika sesual akan
diparaf dan diserahkan kepada Kepala Dinas untuk
ditandantangani, jika tidak akan dikembalikan untuk
diperbaiki

Ya

Mater|
Jadwal Kegiatan

15 Menit

Materi
Jadwal Kegiatan




-
Pelaksana Mutu Baku
No Keglatan
Kepala Dinas Kepala Bidang Kepala Seksi Staf Sekretaris Kelengkapan Waktu Qutput Keterangan
Meneliti draf materi data Investas| dan jadwal Kegiatan )
8 Pelaksanaan Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan idak Materi 15 Menit Materi
Penanaman Modal jika sesual akan menandatangan| Jadwal Kegiatan Jadwal Kegiatan
materi dan dikoordinasikan kemball ke Bidang Ya
-
10 Mengkoordinasikan materi dan jadwal kegiatan ke D| Materi 5 menit Materi
Kepala Seksi untuk ditindaklanjuti Jadwal Kegiatan Jadwal Kegiatan
Menugaskan staf untuk menyusun jadwal kegiatan
11 Pelaksanaan Fasilitas| Penyelesaian Permasalahan l Materi 5 menit Mater|
Penanaman Modal dan mengirim undangan dan | Jadwal Kegiatan Jadwal Kegiatan
diekspedisi berdasarkan data Investasi
Menyusun Jadwal kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi
Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal dan é Materi Materi Keterkaitan dengan SOP
12 |mengirim undangan berdasarkan data Investasi serta Jadwal Keqiatan 5 menit Jadwal Keglatan Pengiriman Surat
membuat dokumentasi mengenai pelaksanaan kegiatan g Undangan Undangan

tersebut




DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BULELENG

Nomor SOP . SOP/XX.C.b.04/DPMPTSPKABBULELENG/2020

Tanggal Pembuatan . 05 Juni 2017
Tanggal Revisi . 06 Mei 2020
Tanggal Efektif .15 Mei 2020

BIDANG PENGENDALIAN, PELAKSANAAN DAN INFORMASI PENANAMAN MODAL

»

Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan dan
Informasi Penanaman Modal

Disahkan Oleh

IDA AYU PANCANI YULIATI, SH., MSI
PEMBINA (IV/A)
NIP. 19710705 199703 2 009

PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

Nama SOP 1 DI DAERAH

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksanaan

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik

3. Peraturan Presiden Nomor 97b Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan

4. Permenpan & RB No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP AP

5. Perka BKPM No.7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian
Pelaksanaan Penanaman Modal

6. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 58 Tahun 2015 tentang Rencana Umum
Penanaman Modal Kabupaten Buleleng

7. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Penyusu
nan Perangkat Daerah

8. Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah;

9. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah

10. Standar ISO 9001 : 2015 Klausul 8.5

1. Memahami peraturan perundangan yang berlaku
2. Memahami tentang penanaman modal

3. Mampu menggunakan komputer
4. Memiliki sikap teliti, dan rajin

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1 SOP Pengiriman Surat Undangan 1. Alat Tulis Kantor
2. Komputer
' 3. Printer

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Apabila Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal tidak terlaksana dengan baik, maka
arah penanaman modal di Kab. Buleleng tidak sesuai dengan sasaran utama

1. Materi dan Jadwal Kegiatan
2. Surat Undangan




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL DI DAERAH

No

Kegiatan

Pelaksana

Mutu Baku

Kepala Dinas

Kepala Bidang

Kepala Seksi

Staf

Sekretaris

Kelengkapan

Wakitu

Output

Keterangan

Menginstruksikan Kepala Bidang untuk menyusun
Program Kegiatan Sistem Informasi Penanaman Modal

C__I,'_)

Disposisi

10 menit

Disposisi

Mengkoordinasikan serta merumuskan Program Sistem
Informasi Penanaman Modal yang akan dirancang
dengan Kepala Seksi

Disposisi

10 menit

Keonsep Program

Menginstruksikan staf untuk mengumpulkan dan
menyusun database Investasi

Konsep Program

5 menit

Konsep Program

Mengumpulkan dan menyusun database Investasi dan
diserahkan kepada Kepala Seks|

Konsep Program

1Jam

Database Investasi

Mengoreksi database Investasi yang sudah
terkumpul. jika sudah sesual akan dikoordinasikan ke
Kepala Bidang untuk mendapatkan arahan mengenai
Kegiatan Program Pelaksanaan Sistem Informasi
Penanaman Modal secara online, jika tidak akan
dikembalikan untuk disesuaikan

Tidak

[Tidak

N
N

Database Investasi

15 Menit

Database Investasi

Mengkoreksi database Investasi, jika sesual akan
mengkoordinasikan mengenal Kegiatan Pelaksanaan
Program Sistem Informasi Penanaman Modal secara
online ke Sekretaris, |ka tidak akan dikembalikan untuk
diperbaiki

Ya

N

Tidak

Database Investasi

15 Menit

Database Investasi

Mengkoreksi database investas| dan membaerikan
arahan mengenai sistem informasi penanaman modal
secara online. Jika sesual akan diteruskan kepada
Kepala Dinas untuk disetujul, |ika tidak akan
dikembalikan unuk diperbaiki

Ya

Database Investasi

15 Menit

Database Investasi




No

Kegiatan

Pelaksana

Mutu Baku

Kepala Dinas

Kepala Bidang

Kepala Seksi

Staf

Sekretarls

Kelengkapan

Waktu

Output

Keterangan

Meneliti dan menelaah Kegiatan Program Pelaksanaan
Sistemn Informasi Penanaman Modal, jika sesuai akan
menandatangani dan menugaskan Kepala Bidang
untuk melakukan koordinasi terkait operasional sistem
informas barupa database aplikasi sistem secara
online, jika tidak sesuai akan dikemballkan untuk
diperbaiki

idak

Database Investasi

15 Menit

Database Investasi

Mengkoordinasikan materi kegiatan yang sudah valid
dan ditandatangani oleh Kepala Dinas untuk
dirindaklanjutl ke Kepala Seksi

Database Investas|

10 menit

Database Investasi

10

Menugaskan staf untuk mengoperasikan database
investasi kedalam aplikasi Sistem Informasi
Penanaman Modal

Database Investas|

10 menit

Database Investasl

q

g

Mengoperasikan aplikasi Sistem Informasi agar
terintegrasi keaplikasi yang terkait

Database Investasi

10 menit

Database Investasi




BIDANG PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PERIZINAN DAN
NON PERIZINAN A

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN BULELENG
JALAN NGURAH RAI NO. 72 SINGARAJA, TELEPON. (0362) 22063

SINGARAJA, BALI



FT_

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BULELENG

NOMOR SOP : SOP/XX.D.01/DPMPTSPKABBULELENG/2020
TGL. PEMBUATAN : 5 Juni 2017
TGL. REVISI : 06 Mei 2020
TGL. EFEKTIF : 15 Mei 2020

BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN A

DISAHKAN OLEH

KEPALA BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN A

S <

A I 1D MANG SUDITA ¥
Penata Tk. | (11i/d}

NIP. 19640215 199802 1 001

NAMA SOP

: PENERBITAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

1. Memahami dasar hukum dan persyaratan perizinan

2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2. Mampu mengoperasikan komputer
2014 tentang Pemerintahan Daerah 3. Mampu berkomunikasi dengan baik
3 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemeriniahan Antara Pemerintah, 4. Memiliki sikap teliti, jujur dan bertanggungjawab
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
4 Peraturan Pemerintah Rl Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik
5 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 138 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu
6 Peraturan Menteri Pendayagunaaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan SOP AP
7 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin
8 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perizinan
9 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2
Tahun 2012 tentang Perizinan
10 Peraturan Bupati Buleleng Nomor 147 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan
Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Buleleng
11 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkatl Daerah
12 Peraturan Bupati Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Seria Tata Kerja Dinas Daerah
13 Keputusan Bupati Buleleng Nomor 503/164/HK/2020 tentang Tim Teknis Lapangan Pelayanan
dan Non Perizinan Kabupaten Buleleng Tahun 2020
14 Standar ISC 9001:2015 Klausul 8.5
|KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1 SOP Penerimaan Berkas 1 Komputer
= 2 Printer
3 ATK
4 Loket
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Apabila Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tidak dilaksanakan dengan baik, maka izin tidak dapat
diterbitkan dan ada indikasi pembagunan tanpa izin oleh masyrakat

1 Ekspedisi izin




Y

SOP PENERBITAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

No.

Kegiatan

Mutu Baku

Operator

Kepala Seksi

Tim Teknis

Pemohon

Kepala Bidang

Kepala Dinas

Kelengkapan

Waktu

Output

Keterangan

|Menerima berkas permchonan dari petugas verifikasi dan
melakukan verifikasi dokumen  Jika sesuai akan
menyerahkan berkas kepada Kepala Seksi Jika tidak
akan dikembalikan kepada petugas verifikasi untuk untuk
dikembalikan kepada pemohon untuk
diperbaiki/dilengkapi

D

Berkas
Permohanan

5 Menit

Berkas
Permohonan

Menjadwalkan pelaksanaan survel dan menugaskan
kepada Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan
|lapangan

Berkas
Permohonan

30 Menit

Jadwal Survei
Lapangan

|Melakukan pemeriksaan Lapangan dan menyusun BAP
Jika hasil pemeriksaan sesual, akan menyerahkan hasil
BAP kepada operator untuk menghitung besaran retribusi
dan pencetakan draf izin. Jika tidak akan dibuatkan surat
penolakan kepada pemohon oleh operator

Tidak

Jadwal Survei
Lapangan

Kondisional

|Menerima BAP, menghitung besaran retribusi IMB, dan
melakukan pencetakan serta penomoran pada draf izin
kemudian diserahkan kepada Kepala Seksi untuk
diverifikasi

BAP

30 Menit

Draft lzin

Membayar sesuai dengan besaran retribusi yang
dibayarkan ke BKD dan menyerahkan bukti pembayaran

Besaran Retribusi

Kondisional

Bukti Pembayaran

Menenma dan melakukan venfikasi. Jika sesuai akan
memberikan paraf pada draf izin dan diserahkan kepada
Kepala Bidang untuk diverifikasi Jika tidak akan
dikembalikan kepada operator untuk diperbaiki

Tidak

LY

Draft lzin

5 Menit

Draft lzin

Menerima dan melakukan verifikasi. Jika sesuai akan
memberikan paraf pada draf izin dan diserahkan kepada
Kepala Dinas untuk ditandatangani. Jika tidak akan
dikembalikan untuk diperbaiki

Tidak

Ya

Draft lzin

5 menit

Draft lzin




E Mutu Baku
Kegiata
o, el Operator Kepala Seksi Tim Teknis Pemohon Kepala Bidang Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output Ehatingio
R
Menerima dan melakukan verifikasi. Jika sesuai akan
membenkan tandalangan pada draf izin dan diserahkan : Tidgk . 2 ;
IR epece loket penyeraher uniuk meregister izin yang N Drett Ein i izin
terbit. Jika tidak akan dikembalikan untuk diperbaiki Ya
Meregister mngarsipkan salinan izin yang terbit dan
fi. |menyerahkan surat izin asli kepada petugas loket untuk Izin 10 Menit Izin
diserahkan kepada pemohon




DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BULELENG

BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN A

.

NOMOR SOP : SOP/XX.D.02/DPMPTSPKABBULELENG/2020
TGL. PEMBUATAN : 5 Juni 2017
TGL. REVISI . 06 Mei 2020
TGL. EFEKTIF . 15 Mei 2020
DISAHKAN OLEH KEPALA BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN A
Ir. IDA KOMANG SUDITA |
Penata Tk. | (I1l/d)
NIP. 19640215 199802 1 001
sRNGSE ~ PENERBITAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN TEMPAT

" PENDARATAN DAN LEPAS LANDAS HELIKOPTER

|DASAR HUKUM:

KUALIFIKAS| PELAKSANA:

1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah
3 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
4 Peraturan Pemerintah Rl Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik
5 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 138 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu
6 Peraturan Menteri Pendayagunaaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan SOP AP
Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perizinan
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Perizinan
9 Peraturan Bupati Buleleng Nomor 147 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan
Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Buleleng
10 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
11 Peraturan Bupati Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan
QOrganisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah
12 Standar ISO 9001:2015 Klausul 8.5

W~

1. Memahami dasar hukum dan persyaratan perizinan
2. Mampu mengoperasikan komputer

3. Mampu berkomunikasi dengan baik

4. Memiliki sikap teliti, jujur dan bertanggungjawab

|KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1 SOP Penerimaan Berkas 1 Komputer
2 Printer
N 3 ATK
4 Loket

|PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Apabila Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Temoat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter tidak
dilaksanakan dengan baik, maka izin tidak dapat diterbitkan dan ada indikasi pembangunan tanpa izin oleh
masyrakat

1 Ekspedisi izin




El

'PENERBITAN IZIN IMENDIRIKAN BANGUNAN TEMPAT PENDARATAN DAN LEPAS LANDAS HELIKOPTER

Kegiatan

Mutu Baku

Operator

Kepala Seksi

Tim Verifikasi Dinas
Perhubungan

Kepala Bidang

Kepala Dinas

Kelengkapan

Waktu

Output

Keterangan

Menerima berkas permohonan dari petugas verifikasi
dan melakukan verifikasi dokumen. Jika sesuai akan
menyerahkan berkas kepada Kepala Seksi. Jika tidak
akan dikembalikan kepada petugas verifikasi untuk
unluk dikembalikan kepada pemohon untuk
ki/dilengkapi

D

Berkas Permohonan

5 Menit

Berkas
Permohonan

Menyusun jadwal survei dan Verifikasi Lapangan
dengan mengirimkan surat kepada Tim verifikasi Dinas
Perhubungan

Berkas Permohonan

60 Menit

Jadwal Survei

Melakukan survei dan verfikasi Lapangan sesuai jadwal
kemudian menyusun BAP. Jika hasil pemeriksaan
sesuai akan menyerahkan hasil BAP untuk pencetakan
draf izin. Jika tidak akan dibuatkan surat penolakan
kepada pemohon

=>

Jadwal Survei

Kondisional

Menerima BAP dan melakukan pencetakan serta
memberikan penomoran pada draf izin untuk
diserahkan kepada Kepala Seksi untuk diverifikasi

BAP

30 Menit

Draft Izin

Menerima dan melakukan verifikasi. Jika sesuai akan
memberikan paraf pada draf izin dan diserahkan
kepada Kepala Bidang untuk diverifikasi. Jika tidak
akan dikembalikan kepada operator untuk diperbaiki

Tidak

Tidak

7\

Draft lzin

5 Menit

Draft lzin

Menerima dan melakukan verifikasi. Jika sesuai akan
memberikan paraf pada draf izin dan diserahkan
kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani. Jika tidak
akan dikembalikan untuk diperbaiki

Draft lzin

5 menit

Draft lzin




— Mutu Baku

Kegiata

s Operator Kepala Seksi Timp\;:;lr :: :ig:‘:nas Kepala Bidang Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output Falveangen

- -
fenerima dan melakukan verifikasi, Jika sesual akan
wemberikan tandatangan pada draf izin dan Tiddk
iserahkan kepada loket penyerahan untuk meregister Draft lzin 5 Menit Jzin
flin yang terbit. Jika tidak akan dikembalikan untuk v
Iperbaiki L
leregister, mngarsipkan salinan izin yang terbit dan 3
wenyerahkan surat izin asli kepada petugas loket untuk ‘ ) Izin 10 Menit |zin

iserahkan kepada pemohon




DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BULELENG

BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN A

NOMOR SOP : SOP/XX.D.03/DPMPTSPKABBULELENG/2020
TGL. PEMBUATAN . 5 Juni 2017
TGL. REVISI . 08 Mei 2020
TGL. EFEKTIF - 15 Mei 2020
DISAHKAN OLEH : KEPALA BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN A
Ir. IDA KOMANG SUDITA}
Penata Tk. | (I1i/d)

NIP. 19640215 199802 1 001

NAMA SOP - PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN PRINSIP MEMBANGUN

AR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

2 Undang-Undang Nomor @ Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah

3 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

4 Peraturan Pemerintah RI Nomor 86 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik

5§ Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 138 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu

6 Peraturan Menteri Pendayagunaaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan SOP AP

7 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perizinan

8 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2
Tahun 2012 tentang Perizinan

9 Peraturan Bupati Buleleng Nomor 147 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan
Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Buleleng

10 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

11 Peraturan Bupati Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah

12 Keputusan Bupati Buleleng Nomor 503/164/HK/2020 tentang Tim Teknis Lapangan Pelayanan
dan Non Perizinan Kabupaten Buleleng Tahun 2020

13 Standar ISO 9001:2015 Klausul 8.5

1. Memahami dasar hukum dan persyaratan perizinan
2. Mampu mengoperasikan komputer

3. Mampu berkomunikasi dengan baik

4. Memiliki sikap teliti, jujur dan bertanggungjawab

ERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1 SOP Penerimaan Berkas 1 Komputer
2 Printer
= 3 ATK
4 Loket

ERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Apabila Penerbitan Surat Persetujuan Prinsip Membangun tidak dilaksanakan dengan baik, maka surat tidak
dapat diterbitkan dan ada indikasi keterlambatan penerbitan surat persetujuan

1 Ekspedisi izin




IERBITAN SURAT PERSETUJUAN PRINSIP MEMBANGUN

L —

Kegiatan

Mutu Baku

Operator

Kepala Seksi

Tim Teknis

Kepala Bidang

Kepala Dinas

Kelengkapan

Waktu

Output

Keterangan

—

werima berkas permohonan dari petugas verifikasi
'melakukan verifikasi dokumen. Jika sesuai akan
werahkan berkas kepada Kepala Seksi. Jika tidak
n dikembalikan kepada petugas verifikasi untuk
ik dikembalikan kepada pemohon untuk
wbaiki/dilengkapi

-

Berkas
Permohonan

5 Menit

Berkas
Permohonan

—

iyusun jadwal survei dan menugaskan kepada Tim
his Lapangan Bidang Perizinan dan Non Perizinan
). Buleleng untuk melaksanakan survei lapangan

Berkas
Permohonan

60 Menit

Jadwal Survei

akukan survei dan verfikasi Lapangan sesuai jadwal
wdian menyusun BAP. Jika hasil pemeriksaan

uai akan menyerahkan hasil BAP untuk pencetakan
| Surat Persetujuan. Jika tidak akan dibuatkan surat
olakan kepada pemohon

Tidak

%,
V

Ya

Jadwal Survei

Kondisional

BAP

—_—

werima BAP dan melakukan pencetakan seria
mberikan penomoran pada draf Surat Persetujuan
Uk diserahkan kepada Kepala Seksi untuk

wifikasi

30 Menit

Draft Surat
Persetujuan

e

nerima dan melakukan verifikasi. Jika sesuai akan
mberikan paraf pada draf Surat Persetujuan dan
srahkan kepada Kepala Bidang untuk diverifikasi.
i lidak akan dikembalikan kepada operator untuk
srbaiki

Tidak

Tidak

75
%

Draft Surat
Persetujuan

5 Menit

Draft Surat
Persetujuan

—

nerima dan melakukan verifikasi. Jika sesuai akan
mberikan paraf pada draf Surat Persetujuan dan
srahkan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani.
i tidak akan dikembalikan untuk diperbaiki

Draft Surat
Persetujuan

5 menit

Draft Surat
Persetujuan




DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BULELENG

BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN A

-

NOMOR SOP : SOP/XX.D.04/DPMPTSPKABBULELENG/2020

TGL. PEMBUATAN : 5 Juni 2017

TGL. REVISI : 08 Mei 2020

TGL. EFEKTIF : 15 Mei 2020

DISAHKAN OLEH : KEPALA BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN

PERIZINAN DAN NON PERIZINAN A

€A

—

Hl_[._LDA K(ly_ANG SUDITA
Penata Tk. | (lll/d)
NIP. 19640215 199802 1 001

PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN

PMAMADO. * KAWASAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

KUALIFIKASI PELAKSANA:

[DASAR HuKUW:
;

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah
3 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
4 Peraturan Pemerintah Rl Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik
5 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 138 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu
6 Peraturan Menteri Pendayagunaaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan SOP AP
Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perizinan
Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2
Tahun 2012 tentang Perizinan
9 Peraturan Bupati Buleleng Nomor 147 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan
Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Bulelen
10 Peralurgn Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
11 Peraturan Bupati Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah
12 Standar ISO 9001:2015 Klausul 8.5

@~

1. Memahami dasar hukum dan persyaratan perizinan
2. Mampu mengoperasikan komputer

3. Mampu berkomunikasi dengan baik

4. Memiliki sikap teliti, jujur dan bertanggungjawab

RKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1 SOP Penerimaan Berkas 1 Komputer
2 Printer
3 ATK
- 4 Loket

[PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

bila Penerbitan lzin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perumahan dan Permukiman tidak
dilaksanakan dengan baik, maka izin tidak dapat diterbitkan dan ada indikasi pembangunan tanpa izin oleh

masyrakat/developer

1 Ekspedisi izin




-
SOP PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Mutu Baku

Tim Verifikasi

No. Kegiatan Dinas Perumahan,
Operator Kepala Seksi Bormiskban din

Pertanahan

Kepala Bidang Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output Keterangan

|Menerima berkas permohonan dari petugas verifikasi
dan melakukan verifikasi dokumen. Jika sesuai akan

menyerahkan berkas kepada Kepala Seksi. Jika tidak ( ’ Berkas 5 Menit Berkas
akan dikembalikan kepada petugas verifikasi untuk Permohonan Permohonan
untuk dikembalikan kepada pemohon untuk .
diperbaiki/dilengkapi

Menyusun jadwal survei dan Verifikasi Lapangan dan o
menginmkan surat kepada Tim verifikasi Dinas | Berkas

Permohonan

Perumahan, Permukiman dan Pertanahan untuk 00 Mond Jadwal Survei

pelaksanaan survei dan verifikasi

j g

Melakukan survei dan verfikasi Lapangan sesuai

jadwal kemudian menyusun BAP. Jika hasil Tidak /
3. |pemeriksaan sesuai akan menyerahkan hasil BAP
untuk pencetakan draf izin Jika tidak akan dibuatkan
surat penolakan kepada pemohon

Jadwal Survei Kaondisional BAP

£

|Menerima BAP dan melakukan pencetakan serta

4. |membenkan penomoran pada draf izin untuk | BAP 30 Menit Draft lzin

diserahkan kepada Kepala Seksi untuk diverifikasi

.

Menerima dan melakukan verifikasi. Jika sesual akan Tidak
memberikan paraf pada draf izin dan diserahkan
kepada Kepala Bidang untuk divenfikasi. Jika tidak
akan dikembalikan kepada operator untuk diperbaiki

Tidak

Draft lzin 5 Menit Draft Izin

%
s N/

Menerima dan melakukan verifikasi Jika sesuai akan
memberikan paraf pada draf izin dan diserahkan
kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani. Jika
tidak akan dikembalikan untuk diperbaiki 5

Drafl lzin 5 menit Draft lzin




Mutu Baku
Tim Verifikasi
Kegiatan 2 Dinas Perumahan, i = Keterangan
Operator Kepala Seksi Permukimandan Kepala Bidang Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
Pertanahan
Menerima dan melakukan verifikasi. Jika sesuai akan
memberikan tandatangan pada draf izin dan Tidak
diserahkan kepada lokel penyerahan untuk \ Draft lzin 5 Menit Izin
meregister izin yang terbit. Jika tidak akan v
dikembalikan untuk diperbaiki o
Meregister, mngarsipkan salinan izin yang terbil dan !
menyerahkan surat izin asli kepada petugas loket Izin 10 Menit Izin

untuk diserahkan kepada pemohon




DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BULELENG

BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN A

LY

NOMOR SOP : SOP/XX.D.05/DPMPTSPKABBULELENG/2020

TGL. PEMBUATAN : 5Juni 2017

TGL. REVISI : 06 Mei 2020

TGL. EFEKTIF : 15 mei 2020

DISAHKAN OLEH : KEPALA BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN

PERIZINAN DAN NON PERIZINAN A

———— ——

Ir. IDA KOMANG SUDITA ¥
Penata Tk. | (lll/d)
NIP, 19640215 199802 1 001

NAMA SOP : PENERBITAN IZIN LOKASI

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1
2

3

10

11

12

13

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Peraturan Pemerintah Rl Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008
tentang Pelayanan Publik

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 138 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu

Peraturan Menteri Pendayagunaaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan SOP AP

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perizinan

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2
Tahun 2012 tentang Perizinan

Peraturan Bupati Buleleng Nomor 147 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan

Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Buleleng

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan

Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Peraturan Bupati Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah

Keputusan Bupati Buleleng Nomor 503/164/HK/2020 tentang Tim Teknis Lapangan Pelayanan

dan Non Perizinan Kabupaten Buleleng Tahun 2020

Standar 1SO 9001:2015 Klausul 8.5

1. Memahami dasar hukum dan persyaratan perizinan
2. Mampu mengoperasikan komputer

3. Mampu berkomunikasi dengan baik

4. Memiliki sikap teliti, jujur dan bertanggungjawab

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1

SOP Penerimaan Berkas

1 Komputer
2 Printer

3 ATK

4 Loket

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Apabila Penerbitan Izin Lokasi tidak dilaksanakan dengan baik, maka izin tidak dapat diterbitkan tepat waktu
dan ada indikasi penggunaan lokasi tanpa izin oleh masyrakat

1 Ekspedisi izin




P PENERBITAN IZIN LOKASI

Pelaksana Mutu Baku
Tim Verifikasi
Dinas Perumahan,
Permukiman dan
Pertanahan

h Kegiatan Keterangan

Operator Kepala Seksi Kepala Bidang Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output

Menenma berkas permohonan dari petugas verifikasi
dan melakukan verifikasi dokumen. Jika sesuai akan

menyerahkan berkas kepada Kepala Seksi. Jika tidak ( ) Berkas 5 Menit Berkas Kelerkaitan dengan
akan dikembalikan kepada petugas verifikasi untuk Permohonan Permohonan Penerimaan Berk
untuk dikembalikan kepada pemohon untuk
diperbaiki/dilengkapi .

Menyusun jadwal survei dan Verifikasi Lapangan o
dengan mengirimkan surat kepada Tim verifikasi Dinas I:
Perumahan, Permukiman dan Pertanahan untuk

melaksanakan survei dan verifikasi lapangan

Berkas
Permohonan

60 Menit Jadwal Survei

LI

|Melakukan survei dan verfikasi Lapangan sesuai jadwal Tidak /
kemudian menyusun BAP. Jika hasil pemeriksaan

sesuai akan menyerahkan hasil BAP untuk pencetakan Jadwal Survei Kondisional BAP
draf izin. Jika tidak akan dibuatkan sural penolakan
kepada pemohon Ya

memberikan penomoran pada draf izin untuk

Menerima BAP dan melakukan pencetakan serta |:
diserahkan kepada Kepala Seksi untuk diverifikasi

: BAP 30 Menit Draft lzin

v
Menerima dan melakukan venfikasi. Jika sesuai akan Tidak /\\ Tidak
memberikan paraf pada draf izin dan diserahkan i 5 ;
kepada Kepala Bidang untuk diverifikasi. Jika tidak ™ & Draft lzin 5 Menit Draft lzin
akan dikembalikan kepada operator untuk diperbaiki Ya

Menerima dan melakukan verifikasi Jika sesuai akan <>
memberikan paraf pada drafizin dan diserahkan ; i .
kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani. Jika tidak Draft Izin 5 menit Draft lzin
akan dikembalikan untuk diperbaiki -1 Ya




Pelaksana Mutu Baku
Tim Verifikasi
Kegiatan . Dinas Perumahan, : 2 Keterangan
Operator Kepala Seksi Parmiikintan dan Kepala Bidang Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
Pertanahan
m—
.““"‘\-:

inerima dan melakukan verifikasi. Jika sesuai akan !
inberikan tandatangan pada drafizin dan Tidak /
wrahkan kepada loket penyerahan untuk meregister \\ Draft Izin 5 Menit Izin
" yang terbit. Jika tidak akan dikembalikan untuk
wrbaiki Ya
iregister, mengarsipkan salinan izin yang terbit dan
myerahkan surat izin asli kepada petugas loket untuk Izin 10 Menit lzin

wrahkan kepada pemohon




DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BULELENG

BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN A

NOMOR SOP : SOP/XX.D.06/DPMPTSPKABBULELENG/2020

TGL. PEMBUATAN : 5 Juni 2017

TGL. REVISI : 06 Mei 2020

TGL. EFEKTIF : 15 Mei 2020

DISAHKAN OLEH : KEPALA BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAR

PERIZINAN DAN NON PERIZINAN A

r. IDA KOMANG SUDITA
Penata Tk. | (lli/d)
NIP. 19640215 199802 1 001

~ PENERBITAN IZIN PENGGUNAAN PEMANFAATAN TANAH

NAMA SOP " (IPPT)

HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA.:

ndang-undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik
Peraturan Pemerintah Rl Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik
Peraturan Menteri Pendayagunaaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan SOP AP
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 138 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin
Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perizinan
Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2
Tahun 2012 tentang Perizinan
Peraturan Bupati Buleleng Nomor 147 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan
Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Buleleng
Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Peraturan Bupati Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah
Keputusan Bupati Buleleng Nomor 503/164/HK/2020 tentang Tim Teknis Lapangan Pelayanan
dan Non Perizinan Kabupaten Buleleng Tahun 2020
Standar |SO 9001:2015 Klausul 8.5

1. Memahami dasar hukum dan persyaratan perizinan
2. Mampu mengoperasikan komputer

3. Mampu berkomunikasi dengan baik

4. Memiliki sikap teliti, jujur dan bertanggungjawab

TAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

SOP Penerimaan Berkas

1 Komputer
2 Printer

3 ATK

4 Loket

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

EGATAN
la Penerbitan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah tidak dilaksanakan dengan baik, maka izin tidak dapat
bitkan tepat waktu dan ada indikasi penggunaan pemanfaatan tanah tanpa izin oleh masyrakat

1 Ekspedisiizin




ENERBITAN IZIN PENGGUNAAN PEMANFAATAN TANAH (IPPT)

—

Kegiatan

=

Pelaksana

Mutu Baku

Petugas Verifikasi

Operator

Kepala Seksi

Kepala Bidang

Kepala Dinas

Kelengkapan

Waktu

Output

Keterang

fenerima berkas permohonan dari petugas verifikasi
an melakukan verifikasi dokumen. Jika sesuai akan
ienyerahkan berkas kepada Kepala Seksi. Jika tidak
kan dikembalikan kepada petugas verifikasi untuk
ntuk dikembalikan kepada pemohon untuk
Iperbaikifdilengkapi

-

Berkas Permohonan

5 Menit

Berkas Permohonan

lelakukan pencetakan serta memberikan penomoran
ada draf Surat Persetujuan untuk diserahkan kepada
mpala Seksi untuk diverifikasi

—

BAP

30 Menit

Draft Surat
Persetujuan

lenerima dan melakukan verifikasi. Jika sesuai akan
\emberikan paraf pada draf izin dan diserahkan
ppada Kepala Bidang untuk diverifikasi. Jika tidak
kan dikembalikan kepada operator untuk diperbaiki

Tidak

Tidak

7

Draft Surat
Persetujuan

5 Menit

Draft Surat
Persetujuan

lenerima dan melakukan verifikasi. Jika sesuai akan
\emberikan paraf pada drafizin dan diserahkan
gpada Kepala Dinas untuk ditandatangani. Jika tidak
kan dikembalikan untuk diperbaiki

—

Ya

Draft Surat
Persetujuan

5 menit

Draft Surat
Persetujuan

lenerima dan melakukan verifikasi. Jika sesuai akan
\@emberikan tandatangan pada draf izin dan
Iserahkan kepada loket penyerahan untuk meregister
in yang terbit. Jika tidak akan dikembalikan untuk

iperbaiki

o

Tidak

Draft Surat
Persetujuan

5 Menit

Surat Persetujuan

leregister,mngarsipkan salinan izin yang terbit dan
\enyerahkan surat izin asli kepada petugas loket
nluk diserahkan kepada pemohon

Surat Persetujuan

10 Menit

Surat Persetujuan




NOMOR SOPF : BOPXX D.OT/DPMPTSPEKABBULELENG 2020
TGL. PEMBUATAN s Bduni 2017
TGL. REVISI : 0B Mei 2020
TGL. EFEKTIF ¢ 15 Mei 2020
DISAHKAN OLEH KEPALA BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN A
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU N
KABUPATEN BULELENG
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN A
Penata Tk. | (llifd)
MIP. 18840215 199802 1 001
NAMA SOP : PENGESAHAN RENCANA TAPAK (SITE PLAN)
DASAR HUKLUM: KUALIFIKASE PELAKSANA:

1 Undang-undang Namaor 25 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik

2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Alas Undang-Undang Nemor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah
3 Peraturan Pemerintah MNomaor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
4 Peraturan Pemierintah Rl Momor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Momor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik
5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Mo, 138 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Safu
Pintu
& Peraturan Menteri Pendayagunaaan Aparafur Negara & Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan SOP AP
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi izin
Peraturan Dagrah Kabupaten Buleleng Momor 2 Tahun 2012 tentang Perizinan
8 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2017 tenlang Perubahan Atas Peraturan Daerah Normor 2
Tahun 2012 tentang Perizinan
10 Peraturan Bupatj Buleleng Momor 147 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan
Kepada Kepala Dinas Penanarman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Buleleng
11 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peratiiran
Daerah Nomar 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
12 Peraturan Bupati Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan
Crganisasl, Tugas dan Fungs! Serta Tata Kera Dinas Daerah
13 Standar IS0 9001:2015 Klausul 8.5

1: Memahami dasar hukum dan persyaratan perizinan
2. Mampu mengoperasikan komputer

3. Mampu berkomunikasi dengan baik

4. Memillki sikap telitl, jujur dan bedanggunglawab

dilaksanakan dengan baik, maka izin tidak dapat diterbitkan dan ada indikasi pembangunan tanpa izin oleh
masyraka

KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1 S0P Penerimaan Berkas 1 Komputer
2 Printer
3 ATK
4 Loket
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Apabila Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Temoat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter tidak 1 Ekspedisi izin

S——

A & —




PENGESAHAN RENCANA TAFAK (SITE PLAN)

Kepala Dinas untuk ditandatangam jika tidak
benar dikembalikan ke aperator untuk diperbaiki

Mutu Baku
Kegiatan Petugas Dinas . Kepala Petugas Loket

Pemohon Verifikasi Kepala Seksi Stafl Perkimia Operator Bidang Kepala Dinas Pe bitan Lzin Kelengkapan Waktu Crutpast
Mengajukan parmanonan pengesahan rencana Berkas. 10 Menit Berkas
tapak (gite plan) Permohangn Fermohonan
Menenma berkas parmohonan dan petugas
venfikas: dan mefakukan versfikas) dokumen.
ks sesual aloan menyerahian barkas kepada Berkas Berkas
Kipala Seisl Jika tidak akan dikembalikan ey Permahanan, | 30 Merit | Permohonen
kepada petugas venfikas untusk Untuk I I Checklist, kerdal Lengkap
dikembalikan kapada pemahen untuk
diparbaikidienghap
Manginstruksikan staf untui membawa surst — . E“;m = &
pengantar barkas ke Dinas Perkimia untuk Lionaki ok G0 Menit ;
dtindakianjut enguap, At Pengantar

pengantar
barkas L
Mangirim berkas ke Dinas Perkimta | r_ll permobonan dan | 30 Menit 'Taﬁ:mm
surat pengantar
barkas
Marigitirm mknmarmsl_{ﬂahnr_mgk} urtuk ':—l permohonan & Hari Rk
pengesahan rencana tapak (site ptan) Surat pengantar, harmek
survey lapangan

Mencetak pengasahan tapak (898 plan) sesual e
dengan Instruks Kepala Bidang dan Rekomiek F 1 ; ;
dari Dinas Periimta dan dserankan kepada i s ) WIS || SENE) R
hidarg urituk diparaf
Memberikan paraf pade pengesahan rencana B
tapak (sie plan) yang sudah diparal Kepala Tidak: / ; T
Seks: fika suidah benar menyerahkan kepada ' mamwﬂ 30 Menit | Drattizin




Mutu Baku

Kegiatan Petugas ; : Dinas Kepala Petugas Loket

Pemohaon Verifikas] Kepala Seksi Staf Perkimta Cperator Bidang Kepala Dinas Pengambilan kzin Kelengkapan Waktu
Menandatanganl pengesahan rencangs tapak i
{site plan) dan dreerahkan kepada joket
pangambilan izin untuk meragmeter izin yang Draft 1zin 50 Mend
tarbit. Jika bdak akan dikembalikan untuk
diperbaiki ¥a
Meregister, mengarsipkan safinan Lzin yang
teroit dan menyecahkan surat 2in asi kepada RPangn?rnan k| 30 Mena
petugas foket untuk diserahkan kepada D A RAR AP e
pamohon [site plan}

R p———

i—



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BULELENG

BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN A

NOMOR SOP : SOP/XX.D.08/DPMPTSPKABBULELENG/2020

TGL. PEMBUATAN : 5 Juni 2017

TGL. REVISI . 06 Mei 2020

TGL. EFEKTIF : 15 Mei 2020

DISAHKAN OLEH : KEPALA BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN

PERIZINAN DAN NON PERIZINAN A

el

= I

ir. IDA KOMANG SUDITA
Penata Tk. | (lli/d)

NIP. 19640215 199802 1 001

NAMA SOP : PENERBITAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK)

|PASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1
2

3

9

10

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Peraturan Pemerintah Rl Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun

2009 tentang Pelayanan Publik

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 138 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu

Peraturan Menteri Pendayagunaaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan SOP AP

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 08/PRT/M/2018 Tentang Pedoman
Pelayanan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi Nasional;

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perizinan

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2
Tahun 2012 tentang Perizinan

Peraturan Bupati Buleleng Nomor 147 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan

Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Buleleng

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan

Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Peraturan Bupati Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah

1. Memahami dasar hukum dan persyaratan perizinan
2. Mampu mengoperasikan komputer

3. Mampu berkomunikasi dengan baik

4. Memiliki sikap teliti, jujur dan bertanggungjawab

11 Standar ISO 9001:2015 Klausul 8.5
t\'(ETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1 SOP Penerimaan Berkas 1 Komputer
2 Printer
3 ATK
4 Loket

|PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Apabila Penerbitan Izin Jasa Usaha Konstruksi (IUJK) tidak dilaksanakan dengan baik, maka izin tidak dapat
diterbitkan tepat waktu

1 Ekspedisi izin




ERBITAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKS (IUJK)

—

Kegiatan

Pelaksana

Mutu Baku

Petugas Verifikasi

Kepala Seksi

Tim Teknis Lapangan
Perizinan dan Non Perizinan
Kab. Buleleng

Operator

Kepala Bidang

Kepala Dinas

Kelengkapan

Waktu

Keterang

—

Jarima berkas permohonan dan petugas verifikasi
‘melakukan verifikasi dokumen. Jika sesuai akan
\yerahkan berkas kepada Kepala Seksi, Jika lidak
11 dikembalikan kepada pelugas verifikasi untuk

Ik dikembalikan kepaca pemohon untuk
ybaiki/dilengkapi

-

Berkas Permohonan

5 Menit

Berkas Permohonan

o

Iyusun jadwal survel dan Verifikasi Lapangan
gan menginmkan surat kepada Tim verifikasi Dinas
\rjaan Umum dan Penataan Ruang

Berkas Permohonan

60 Menit

Jadwal Survei

—

wkukan survei dan verfikasi Lapangan sesual

wal kemudian menyusun BAP. Jika hasil
neriksaan sesuai akan menyerahkan hasil BAP
uk pencetakan draf izin. Jika tidak akan dibuatkan
ul penolakan kepada pemohon

Jadwal Survei

Kandisional

BAP

—

nedma BAP dan melakukan pencetakan sera
mberikan penomoran pada draf izin untuk
srahkan kepada Kepala Seksi untuk diverifikasi

BAP

30 Menit

Draft lzin

nerma dan melakukan verifikasi. Jika sesuai akan
mberikan paraf pada draf izin dan diserahkan
sada Kepala Bidang untuk diverfikasi. Jika tidak
in dikembalikan kepada operator untuk diperbaiki

Tidak

Draft lzin

5 Menit

Draft lzin

iperima dan melakukan verifikasi, Jika sesual akan
imbernkan paral pada draf izin dan diserahkan
anda Kepala Dinas untuk ditandatangani. Jika tidak
an dikembalikan untuk diperbaiki

Tidak

Tidak

Draft Izin

S menit

Draft lzin

——

inerima dan melakukan verfikasi. Jika sesuai akan
ymberikan tandatangan pada draf izin dan
wrahkan kepada loket peny 1 untuk m
) yang terbit. Jika tidak akan dikembalikan untuk
wrbaki

Ya

Draft 1zin

5 Menit

Izin

—

wregister, mngarsipkan salinan izin yang terbit dan
pnyerahkan surat izin asli kepada petugas loket
luk diserahkan kepada pemahon

lzin

10 Menit

Izin

—

]
[



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BULELENG

BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN A

NOMOR SOP : SOP/XX.D.09/DPMPTSPKABBULELENG/2020

TGL. PEMBUATAN : 5 Juni 2017

TGL. REVISI : 06 Mei 2020

TGL. EFEKTIF : 15 Mei 2020

DISAHKAN OLEH : KEPALA BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN

PERIZINAN DAN NON PERIZINAN A

ql_uDA KOMANG SUDITA
Penata Tk. | (lll/d)
NIP. 19640215 189802 1 001

NAMA SOP . PENERBITAN IZIN USAHA PERIKANAN (IUP)

DASAR HUKUM:

KUALIFIKAS]| PELAKSANA:

1

2
3

o~

10

1"

12

13

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Retribusi Daerah

Peraturan Pemerintah Rl Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik

Peraturan Menteri Pendayagunaaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan SOP AP

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 138 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perizinan

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2
Tahun 2012 tentang Perizinan

Peraturan Bupati Buleleng Nomor 147 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non
Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Buleleng

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan

Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Peraturan Bupati Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah

Standar ISO 9001:2015 Klausul 8.5

1. Memahami dasar hukum dan persyaratan perizinan
2. Mampu mengoperasikan komputer

3. Mampu berkomunikasi dengan baik

4. Memiliki sikap teliti, jujur dan bertanggungjawab

|KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1

SOP Penerimaan Berkas

1 Komputer
2 Printer

3 ATK

4 Loket

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Apabila Penerbitan Izin Jasa Usaha Perikanan (IUP) tidak dilaksanakan dengan baik, maka izin tidak dapat
diterbitkan tepat waktu dan adanya indikasi usaha perikanan yang tidak memiliki izin

1 Ekspedisi izin




* PENERBITAN IZIN USAHA PERIKANAN (1Uf)

g Kegiatan

Pelaksana

Mutu Baku

Petugas Verifikasi

Kepala Seksi

Tim Teknis Lapangan
Perizinan dan Non
Perizinan Kab.
Buleleng

Bendahara

Operator

Kepala Bidang

Kepala Dinas

Kelengkapan

Waktu

Kets

Menerima berkas permohonan dari petugas verifikasi
melakukan verifikasi dokumen. Jika sesuai akan
manyerahkan berkas kepada Kepala Seksi Jika tidak
dikembalikan kepada petugas verifikasi untuk
dikembalikan kepada pemohon untuk
ikifdilengkap!

Berkas Permohonan

5 Menit

Berkas Permohonan

Menyusun jadwal surver dan Verifikasi Lapangan
dengan menginmkan surat kepada Tim Teknis
Lapangan Perizinan dan Non Perizinan Kab
|Buleteng

Lr

Berkas Permohonan

60 Menit

Jadwal Surve|

akukan survei dan verfikasi Lapangan sesuar

| kemudian menyusun BAP. Jika hasil
pemeriksaan sesuai akan menyerahkan hasil BAP
luk pencetakan draf izin Jika tidak akan dibuatkan
Surat penalakan kepada pemohon

=

Ya

Jadwal Survei

Kondisional

rima BAP dan melakukan perhitungan serta
penetapan SKRD untuk dibayarkan olah Pemohon

60 Menit

SKRD

yar retnibus: melalui Bendahara penenmaan

SKRD

10 Menit

SKRD

Menerima pembayaran Retribusi dan membuatkan
serta menyerankan Bukti Pembayaran Relribusi
kepada Pemohon

SKRD

5 Menit

Bukt Pembayaran

Menerima dan meryerahkan bukti pembayaran
felribusi kepada Petugas untuk dilakukan penceatakan
i2if

—

iﬂakn.lxan pencelskan serta memberikan penomoran

pida draf izin untuk diserahkan kepada Kepala Seks|
uriuk diverifikasi

=

Bukti Pembayaran

30 Menit

Draft Izin




Kegiatan

Pelaksana

Mutu Baku

Petugas Verifikasi

Kepala Seksi

Tim Teknis Lapangan
Perizinan dan Non
Perizinan Kab.
Buleleng

Pemohon

Bendahara
Penerimaan

Kepala Bidang

Kepala Dinas

Kelengkapan

Waktu

Output

Ketera

Ya

Menerima dan melakukan verifikasi. Jika sesual akan
memberikan paraf pada draf izin dan diserahkan
kepada Kepaia Bidang untuk diverifikasi Jika tidak
akan dikembalikan kepada operator untuk diperbaiki

Draft lzn

5 Menit

Draft lzin

=

Menerima dan melakukan venfikasi. Jika sesuai akan
mamberikan paraf pada draf izin dan diserahkan
kepada Kepala Dinas untuk ditandatangar. Jika
lidak akan dikembalikan untuk diperbaiki

Tidak

Tidak

e

Draft lzin

5 menit

Draft Izin

—

Menerima dan melakukan venfikas:. Jika sesuai akan
imemberikan tandatangan pada draf izn dan

an kepada loket penyerahan untuk
meregister @in yang terbit Jika tidak akan
dikembalikan untuk diperbaiki

Y¥a

Draft lzin

5 Menit

tzin

Maregister, mngarsipkan salinan izin yang terbit dan
imenyerahkan sural izin asli kepada petugas loket
untuk diserahkan kepada pemohon

lzin

10 Menit

Izin




DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN ERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BULELENG

BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN A

-

NOMOR SOP : SOP/XX.D.10/DPMPTSPKABBULELENG/2020
TGL. PEMBUATAN : 5Juni 2017
TGL. REVISI : 086 Mei 2020
TGL. EFEKTIF : 15 Mei 2020
DISAHKAN OLEH : KEPALA BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN A
PO
#lr. IDA KOMANG SUDITA
Penata Tk. | (l1l/d)
NIP. 19640215 199802 1 001

NAMA SOP PENERBITAN IZIN REKLAME

DASAR HUKUM:

KUALIFIKAS]I PELAKSANA:

1

10

1

12

13

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Peraturan Pemerintah Rl Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik

Peraturan Menteri Pendayagunaaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan SOP AP

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 138 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perizinan

Peraturan Bupati Buleleng Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 34
Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penghitungan dan Penetapan Nilai Sewa Pajak Reklame di Kabupaten
Buleleng

Peraturan Bupati Buleleng Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 19
Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2
Tahun 2012 tentang Perizinan

Peraturan Bupati Buleleng Nomor 147 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan

dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Buleleng

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan

Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkal Daerah

Peraturan Bupati Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah

Standar 1SO 9001:2015 Klausul 8.5

1. Memahami dasar hukum dan persyaratan perizinan
2. Mampu mengoperasikan komputer

3. Mampu berkomunikasi dengan baik

4. Memiliki sikap teliti, jujur dan bertanggungjawab

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1

SOP Penerimaan Berkas

1 Komputer
2 Printer

3 ATK

4 Loket

|PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Apabila Penerbitan Izin Reklame tidak dilaksanakan dengan baik, maka izin tidak dapat diterbitkan lepat waktu
dan berkurangnya jumiah PAD yang diterima

1 Ekspedisi izin




PENERBITAN IZIN REKLAME

Pelaksana

Mutu Baku

Kegiatan

Petugas Verifikasi

Pemohon

Operator

Kepala Seksi

Kepala Bidang

Kepala Dinas

Kelengkapan

Waktu

Output

Ketera

Menerima berkas permohonan dari petugas verifikasi
dan melakukan verifikasi dokumen. Jika sesuai akan
membuatkan sural keterangan hasil venfikasi berkas
dan perhitungan besaran retribusi. Jika tidak akan
dikembalikan kepada petugas verifikasi untuk untuk
dikembalikan kepada pemohon untuk
diperbaikifdilengkapi

-

Berkas Permohaonan

5 Menit

Berkas Permohonan

Membayar sesuai dengan besaran retribusi yang
dibayarkan ke BKD dan menyerahkan bukti

pembayaran

Besaran Retribusi

Kondisional

Bukti Pembayaran

Menerima bukti pembayaran dan mencetak draf izin
dan menyerahkan kepada Kepala seksi untuk
diverifikasi

Bukt Pembayaran

30 Menit

Draft lzin

Menerima dan melakukan venfikasi. Jika sesuai akan
memberikan paraf pada draf izin dan diserahkan
kepada Kepala Bidang untuk diverifikasi. Jika tidak
akan dikembalikan kepada operator untuk diperbaiki

Tidak

Tidak

ar

Draft lzin

5 Menit

Draft lzin

Menerima dan melakukan verifikasi. Jika sesuai akan
memberikan paraf pada draf izin dan diserahkan
kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani. Jika
tidak akan dikembalikan untuk diperbaiki

Draft fzin

5 menit

Draft lzin

Menerima dan melakukan verifikasi. Jika sesuai akan
memberikan tandatangan pada draf izin dan
diserahkan kepada loket penyerahan untuk
meregister izin yang terbil. Jika tidak akan
dikembalikan untuk diperbaiki

Tidak

¥

Draft Izin

5 Menit

Izin

Meregister mngarsipkan salinan izin yang terbit dan
menyerahkan surat izin asli kepada petugas loket
untuk diserahkan kepada pemohon

Izin

10 Menit

lzin




DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BULELENG

BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN A

-

NOMOR SOP : SOP/XX.D.11/DPMPTSPKABBULELENG/2020

TGL. PEMBUATAN : 5Juni 2017

TGL. REVISI : 08 Mei 2020

TGL. EFEKTIF : 15 Mei 2020

DISAHKAN OLEH : KEPALA BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN

PERIZINAN DAN NON PERIZINAN A

et

Ir. IDA KOMANG SUDITA
Penata Tk. | (lli/d)
NIP. 19640215 198802 1 001

NAMA SOP : PENERBITAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI

|DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1
2

3

o~ d

10

11

12

13

Undang-undang Nomar 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Peraturan Pemerintah Rl Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik

Peraturan Menteri Pendayagunaaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan SOP AP

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 138 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Peratutan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 27/PRT/M/2018 Tentang
Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung; Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1757;
Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perizinan

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Bangunan Gedung

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2
Tahun 2012 tentang Perizinan

Peraturan Bupati Buleleng Nomor 48 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Buleleng Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Bangunan Gedung;

Peraturan Bupati Buleleng Nomor 147 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non
Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Buleleng

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan

Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Peraturan Bupati Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah

Standar ISO 9001:2015 Klausul 8.5

1. Memahami dasar hukum dan persyaratan perizinan
2. Mampu mengoperasikan komputer

3. Mampu berkomunikasi dengan baik

4. Memiliki sikap teliti, jujur dan bertanggungjawab

|[KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1

SOP Penerimaan Berkas

1 Komputer
2 Printer

3 ATK

4 Loket

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

FRI' NGATAN:
Apabila Penerbitan Ipenerbitan Serifikat Laik Fungsi tidak dilaksanakan dengan baik, maka sertifikat tidak dapat
diterbitkan tepat waktu

1 Ekspedisi izin




-
IENERBITAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI

L —

Kegiatan

—

Pelaksana

Mutu Baku

Petugas
Verifikasi

Staf Seksi Perizinan
dan Non Perizinan
Al

Kepala

Seksi

Kepala Bidang

Tim Pengkaji Teknis
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang

Operator

Kepala Dinas

Kelengkapan

Waktu

Output

Kete

Menenma berkas permohonan dan petugas verifikasi
ian melakukan verifikasi dokumen. Jika sesuai,
\kan dibuatkan surat koordinasi ke Dinas PUPR.

lika lidak akan dikembalikan kepada petugas
serifikasi untuk untuk dikembalikan kepada pemohon
intuk diperbaiki/dilengkapi

L —

O

Berkas
Permohonan

5 Menit

Berkas Permohonan

Menyusun Surat Koordinasi dan menyerahkan
iepada Kepala Seksi untuk diverifikasi

—

Berkas
Permahonan

30 Menit

Draf Surat Koordinasi

denerima dan melakukan verifikasi surat koordinasi,
¥} i, akan kan paraf pada surat
wordinasi. Jika tidak, akan dikembalikan kepada staf
intuk diperbaiki

Tidak

Tidak

hy

Draf Surat
Koordinasi

5 Menit

Draf Surat Koordinasi

denerima dan melakukan venfikasi sural koordinasi
llka sesuai, akan memberikan tandatangan pada
wirat koordinasi dan menugaskan staf untuk
nenginmkan surat koordinasi ke Dinas PUPR. Jika
idak, akan dikembalikan kepada staf untuk

liperbaiki

Draf Surat
Koordinasi

5 Menit

Sural Koordinasi

denyusun dan menginmkan jadwal ke Seksi
dgrizinan dan Non Perizinan A untuk melakukan
mrifikasi lapangan serta menyusun BAP_ Jika hasil
wmeriksaan sesuai akan menyerahkan hasil BAP
intuk pencetakan draf sertifikat. Jika tidak akan
libuatkan surat penclakan kepada pemohon

-

Tidak <

Surat Koordinasi

Kondisional

Jadwal,
BAP

denerima BAP dan melakukan pencetakan sena
nemberikan penomoran pada draf sertifikat untuk
liserahkan kepada Kepala Seksi untuk diverifikasi

—

I

30 Menit

Draft Sertifikat

denerima dan melakukan verifikasi. Jika sesuai akan
nemberikan paraf pada draf sertifikat dan

liserahkan kepada Kepala Bidang untuk diverifikasi.
'pu tidak akan dikembalikan kepada operator untuk
h‘bai}d

i

Tidak

Draft Sertifikat

5 Menit

Draft Sertifikat




Pelaksana

Mutu Baku

Kegiatan

Petugas
Verifikasi

Staf Seksi Perizinan
dan Non Perizinan
Al

Kepala Seksi

Kepala Bidang

Tim Pengkaji Teknis
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang

Operator

Kepala Dinas

Kelengkapan

Waktu

Output

Ketei

S

Menerima dan melakukan verifikasi. Jika sesuai akan
nemberikan paraf pada draf sertifikat dan
liserahkan kepada Kepala Dinas untuk
itandatangani. Jika tidak akan dikembalikan untuk
liperbaiki

Tidak

Tidak

Draft Sertifikat

5 menit

Sertifikat

Wenerima dan melakukan verifikasi. Jika sesuai akan
memberikan tandalangan pada draf serifikat dan
liserahkan kepada loket penyerahan untuk
neregister sertifikat yang terbit. Jika tidak akan
fikembalikan untuk diperbaik

Ya

Sertifikat

5 Menit

Sertifikat

—

Meregister mengarsipkan salinan sertifikat yang terbit
dan menyerahkan surat sedifikal ash kepada
petugas loket untuk diserahkan kepada pemohon

Sertifikat

10 Menit

Sertifikat




DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BULELENG

-

BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN A

-

NOMOR SOP : SOP/XX.D.12/DPMPTSPKABBULELENG/2020
TGL. PEMBUATAN : 5 Juni 2017
TGL. REVISI : 06 Mei 2020
ITGL. EFEKTIF : 15 Mei 2020
DISAHKAN OLEH : KEPALA BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN A
[

Ir. IDA KOMANG SUDITA
Penata Tk. | (IllI/d)
NIP. 18640215 189802 1 001

PENERBITAN SERTIFIKAT KEPEMILIKAN BANGUNAN
NAMA B * GEDUNG (SKBG)

R HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA:

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun

2009 tentang Pelayanan Publik

Peraturan Menteri Pendayagunaaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012 tentang

Pedoman Penyusunan SOP AP

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 138 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu

Peratutan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 27/PRT/M/2018

Tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung; Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

1757,

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Bangunan Gedung

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perizinan

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2

Tahun 2012 tentang Perizinan

@ Peraturan Bupati Buleleng Nomor 147 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non
Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Buleleng

10 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan

Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

11 Peraturan Bupati Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah

12 Standar ISO 9001:2015 Klausul 8.5

@~ >

1. Memahami dasar hukum dan persyaratan perizinan
2. Mampu mengoperasikan komputer

3. Mampu berkomunikasi dengan baik

4. Memiliki sikap teliti, jujur dan bertanggungjawab

RKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1 SOP Penerimaan Berkas 1 Komputer
2 Printer
3 ATK
4 Loket

NGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

bila Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG) tidak dilaksanakan dengan baik, maka
rlifikat tidak dapat diterbitkan tepat waktu

1 Ekspedisi izin




IBITAN SERTIFIKAT KEPEMILIKAN BANGUNAN GEDUNG (SKBG)

L —

Kegiatan

-

Pelaksana

Mutu Baku

Petugas
Verifikasi

Staf Seksi Perizinan
dan Non Perizinan
Al

Kepala Seksi

Kepala Bidang

Tim Pengkaji Teknis
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang

Operator

Kepala Dinas

Kelengkapan

Waktu

Output

Keteranga

ima berkas permohonan dan petugas verifikasi
plakukan verifikasi dokumen. Jika sesuai,
ibuatkan surat koordinasi ke Dinas PUPR. Jika
kan dikembalikan kepada petugas verifikasi
intuk dikembalikan kepada pemohon untuk
wkitdilengkapi

—

Berkas
Permohanan

5 Menit

Berkas Permohonan

sun Surat Koordinasi dan menyerahkan
i Kepala Seksi untuk diverifikasi

A

Berkas
Permohonan

30 Menit

Draf Surat Koordinasi

ma dan melakukan verifikasi surat koordinasi.
buai, akan membernkan paraf pada surat

sl Jika tidak, akan dikembalikan kepada staf
liperbaiki

Tidak

Tidak

I,
h

Ya

Draf Surat
Koordinasi

5 Menit

Draf Sural Koordinasi

ma dan melakukan verifikasi surat koordinasi,
suai, akan memberikan landatangan pada
pordinasi dan menugaskan staf untuk

imkan surat koordinasi ke Dinas PUPR, Jika
lkan dikembalikan kepada staf untuk diperbaiki

—

Draf Surat
Koordinasi

5 Menit

Sural Koordinasi

Bun dan menginimkan jadwal ke Seksi

un dan Non Perizinan A untuk melakukan

8l lapangan serta menyusun BAP. Jika hasil
ksaan sesuai akan menyerahkan hasil BAP
wncetakan draf sertifikat. Jika tidak akan
an surat penolakan kepada pemohon

—

=

Ya

Sural Koordinasi

Kondisional

Jadwal,
BAP

ma BAP dan melakukan pencetakan serta
wikan penomoran pada draf sertifikat untuk
\kan kepada Kepala Seksi untuk diverifikasi

——

iy
)

BAP

30 Menit

Draft Sertifikat

ma dan melakukan verifikasi. Jika sesuai akan
pikan paraf pada draf sertifikat dan diserahkan
1 Kepala Bidang untuk diverifikasi. Jika tidak
lkembalikan kepada operator untuk diperbaiki

—

Tidak

Draft Sertifikat

5 Menit

Draft Sertifikat




Pelaksana

Mutu Baku

Kegiatan

Petugas
Verifikasi

Staf Seksi Perizinan
dan Non Perizinan
Al

Kepala Seksi

Kepala Bidang

Tim Pengkaji Teknis
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang

Operator

Kepala Dinas

Kelengkapan

Waktu

Output

Kete|

—

Wenerima dan melakukan venfikasi. Jika sesuai akan
nemberkan paraf pada draf sertifikat dan
liserahkan kepada Kepala Dinas uniuk
itandatangani. Jika tidak akan dikembalikan untuk

fiperbaiki

Tidak

L

Tidak

5
S

Ya

Draft Sertifikat

5 menit

Sertifikat

o~

Wenerima dan melakukan verifikasi. Jika sesuai akan
nemberikan tandatangan pada draf sertifikat dan
liserahkan kepada loket penyerahan untuk
neregister sertifikat yang terbit. Jika tidak akan
fikembalikan untuk diperbaiki

Ya

5 Menit

Sertifikat

|:

Meregister mengarsipkan salinan sertifikat yang terbit
dan menyerahkan sural sertifikat asli kepada petugas
oket untuk diserahkan kepada pemohon

Sertifikat

10 Menit

Sertifikat




DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BULELENG

NOMOR SOP : SOP/XX.D.13/DPMPTSPKABBULELENG/2020
TGL. PEMBUATAN : 5Juni 2017
TGL. REVISI : 06 Mei 2020
TGL. EFEKTIF : 15 Mei 2020

BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN A

-

DISAHKAN OLEH

KEPALA BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN A

R

T —

ir. IDA KOMANG SUDITA
Penata Tk. | (Ill/d)
NIP. 19640215 199802 1 001

NAMA SOP

: VALIDASI DKP-TKA

E_ASAR HUKUM: KUALIFIKAS| PELAKSANA:
1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 1. Memahami dasar hukum dan persyaratan perizinan
2 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Retribusi Daerah 2. Mampu mengoperasikan komputer
3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 3. Mampu berkomunikasi dengan baik
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 4. Memiliki sikap teliti, jujur dan bertanggungjawab
4 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing
5 Peraturan Menteri Pendayagunaaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan SOP AP
6 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 138 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu
7 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara
Penggunaan Tenaga Kerja Asing
8 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 228 Tahun 2019 tentang Jabatan
Tertentu yang dapat diduduki oleh Tenaga Kerja Asing
9 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perizinan
10 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2
Tahun 2012 tentang Perizinan
11 Peraturan Bupati Buleleng Nomor 147 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan
dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Buleleng
12 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
13 Peraturan Bupati Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah
14 Standar ISO 9001:2015 Klausul 8.5
LETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1 SOP Penerimaan Berkas 1 Komputer
2 Printer
- 3 ATK
4 Loket

[PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Apabila Penerbitan Validasi DKP-TKA tidak dilaksanakan dengan baik, maka Bukti Validas tidak dapat diterbitkan
tepat wakiu

1 Ekspedisi izin




'VALIDASI DKP-TKA

-

Pelaksana Mutu Baku
Kegiat
ptan Pemohon Petugas Validasi Kelengkapan Waktu Output etavangan
Mengajukan Permohonan melalui Website TKA online Tidak
dan membayar DKP-TKA ke Rekening Kas Daerah ( J< ; Bukti Pembayaran
Bank BPD Bali serta mengupload Bukti Pembayaran Bl Permohanen 3 Meni DKP-TKA
DKP-TKA
Melakukan verifikasi upload DKP-TKA Daerah. Jika W
sesuai akan melakukan koordinasi dengan BKD. Jika . / Bukti Pembayaran 10 Menit Bukti Pembayaran
tidak memberitahu pemohon untuk mengupload DKP- ’\ DKP-TKA DKP-TKA
TKA -
d
Melakukan koordinasi dengan BKD untuk verifikasi NA
kebernaran bukti upload DKP-TKA yang sudah diupload Tidak /
oleh Pemohon. Jika sesuai akan mencetak bukti \ Bukti Pembayaran 10 Menit Bukti Pembayaran
validasi DKP-TKA. Jika tidak sesuai akan memberitahu DKP-TKA - DKP-TKA
kepada pemohon untuk memberikan bukti DKP-TKA
yang Valid
Ya
Mencetak bukti Validasi DKP-TKA dan menyerahkan W Bulkti Pembavaran
kepada Petugas loket untuk diserahkan kepada e i 10 Menit Bukti Validasi

Pemohon

DKP-TKA




NOMOR SOP : SOP/XX.D.14/DPMPTSPKABBULELENG/2020
TGL. PEMBUATAN : 5 Juni 2017
TGL. REVISI : 5 Juni 2020
TGL. EFEKTIF : 5 Juni 2020
DISAHKAN OLEH : KEPALA BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN A
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU C@C?V % >
— T —
KABUPATEN BULELENG
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN A ir. IDA KOMANG SUDITAF
Penata Tk. | (I1l/d)
” NIP. 19640215 199802 1 001
NAMA SOP : RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
|[DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA:
1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 1. Memahami dasar hukum dan persyaratan perizinan
2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2. Mampu mengoperasikan komputer
2014 tentang Pemerintahan Daerah 3. Mampu berkomunikasi dengan baik
3 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 4. Memiliki sikap teliti, jujur dan berlanggungjawab
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
4 Peraturan Pemerintah Rl Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik
5 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 138 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu
6 Peraturan Menteri Pendayagunaaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan SOP AP
7 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin
8 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perizinan
9 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Alas Peraturan Daerah Nomor 2
Tahun 2012 tentang Perizinan
9 Peraturan Bupati Buleleng Nomor 147 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan
Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Buleleng
10 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2019 tentang Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi
11 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
12 Peraturan Bupati Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah
3 Peraturan Bupali Buleleng Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor
1 Tahun 2019 tentang Retribusi Pengendalian Menara
14 Keputusan Bupati Buleleng Nomor 503/164/HK/2020 tentang Tim Teknis Lapangan Pelayanan
dan Non Perizinan Kabupaten Buleleng Tahun 2020
15 Standar ISC 9001:2015 Klausul 8.5
[KETERKAITAN: > PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1 SOP Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal 1 Komputer
2 Printer
3 ATK
4 Loket
RINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:
[Jika SOP Tidak dilaksanakan maka target PAD tidak tercapai 1 Dokumen Tanda Bukti Pembayaran




SOP RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Daerah Bali

Mutu Baku
Kegiatan

N - Kepala Seksl | Waijib Retribusi m Kepala Bidang | Kepala Dinas | Kelengkapan Waktu Output Kewgec
Menetapkan jumlah pembayaran retribusi dengan

1. |menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Data pengawasan 15 Menit SKRD
berdasarkan hasil pengawasan Menara Telekomunikasi

[ ——

Melakukan pembayaran retribusi ke kas daerah melalui

2. |bendahara penerimaan sesual Surat Ketetapan Retribusi i SKRD 15 Menit TBP
Daerah
Menerbitkan Tanda Bukti Pembayaran sebesar jumiah
pembayaran retribusi kepada wajib retribusi dan ;

S. tembusannya disampalkan kepada Kepala Seksi Ir—— I s 40 Menit ToP
Pelayanan A/l-Il
Melaporkan kepada Kepala Bidang jika ada kekurangan I:H Data wailb

4. latau keterlambatan pembayaran retribusi oleh wajib = m;va i 15 Menit disposisi
retribusi P
Menugaskan Kepala Seksi menindakianjuti —

5. |permasalahan dengan mengirimkan surat teguran maks 1 | disposisi 15 Menit disposisi
3 kali kepada waijib retribusi
| Menindaklanjuti permasalahan dengan membuat surat g s ;

8 teguran maks 3 kali kepada wajib retribusi I -_]I dispasisi 15 Manik Oraft Surat teguran

. at teguran

Menandatangani surat teguran dan menugaskan Kepala .

% [soksi untuk mengrimkan kepada waiib retribesi m | ek 15 Menit surat toguran

ditandatangan

Mengirimkan surat teguran maks. 3 kali kepada waijib

8 retribusi agar segera melunasi pembayaran retrubusinya, ; EH surat 15 Menit surat

~ |kalau wajib retribusi tidak memenuhi kewajlbannya di teguran/STRD ™ teguran/STRD

laporkan kepada instansi terkait (SatPol Pamong Praja)
Melakukan Pembayaran dan atau kekurangan bayar
retribusi yang wajib dibayar, apabila ada keberatan wajib ) s

8. |retribusi dapat mengajukan surat keberatan, jika tidak Ya N Surat keberatan 15 Menit Kb Tar:.rT p
keberatan membayar retribusi ke kas daerah melaliu \\/ sharatan/T8
bendahara Penerimaan Uil
Menerima pembayaran dari wajib retribusi dan

| 10. |menyetorkan ke kas daerah melalui Bank Pembangunan ( ) TBP 10 Menit selesai




DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BULELENG

NOMOR SOP

: SOP/XX.D.15/DPMPTSPKABBULELENG/2020

BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN A

TGL. PEMBUATAN . 5Juni 2017
TGL, REVISI - 06 Mei 2020
TGL. EFEKTIF - 15 Mei 2020
DISAHKAN OLEH KEPALA BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN A
;"E._I_DA KOMANG SUDITA
Penata Tk. | (lll/d)
NIP. 19640215 199802 1 001
PERSETUJUAN PEMAKAIAN TANAH untuk : REKLAME, MENAR/
e ~ GARDU ATAU BANGUNAN LAINNYA, JARINGAN AIR BERSIH,

* JARINGAN LISTRIK, JARINGAN TELEPON/SELULAR, PEMADAM

KEBAKARAN, PENERANGAN JALAN UMUM (LPJU)

R HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA:

‘Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Peraturan Pemerintah Rl Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik

Peraturan Menteri Pendayagunaaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan SOP AP

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 138 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perizinan

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2
Tahun 2012 tentang Perizinan

Peraturan Bupati Buleleng Nomor 147 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan
Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Buleleng

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Peraturan Bupati Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan
‘Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah

Keputusan Bupati Buleleng Nomor 503/164/HK/2020 tentang Tim Teknis Lapangan Pelayanan

‘dan Non Perizinan Kabupaten Buleleng Tahun 2020

‘Standar ISO 9001:2015 Klausul 8.5

1. Memahami dasar hukum dan persyaratan perizinan
2. Mampu mengoperasikan komputer

3. Mampu berkomunikasi dengan baik

4. Memiliki sikap teliti, jujur dan bertanggungjawab

TAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
SOP Penerimaan Berkas 1 Komputer
- 2 Printer
3 ATK
4 Loket

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

? ATAN:
la Penerbitan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah tidak dilaksanakan dengan baik, maka izin tidak dapat
tbitkan tepat wakiu dan ada indikasi penggunaan pemanfaatan tanah tanpa izin oleh masyrakat

—

1 Ekspedisi izin

B



PERSETUJUAN PEMAKAIAN TANAH untuk : REKLAME, MENARA, GARDU ATAU BANGUNAN LAINNYA, JARINGAN AIR BERSIH, JARINGAN LISTRIK, JARINGAN TELEPON/SELULAR, PEMADAM KEBAKARAN, PENERANGAN JALAN UM

u)

Kegiatan

Pelaksana

Mutu Baku

Petugas Verifikasi

Operator

Kepala Seksi

Kepala Bidang

Kepala Dinas

Kelengkapan

Waktu

Output

Keteran

Menerima berkas permohonan dari petugas verifikasi
dan melakukan verifikasi dokumen. Jika sesuai akan
menyerahkan berkas kepada Kepala Seksi. Jika tidak
akan dikembalikan kepada petugas verifikasi untuk
untuk dikembalikan kepada pemohon untuk
diperbaiki/dilengkapi

C ).

Berkas Permohonan

5 Menit

Berkas Permohanan

Melakukan pencetakan serta memberikan
penomoran pada draf Surat Persetujuan untuk
diserahkan kepada Kepala Seksi untuk diverifikasi

BAP

30 Menit

Draft Surat
Persetujuan

Menerima dan melakukan verifikasi. Jika sesuai akan
memberikan paraf pada draf izin dan diserahkan
kepada Kepala Bidang untuk diverifikasi. Jika tidak
akan dikembalikan kepada operator untuk diperbaiki

Tidak

Tidak

e
4

Draft Surat
Persetujuan

5 Menit

Draft Surat
Persetujuan

Menerima dan melakukan verifikasi. Jika sesuai akan
memberikan paraf pada draf izin dan diserahkan
kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani. Jika tidak
akan dikembalikan untuk diperbaiki

Ya

Draft Surat
Persetujuan

5 menit

Draft Surat
Persetujuan

Menerima dan melakukan verifikasi. Jika sesuai akan
memberikan tandatangan pada draf izin dan
diserahkan kepada loket penyerahan untuk
meregister izin yang terbit. Jika tidak akan
dikembalikan untuk diperbaiki

Tidak

Ya

Draft Surat
Persetujuan

5 Menit

Surat Persetujuan

Meregister,mngarsipkan salinan izin yang terbit dan
menyerahkan surat izin asli kepada petugas loket
untuk diserahkan kepada pemohon

Surat Persetujuan

10 Menit

Surat Persetujuan




DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BULELENG

NOMOR SOP 1 BOPIXX.D18IDPMPTSPRABBULELENG/2020

TGL. PEMBUATAN : 5 Juni 2017

TGL. REVISI : DB Mei 2020

TGL. EFEKTIF ;15 Mei 2020

DISAHKAN OLEH : KEPALA BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN

PERIZINAN DAN NON PERIZINAN A

BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN A

{ ir. IDA n&mus SUDITA}

Penata Tk. | (IIid)
NIP, 19640215 189802 1 001

NAMA SOP : PENERBITAN IZIN MEMBUKA TANAH

DASAR HUKLUM:

KUALIFIKAS! PELAKSANA:

1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik

2 Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemenntah Daerah sebagaimana telah diubat dengan Undang-
Undang Nomer 8 Tahun 2015

3 Peraturan Pemenintah RI Momar 86 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomer 25 Tahun
2008 temang Pelayanan Publik

4 Keputusan Présiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebljakan Nasional Dibidang Pertanahan

3 Peraturan Menteri Negara Agraria/epala Badan Pertanahan Nasional Momaor 8 Tahun 1999 tentang Tata Cara

Pemberian dan Pembatalan Hak alas Tanah Megara dan Hak Pengelolaan

8 Peraturan Menteri Pendayagunaaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasl No. 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Fenyusunan SOP AP

7 Peraturan Menteri Dalam Neger Mo, 138 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu
Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003 lentang Norma dan Standar Mekanisme

8 HKetatalaksanaan Kewenangan Pemernintah Dibidang Pertanahan yang Diaksanakan cleh Pemarintah Kabupaten|
dan Kota

9 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribust Izin

10 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perizinan

11 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nemor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraluran Dagrah Nomor 2
Tahun 2012 tenlang Perizinan

12 Peraturan Bupati Bulsleng Nomoar 147 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan
Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Periiinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Buieleng

13 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 lentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Nomaor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

14 Peraturan Bupati Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serfa Tata Kerja Dinas Daerah

15 Standar 180 2001:2015 Klausul 8.5

1. Memahami dasar hukum dan persyaralan perizinan
2. Mampu mengoperasikan komputer

3. Mampu berkomunikasi dengan baik

4. Mamiliki sikap teliti, jujur dan bertanggungjawab

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1 S0P Penerimaan Berkas

1 Komputer
2 Printer

3 ATK

4 Loket

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Apabila Penerbitan lzin Membuka Tanah tidak dilaksanakan dengan baik, maka izin tidak dapat diterbitkan

1 Ekspedisi izin

P ———

L — s - o -



IP IZIN MEMBUKA TANAH

Mutu Baku
oy Kegiatan Petugas y Dinas y Hepala ) Petugas Loket
Pemohon Varifikasi Kepala Seksi Staf Perkimta Operrator Bidang Kepaia Dinas Pen bllan Lin Kelengkapan Waktu
! ) C) Barkas i
1. |Mengajukan parmohonan @in membuka tanah BaemohGAsh 10:Menit
Menarima berkas permohonan dar paluges
verifikasi dan metakukan verfikasi dokumen
Jika sesuai ahan menyerahkan berkas kepada Barkas
2 |Kepaia Seksi Jika tdak akan dkembalkan FParmahionan, 0 Menit
kepada petugas verfikas uniuk untuk Checklist, kendal
dikemialikan kepaca pemohan uniuk
dipertaikiiiianghap I
Barkas
Menglnstriksikan staf untuk membawa surat 3 :
3 |pengantar berkas ke Dinas Perkimta untuk | L'l b 'hﬂ“‘“ ean | a0 men St
difindakdanjut grap, pengantar
pengantar
iL‘ berkas, .
4 |Merigiim berkas ke Dinas Perkimita 1 [ permahionan dan | 30 Meni Tanau s
siral pengantar
5 berkas
5 [Menginim rekomendasi {Rekomtsk) untuk iin — permohonan S~ S
membuke tanah Surat pengantar, |
survey lapangan
'*.
Mancetak zin membuks tanah sesual dengan l,__1 |
instruksi Kepala Bidang dan Rekomtek dan N ekomtek | 30 Ment f
¥ |Dinas Periamta dan diserahkan kepada bidang ; | " = Craf bkt
untuk diparaf
Memberikan paraf pada izin membuka tansh A .
yang sudah diparal Kepala Seksi fika sudan Tidak I i K {
7 |benat menyerahkan kepada Kepala Dinas F "mé.mngm 30 Menit Draft lzin
wntuk ditandatangani jika tidak benar ) I
dilkemialikan ke operator Untuk dperbaiki Ya !
. I
Ej |

[fF T =



Mutu Baku
No. Kegiatan Petugas ; Dinas Kepala Petugas Loket !
P ool Veriiasi | TPMaGeksl | Siaf Porkimta | CPerator Bidaig | "ePRlaDings | bl tin | enakapan | Wakiy 0““'!"‘
Menandatangan| @n membula taneh dan Tidat )
diserahkan kepada loket pengambilan izin L :
& untuk meragister izin yang terbit. Jika tidak akan Qraft i L Tanah
dikembaikan untuk diperbaiki s -
¥
—
Mesagister, mengarsipkan salinan izin yang 5 — J
5 tarbit dan menyerahkan surat tzin-asl kepada |: :| fzin Meambuka 3h Mani M :
petuges Ioket untuk diserahkan kepada Tanah ik '?:ﬂﬂ?.
pemohon
-
1
|
¥
|
|
!
i
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BIDANG PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PERIZINAN DAN

NON PERIZINAN B

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN BULELENG
JALAN NGURAH RAI NO. 72 SINGARAJA, TELEPON. (0362) 22063

SINGARAJA, BALI




DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BULELENG

NOMOR SOP : SOPXX.E 01/DPMPTSPKABBULELENG/2020
TGL. PEMBUATAN : 5 Juni 2017
TGL. REVISI : 06 Mei 2020 1
TGL. EFEKTIF : 15 Mei 2020
DISAHKAN OLEH :  KEPALA BIDANG PENYELENE G
DAN NOW R

BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN B

-

Penata Tk
NIP. 19790811 200803 1 001

NAMA SOP | _PENERBITAN |ZIN PENDIDIKAN

[DASAR HUKUM:

KUALIFIKAS| PELAKSANA:

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik

1
2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 88 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomer 25 Tahun
2008 tentang Pelayanan Publik

Peraturan Menter| Dalam Negeri No. 138 tahun 2017 tentang Pedoman Panyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

4 Peraturan Menteri Pendayagunaaan Aparatur Negara & Reformasl Birokragi No. 35 Tahun 2012
tantang Pedoman Penyusunan SOP AP

5 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perizinan

8 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah

7 Peraturan Bupati Buleleng Nomor 75 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsl Serta Tata Kerja Dinas Daerah,

8 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun
2012 tentang Parizinan

¢ Peraturan Bupati Buleleng Nomor 147 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non
Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Buleleng

10 Standar ISO 8001 2015 Klausul 8.6

11 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomer 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Nomor 13 Tahun 20186 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

12 Peraturan Bupatl Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi
Tupas dan Fungsl serla Tata Kerja Dinas Daerah

3

1. Memahami dasar hukum dan persyaratan perizinan
2. Mampu mengoperasikan kompuler

3, Mampu berkomun kasi dengan balk

4. Memiliki sikap telit, jujur dan bertanggungjawab

|KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1 SOP Penerimaan Berkas 1 Komputer
2 Printer
3 ATK
4 Loket

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Apabila Penerbitan |zin Pendidikan tidak dilaksanakan dengan baik, maka izin tidak dapat diterbitkan tepat wakiu

1 Ekspedis| izin




SOP PENERBITAN IZIN PENDIDIKAN

No.

Kegiatan

Pelaksana

Mutu Baku

Operator

Petugas Verifikasi Dinas
Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga

Tim Internal Dinas

Pendidikan, Pemuda

dan Olahraga

Kepala Dinas

Pendidikan,

Pemuda dan
Olahraga

Kepala Seksi

Kepala Bidang

Kepala Dinas
DPMPTSP

Kelengkapan

Waktu

Output

Keterangal

Menerima berkas permohonan dari petugas verifikasi dan

melakukan verifikasi dokumen. Jika sesuai akan girimkan
berkas permohonan ke Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga. Jika tidak akan dikembalikan kepada petugas
verifikasi untuk untuk dikembalikan kepada pemohon untuk
diperbaiki/dilengkapi

Berkas
Permohonan

S Menit

Berkas
Permohonan

Memeriksa berkas permohon dan melakukan verifikasi berkas.
Jika sesuai, Tim internal Dinas akan dilakukan survei lapangan
dan verifikasi permohonan lzin Pendidikan. Jika tidak sesuai,
berkas permohonan akan dikembalikan ke Bidang
Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan B untuk
dilengkapi

Berkas
Permohonan

5 Menit

Berkas
Permahonan

Melakukan survei lapangan dan verifikasi berkas permahonan
Jika sesuai akan membuatkan surat rekomendasi. Jika tidak
sesuai, akan ditolak dan berkas dikembalikan ke Bidang
Penyelenggaraan Perizinan dan Non Penzinan B

Tidak

Berkas
Permohonan

Kondisional

BAP

Menerbitkan surat rekomendasi dan menugaskan petugas
untuk menyerahkan kepada Bidang Penyelenggaraan
Penzinan dan Non Perizinan B

BAP

Kondisional

Surat
Rekomendasi

Menerima surat rekomendasi dan melakukan pencetakan serta
memberikan penomoran pada surat izin untuk diserahkan
kepada Kepala Seksi untuk diverifikasi

Surat
Rekomendasi

30 Meni

Draft lzin

Menerima dan melakukan verifikasi. Jika sesuai akan
memberikan paraf pada surat izin dan diserahkan kepada
Kepala Bidang untuk diverfikasi. Jika tidak akan dikembalikan
kepada operator untuk diperbaiki

Tidak

Tidak

&5

Draft lzin

5 Menit

Draft |zin

Menerima dan melakukan verifikasi. Jika sesuai akan
memberikan paraf pada surat izin dan diserahkan kepada
Kepala Dinas untuk ditandatangani. Jika tidak akan
dikembalikan untuk diperbaiki

Draft Izin

5 menit

Izin




—
Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Petugas Verifikasi Dinas | Tim Internal Dinas "::;’;? d?l:::‘ . Keterangan
Operator | Pendidikan, Pemuda dan | Pendidikan, Pemuda b Kepala Seksi | Kepala Bidang Spa Kelengkapan Waktu Output
Pemuda dan DPMPTSP
Olahraga dan Olahraga
Olahraga

Menenma dan melakukan verifikasi. Jika sesuai akan - Tidak

8 memberikan tandatangan pada sural izin dan diserahkan tzin 5 Menit Iz
~ |kepada loket penyerahan untuk meregister izin yang terbit. Jika e

tidak akan dikembalikan untuk diperbaiki Ya

Meregiste, mngarsipkan salinan izin yang terbit dan
. |menyerahkan surat izin asli kepada petugas loket untuk ( ) Izin 10 Menit Izin

diserahkan kepada pemohon




DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BULELENG

1
2

3

10
i

12

BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN B

-

NOMOR SOP : SOP/XX E.02/DPMPTSPKABBULELENG/2020
TGL. PEMBUATAN : 5Jdunl 2017
TGL. REVISI : 06 Mei 2020
TGL. EFEKTIF : 15 Mei 2020
DISAHKAN OLEH : KEPALA BIDANG PENYELE ARAAN PELAYANAN PERIZINAN

DAN NO RIZINAN B

B Penata Tk. | (Ili/d)
NIP. 18760811 200803 1 001

NAMA SOP . _PENERBITAN IZIN PERHUBUNGAN

|DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA;

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik
Peraturan Pemerintah RI Nomor 86 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2008 tentang Pelayanan Publik

Peraturan Menteri Dalam Negerl No. 138 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Peraturan Menter| Pendayagunaaan Aparatur Negara & Reformasi Birokras| No. 35 Tahun 2012

tentang Pedoman Panyusunan SOP AP

Peraturan Daarah Kabupatan Buleleng Nomar 2 Tahun 2012 tentang Perizinan

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah

Peraturan Bupall Buleleng Nomor 75 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsl Serta Tata Kerja Dinas Daerah,

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomar 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012
tentang Perizinan

Peraturan Bupati Buleleng Nomor 147 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non
Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Buleleng

Slandar ISO 8001 : 2015 Klausul 8.6

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Peraturan Bupatl Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi
Tugas dan Fungsi serla Tata Kerja Dinas Daerah

1. Memahami dasar hukum dan persyaratan perizinan
2. Mampu mengoperasikan komputer

3, Mampu berkomunikasi dengan baik

4. Memillik sikap teliti, jujur dan bertanggungjawab

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

@mnm:

1 SOP Penerimaan Berkas

1 Komputer
2 Printer

3 ATK

4 Loket

|PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

[Apabila Penerbitan lzin Perhubungan tidak dilaksanakan dengan balk, maka izin tidak dapat diterbitkan tepat
wakiu

1 Ekspedisi izin




-

SOP PENERBITAN IZIN PERHUBUNGAN

Mutu Baku
3 Kegi
po egiatan Operator Kepala Seksi Kepala Bidang K;';:‘apgg‘; o Kelengkapan Waktu Output relrmngen
Menerima berkas permohonan dari petugas verifikasi
dan melakukan verifikasi dokumen. Jika sesuai akan
melakukan pencetakan dan memberikan penomoran Keterkaitan dengan
i . : Berkas ; Berkas ;

1. |pada surat izin untuk diserahkan kepada Kepala Seksi 3 Parmohanan 5 Menit =i SOP Penerimaan
untuk diverifikasi. Jika tidak akan dikembalikan kepada Berkas
petugas verifikasi untuk untuk dikembalikan kepada
pemohon untuk diperbaiki/dilengkapi
Menerima dan melakukan verifikasi. Jika sesuai akan \

2 memberikan paraf pada draf izin dan diserahkan Tidak / \, Tidak Draft Izin, Berkas 5 Menit Draft Izin, Berkas

" |kepada Kepala Bidang untuk diverifikasi. Jika tidak \ / Permohonan Permohonan
akan dikembalikan kepada operator untuk diperbaiki Ya
Menerima dan melakukan verifikasi. Jika sesuai akan
3 memberikan paraf pada surat izin dan diserahkan Draft Izin, Berkas — Draft lzin, Berkas
' |kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani. Jika tidak Permohonan Permohonan
akan dikembalikan untuk diperbaiki Vi
Menerima dan melakukan verifikasi. Jika sesuai akan &
memberikan tandatangan pada surat izin dan ) . ;
> Tidak . rk

4. |diserahkan kepada loket penyerahan untuk meregister iz —/> F:;‘:&Eﬁ;t;i 5 Menit F:Z&S:mzi
izin yang terbit. Jika tidak akan dikembalikan untuk \
diperbaiki Ya
Meregister, mengarsipkan salinan izin yang terbit dan . ;

ki ; Izin, Berkas . Izin, Berkas
5. |menyerahkan surat izin asli kepada petugas loket untuk Bateicees 10 Menit Parmoharas

diserahkan kepada pemohon




DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BULELENG

BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN B

-

NOMOR S0P : SOP/XX E.03/DPMPTSPKABBULELENG/2020
TGL. PEMBUATAN : 5 Juni 2017
TGL. REVISI ; 08 Mei 2020 1
TGL. EFEKTIF : 15 Mei 2020 p
DISAHKAN OLEH KEPALA BIDANG PENYELEN t';‘,,_’r AAN PELAYANAN PERIZINAN
DAN NON PER ANB
= =0 B 3
Penata Tk. | (/ll/d)
NIP. 187680811 200803 1 001

NAMA SOP | PENERBITAN IZIN PERTANIAN

1

[DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA:

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

1. Memahami dasar hukum dan persyaratan perizinan

2 Peraturan Pemerintah Rl Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2. Mampu mengoperasikan komputer
2009 tentang Pelayanan Publik 3. Mampu berkomunikas! dengan baik
L Peraturan Menteri Dalam Negerl No. 138 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Felayanan Terpadu Satu Pintu 4. Memiliki sikap telt, Jujur can bertanggunglawal
4 Peraturan Menteri Pendayagunaaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasl No. 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan SOF AP
§ Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perizinan
8 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah
7 Peraturan Bupati Buleleng Nomor 75 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisas|, Tugas dan
Fungsl Serta Tata Kerja Dinas Daerah
B Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomer 2 Tahun 2012
tentang Perizinan
g Peraturan Bupati Buleleng Nomor 147 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non
Perizinan kepade Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perljinan Tarpadu Satu Pintu Kabupaten
Buleleng
10 Standar ISO 8001 ' 2015 Klausul 8.5
11 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Nomer 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
12 Peraturan Bupati Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisas|
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah
KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1 SOP Pererimaan Berkas 1 Komputer
2 Printer
3 ATK
4 Loket
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Apabila Penerbitan Izin Pertaman tidak dilaksanakan dengan balk, maka izin tidak dapat diterbitkan tepat waktu 1 Ekspedisi lzin




P PENERBITAN IZIN PERTANIAN

Mutu Baku

J Kegiatan Petugas Verifikasi | Tim Internal Dinas Kepala Dinas

Dinas Pertanian Pertanian Pertanian

Kepala Dinas Keteranga

Opérator DPMPTSP

Kepala Seksi Kepala Bidang Kelengkapan Waktu Output

Menerima berkas permohonan dari petugas verifikasi
dan melakukan venfikasi dokumen. Jika sesuai akan | Je
mengirimkan berkas permohonan ke Dinas Pertanian. - Tidak Berkas
Jika tidak akan dikembalikan kepada petugas verifikasi Permohonan
untuk untuk dikembalikan kepada pemohon untuk
diperbaiki/dilengkapi

5 Menit Berkas Permohonan

Memeriksa berkas permohon dan melakukan verifikasi
berkas. Jika sesuai, Tim internal Dinas akan dilakukan
survei lapangan dan verfikasi permohonan lzin. Jika / Berkas

lidak sesuai, berkas permohonan akan dikembalikan Permohonan
ke Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Ya
Perizinan B untuk dilengkapi

5 Menit Berkas Permohonan

Melakukan survei lapangan dan verifikasi berkas
permohonan. Jika sesuai akan membuatkan surat Berkas
rekomendasi. Jika tidak sesuai, akan ditolak dan Tidak _/> Pannohonsin Kondisional BAP
berkas dikembalikan ke Bidang Penyelenggaraan

Perizinan dan Non Perizinan B \

Ya
Menerbitkan surat rekomendasi dan menugaskan

petugas untuk menyerahkan kepada Bidang 3 BAP Kondisional | Surat Rekomendasi
Penyelenggaraan Penzinan dan Non Penzinan B [

Menerima surat rekomendasi dan melakukan
pencetakan serta memberikan penomoran pada surat

izin untuk diserahkan kepada Kepala Seksi untuk E
diverifikasi

Surat

Hektmendas 30 Menit Draft lzin

L

Menerima dan melakukan verifikasi. Jika sesuai akan
memberikan paraf pada surat izin dan diserahkan Tidak
kepada Kepala Bidang untuk divenfikasi. Jika tidak

akan dikembalikan kepada operator untuk diperbaiki

4
> Tidak Draft Izin 5 Menit Draft Izin

5

Menerima dan melakukan verifikasi. Jika sesuai akan
memberikan paraf pada sural izin dan diserahkan
kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani. Jika tidak \
akan dikembalikan untuk diperbaiki

Draft Izin 5 menit Draft Izin

Ya

—d

Menerima dan melakukan venfikasi. Jika sesuai akan
|memberikan tandatangan pada surat (zin dan Tidak
diserahkan kepada loket penyerahan untuk meregister N
izin yang terbit. Jika tidak akan dikembalikan untuk \\
diperbaiki Ya

Draft lzin 5 Menit lzin

|Meregiste mngarsipkan salinan izin yang terbit dan
menyerahkan surat izin asl kepada petugas loket Izin 10 Menit lzin
untuk diserahkan kepada pemohon




NOMOR SOP . SOP/XX.E.04/DPMPTSPKABBULELENG/2020

TGL. PEMBUATAN . 5 Juni 2017

TGL. REVISI : 06 Mei 2020

ITGL. EFEKTIF ;15 Mei 2020

DISAHKAN OLEH : KEPALA BIDANG PENYALENGGARAAN PELAYANAN

PERIZINAN DAN NG

\

PERIZINAN B

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BULELENG
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN B

Penata Tk, | (II/d)

NIP. 168780811 200803 1 001
NAMA SOP . PENERBITAN IZIN PERDAGANGAN
DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA:
1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 1. Memahami dasar hukum dan persyaratan perizinan
2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 86 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2. Mampu mengoperasikan komputer
2009 tentang Pelayanan Publik 3. Mampu berkomunikasi dengan balk

3 Peraturan Menteri Dalam Negerl No. 138 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu |4, Memiliki sikap teliti, jujur dan bertanggungjawab

Pintu

Peraturan Menteri Pendayagunaaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012

tentang Pedoman Penyusunan SOP AP

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tehun 2012 tentang Perizinan

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daarah

Peraturan Bupati Buleleng Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasl, Tugas dan

Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah;

B8 Paraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2
Tahun 2012 tentang Perizinan

g Peraturan Bupatl Buleleng Nomor 147 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non
Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Fintu Kabupaten
Bulaleng

10 Standar ISO 9001 ; 2015 Klausul 8.8

11 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Nomer 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

12 Peraturan Bupati Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah

;B

-

KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1 SOP Penerimaan Berkas 1 Komputer
2 Printer
3 ATK
4 Loket
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Apabila Penerbitan Izin Perdagangan tidak dilaksanakan dengan balk, maka izin tidak-dapat diterbitkan tepat 1 Ekspedisi izin

waktu




SOP PENERBITAN IZIN PERDAGANGAN

Mutu Baku
; Kegiata : i Keterangan
¥ o Operator Kepala Seksi Kepala Bidang KE‘::I\TPFI')IS“: . Kelengkapan Waktu Qutput 9
Menerima berkas permohonan dari petugas verifikasi
dan melakukan verifikasi dokumen. Jika sesuaij akan
melakukan pencetakan dan memberikan penomoran Bericas Batias Keterkaitan dengan
1. |pada surat izin untuk diserahkan kepada Kepala Seksi Gl 5 Menit Pacinihevial SOP Penerimaan
untuk diverifikasi. Jika tidak akan dikembalikan kepada Berkas
petugas verifikasi untuk untuk dikembalikan kepada
pemohaon untuk diperbaiki/dilengkapi
Menerima dan melakukan verifikasi. Jika sesuai akan W
2 memberikan paraf pada draf izin dan diserahkan Tidak / \\! Tidak Draft Izin, Berkas 5 Menit Draft Izin, Berkas
* |kepada Kepala Bidang untuk diverifikasi. Jika tidak \ / = Permohonan Permohonan
akan dikembalikan kepada operator untuk diperbaiki Ya
Menerima dan melakukan verifikasi. Jika sesuai akan
3 memberikan paraf pada surat izin dan diserahkan o Draft |1zin, Berkas 5 gt Draft Izin, Berkas
" |kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani. Jika tidak = Permohonan Permohonan
akan dikembalikan untuk diperbaiki Vo
Menerima dan melakukan verifikasi. Jika sesuai akan 4
memberikan tandatangan pada surat izin dan : "
. Tidak ; |1zin, Berk
4. |diserahkan kepada loket penyerahan untuk meregister = & > F!;'r’r‘r']?ﬁ:‘"zi 5 Menit Pznﬁo:on:i
izin yang terbit. Jika tidak akan dikembalikan untuk \
diperbaiki Ya
= Mereglst::mengarts_ipkan tl.s_allinandmn ylang ta:rt:(r: ;:Ian i, Befkas — ki, Déikas
. |menyerahkan surat izin asli kepada petugas loke Plary chirion Bariohonan

untuk diserahkan kepada pemohon




T —

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BULELENG

BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN B

NOMOR SOP : SOP/XX.E.05/DPMPTSPKABBULELENG/2020
TGL. PEMBUATAN + 5.Juni 2017
TGL. REVISI . 06 Mei 2020
TGL. EFEKTIF : 15 Mei 2020 N
DISAHKAN OLEH KEPALA BIDANG PENYE GGARAAN PELAYANAN
PERIZINAN DAN PERIZINAN B
Penata Tk. | (l1l/d)
NIP. 19780811 200803 1 001
NAMA SOP " PENERBITAN IZIN PERINDUSTRIAN

DASAR HUKUM:

KUALIFIKAS| PELAKSANA:

1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 86 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2008 tentang Pelayanan Publik

3 Peraturan Menterl Dalam Negerl No. 138 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu

4 Peraturan Menteri Pendayagunaaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasl No. 36 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan SOP AP

5 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perizinan

6 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sugunan
Perangkat Daerah

7 Peraturan Bupat| Buleleng Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasl, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah;

8 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2
Tahun 2012 tentang Perizinan

g Peraturan Bupati Buleleng Nomor 147 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non
Perizinan kepada Kepala Dinas Penanarman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Buleleng

10 Standar SO 8001 : 2015 Klausul 8.5

11 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

12 Peraturan Bupati Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi
Tugas dan Fungsl serta Tata Kerja Dinas Daerah

1. Memahami dasar hukum dan persyaratan perizinan
2. Mampu mengoperasikan komputer

3. Mampu berkomunikasi dengan balk

4. Memiliki sikap teliti, jujur dan bertanggungjawab

KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1 SOP Penerimaan Berkas 1 Komputer
2 Printer
3 ATK
4 Loket

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Apabila Penerbitan Izin Perindusirian tidak dilaksanakan dengan baik, maka izin tidak dapat diterbitkan lepat
wakiu

1 Ekspedisi izin




SOP PENERBITAN IZIN PERINDUSTRIAN

Kegiatan

Mutu Baku

Operator

Kepala Seksi

Tim Verifikasi Dinas
Perdagangan dan
Perindustrian

Kepala Seksi

Kepala Bidang

Kepala Dinas
DPMPTSP

Kelengkapan

Waktu

Output

Keterangan

Menerima berkas permchonan dari petugas verifikasi
dan melakukan verifikasi dokumen. Jika sesuai akan
menyerahkan berkas kepada Kepala Seksi. Jika tidak
akan dikembalikan kepada petugas verifikasi unluk
untuk dikembalikan kepada pemohon untuk
diperbaiki/dilengkapi

-

Berkas
Permohanan

5 Menit

Berkas
Permohonan

Menyusun jadwal survei dan Verifikasi Lapangan
dengan menginmkan surat kepada Tim verifikasi Dinas
Perdagangan dan Perindustrian

Berkas
Permohonan

60 Menit

Jadwal Survei

Melakukan survei dan verfikasi Lapangan sesuai jadwal
kemudian menyusun BAP. Jika hasil pemeriksaan
sesuai akan menyerahkan hasil BAP untuk pencetakan
draf izin. Jika tidak akan dibuatkan surat penolakan
kepada pemohon

Tidak

N
N

Ya

Jadwal Survei

Kondisional

BAP

Menerima BAP dan melakukan pencetakan serta
memberikan penomoran pada draf izin untuk
diserahkan kepada Kepala Seksi untuk diverifikasi

30 Menit

Draft lzin

Menerima dan melakukan verifikasi. Jika sesuai akan
memberikan paraf pada draf izin dan diserahkan
kepada Kepala Bidang untuk diverifikasi Jika tidak
akan dikembalikan kepada operator untuk diperbaiki

Tidak

Tidak

Ya

Draft lzin

5 Menit

Draft lzin

Menenma dan melakukan verifikasi. Jika sesuai akan
memberikan paraf pada drafizin dan diserahkan

|kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani. Jika tidak

akan dikembalikan untuk diperbaiki

Ya

Draft lzin

5 menit

Draft lzin




Mutu Baku
Tim Verifikasi Dinas .
. . Kepala D Keterangan
o. Kogistan Operator Kepala Seksi Perdagangan dan Kepala Seksi |Kepala Bidang ;?MaPT;‘I: s Kelengkapan Waktu Output
Perindustrian

Menerima dan melakukan verifikasi. Jika sesuai akan :

memberikan tandatangan pada draf izin dan . Tidak / _ )
7. |diserahkan kepada loket penyerahan untuk meregister Draft lzin 5 Menit Izin

izin yang terbit. Jika tidak akan dikembalikan untuk \

diperbaiki Ya

[Meregister,mngarsipkan salinan izin yang terbit dan _ _ _
8. |menyerahkan surat izin asli kepada petugas lokel untuk Izin 10 Menit lzin

diserahkan kepada pemohon




DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BULELENG

NOMOR SOP . SOP/XX.E.08/DPMPTSPKABBULELENG/2020

TGL. PEMBUATAN : 5.Juni 2017

[TGL. REVISI : 08 Mej 2020

[TGL. EFEKTIF ;15 Mel 2020 \

DISAHKAN OLEH : KEPALA BIDANG PEN NGGARAAN PELAYANAN

PERIZINAN DA N PERIZINAN B

BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN B

E Penata Tk. | (Ili/d)

e
NIP. 19780811 200803 1 001

NAMA SOP . PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN HIDUP

DASAR HUKUM:

KUALIFIKAS| PELAKSANA:

1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 86 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik

3 Peraturan Menteri Dalam Negerl No. 138 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu

Fintu

4 Peraturan Menteri Pendayagunaaan Aparatur Negara & Reformasl Birokrasi No. 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan SOP AP

5 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perizinan

6 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah

7 Peraturan Bupati Buleleng Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasl, Tugas dan
Fungsl Serta Tata Kerja Dinas Daerah,

8 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2
Tahun 2012 tentang Perizinan

9 Peraturan Bupati Buleleng Nomor 147 Tahun 2018 tentang Pendelegaslan Kewenangan Perizinan dan Non
Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Buleleng

10 Siandar ISO 9001 : 2015 Klausul 8.5

11 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

12 Peraturan Bupat Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi
Tugas dan Fungsi serta Tala Kerja Dinas Daerah

1. Memahami dasar hukum dan persyaratan perizinan
2. Mampu mengoperasikan komputer

3. Mampu berkomunikas| dengan balk

4. Memiliki sikap telitl, julur dan bertanggungjawab

KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1 SOP Penerimaan Berkas 1 Komputer
2 Printer
3 ATK
4 Loket
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Apabila Penerbitan Izin Lingkungan tidak dilaksanakan dengan balk, maka izin tidak dapat diterbitkan tepat
waktu

1 Ekspedisi izin




-

OP PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN HIDUP
I Pelaksana Mutu Baku
Petugas Verifikasi : ¥
Mo, Kegiatan Tim Internal Dinas Kepala Dinas 5 i Kepala Dinas Keterang,
Operator Dinas :.{Ii:ﬁi;ungan Lingkungan Hidup | Lingkungan Hidup Kepala Seksi Kepala Bidang DPMPTSP Kelengkapan Waktu Output
—
Menerima berkas permohonan dan petugas verifikasi
dan melakukan verifikasi dokumen, Jika sesuai akan .| }
mengirmkan berkas permohonan ke Dinas o= Tidak Berkas :
- Lingkungan Hidup. Jika tidak akan dikembalikan Permohonan Tionk Berkas Pormchonan
kepada petugas verifikasi untuk untuk dikembalikan
kepada pemohon untuk diperbaiki/dilengkapi
Memeriksa berkas permohon dan melakukan verifikasi w
berkas. Jika sesuai, Petugas akan mengumumkan
|permohonan lzin Lingkungan dan Tim internal Dinas /
akan dilakukan survei lapangan dan verifikasi > >— Berkas ;
2 permohonan lzin. Jika tidak sesuai, berkas ’\ Permohonan 5 Menit Berkas Permohonian
|permohonan akan dikembalikan ke Bidang i
Penyelenggaraan Penzinan dan Non Perizinan B uniuk
dilengkapi
[Melakukan Pemeriksaan dan Pembahasan Substansi.
Jika sesuai akan membuatkan surat rekomendas lzin, \ Berk BAP. Berka
3. |Jika tidak sesuai, akan ditolak dan berkas dikembalikan Tidek o B mfo o . Kondisional S nh‘:m:
ke Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non \ -
Perizinan B
Ya
Menerbitkan sural rekomendasi dan menugaskan
4. |petugas untuk menyerahkan kepada Bidang = BAP; Basicha Kondisional Barias Perrrlohonaq.
Permochanan Surat Rekomendasi
Penyelenggaraan Perizinan dan Non Penzinan B
Menerima sural rekomendasi dan melakukan | Blrkias
pencetakan serta memberikan penomoran pada surat Ll : Draft |zin, Berkas
5. izin untuk diserahkan kepada Kepala Seksi untuk |: | Perrnohona:é Sl,m“ o Permohonan
diverifikasi K Rekomendasi
Menerima dan melakukan venfikasi Jika sesuai akan
6 memberikan paraf pada surat izin dan diserahkan Tidak / \ Tidak Draft Izin, Berkas 5 Menit Draft |zin, Berkas
~ |kepada Kepala Bidang untuk diverifikasi. Jika tidak Permohonan Permohonan
akan dikembalikan kepada operator untuk diperbaiki \(
a
Menerima dan melakukan verifikasi. Jika sesuai akan
7 memberikan paraf pada surat izin dan diserahkan Draft Izin, Berkas 5 it Draft Izin, Berkas
- |kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani. Jika tidak Permohonan Permohonan
akan dikembalikan untuk diperbaiki 7
3
E e




P Mutu Baku
" Petugas Verifikasi
Kegiatan Tim internal Dinas Kepala Dinas . . Kepala Dinas Keterangan
Operator Dinas :::ﬂ:ungaﬂ Lingkungan Hidup | Lingkungan Hidup Kapale. Soksi KepalaSidang DPMPTSP Foalumgiapse Wk Ourpu
merima dan melakukan verifikasi. Jika sesuai akan
imberikan tandatangan pada surat izin dan Tidak .
imfahkan kepada loket penyerahan untuk meregister " Plzm. Bleor:z;: 5 Menit Plf:;‘f:::;:
\ yang terbit. Jika tidak akan dikembalikan untuk \.
wrbaiki Ya
wegiste mngarsipkan salinan izin yang terbit dan 3 in Berkas
inyerahkan surat izin ash kepada petugas loket F!:“’ B[emrk:: 10 Menit F'T:ﬁsh:nﬁan

luk diserahkan kepada pemohon




DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BULELENG

10
11

12

BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN B

NOMOR SOP : SOP/XX.E.07/DPMPTSPKABBULELENG/2020

TGL. PEMBUATAN + 5Juni 2017

TGL, REVISI ;06 Mei 2020

TGL. EFEKTIF ;15 Mel 2020 —

DISAHKAN OLEH : KEPALA BIDANG PENYELBNGGARAAN PELAYANAN

PERIZINAN DA| N PERIZINAN B

H Penata Tk. | (lll/d)

NIP. 19790811 200803 1 001

NAMA SOP * PENERBITAN IZIN SOSIAL

AR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA:

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Peraturan Pemerintah Rl Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik

Peraturan Menteri Dalam Negerl No. 138 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu

Peraturan Menterl Pendayagunaaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasl No. 36 Tahuh 2012

tentang Pedoman Penyusunan SOP AP

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perizinan

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah

Peraturan Bupati Buleleng Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2
Tahun 2012 tentang Perizinan

Peraturan Bupatl Buleleng Nomor 147 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non
Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Tarpadu Satu Pintu Kabupaten
Buleleng

Slandar 1SO 8001 | 2016 Klausul 8.5

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomer 11 Tahun 2018 lentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Peraturan Bupati Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah

1. Memahami dasar hukum dan persyaratan perizinan
2. Mampu mengoperasikan komputer

3. Mampu berkomunikasi dengan balk

4, Memiliki sikap telitl, jujur dan bertanggungjawab

[KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

'_1'

SOP Penerimaan Berkas

1 Komputer
2 Printer

3 ATK

4 |oket

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Apabila Penerbitan Izin Sosial tidak dilaksanakan dengan baik, maka |zin tidak dapat diterbitkan tepat waktu

1 Ekspedisi izin




SOP PENERBITAN IZIN SOSIAL

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Petugas Verifikasi Tim Internal Dinas E " Kepala Dinas Keterangan
Operator Dinas Sosial Sosial Kepala Dinas Sosial Kepala Seksi Kepala Bidang DPMPTSP Kelengkapan Waktu Output
Menernima berkas permohonan dari petugas verifikasi
dan melakukan verifikasi dokumen. Jika sesuai akan t Je
1 |mengirimkan berkas permohonan ke Dinas Sosial. Jika — o) Tidak Berkas 5 Menit Berkas
tidak akan dikembalikan kepada petugas verifikasi Permohonan Permohonan
untuk untuk dikembalikan kepada pemohon untuk
diperbaikifdilengkapi
-
Memeriksa berkas permohon dan melakukan verifikasi
berkas. Jika sesuai, Tim intemal Dinas akan dilakukan
2 survei lapangan dan verifikasi permohonan 1zin. Jika / Berkas 5 Menit Berkas
" |tidak sesuai, berkas permohonan akan dikembalikan ke Permchonan Permohanan
Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan B Ya
untuk dilengkapi
Melakukan survei lapangan dan verifikasi berkas
permohonan. Jika sesuai akan membuatkan surat
3. |rekomendasi. Jika tidak sesuai, akan ditolak dan berkas Tidak e memas Kandisional g::ﬁfhex:
dikembalikan ke Bidang Penyelenggaraan Perizinan \
dan Non Perizinan B
Ya
Menerbitkan surat rekomendasi dan menugaskan BAP. Berkas Berkas
4. |petugas untuk menyerahkan kepada Bidang I Pem"n Roman Kondisional  |Permohonan, Surat
Penyelenggaraan Perizinan dan Non Penzinan B Rekomendasi
Menerima sural rekomendasi dan melakukan Berkas
g |pencetakan serta memberikan penomoran pada surat — Permohanan, Sk Draft Izin, Berkas
izin untuk diserahkan kepada Kepala Seksi untuk E_l Surat Permohonan
diverifikasi Rekomendasi
Menerima dan melakukan verifikasi. Jika sesuai akan \ Draft. tzin
g |membenkan paraf pada surat izin dan diserahkan Tidak / \ Tidak Borkas 5 Menit Draft 1zin, Berkas
kepada Kepala Bidang untuk diverifikasi Jika tidak akan / < Farashe i Permohonan
dikembalikan kepada operator untuk diperbaiki #
a
Menerima dan melakukan verifikasi. Jika sesuai akan Draft Izin
7 memberikan paraf pada surat izin dan diserahkan e g 5 menit Draft lzin, Berkas
* |kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani. Jika tidak P Permohonan

akan dikembalikan untuk diperbaiki




Pelak Mutu Baku
No. Kegiatan Petugas Verifikasi Tim Internal Dinas Kepala Dinas Keterangan
Operator Dinas Sosial Sosial Kepala Dinas Sosial Kepala Seksi Kepala Bidang DPMPTSP Kelengkapan Waktu Output
p—
Menerima dan melakukan verifikasi. Jika sesuai akan
memberikan tandalangan pada surat izin dan F ;

B |diserahkan kepada Iokel penyerahan untuk meregister thes ilzm. E:orkas 5 Menit Izin, S.::kas
izin yang terbit. Jika tidak akan dikembalikan untuk . i % simohonan Permohonan
diperbaiki Ya
Meregiste, mngarsipkan salinan izin yang terbit dan . .

9. [menyerankan surat izin asi kepada petugas loket untuk P"‘"' Ble’:z 10 Menit i

diserahkan kepada pemohon




NOMOR SOP : SOP/XX.E 08/DPMPTSPKABBULELENG/2020
TGL. PEMBUATAN : 5 Juni 2017
TGL, REVISI . 06 Me) 2020
TGL. EFEKTIF . 15 Mei 2020 \
DISAHKAN OLEH KEPALA BIDANG PEN GGARAAN PELAYANAN
PERIZINAN D PERIZINAN B
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BULELENG
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN B %ﬁmmw
. Penata Tk. | (lll/d)
NIP. 19780811 200803 1 001
NAMA SOP . PENERBITAN IZIN KOPERAS| DAN UKM_
[DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA:

1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanar Publik

2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 86 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nemor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik

3 Peraturan Menterl Dalam Negeri No. 138 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu

4 Peraturan Menter Pendayagunaaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi No, 356 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan SOP AP

5 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perizinan

6 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah

7 Peraturan Bupati Buleleng Nomor 76 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah;

8 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2
Tahun 2012 tentang Perizinan

9 Peraturan Bupati Buleleng Nomor 147 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non
Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perifinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Buleleng

10 Standar |SO 8001 : 2015 Klausul 8.5

11 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

12 Peraturan Bupatl Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi
Tugas dan Fungs| serta Tata Kerja Dinas Daerah

1. Memahami dasar hukum dan persyaratan parizinan
2. Mampu mengoperasikan komputer

3. Mampu berkomunikasi dengan balk

4. Memilikl sikap telti, jujur dan bertanggungjawab

tepat waktu

|KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1 SOP Penerimaan Berkas 1 Komputer
2 Printer
3 ATK
4 Loket
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Apabila Penerbitan lzin Koperas| dan UMKM tidak dilaksanakan dengan baik, maka izin tidak dapat diterbitkan 1 Ekspedisi izin




SOP PENERBITAN IZIN KOPERASI DAN UKM

Mutu Baku
No. Kegiatan i
9 Operator Kepala Seksi Kepala Bidang K;';ah;apg:s": ® Kelengkapan Waktu OQutput Katrangan
Menerima berkas permohonan dari petugas verifikasi
dan melakukan verifikasi dokumen. Jika sesuai akan
melakukan pencetakan dan memberikan penomoran Berkas Boikas Keterkaitan dengan
1. |pada surat izin untuk diserahkan kepada Kepala Seksi Pérmobinit 5 Menit Parriotionss SOP Penerimaan
untuk diverifikasi. Jika tidak akan dikembalikan kepatia Berkas
petugas verifikasi untuk untuk dikembalikan kepada
pemohon untuk diperbaiki/dilengkapi
Menerima dan melakukan verifikasi. Jika sesuai akan
5 memberikan paraf pada draf izin dan diserahkan Tidak /\, Tidak Draft Izin, Berkas 5 Menit Draft Izin, Berkas
* |kepada Kepala Bidang untuk diverifikasi. Jika tidak \ / - Permohonan Permohonan
akan dikembalikan kepada operator untuk diperbaiki Ya
Menerima dan melakukan verifikasi. Jika sesuai akan
3 memberikan paraf pada surat izin dan diserahkan Draft Izin, Berkas 5 prieit Draft Izin, Berkas
" |kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani. Jika tidak Permohonan Permohonan
|akan dikembalikan untuk diperbaiki Ya
Menerima dan melakukan verifikasi. Jika sesuai akan |
memberikan tandatangan pada surat izin dan : ;
4. |diserahkan kepada loket penyerahan untuk meregister Hask / F!::T']s:;::i 5 Menit ;:gf::::i
izin yang terbit. Jika tidak akan dikembalikan untuk \
diperbaiki Ya
Meregister, mengarsipkan salinan izin yang terbit dan T 2. Bt
5. |menyerahkan surat izin asli kepada petugas loket Pern:mhonan 10 Menit Penﬁohonan

untuk diserahkan kepada pemohon




DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BULELENG

BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN B

NOMOR SOP : SOPMXX.E.09/DPMPTSPKABBULELENG/2020
TGL. PEMBUATAN + 5 Juni 2017
TGL. REVISI : 08 Mei 2020
TGL. EFEKTIF : 15 Mei 2020 i
DISAHKAN OLEH KEPALA BIDANG PENY NGGARAAN PELAYANAN
PERIZINAN DA N PERIZINAN B
l Penata Tk. | (Ill/d)
NIP. 19780811 200803 1 001
NAMA SOP . PENERBITAN IZIN KESEHATAN

DASAR HUKUM:

KUALIFIKAS| PELAKSANA:

1
2

3

10
11

12

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Peraturan Pemerintah RI Nomor 98 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2008 tentang Pelayanan Publik

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 138 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Palayanan Terpadu Satu
Pintu

Peraturan Menterl Pendayagunaaan Aparatur Negara & Reformasl Birokrasl No. 35 Tahun 2012

tentang Pedoman Penyusunan SOP AP

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perizinan

Peraluran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah

Peraturan Bupall Buleleng Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasl, Tugas dan
Fungs| Serta Tata Kerja Dinas Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2
Tahun 2012 tentang Perizinan

Peraturan Bupatl Buleleng Nomor 147 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non
Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Buleleng

Standar ISO 8001 : 2015 Klausul 8.5

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Peraturan Bupati Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi
Tugas dan Fungsi serte Tata Kerja Dinas Daerah

1. Memahami dasar hukum dan persyaratan perizinan
2. Mampu mengoperasikan komputer

3. Mampu berkomunikasi dengan balk

4. Memiliki sikap teliti, jujur dan bertanggungjawab

KETERKAITAN:

1

SOP Penerimaan Berkas

1 Komputer
2 Printer

3 ATK

4 Loket

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDA

TAAN:

Apabila Penerbitan Izin kesehatan tidak dilaksanakan dengan baik, maka |zin lidak dapat diterbitkan tepat waktu

1 Ekspedisi izin




SOP PENERBITAN IZIN KESEHATAN

Pelaksana Mutu Baku
Petugas Tim Internal " Ketarahaan
P Kegiatan Operator Verifikasi Dinas Dinas Kapaia Dinns Kepala Seksi | Kepala Bidang Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output g
Kesehatan DPMPPTSP
Kesehatan Kesehatan
|Menerima berkas permohonan dari petugas verifikasi
dan melakukan verifikasi dokumen. Jika sesuai akan ( }e Keterkaitan dengan
1 |mengirimkan berkas permohonan ke Dinas Kesehatan b Tidak Berkas 5 Menit Berkas SOP Penerimaan
* |Jika tidak akan dikembalikan kepada petugas verifikasi Permohonan Permohonan Barids
untuk untuk dikembalikan kepada pemohon untuk
diperbaiki/dilengkapi
|Memeriksa berkas permohon dan melakukan verifikasi
berkas. Jika sesuai, Tim intemnal Dinas akan dilakukan )
2 survei lapangan dan verifikasi permohonan lzin Berkas 5 Menit Berkas
" |Kesehatan. Jika tidak sesuai, berkas permohonan akan Permohonan Permohonan
dikembalikan ke Bidang Penyelenggaraan Perizinan Ya
dan Non Perizinan B untuk dilengkapi
Melakukan survei lapangan dan verifikasi berkas
permohonan, Jika sesuai akan membuatkan surat A Berkas . BAP. B 5
3. |rekomendasi. Jika tidak sesuai, akan ditolak dan Tidak / B Kondisional Parmehonen
berkas dikembalikan ke Bidang Penyelenggaraan \
Perizinan dan Non Perizinan B
Ya
Menerbitkan surat rekomendasi dan menugaskan '4 BAP. Berkas . Berkas
4. |petugas untuk menyerahkan kepada Bidang | Pemionan Kondisional |Permohonan, St:lrat
Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan B Rekomendasi
Menerima surat rekomendasi dan melakukan Berkas )
5 pencetakan serta memberikan penomoran pada surat Ll Permohonan, 30 Menit Draft Izin, Berkas
" |izin untuk diserahkan kepada Kepala Seksi untuk | Surat Permohonan
divernifikas g Rekomendasi
Menerima dan melakukan verifikasi. Jika sesuai akan N Draft izin, _
g |memberikan paraf pada surat izin dan diserahkan Tidak i Tidak ki sMent | Dr@ft 1zin, Berkas
' |kepada Kepala Bidang untuk diverifikasi. Jika tidak \\ /\ Hrermcihonan Permohonan
akan dikembalikan kepada operator untuk diperbaiki 7
Menerima dan melakukan verifikasi. Jika sesuai akan Draft Izin, )
- memberikan paral pada surat izin dan diserahkan i 5 menit Draft Izin, Berkas
' |kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani. Jika tidak / Parahonan Permohonan

akan dikembalikan unluk diperbaiki

Ya




Pelaksana Mutu Baku
Petugas Tim Internal . :
Kegiatan
- Operator | Verifikasi Dinas Dinas K:"e:::hgt'::‘ Kepala Seksi | Kepala Bidang ';eg;';ggf Kelengkapan | Waktu Output aerRAam
Kesehatan Kesehatan
""""*--:
Menerima dan melakukan verifikasi. Jika sesuai akan
memberikan tandatangan pada surat izin dan : ;
diserahkan kepada loket penyerahan untuk meregister h Tk / > thm' B: s 5 Menit Plzln, S:Orkas
izin yang terbit. Jika tidak akan dikembalikan untuk B semohonan Srotonsn
diperbaiki Ya
Meregiste, mngarsipkan salinan izin yang terbit dan " )
o : Izin, Berkas 5 |zin, Berkas
menyerahkan surat izin asli kepada petugas loket untuk Harohonan 10 Menit BariohonaR

diserahkan kepada pemohon




NOMOR SOP : SOP/XX.E.10/DPMPTSPKABBULELENG/2020

TGL. PEMBUATAN : 5Juni 2017

TGL. REVISI : 06 Mei 2020

TGL. EFEKTIF : 15 Mei 2020 \

DISAHKAN OLEH H KEPALA BIDANG PENYBLENGGARAAN PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN BULELENG
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN B l_
Penata Tk. | (11/d)
NIP. 19790811 200803 1 001
NAMA SOP __PENERBITAN IZIN PARIWISATA
DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA:

1 Undang-undang Nomeor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 1. Memahami dasar hukum dan persyaralan perizinan
2 Peraturan Pemerintah Rl Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2. Mampu mangoperasikan komputer

2000 tentang Pelayanan Publik 3. Mampu berkomunikasi dengan balk

3 Peraturan Menter| Dalam Negeri No. 138 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu |4. Memillkl sikap telitl, |ujur dan bertanggung|awab
Pintu

4 Peraturan Menteri Fendayagunaaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi No, 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan SOP AP

§ Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perizinan

6 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah

7 Peraturan Bupati Buleleng Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah;

B Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2
Tahun 2012 tentang Perizinan

g Peraturan Bupati Buleleng Nomor 147 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non
Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Buleleng

10 Standar |SC 8001 ; 2015 Klausul 8.5

11 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

12 Peraturan Bupatl Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasl
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah

|KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1 SOP Penerimaan Berkas 1 Komputer
2 Printer
3 ATK
4 Loket
|PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Apabila Penerbitan Izin Pariwisata tidak dilaksanakan dengan baik, maka izin lidak dapatditerbitkan tepat waktu 1 Ekspedisi izin




SOP PENERBITAN IZIN PARIWISATA

No.

Kegiatan

Pelaksana

Mutu Baku

Petugas
Verifikasi

Staf Seksi Perizinan
dan Non Perizinan
8.

Kepala Seksi

Kepala Bidang

Tim Teknis
Kab. Buleleng

Operator

Kepala Dinas
DPMPTSP

Kelengkapan

Waktu

Output

Keterangan

Menenma berkas permohonan dan petugas verifikas)
dan melakukan verifikasi dokumen. Jika sesuai, akan
dibuatkan sural koordinasi ke Dinas Pariwisata. Jika
tidak akan dikembalikan kepada petugas verifikasi
untuk untuk dikembalikan kepada pemohon untuk
diperbaiki/dilengkapi

Berkas
Permochonan

5 Menit

Berkas Permohonan

Menyusun Sural Undangan dan menyerahkan kepada
Kepala Seksi untuk divenfikasi

Berkas

30 Menit

Draf Surat Undangan

Menerima dan melakukan verifikasi surat koordinasi
Jika sesuai, akan memberikan paraf pada surat
koordinasi Jika tidak, akan dikembalikan kepada staf
untuk diperbaiki

Tidak

Tidak

Draf Surat
Undangan

5 Menit

Draf Surat Undangan

Menerima dan melakukan verifikasi surat koordinasi,
Jika sesuai, akan memberikan tandatangan pada surat
koordinasi dan menugaskan staf untuk mengirimkan
surat koordinasi ke Dinas Pariwisata. Jika tidak, akan
dikembalikan kepada staf untuk diperbaiki

Draf Surat
Undangan

5 Menit

Sural Undangan

Mengundang dan melakukan verifikas: lapangan dan
pengumpulan data serta menyusun BAP Jika hasil
pemeriksaan sesuai akan menyerahkan hasil BAP
untuk pencetakan draf izin Jika tidak akan dibuatkan
sural penolakan kepada pemohon

Tidak

e
N

Ya

Surat Undangan

Kondisional

Jacwal,

Menerima BAP dan melakukan pencetakan serla
memberikan penomoran pada draf zin untuk
diserahkan kepada Kepala Seks: untuk diverifikasi

g
L

BAP

30 Menit

Draft lzin

Menenma dan melakukan verfikasi Jika sesuai akan
memberikan paraf pada draf izin dan diserahkan
kepada Kepala Bidang untuk diverfikas: Jika tidak
akan dikembalikan kepada operator untuk diperbaiki

Tidak

Ya

Draft lzin

5 Menit

Draft Lzin




Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Staf Seksi Perizinan Katarin
Petugas Tim Teknis Kepala Dinas gan
Verifikasi dan Nnnﬂ :;wlzlnnn Kepala Seksi Kepala Bidang Kab. Buleleng Operator DPMPTSP Kelengkapan Waktu Qutput
[Menerima dan melakukan verifikasi. Jika sesuai akan Tidak
8 memberikan paraf pada draf izin dan diserahkan Tidak ; g
kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani Jika tidak \/ Oraki:an Bizmson it
akan dikembalikan untuk diparbaiki ™ ¥a
Menerima dan melakukan verifikasi. Jika sesuai akan
memberikan tandatangan pada draf izin dan
9 |diserahkaen kepada loket penyerahan untuk meregister Izin 5 Menil Izin
izin yang terbil. Jika tidak akan dikembalikan urduk
|diperbaiki Ya
Meregister, mengarsipkan salinan izin yang terbit dan
10. |menyerahkan surat izin asli kepada petugas loket Izin 10 Menit Izin

uniuk diserahkan kepada pemohon




= T — e = .

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BULELENG

BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN B

NOMOR SOP : SOP/XX.E.11/DPMPTSPKABBULELENG/2020

TGL. PEMBUATAN + 6 .Juni 2017

TGL. REVISI : 06 Mel 2020 i

TGL. EFEKTIF : 15 Mei 2020 |

DISAHKAN OLEH g KEPALA BIDANG PENY GGARAAN PELAYANAN

PERIZINAN DAN PERIZINAN B

L Penata Tk. | (Ili/d)
NIP. 19790811 200803 1 001

. PENERBITAN IZIN TEMPAT USAHA MINUMAN BERALKOHOL

NAMA SOP (8ITU-MB)

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik

2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 86 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun
2008 tentang Pelayanan Publik

3 Peraturan Menteri Dalam Negerl No. 138 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu

4 Peraturan Menter| Pendayagunasan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi No. 36 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan SOP AP

5 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin

68 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Ijin Tempat Penjualan
Minuman Beralkohol.

7 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perizinan

8 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah

8 Peraturan Bupatl Buleleng Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisas|, Tugas dan
Fungs/ Serta Tata Kerja Dinas Daerah;

10 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2
Tehun 2012 tentang Perizinan

11 Peraturan Bupat| Buleleng Nomor 147 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Penzinan dan Non
Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perjinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Buleleng

12 Standar ISO 9001 2015 Klausul 8.6

11 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

12 Peraturan Bupati Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah

1. Memahami dasar hukum dan persyaratan perizinan
2 Mampu mengoperasikan komputer

3. Mampu berkomunikasi dengan balk

4. Memiliki sikap teliti, Jujur dan bertanggungjawab

KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1 SOP Penenmaan Berkas 1 Komputer
2 Printer
3 ATK
4 Loket
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Apabila Penerbitan Izin Pendidikan tidak dilaksanakan dengan baik, maka izin tidak dapat diterbitkan tepat waktu 1 Ekspedisi izin




BOP PENERBITAN [ZIN TEMPAT USAHA MINUMAN BERALKOHOL (SITU-MB)

—

No.

Kegiatan

Mutu Baku

Petugas
Verifikasi

Tim Teknis

Pemohon

Penerimaan

Operator

Kepala Seksi

Kepala Bidang

Kepala Dinas
OPMPTSP

Kelengkapan

Waktu

Keterangan

Menerima berkas permohonan dari petugas verifikas
dan melakukan verifikasi dokumen Jika sesuai akan
menyerahkan berkas kepada Kepala Seksi. Jika tidak
akan dikembalikan kepada petugas verifikasi untuk untuk
dikembalikan kepada pemahon untuk
diperbaikifdilengkapi

)

Berkas Permohonan

5 Menit

Berkas Permohanan

Melakukan pemenksaan Lapangan dan menyusun BAP
Jika hasil pemeriksaan sesuai menghitung besaran
retribusi dan menyerahkan hasil BAP kepada operator
unluk pencetakan draf izin Jika tidak akan dibuatkan
sural penolakan kepada pamohon

Jadwal Survei

Kondisional

Menerima BAP dan melakukan perhilungan serta
penetapan SKRD untuk dibayarkan oleh Pemohan

n

60 Menit

SKRD

Membayar sesuai dengan besaran retribusi yang

|dibayarkan ke Bendahara Penerimaan

SKRD

5 Menit

SKRD

|Menarima pembayaran Retribusi dan membuatkan serta

yerahkan Bukti Pembay
Pemahon

1 Retnbus: kepada

SKRD

10 Menit

Bukti Pembayaran

Menerima dan menyerahkan bukl pembayaran retribusi
kepada Petugas untuk dilakukan pencetakan zin

Bukt Pembayaran

5 Menit

Bukti Pembayaran

| per serta berikan penomaran
pada draf izin untuk diserahkan kepada Kepala Seksi

untuk diverifikas:

Bukti Pembayaran

30 Menit

Draft lzin

Menerima dan melakukan verifikasi. Jika sesuai ahkan
memberikan paraf pada draf izin dan diserahkan kepada
Kepala Bidang untuk divenfikasi Jika lidak akan

dikembalikan kepada operator untuk diperbaiki

Tidak

Draft lzin

5 Menit

Draft lzin

Manerima dan melakukan verifikasi. Jika sesual akan
memberikan parafl pada draf izin dan diserahkan
kepada Kepala Dinas untuk ditandalangani. Jika tidak
akan dikembalikan untuk diperbaiki

Draft Izin

5 menit

Draft lzin




E P Wty Baku
. Kagistan Fotugan Tim Teknis Pemohon Banasher Operator Kepala Seksi | Kepala Bida Kapala Sharsn Kelengkapan Waktu Output Katermngan
Verifikasi Penerimaan o o nd DPMPTSP ghap
—
Menerima dan melakukan verifikasi. Jika sesual akan il
10 memberikan tandatangan pada draf izin dgn_ diserahkan _/ 5 Menit izin
kepada loket penyerahan untuk meregister 1zin yang \
terbit Jika hidak akan dikembalikan untuk diperbaiki i W
—_—
Meregister mngarsipkan salinan izin yang terbit dan
11 |menyerahkan surat izin asli kepada petugas loket untuk Izin 10 Menit Izin
diserahkan kepada pemohon
—




P —

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BULELENG

NOMOR SOP : SOP/XX.E.12/DPMPTSPKABBULELENG/2020

TGL. PEMBUATAN : 5Juni 2017

TGL. REVISI : 06 Mei 2020

TGL. EFEKTIF : 15 Mei 2020 |

DISAHKAN OLEH : KEPALA BIDANG PENYERENGGARAAN PELAYANAN

PERIZINAN DAN NON PERIZINAN B

BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN B

Penata Tk. | (Illid)
NIP. 19790811 200803 1 001

NAMA SOP : PENERBITAN SURAT REKOMENDAS| PENELITIAN

DASAR HUKUM:

KUALIFIKAS| PELAKSANA:

1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik

Pintu

4 Peraturan Menterl Pendayagunaaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012
tantang Pedoman Penyusunan SOP AP

§ Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perizinan

6 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah

7 Peraturan Bupati Buleleng Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasl, Tugas dan
Fungsl Serta Tata Kerja Dinas Daerah;

8 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2017 lentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2
Tahun 2012 tentang Perizinan

g Peraturan Bupat| Buleleng Nomor 147 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non
Perizinan kepada Kepala Dinas Penanarnan Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Buleleng

10 Standar ISO 9001 : 2015 Klausul 8.5

11 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 lentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

12 Peraturan Bupati Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi
Tugas dan Fungsl serta Tata Kerja Dinas Daerah

3 Peraturan Menter| Dalam Negerl No. 138 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu

1. Memahami| dasar hukum dan persyaratan perizinan
2. Mampu mengoperasikan komputer

3. Mampu berkomunikasl dengan baik

4. Memiliki slkap telitl, jujur dan bertanggunglawab

|KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1 SOP Penerimaan Berkas 1 Komputer
2 Printer
3 ATK
4 Loket

|PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Apablla Penerbitan Sural Rekomendas| Penelitian lidak dilaksanakan dengan balk, maka Sural rekomendasi lidak
dapat diterbitkan tepat waktu

1 Ekspedisi izin




SOP PENERBITAN SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

Mutu Baku
No. Kegiatan . Kepala Dinas Keterangan
Operator Kepala Seksi Kepala Bidang DPMPTSP Kelengkapan Waktu Output
Menerima berkas permohonan dari petugas verifikasi
dan melakukan verifikasi dokumen. Jika sesuai akan
melakukan pencetakan dan memberikan penomoran '
: : Keterkaitan dengan
pada surat rekomendasi untuk diserahkan kepada Berkas ; Berkas “eng
1. ; S T 5 Menit SOP Penerimaan
Kepala Seksi untuk diverifikasi. Jika tidak akan Permohonan Permohonan Boikin
dikembalikan kepada petugas verifikasi untuk untuk *
dikembalikan kepada pemohon untuk
diperbaiki/dilengkapi
it R paca g ST FabORaas gy , Brek Sy Dt Bt
. p P . IS St Tidak / \ Tidak Rekomendas, ; Rekomendas,
2. |diserahkan kepada Kepala Bidang untuk diverifikasi. \ /,1 Borkas 5 Menit Barkas
Jl_ka tldgk_ akan dikembalikan kepada operator untuk Pirinahician Betnchonan
diperbaiki Ya
Menerima dan melakukan verifikasi. Jika sesuai akan Draft Surat Draft Surat
3 memberikan paraf pada surat rekomendasi dan = Rekomendas, 5 menit Rekomendas,
' |diserahkan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani. < Berkas Berkas
Jika tidak akan dikembalikan untuk diperbaiki e Permohonan Permohonan
e e e, !
3 9 P el . Tidak Rekomendas, g Rekomendas,
4. |diserahkan kepada loket penyerahan untuk meregister \ Barices 5 Menit Beikiis
izin yang _terblL Jika tidak akan dikembalikan untuk Bansohonai Fernahioiat
diperbaiki Ya
. . . " . Surat Surat
Mereglster,mengars‘tplkan galman izin yang terbit dan Rekomendas, . Rekomendas,
5. |menyerahkan surat izin asli kepada petugas loket 10 Menit
ntuk diserahkan kepada pemohon Berkas DRaE
i ! paca;pe Permohonan Permohonan




NOMOR SOP : SOP/XX.E.13/DPMPTSPKABBULELENG/2020
TGL., PEMBUATAN = §.Juni 2017
TGL. REVISI - 06 Mel 2020
TGL, EFEKTIF - 15 Mel 2020
DISAHKAN OLEH KEPALA BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN

PERIZINAN D. N PERIZINAN B
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BULELENG
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN B l_
N Penata Tk. | (lll/d)
NIP. 18790811 200803 1 001

NAMA SOP — PENERBITAN IZIN KETENAGAKERJAAN

DASAR HUKUM:

KUALIFIKAS PELAKSANA:

1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik

2 Peraturan Pamerintah Rl Nomor 98 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publlk

Pintu

4 Peraturan Menterl Pendayagunaaan Aparatur Negara & Reformasi Birckrasi No. 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan SOP AP

5 Peraturan Daaran Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perizinan

6 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah

7 Peraturan Bupat| Buleleng Nomor 76 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organigasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah;

8 Peraturan Daarah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomaor 2
Tahun 2012 tentang Perizinan

9 Peraturan Bupatl Buleleng Nomor 147 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non
Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Buleleng

10 Standar ISO 8001 : 2015 Klausul 8.5

11 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Namor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

12 Peraturan Bupati Buleleng Nomor 4 Tahur 2020 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasl
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah

3 Peraturan Menterl Dalam Negeri No. 138 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu

1. Memahami dasar hukum dan persyaratan perizinan
2. Mampu mengoperasikan komputer
3. Mampu berkomunikas| dengan balk
4 Memiliki sikap telitl, Jujur dan bertanggungjawab

waktu

|KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1 SOP Penerimaan Berkas 1 Komputer
2 Printer
3 ATK
4 Loket
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Apabila Penerbitan Izin Ketenagakerjaaan tidak dilaksanakan dengan baik, maka izin tidak dapat diterbitkan tepat 1 Ekspedis| izin




PENERBITAN IZIN KETENAGAKERJAAN

Kegiatan

Pelaksana

Mutu Baku

Operator

Petugas Verifikasi Dinas
Tenaga Kerja

Tim Internal Dinas
Tenaga Kerja

Kepala Dinas Tenaga
Kerja

Kepala Seksi

Kepala Bidang

Kepala Dinas
DPMPTSP

Kelengkapan

Waktu

Output

Keterang

ima berkas permohonan dari petugas verifikasi
melakukan verifikasi dokumen. Jika sesual akan
iimkan berkas permohonan ke Dinas Tenaga
Jika tidak akan dikembalikan kepada petugas
verifikasi untuk untuk dikembalikan kepada pemohon
untuk diperbaiki/dilengkapi

Tidak

Berkas
Permohonan

5 Menit

Permohonan

iksa berkas permohon dan melakukan verifikasi

. Jika sesuai, Tim intemnal Dinas akan dilakukan
survei lapangan dan verifikasi permohonan Izin. Jika
tidak sesuai, berkas permohonan akan dikembalikan
ke Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non
Pernizinan B untuk dilengkapi

Berkas
Permohonan

5 Menit

Berkas
Permohanan

Melakukan survei lapangan dan verifikasi berkas
|permohonan. Jika sesuai akan membuatkan surat
rekomendasi. Jika tidak sesuai, akan ditolak dan
berkas dikembalikan ke Bidang Penyelenggaraan

Perizinan dan Non Perizinan B

Berkas
Permohanan

Kondisional

BAP

Menerbitkan surat rekomendasi dan menugaskan
as untuk menyerahkan kepada Bidang
yelenggaraan Penzinan dan Non Perizinan B

¥a

BAP

Kondisional

Surat Rekomendasi

Menerima sural rekomendasi dan melakukan
pencetakan serta memberikan penomoran pada surat
izin untuk diserahkan kepada Kepala Seksi untuk
diverifikas:

Surat
Rekomendasi

30 Menit

Draft Izin

Menerima dan melakukan verifikasi Jika sesuai akan

membenkan paraf pada surat izin dan diserahkan

kepada Kepala Bidang untuk diverifikasi. Jika tidak
|akan dikembalikan kepada operator untuk diperbaiki

Tidak

Tidak

:\/

Draft |zin

5 Menit

Draft |zin

Menerima dan melakukan verifikasi. Jika sesuai akan
memberikan paraf pada sural izin dan diserahkan
kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani. Jika tidak
mkan dikembalikan untuk diperbaiki

Draft lzin

5 menit

Izin




Pelaksana Mutu Baku
Kegiatan i s in . Keterangan
Petugas Verifikasi Dinas | Tim Internal Dinas Kepala Dinas Tenaga i Kepala Dinas
Operator Tenaga Kerja Tenaga Kerja Kerja Kepala Seksi Kepala Bidang DPMPTSP Kelengkapan Waktu Output
—
anerima dan melakukan vernfikasi. Jika sesuai akan
smberikan tandatangan pada surat izin dan - Tidak
sarahkan kepada loket penyerahan untuk meregister Izin 5 Menit Izin
1 yang terbit. Jika tidak akan dikembalikan untuk
: Ya

eregiste,mngarsipkan salinan izin yang terbit dan -

Izin 10 Menit Izin

enyerahkan surat izin asli kepada petugas loket
Muk diserahkan kepada pemohon




NOMOR SOP : SOP/XX.E.14/DPMPTSPKABBULELENG/2020

TGL. PEMBUATAN : 5.Juni 2017

TGL. REVISI : 06 Mei 2020

TGL. EFEKTIF : 15 Mei 2020

DISAHKAN OLEH : KEPALA BIDANG PENYERENGGARAAN PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN B

KABUPATEN BULELENG ‘_

Penata Tk. | (llI/d)
NIP. 19790811 200803 1 001

NAMA SOP . PENERBITAN IZIN KEBUDAYAAN
DASAR HUKUM: KUALIFIKAS| PELAKSANA:
1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik 1. Memahami dasar hukum dan persyaratan perizinan
2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2. Mampu mengoperasikan komputer
2009 tentang Pelayanan Publik 3. Mampu berkomunikasl dengan baik

3 Peraturan Menteri Dalam Negerl No. 138 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu (4. Memilik| sikap teliti, Jujur dan bertanggungjawab
Pintu

4 Peraluran Menleri Pendayagunaaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan SOP AP

5 Peraluran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perizinan

6 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah

7 Peraturan Bupati Buleleng Nomor 756 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsl Serta Tata Kerja Dinas Daerah;

B Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Alas Peraturan Daerah Nomor 2
Tahun 2012 tentang Perizinan

9 Peraturan Bupati Buleleng Nomaor 147 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non
Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Buleleng

10 Standar ISO 8001 : 2015 Klausul 8.5

11 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

12 Peraturan Bupati Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisas|
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah

KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1 SOP Penerimaan Berkas 1 Komputer
2 Printer
3 ATK
4 Loket
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Apabila Penerbitan lzin Membawa Cagar Alam tidak dilaksanakan dengan balk, maka4zin tidak dapat diterbitkan 1 Ekspedisi izin

tepat waktu dan adanya indikasi cagar alam dibawa keluar tidak membawa izin




-

DP PENERBITAN IZIN KEBUDAYAAN

—

Mutu Baku
P Kagas Operator Kepala Seksi Kepala Bidang K;':;:‘apgis": 3 Kelengkapan Waktu Output Keterangan
Menerima berkas permohonan dari petugas verifikasi
dan melakukan verifikasi dokumen. Jika sesuai akan
melakukan pencetakan dan memberikan penomoran Beikas Borkas Keterkaitan dengan
1. |pada surat izin untuk diserahkan kepada Kepala Seksi ( ) A 5 Menit Barmrahondn SOP Penerimaan
untuk diverifikasi. Jika tidak akan dikembalikan kepada : Berkas
petugas verifikasi untuk untuk dikembalikan kepada
pemohon untuk diperbaiki/dilengkapi
Menerima dan melakukan verifikasi. Jika sesuai akan \
2 memberikan paraf pada draf izin dan diserahkan Tidak / \ ~ Tidak Draft Izin, Berkas 5 Menit Draft Izin, Berkas
' |kepada Kepala Bidang untuk diverifikasi. Jika tidak \ /‘ Permohonan Permohonan
akan dikembalikan kepada operator untuk diperbaiki ¥a
Menerima dan melakukan verifikasi. Jika sesuai akan
4 memberikan paraf pada surat izin dan diserahkan Draft lzin, Berkas o Draft lzin, Berkas
" |kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani. Jika tidak Permohonan Permohonan
akan dikembalikan untuk diperbaiki -
Menerima dan melakukan verifikasi. Jika sesuai akan |
memberikan tandatangan pada surat izin dan ik /
diserahkan kepada loket penyerahan untuk meregister iin: Barkas Bk Gl
4. |izin yang terbit dan menugaskan staf untuk \ Perr%ohonan 5 Menit Pem’whonan
mengirimkan surat tembusan kepada dinas kesbangpol Ya
untuk pengawasan penelitian. Jika tidak akan
dikembalikan untuk diperbaiki
Meregister,mengarsipkan salinan izin yang terbit dan
menyerahkan surat izin asli kepada petugas loket untuk Izin, Berkas Izin, Berkas
5. |diserahkan kepada pemohon serta Mengirimkan surat Permohonan, 30 Menit Permaohonan,
tembusan kepada Dinas Kesbangpol untuk Surat Tembusan Surat Tembusan

pengawasan penelitian yang telah diterbitkan




DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BULELENG

NOMOR SOP : SOP/XX.E.16/DFMPTSPKABBULELENG/2020
TGL. PEMBUATAN : 5 Juni 2017
TGL. REVISI : 06 Mei 2020
TGL. EFEKTIF : 15 Mei 2020

DISAHKAN OLEH ] KEPALA BIDANG PENYHULENGGARAAN PELAYANAN

BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN B

Penata Tk. | (IllKd)
NIP. 19790811 200803 1 001

NAMA SOP : PENERBITAN IZIN KEARSIPAN

DASAR HUKUM:

KUALIFIKAS| PELAKSANA:

1
2

3

10
i

12

Undang-undang Nomaor 25 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik

Peraturan Pemerintah RI Nomor 98 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik

Peraturan Menterl Dalam Negeri No. 138 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu

Peraturan Menteri Pendayagunaaan Aparatur Negara & Reformasi Birokras| No. 35 Tahun 2012

tentang Pedoman Penyusunan SOP AP

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perizinan

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah

Peraturan Bupati Buleleng Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungs| Serta Tata Kerja Dinas Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Alas Peraturan Daerah Nomor 2
Tahun 2012 tentang Perizinan

Peraturan Bupati Buleleng Nomor 147 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non
Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Buleleng

Standar 1SO 9001 : 2015 Klausul 8.5

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2018 lentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Peraturan Bupati Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasl
Tugas dan Fungsl serta Tata Kerja Dinas Daerah

1. Memahami dasar hukum dan persyaratan perizinan
2. Mampu mengoperasikan komputer

3. Mampu berkomunikasl dengan baik

4. Memliiki sikap teliti, jujur dan bertanggungjawab

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1

SOF Penerimaan Berkas

1 Komputer
2 Printer

3 ATK

4 Loket

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Apabila Penerbitan 1zin Kearsipan dilaksanakan dengan baik, maka izin tidak dapat diterbitkan lepat waktu

1 Ekspedisi izin




IERBITAN IZIN KARSIPAN

—

Pelaksana

Mutu Baku

Kegiatan

Operator

Petugas Verifikasi Dinas
Arsip dan Perpustakaan

Tim Internal Dinas
Arsip dan
Perpustakaan

Kepala Dinas Arsip
dan Perpustakaan

Kepala Seksi

Kepala Bidang

Kepala Dinas
DPMPTSP

Kelengkapan

Waktu

Output

Keterangan

—

nerima berkas permohonan dan petugas verifikasi
1 melakukan verifikasi dokumen. Jika sesuai akan
ngiimkan berkas permohonan ke Dinas Arsip dan
(pustakaan. Jika tidak akan dikembalikan kepada

verifikasi untuk untuk dikembalikan kepada
mohon untuk diperbaiki/dilengkapi

Tidak

Berkas
Permohonan

5 Menit

Berkas
Permchonan

C—

imerksa berkas permohon dan melakukan verifikasi
tkas. Jika sesuai, Tim internal Dinas akan dilakukan
'vel lapangan dan verifikasi permohonan Izin. Jika
uk sesuai, berkas permohonan akan dikembalikan
Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non
fizinan B unluk dilengkapi

Berkas
Permohonan

5 Menit

Berkas
Permohonan

L

Mskukan survei lapangan dan verifikasi berkas
fmohonan. Jika sesuai akan membuatkan surat
wmendasi. Jika tidak i, akan ditolak dan
tkas dikembalikan ke Bidang Penyelenggaraan
izinan dan Non Perizinan B

Tidak

7S

Berkas
Permohonan

Kondisional

BAP

=

snerbitkan surat rekomendasi dan menugaskan
lugas untuk menyerahkan kepada Bidang
inyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan B

Ya

BAP

Kondisional

Surat Rekomendasi

o —

mnerima surat rekomendasi dan melakukan
incetakan serta memberikan penomaran pada surat
n untuk diserahkan kepada Kepala Seksi untuk
verifikasi

Surat
Rekomendasi

30 Menit

Draft lzin

-—

gnerima dan melakukan verifikasi_ Jika sesuai akan
emberikan paral pada surat in dan diserahkan
ypada Kepala Bidang untuk diverifikasi. Jika tidak
wan dikembalikan kepada operator untuk diperbaiki

Tidak

Tidak

Ya

Draft 1zin

5 Menit

Draft 1zin

L —

lenerima dan melakukan verifikasi. Jika sesuai akan
lemberikan paraf pada surat izin dan diserahkan
ppada Kepala Dinas untuk ditandatangani. Jika tidak
kain dikembalikan untuk diperbaiki

Draft |zin

5 menit

Izin

-
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DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BULELENG

Nomor SOP . SOP/XX.F a.01/DPMPTSPKABBULELENG/2020

Tanggal Pembuatan © 5 Juni 2017
Tanggal Revisi - 6 Mei 2020
Tanggal Efektif 15 Mei 2020

Disahkan Oleh KEPALA BIDANG PENGADUAN, KEBIJAKAN

DAN PELAPORAN LAYANAN

BIDANG PENGADUAN, KEBIJAKAN DAN PELAPORAN LAYANAN

-

| PUTU
PEMBINA Tk.I (IV/a)
NIP. 19661125 199403 1 004

. PELAKSANAAN SOSIALISAS| PERIZINAN DAN NON

NamE SOF " PERIZINAN

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksanaan

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

2. Peraturan Pemerintah Rl Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 138 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Administrasi Pemerintahan

5. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Perizinan

6. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perizinan

7. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 147 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan
Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng

8. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah

9. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah

10. Standar ISO 9001 : 2015 Klausul 8.5

1. Memahami peraturan perundangan yang berlaku

2. Memahami tentang perizinan

3. Memahami teknis sosialisasi perizinan
4. Mampu menggunakan komputer

5. Memiliki sikap teliti, tegas dan rajin

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

1. Alat Tulis Kantor
2. Komputer

3. Printer

4. Materi

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Apabila Pelaksanaan sosialisasi perizinan dan non perizinan tidak terlaksana dengan baik, maka

informasi dan peraturan perizinan dan non perizinan tidak akan sampai ke masyarakat




“

ELAKSANAAN SOSIALISASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

PELAKSANA

MUTU BAKU

Kegiatan

Kepala Bidang

Kepala Seksi

Peserta

Tim Sosialisasi

Kelengkapan Waktu

Output

Keterang

-

lenugaskan Kasi Sosialisasi Untuk Mengecek
@ehadiran / Kedatangan Anggota Tim Sebelum
ierangkat Ke Lapangan

=

C )

- 5 Menit

felakukan Pengecekan Dan Registrasi
\eserta Tim, Kemudian Menyampaikan
\epada Kabid Akan Kesiapan Keberangkatan
\nggota Tim Ke Lapangan

= 30 Menit

Aenyampaikan Maksud Dan Tujuan Kehadiran
‘im Sosialisasi Di Tempat Tujuan

“ 10 Menit

Aenerima Kehadiran Tim Sosialisasi Yang
Jipimpin Kabid Pengaduan Dan
dempersilahkan Menyampaikan Maksud Dan
[ujuan Kehadirannya

Absensi Kehadiran

Materi 10 Menit

Absensi Kehadiran
Materi

—

Vlemaparkan Tentang Perijinan Sesuai
Dengan Materi Yang Direncanakan, Kemudian
Dilanjutkan Dengan Sesi Diskusi/ Tanya
Jawab

Absensi Kehadiran

Materi 30 Meni

Absensi Kehadiran
Materi

—

Mensdiskusikan Materi Pelaksanaan
Sosialisasi Perijinan Dengan Cara Tanya
Jawab

Absensi Kehadiran

Materi 90 Menit

Absensi Kehadiran
Materi




DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BULELENG

Nomor SOP . SOP/XX.F a.02/DPMPTSPKABBULELENG/2020
| Tanggal Pembuatan : 5 Juni 2017
Tanggal Revisi . 06 Mei 2020
Tanggal Efektif © 15 Mei 2020
KEPALA BIDANG PENGADUAN, KEBIJAKAN
DAN PEL RAN LAYANAN

BIDANG PENGADUAN, KEBIJAKAN DAN PELAPORAN LAYANAN

-

Disahkan Oleh

h | PUTU KIJSDIANTO, SE
PEMBINA Tk.I (IV/a)
NIP_ 19661125 199403 1 004

Nama SOP . PELAKSANAAN PUBLIKASI LAYANAN MASYARAKAT

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksanaan

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

2. Peraturan Pemerintah Rl Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 138 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birckrasi Nomor 35
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Administrasi Pemerintahan

5. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Perizinan

6. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perizinan

7. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 147 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan
Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng

8. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah

9. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah

10 Standar ISO 9001 : 2015 Klausul 8.5

1. Memahami peraturan perundangan yang berlaku
2. Memahami tentang perizinan

3. Memahami teknis perizinan

4. Mampu menggunakan komputer

5. Memiliki sikap teliti, tegas dan rajin

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Alat Tulis Kantar
- 2. Komputer
3. Printer
Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Apabila Pelaksanaan publikasi layanan masyarakat tidak terlaksana dengan baik, maka informasi
terupdate tidak dapat diterima dengan baik oleh masyarakat




'ELAKSANAAN PUBLIKASI LAYANAN MASYARAKAT

Tandatangani, jika tidak sesuai akan
dikembalikan untuk diperbaiki

Pelaksana Mutu Baku
Kegiatan Keterangan
Kepala Bidang Kepala Seksi Staf Sekretaris Kepa Dinas Kelengkapan Waktu Output
Menugaskan Kepala Seksi untuk menyusun ( ) -
Materi Publikasi - 10 Menit Penugasan
Menyusun Konsep Materi Publikasi Kemudian L
|Memerimahkan Fungsional Umum Untuk Parvioaain o Jali Konsep Materi
Mengetik Sebagai Bahan Kajian Kepada 9 Publikasi
Kepala Badan
h
Menyusun draf Materi Publikasi Dan . ;
Menyerahkan Kembali Kepada Kabid K°;m.i:“a}e" 30 Menit D;,a‘;rk"'ei"
Pengaduan p g A
¥

Mengoreksi draf Materi Publikasi. Jika sesuai /\
akan memberi Paraf dan Mengajukan > : .
Kepada Kabid Pengaduan Untuk D;i’b'l“i':‘e." 30 Menit D‘;afb’l‘i‘:f::i”
Mendapatkan Koreksi Dan Paraf, jika tidak — ks
sesuai akan dikembalikan untuk diperbaiki
Mengoreksi draf Materi Publikasi. Jika sesuai v
akan Memberi Paraf dan Mengajukan Kepada \ .
Sekretaris Dinas Untuk Mendapatkan Koreksi ¢ N 5 Menit D,;afb:f'ka‘:i”
Dan Paraf, jika tidak akan dikembalikan untuk W e s
diperbaiki
Mengoreksi draf Materi Publikasi. Jika sesuai )
akan memberi Paraf Sebelum Diajukan - )

S : Draf Materi : Draf Materi
Kepada Kepala Dinas Untuk Disetujui Dan Di Publikasi 5 Menit Publikasi




Dengan Media Terkait/Pihak Ketiga

Pelaksana Mutu Baku
3. Kegiatan Keterang
Kepala Bidang Kepala Seksi Staf Sekretaris Kepa Dinas Kelengkapan Waktu Qutput
—
Mengoreksi draf Materi Publikasti. Jika sesuai
akan menandatangani Draft Publikasi Dan N Draf Materi
! [Menyerahkan Kembali Kepada Kasi Publikasi 5 Menit Materi Publikasi
Sosialisasi Untuk Ditindaklanjuti, jika tidak
sesuai akan dikembalikan untuk diperbaiki
A
§ [Menindakianjuti Rencana Kerja Publikas| Materi Publikasi 5Menit | Materi Publikasi




DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BULELENG

NOMOR SOP : SOP/XX.F.a,3/DPMPTSPKABBULELENG/2020
TGL. PEMBUATAN : 05 Juni 2017
TGL. REVISI : 05 Juni 2020
TGL. EFEKTIF : 05 Juni 2020

BIDANG PENGADUAN, KEBIJAKAN DAN PELAPORAN LAYANAN

KEPALA BIDANG PENGADUAN, KEBIJAKAN
DAN PELAPORAN LAYANAN

DISAHKAN OLEH

mbina (IV/a)
NIP. 19661125 199403 1 004

. PELAKSANAAN SOSIALISASI PERIZINAN DAN NON

NAMA SOP " PERIZINAN NEW NORMAL

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

3 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 138 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

5 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus
Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah

6 Kemenkes RI No. HK.01.07/MENKES/328/2020

7 Surat Edaran Menpan RB No. 34 Tahun 2020

8 Surat Edaran No. HK.02,01/MENKES/335/2020

9 Surat Edaran Gubemnur Bali No. 3355 Tahun 2020

10 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perizinan

11 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah

12 Peraturan Bupati Buleleng Nomor 147 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan
Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Buleleng

13 Peraturan Bupaii Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan,Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah

Memahami Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Memahami Tugas Pokok dan Fungsi semua Seksi, Subbag

Memahami tentang perizinan dan non perizinan

Memahami teknis sosialisasi perizinan

Mampu menggunakan komputer

Memiliki sikap teliti, tegas dan rajin

Memahami protokol kesehatan New Normal

COAEAGN

=
KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. Wastafel, tissue, sabun, handsanitizer, thermogun, face shield, masker, sarung tangan
disinfektan, sound system

2. ATK, Komputer, Printer

3. Materi

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Apabila SOP pelaksanaan Sosialisasi Perizinan dan Non Perizinan tidak terlaksana dengan baik, akan
berdampak pada kesehatan seluruh pegawai dan masyarakat serta informasi dan peraturan perizinan dan
non perizinan tidak akan sampai ke masyarakat

1 Daftar Hadir




5OP PELAKSANAAN SOSIALISASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN NEW NORMAL

PELAKSANA MUTU BAKU
No. Kegiatan - Keter:
Kepala Bidang | Kepala Seksi Peserta Tim Sosialiasi Kelengkapan Waktu Output
Menugaskan Kasi Sosialisasi Untuk Mengecek Kehadiran /
Kedatangan Anggota Tim Sebelum Berangkat Ke Lapangan dan
1 |memastikan tim sosialisasi dalam keadaan sehat dengan Disposisi 5 Menit Disposisi
melakukan pengecekan suhu tubuh, menggunakan masker dan C)
tetap menerapkan protokol kesehatan 2
Melakukan Pengecekan dan Registrasi Peserta Tim, memastikan
tim sosialisasi dalam keadaan sehat dengan melakukan Disposisi Tim sosialiasi
2 pengecekan suhu tubuh, menggunakan masker dan tetap h Thermo guﬁ 20 Menit menerapkan
menerapkan protokol kesehatan Kemudian Menyampaikan i ' protokol
Kepada Kabid Akan Kesiapan Keberangkatan Anggota Tim Ke kesehatan
Lapangan -
3 Menyampqikan Maksud dan Tujuan Kehadiran Tim Sosialisasi di 4 Materi 10 Menit Materi
Tempat Tujuan
. Absensi Peserta
Melakukan registrasi peserta dengan tetap menerapkan protokol N Kehadiran, menerapkan
4 |kesehatan yaitu menggunakan hand sanitizer untuk Materi, hand 30 Menit orotokol
membersihkan tangan dan tetap menggunakan masker sanitizer, masker i
esehatan
dan termogun
Memastikan kondisi ruangan sosialisasi tetap menerapkan
protokol kesehatan dengan menjaga jarak aman, menyediakan
masker, hand sanitizer dan termogun untuk mengecek suhu
peserta yang akan mengikuti sosialisasi, jika suhu tubuh peserta i Absensi
<37,5 dan menggunakan masker diperkenankan masuk untuk / Kehadiran, Absensi
5 |mengikuti sosialiasi, jika tidak menggunakan masker maka Tidak Materi, hand | 10 Menit | Kehadiran
diberikan masker, dan jika suhu tubuh 2375 tidak diijinkan masuk sanitizer, masker Materi
dan dipersilakan untuk beristirahat di rumah, lanjut memberikan dan termogun
pemaparan Tentang Perijinan Sesuai Dengan Materi yang
direncanakan, Kemudian dilanjutkan dengan Sesi Diskusi / Tanya lya
Jawab —
6 Memimpin kegiata}n _sosi_aiias_i__dan mensdiskusikan Materi @ Materi 90 Menit pg’:;f:;%s;n
Pelaksanaan Sosialisasi Perijinan dengan Cara Tanya Jawab non perizinan




DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BULELENG

Nomor SOP

. SOP/XX.F b.01/DPMPTSPKABBULELENG/2020

Tanggal Pembuatan

© 5 Juni 2017

Tanggal Revisi

: 6 Mei 2020

Tanggal Efektif

: 15 Mei 2020

BIDANG PENGADUAN, KEBIJAKAN DAN PELAPORAN LAYANAN

-

Disahkan Oleh

KEPALA BIDANG PENGADUAN, KEBIJAKAN

DAN PE@;}RAN YANAN

| PUTU WUSDIANTO, SE
PEMBINA Tk.I (IV/a)
IP. 19661125 199403 1 004

Nama SOP

* PENYELENGGARAAN LAYANAN INFORMASI

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksanaan

1.
2.

2

9.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Peraturan Pemerintah Rl Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 138 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan

. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Perizinan
. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perizinan

Peraturan Bupati Buleleng Nomor 147 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan
Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng

. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah

Peraturan Bupati Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah

10. Standar ISO 9001 : 2015 Klausul 8.5

1. Memahami peraturan perundangan yang berlaku
2. Memahami tentang perizinan

3. Mampu menggunakan komputer

4. Memiliki sikap teliti, tegas dan rajin

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

1.

SOP Survei Kepuasan Masyarakat

1. Alat Tulis Kantor
2. Komputer
3. Printer

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Apabila Penyelenggaraan Layanan Informasi tidak terlaksana dengan baik, maka masyarakat
tidak mendapatkan informasi yang akurat tentang perizinan




P PENYELENGGARAAN PELAYANAN INFORMASI

Brosur

Pelaksana Mutu Baku
P AR Pemohon Petugas Layanan Kelengkapan Waktu Output R
Informasi
I Menyampaikan Fermgtionan Infc_:grmam - ( } Permohonan 10 Menit Permohonan
Layanan Perijinan Dan Non Perijinan
4
Menerima Permohonan Informasi, Meregister : Informasi Dan
. & ; 10
. Dan Mencatat Informasi Yang Dimohon SF Brosyr Manit Brosur
Memberikan Informasi, Kelengkapan . .
- . I D
3 |Persyaratan, Dan Blangko Perijinan Untuk Diisi Infoan::Ssll"Dan 10 Menit nfoan:::l;r o
Dan Dilengkapi
Pemohon Menerima Informasi, Kelengkapan g : ;
; G 3 ; SO K
4 |Persyaratan, Dan Blangko Perijinan Untuk Diisi ( ) i 5 Menit Kuesioner P Sl ey

Dan Dilengkapi

Masyarak:




Nomor SOP . SOP/XX.F.b.02/DPMPTSPKABBULELENG/2020
Tanggal Pembuatan - 5 Juni 2017
Tanggal Revisi . 6 Mei 2020
Tanggal Efektif 15 Mei 2020
Disahkan Oleh : KEPALA BIDANG PENGADUAN, KEBIJAKAN
DAN PE ORAN LAYANAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BULELENG
BIDANG PENGADUAN, KEBIJAKAN DAN PELAPORAN LAYANAN
. J | PUTU KUSDIANTO, SE
PEMBINA Tk | (IV/a)
NIP. 19661125 199403 1 004
Nama SOP - PENERIMAAN BERKAS PERMOHONAN
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksanaan
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 1. Memahami peraturan perundangan yang berlaku
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun |2. Memahami tentang perizinan
2009 tentang Pelayanan Publik 3. Mampu menggunakan komputer
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 138 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan 4. Memiliki sikap teliti, tegas dan rajin
Terpadu Satu Pintu
4. Peraluran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan
5. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Perizinan
6. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perizinan
7. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 147 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan
Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng
8. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah
9. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan.
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah
10. Standar ISO 9001 : 2015 Klausul 8.5
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Alat Tulis Kantor
2. Komputer
3. Printer
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Apabila Penerimaan berkas permohonan tidak terlaksana dengan baik, maka permohonan yang masuk tidak
dapat ditindaklanjuti




» PENERIMAAN BERKAS PERMOHONAN

Pelaksana Mutu Baku
» Kegiatan Petugas Bidang Perizinan Keterangan
Pemohon Petugas Layanan Komputerisasi AB Kelengkapaan Waktu Output
| |Mengajukan Permohonan Perijinan/Non Perij Tk Berkas Permoh 2 Menit Berkas
engajukan Permohonan Perijinan/Non Perijinan erkas Permohonan eni Paimodiohen
Memeriksa Kelengkapan Persyaratan Administrasi, )
Jika Lengkap Diserahkan Ke Petugas Pengendali » Berkas
: (Komputerisasi), Jika Belum lengkap akan Berkas Penmohonan | S Menit Permohonan
dikembalikan untuk dilengkapi
Ya
Menerima Berkas, Membuat Kartu Kendali, Input . Berkas
} |Database Komputer, Dan Menyerahkannya Ke Berkas Permohonan | 2 Menit Pamiohoriis
Bidang Perijinan 1 Dan Atau Bidang Perijinan 2
Bagian Perijinan 1 Dan Atau Bidang Perijinan 2 . Berkas
' Menerima Berkas Permohonan ljin Dan Non ljin Berkas Permohanan;| - 2Menk Permohonan




DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BULELENG

Nomor SOP - SOP/XX.F.b.03/DPMPTSPKABBULELENG/2020
Tanggal Pembuatan : 5 Juni 2017

Tanggal Revisi - 6 Mei 2020

Tanggal Efektif 15 Mei 2020

Disahkan Oleh KEPALA BIDANG PENGADUAN, KEBIJAKAN

DAN PE ORAN LAYANAN

BIDANG PENGADUAN, KEBIJAKAN DAN PELAPORAN LAYANAN

LY

‘\- I PUTU KUSDIANTO, SE
PEMBINA Tk.I (IV/a)
NIP. 19661125 199403 1 004

Nama SOP : PENYERAHAN IZIN

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksanaan

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

2. Peraturan Pemerintah Rl Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 138 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
an1n
tentang Pedoman Penyusunan

5 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Perizinan

6. Peraturan Bupati Buleleng Nomar 3 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomar 2 Tahun 2012 tentang Perizinan

7. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 147 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan
Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng

8. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah

9. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah

10 Standar ISO 9001 - 2015 Klausul 8.5

4 FeEidund! | egnien res Jaydyunigdr Apaiawun NEUdid Udl e igs Diukldsi NUIJE 32 1 drnun

1. Memahami peraturan perundangan yang berlaku
2. Memahami tentang perizinan

3. Mampu menggunakan komputer

4. Memiliki sikap teliti, tegas dan rajin

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

1 SOP Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

1. Alat Tulis Kantor
2. Komputer
3. Printer

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

pelayanan yang ada di dinas

Apabila Penyerahan Izin tidak terlaksana dengan baik, maka pemohon akan tidak puas dengan




P PENYERAHAN IJIN

Pelaksana Mutu Baku
D Kegiatan Keterangan
Kepala Dinas Petugas Layanan Pemohon Kelengkapan Waktu Qutput

Menyerahkan Berkas Perijinan Dan Surat ljin Yang ( )

Telah Terbit Kepada Bidang Informasi Dan Berkas Perizinan 5 Menit Berkas Perizinan

Pengaduan

y

Mengklasifikasikan Dan Meregister Surat ljin Yang 43 i

Telah Terbit Berkas Perizinan 5 MENIT Berkas Perizinan
3 y

Menandatangani Bukti Pengambilan Pada Buku ( ) Buku Registrasi 5 MENIT Surstiln

Registrasi Dan Menerima Surat ljin




DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BULELENG

Nomor SOP . SOP/XX.F.b.04/DPMPTSPKABBULELENG/2020
Tanggal Pembuatan : 5 Juni 2017

Tanggal Revisi : 6 Mei 2020

Tanggal Efektif . 15 Mei 2020

BIDANG PENGADUAN, KEBIJAKAN DAN PELAPORAN LAYANAN

-

KEPALA BIDANG PENGADUAN, KEBIJAKAN
DAN PELAPORAN LAYANAN

Disahkan Oleh

A | PUTU/KUSDIANTO, SE
PEMBINA Tk | (IV/a)
NIP. 19661125 199403 1 004

Nama SOP - PENCABUTAN IZIN

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksanaan

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 138 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan
5. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Perizinan

6. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perizinan

7. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 147 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan
Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng

8. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah

9. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah

10 Standar ISO 9001 : 2015 Klausul 8 5

2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomaor

1. Memahami peraturan perundangan yang berlaku
2. Memahami tentang perizinan

3. Mampu menggunakan komputer

4. Memiliki sikap teliti, tegas dan rajin

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan

1. Alat Tulis Kantor

2. Komputer

3. Printer

4. Kendaraan Bermotor
Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Apabila Pencabutan zin tidak terlaksana dengan baik, maka usaha/perusahaan yang menyalahi
aturan yang berlaku tetap berjalan




PENCABUTAN IZIN

Pelaksana Mutu Baku
Kegiatan Petugas i - Ket
Pemohon Layanan Kepala Bidang | Kepala Dinas Kepala Seksi Tim Teknis Kab'f :::;man Kelengkapan waktu Output
Pengaduan
|Mengajukan Pengaduan Atas Penerbitan ljin = Berkas
Yang Bermasalah @ Berkas Pengaduan| 10 Menit Pengaduan
[ I
Menerima Pengaduan Kemudian Menyampaikan
Hal Ini Kepada Kepala Bidang Informasi Dan : Berkas
Pengaduan Untuk Mendapat Perhatian Dan Berkas Pengaduan| 10 Menit Pengaduan
Tindak Lanjut
Melaporkan Pengaduan kepada Kepala Dinas —— B Mookl 49 Berkas
|untuk mendapatkan arahan | | i Pengaduan
Menugaskan Kabid Pengaduan Mencari Berkas N ; Berkas
Perijinan Dan Mengkaji ljin Dimaksud JI | Berins Pengacvan | 10:Mend Pengaduan
|Menugaskan Kasi Pengaduan Mencari Berkas I H Berkas
Perijinan, Melakukan Kajian, Dan Menugaskan Berkas Pengaduan| 10 Menit | Pengaduan Dan
Tim Teknis Untuk Pengecekan Lapangan Berkas ljin
Menugaskan Tim Teknis Untuk Melakukan ;| Baikiag
Pengecekan Lapanngan, Membuat Berita Acara Berkas Pengaduan 10 Meikt | PenaaduanDat
Pengecekan Dan Melaporkan Hasilnya Kepada Dan Berkas ljin Bi rkas jin

Kasi Pengaduan

|Melakukan Pengecekan Dan Pengkajian

]
a

BA Dan Laporan

Untuk Dikaji Ulang

Lapangan, Membuat Berita Acara Diketahui - Berkas Pengaduan 1 Hari Hasil
Perbekel/Lurah Dan Camat, Dan Melaporkannya Dan Berkas ljin Pengecekan
Kepada Kasi Pengaduan Lapangan
b

Mengkaji Permasalahan Yang Diajukan Tim \ Tidak .
Teknis. Jika disetujui akan dibuatkan BA Dan Laporan LE}!{;;{:T: S::“
Laporannya kemudian dilaporkan Kepada Kabid Hasil Pengecekan 1 Hari )

s o S ; 8 Pengecekan
Pengaduan, jika Tidak Disetujui Dikembalikan Ya Lapangan Lapangan




Mengkaji Laporan Yang Diajukan Kasi /1\ Tidak Laporan Hasil Laporan Hasil
Pengaduan. Jika Apabila Disetujui Diparaf Dan Kajian Dan 1 Hari Kajian Dan
Diserahkan Kepada Kadis, jika tidak Disetujui Pengecekan Pengecekan
Dikembalikan Untuk Dikaji Ulang Ya Lapangan Lapangan
Mengkaji Laporan Yang Diajukan Kabid X =
Pengaduan. Jika Disetujui akan Diparaf Dan Tidak / Laporan Hasil o

- Kajian Dan Disposisi
Diserahkan Kepada Kabid Perijinan 1 Dan Atau Pleiosiekian 2 Jam Baricabatac: (i
2 Untuk Diterbitkan Pencabutan ljinnya, jika L:g angan "
Tidak Disetujui Dikembalikan Untuk Dikaji Ulang Ya pang

- . . o s - L . . s

Menindaklanjuti Disposisi Kepala Dinas Untuk ( : ) Disposisi 15 Menit Surat

Memproses Dan Menerbitkan Pencabutan ljin

Pencabutan ljin

Pencabutan Izin




DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BULELENG

BIDANG PENGADUAN, KEBIJAKAN DAN PELAPORAN LAYANAN

-

Nomor SOP . SOP/XX.F.b.05/DPMPTSPKABBULELENG/2020
Tanggal Pembuatan - 5 Juni 2017

Tanggal Revisi . 6 Mei 2020

Tanggal Efektif : 15 Mei 2020

Disahkan Oleh : KEPALA BIDANG PENGADUAN, KEBIJAKAN

DAN PELARORAN LAYANAN

PEMEINA Tk | (1IV/a)
NIP. 19661125 199403 1 004

Nama SOP : PENYELENGGARAAN LAYANAN PENGADUAN
MASYARAKAT

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksanaan

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

2. Peraturan Pemerintah Rl Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 138 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2012 tentang Pedoman Penyusunan

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62
Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Layanan Publik Nasicnal

6. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Perizinan

7. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perizinan

8. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 147 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan
Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng

9. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah

10. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah

11 Standar ISO 8001:2015 Klausul 8.5

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun

1. Memahami peraturan perundangan yang berlaku
2. Memahami tentang pengelolaan pengaduan publik
3. Mampu menggunakan komputer

4. Memiliki sikap teliti, tegas dan rajin

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Terkait Perizinan dan Non Perizinan 1. Alat Tulis Kantor

2. SOP Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Diluar Kewenangan 2. Komputer

3 SOP Survei Kepuasan Masyarakat 3. Printer

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Apabila Penyelenggaraan Layanan Pengaduan Masyarakat tidak terlaksana dengan baik, maka
penilaian masyarakat terhadap kinerja dinas akan tidak baik




L]
> PENYELENGGARAAN LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT

—_

Pelaksana Mutu Baku
Kegiatan Keteran
Masyarakat Pet:eg:;alazy:':lan Kepala Dinas Kepala Bidang Kelengkapan Waktu Qutput

Meqyampalkan Pengag_uan Atas Layanan Permasalahan 10 Menit Permasalahan
Perijinan Dan Non Perijinan
Menerima Pengaduan, Meregister, Dan i
Menyampaikan Kepada Kepala Dinas melalui Permasalahan 10 Menit Permasalahan
kepala Bidang
Memberikan Disposisi Kepada Kepala Bidang 't , A
Pengaduan Untuk Dikaji Dan Ditindaklanjuti Fammemiatiag 1aMend Tt

. WV
Menerima Disposisi Pengaduan Untuk Dikaji Dan ( ) Disposisi 10 Menit Bbrmassibis

Ditindaklanjuti




DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BULELENG

Nomor SOP SOP/XX.F.b.06/DPMPTSPKABBULELENG/2020
Tanggal Pembuatan © 5 Juni 2017

Tanggal Revisi . 6 Mei 2020

Tanggal Efektif

. 15 Mei 2020

BIDANG PENGADUAN, KEBIJAKAN DAN PELAPORAN LAYANAN

Disahkan Oleh KEPALA BIDANG PENGADUAN, KEBIJAKAN

NIP. 19661125 199403 1 004

Nama SOP

- TINDAK LANJUT PENGADUAN MASYARAKAT TERKAIT

PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksanaan

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

2. Peraturan Pemerintah Rl Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 138 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62
Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Layanan Publik Nasional

6. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Perizinan

. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perizinan

& Peraturan Bupati Buleleng Nomor 147 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan
Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng

9. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah

10. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah

11. Standar 1SO 9001:2015 Klausul 8.5

=]

1. Memahami peraturan perundangan yang berlaku
2. Memahami tentang pengelolaan pengaduan publik
3. Mampu menggunakan komputer

4. Memiliki sikap teliti. tegas dan rajin

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

1. SOP Penerimaan Pengaduan
2. SOP Survei Kepuasan Masyarakat

1. Alat Tulis Kantor
2. Komputer
3. Printer

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Apabila Tindakl Lanjut Pengaduan Masyarakat Terkait Perizinan dan Non Perizinan tidak
terlaksana dengan baik. maka penilaian masyarakat terhadap kinerja dinas akan tidak baik




-
’» TINDAK LANJUT PENGADUAN MASYARAKAT TERKAIT PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Kegiatan

Pelaksana

Mutu Baku

Kepala Bidang

Kepala Seksi

Tim Teknis

Kepala Dinas

Petugas Layanan
Pengaduan

Masyarakat

Kelengkapan

Waktu

Output

Keter:

Menerima dan memberikan disposisi Kepada
Kepala Seksi Pengaduan untuk dikaji dan
itindaklanjuti

D

Disposisi

10 Menit

Disposisi

Keterkaitan
SOP Peneril
Pengaduan

Menerima, menelaah, mengklasifikasi, memproses
penyelesaian pengaduan dalam hal substansi
pengaduan terkait langsung dengan layanan
Perizinan dan Nonperizinan, dan
mengkoordinasikan Tim Teknis Untuk Peninjauan
Lapangan

Dispaosisi

1 Hari

Permasalahan

Berkoordinasi Dengan Perbekel Dan Camat
Dalam Rangka Pembuatan Berita Acara
Pengecekan Lapangan, Serta Melaporkan

Melakukan Pengecekan Lapangan, Mediasi,
Hasilnya Kepada Kasi Pengaduan

Permasalahan

3 Hari

Berita Acara

Pengecekan Lapangan serta menyusun draf Surat
Tindak Lanjut Pengaduan kemudian

Menerima dan mengkaji Berita Acara Hasil
menyerahkannya Ke Kepala Bidang Pengaduan

Berita Acara

1 Hari

Draf Sural Tindak
Lanjut Pengaduan

Menerima dan mengkoreksi hasil Analisa. Jika
sesuai, draf surat tindak lanjut pengaduan akan
iparaf dan diserahkan Kepada Kepala Dinas. Jika
ak sesual, Akan dikembalikan Kepada Kasi
Pengaduan untuk diperbaiki

Tidak

N/

Draf Surat Tindak
Lanjut Pengaduan

200 Menit

Draf Surat Tindak
Lanjut Pengaduan

Mengicaji Draf Surat Tindaklanjut yang diajukan
Katid Fengaduan. Jika sesuai akan
andaiangani dan Menugaskan Petugas Layanan

Tidak

Draf Surat Tindak 60 Menit Surat Tindak
ngaduan Untuk mengirimnya Kepada Pemohon, \ Lanjut Pengaduan Lanjut Pengaduan
Jika tidak sesuai, draf surat akan dikembalikan
untuk diperbaiki Ya
Menerima Sural Tindak Lanjut Pengaduan dan Surat Tindak 1 Hari Surat Tindak
Menyampaikannya Kepada Pemohon - Lanjut Pengaduan Lanjut Pengaduan
, ; ) : Keterkaitan
Menerima Surat Tindaklanjut Atas Pengaduan ( ) Surat Tindak ] y ;
Yang Disampaikannya Lanjut Pengaduan 20 Meeit Kuesioner S0P f;:::;r:




DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BULELENG

Nomor SOP ._SOP/XX.F b.07/DPMPTSPKABBULELENG/2020
Tanggal Pembuatan . & Jum 2017

Tanggal Revisi . 6 Mei 2020

Tanggal Efektif

. 15 Mei 2020

BIDANG PENGADUAN, KEBIJAKAN DAN PELAPORAN LAYANAN

Disahkan Oleh

KEPALA BIDANG PENGADUAN, KEBIJAKAN
DAN PELARORAN LAYANAN

k | PUTU KYSDIANTO, SE
PEMBINA Tk | (IV/a)
NIP_ 19661125 199403 1 004

Nama SOP

- TINDAK LANJUT PENGADUAN MASYARAKAT DI LUAR

KEWENANGAN

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksanaan

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 138 tahun 2017
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan

5.-Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62
Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Layanan Publik Nasional

8. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Perizinan

7. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perizinan

8. Peraturan Bupati Buleleng Nomar 147 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan
Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng

9. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomar 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah

10 Peraturan Bupati Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah

11 Standar SO 9001:2015 Klausul 8.5

tentang Pedoman Penyelenggaraan

1. Memahami peraturan perundangan yang berlaku
2. Memahami tentang pengelolaan pengaduan publik
3 Mampu menggunakan kemputer

4. Memiliki sikap teliti, tegas

dan rajin

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

1. SOP Penerimaan Pengaduan -
2. SOP Survei Kepuasan Masyarakat

1. Alat Tulis Kantor
2. Komputer
3. Printer

Perirlggtan

Pencatatan dan Pendataan

Apabila Tindaklanjut Pengaduan Masyarakat tidak terlaksana dengan baik, maka penilaian
\Esyarakat terhadap kinerja dinas akan tidak baik




IDAK LANJUT PENGADUAN MASYARAKAT DI LUAR KEWENANGAN

—

Kegiatan

Pelaksana

Mutu Baku

Kepala Bidang

Kepala Seksi

Kepala Dinas

Petugas Layanan
Pengaduan

SKPD Terkait

Kelengkapan

Waktu

Output

Keterangai

—

inerima disposisi dan memberikan disposisi
nda Kepala Seksi Pengaduan untuk dikaji dan
indaklanjuti

D)

Disposisi

10 Menit

Disposisi

Keterkaitan deng
SOP Penerimaal
Pengaduan

=

inerima , menelaah, mengklasifikasi dan
improses disposisi penyelesaian pengaduan
lam hal substansi pengaduan tidak menjadi
wenangan penyelenggara PTSP serta
inyusun draf Surat Koordinasi tindak lanjut
ngaduan untuk dikoreksi oleh Kepala Bidang
ngaduan

Disposisi

1 Hari

Draf Surat Tindak
Lanjut Pengaduan

:

mnerima dan mengkoreksi draf Surat
ordinasi Tindak Lanjut Pengaduan. Jika
suai, surat akan diparaf dan diserahkan
pada Kepala Dinas, jika tidak sesuai akan
wembalikan kepada Kasi Pengaduan untuk
werbaiki

Tidak

N

Draf Surat Tindak
Lanjut Pengaduan

200 Menit

Draf Surat Tindak
Lanjut Pengaduan

ngkaji draf Surat Tindaklanjut yang diajukan
ibid Pengaduan. Jika sesuai, surat akan
landatangani dan menugaskan Petugas
yanan Pengaduan Untuk Mengirimnya kepada
(PD Terkait. Jika tidak sesuai, akan
lembalikan untuk diperbaiki

Tidak

Ya

Draf Surat Tindak
Lanjut Pengaduan

60 Menit

Surat Tindak
Lanjut Pengaduan

—

snerima Surat Tindak Lanjut Pengaduan Dan
snyampaikannya kepada SKPD terkait

Surat Tindak
Lanjut Pengaduan

1 Hari

Surat Tindak
Lanjut Pengaduan

snerima Surat Tindaklanjut Atas Pengaduan

Surat Tindak
Lanjut Pengaduan

20 Menit

Bukti Penenmaan
Surat




DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BULELENG

Nomor SOP . SOP/XX.F b.08/DPMPTSPKABBULELENG/2020
Tanggal Pembuatan - 5 Juni 2017

Tanggal Revisi . 6 Mei 2020

Tanggal Efektif 15 Mei 2020

BIDANG PENGADUAN, KEBIJAKAN DAN PELAPORAN LAYANAN

-

KEPALA BIDANG PENGADUAN, KEBIJAKAN
DAN PELARORAN LAYANAN

Disahkan Oleh

PEMBMNA Tk | (1v/a)
NIP. 19661125 199403 1 004

Nama SOP . PERMOHONAN DATA

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksanaan

15
2.

3.

9

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Peraturan Pemerintah Rl Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 138 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Administrasi Pemerintahan

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Perizinan
Peraturan Bupati Buleleng Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perizinan

. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 147 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan

Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah

Peraturan Bupati Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah

1. Memahami peraturan perundangan yang berlaku
2. Memahami tentang perizinan

3. Mampu menggunakan kemputer

4. Memiliki sikap teliti, tegas dan rajin

10. Standar ISO 9001 : 2015 Klausul 8.5
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Alat Tulis Kantor
" 2. Komputer
3. Printer
Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Apabila Permohonan Data tidak terlaksana dengan baik, maka permohonan yang masuk tidak
dapat ditindaklanjuti




IRMOHONAN DATA
Pelaksana Mutu Baku
Kegiatan Keter:

Pemohon Petugas Layanan Kepala Dinas Kepala Bidang Kepala Seksi  |Petugas Database| Kelengkapan Waktu Output
Menyampaikan Permintaan Data kepada petugas Surat Permohonan 10 Menit Surat Permohonan
ayanan Data Data
Menerima Permohonan Data, Meregister, Dan ‘[‘
Menyampaikan Kepada Kepala Dinas melalui Surat PS:::)hma" 10 Menit = PS:E]Ohona"
(epala Bidang

W
Aemberikan Disposisi Kepada Kepala Bidang Surat Permohonan : s .
’engaduan Untuk Dikaji Dan Ditindaklanjuti Data 10Ment Dispesiai
fenerima Disposisi Dan Memberikan Disposis| L
\epada Kepala Seksi Pengaduan Untuk Dikaji Dan Disposisi 10 Menit Disposisi
Nitindaklanjuti
fenerima Disposisi, Mengkaji, Menganalisa, Dan :
lenugaskan Petugas Database Untuk Menyiapkan Disposisi 10 Menit Disposisi
lala Sesuai Permintaan
y
lenyiapkan Data Dan Menyerahkan Kepada Kasi : o :
engaduan Disposisi 10 Menit Database
lenerima Data Yang Diperlukan, Menyusun Draf 2
ural Tindak Lanjut, Dan Menyerahkannya Ke Database 10 Menit  |Draf Surat Balasan
epala Bidang Pengaduan y
v

lenerima Draf Surat. Jika Setuju Diparaf Dan \ Tidak
llanjutkan Kepada Kepala Dinas, jika Tidak Setuju Draf Surat Balasan| 10 Menit |Draf Surat Balasan

Ikembalikan Kepada untuk diperbaiki




Pelaksana Mutu Baku
Kegiatan Keti
Pemohon Petugas Layanan Kepala Dinas Kepala Bidang Kepala Seksi | Petugas Database| Kelengkapan Waktu Qutput
Tidak >
Menerima Draf Surat Tindaklanjut, Jika Setuju
Ditandatangani Dan Diserahkan Ke Petugas
Layanan Informasi Untuk Dikirim Kepada Pemohon, N Draf Surat Balasan| 10 Menit |Draf Surat Balasan

Jika Tidak Setuju Dikembalikan Kepada Kabid
Pengaduan, Dan

lya

|Menerima Surat Tindak Lanjut Dan Mengirimkannya
Kepada Pemohon

Draf Surat Balasan

10 Menit

Draf Surat Balasan

[Menerima Data Sesuai Dengan Yang Dimohon

Surat Balasan
Database

5 Menit

Surat Balasan
Database




DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BULELENG

Nomor SOP - SOP/XX F b.09/DPMPTSPKABBULELENG/2020
Tanggal Pembuatan . 5 Juni 2017

Tanggal Revisi - 6 Mei 2020

Tanggal Efektif - 156 Mei 2020

BIDANG PENGADUAN, KEBIJAKAN DAN PELAPORAN LAYANAN

-

KEPALA BIDANG PENGADUAN, KEBIJAKAN
DAN PELAPORAN LAYANAN

Disahkan Oleh

PEMBINA Tk | (IV/a)
NIP. 19661125 199403 1 004

Nama SOP

- PELAKSANAAN SURVE| KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksanaan

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

2. Peraturan Pemerintah Rl Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 138 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Administrasi Pemerintahan

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 14 tahun 2017
tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

6. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Perizinan

7 Peraturan Bupati Buleleng Nomior 3 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perizinan

8. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 147 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan
Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng

9. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomer 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah

10 Peraturan Bupati Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kera Dinas Daerah

11 Standar ISO 8001 : 2015 Klausul 8 5

1. Memahami peraturan perundangan yang berlaku
2. Mampu berkomunikasi dengan baik

3 Mampu menggunakan komputer

4. Memiliki sikap teliti, tegas dan rajin

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Alat Tulis Kantor
- 2. Komputer
3. Printer
Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Apabila Survei Kepuasan Masyarakat tidak dilaksanakan dengan baik maka organisasi tidak dapat
melihat kekurangan pelaksanaan pelayanan sehingga tidak mampu melakukan perbaikan kualitas
pelayanan.




ELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

Pelaksana Mutu Baku
Kegiatan Ke Keterangai
pala Kepala Petugas Kepala
Seksi Bidang Layanan Masyarakat Staf Dinas Kelengkapan Waktu Output

Aenentukan poin-poin pelayanan yang akan di
urvei kemudian membuat draft kuesioner dan ) 1 Hari Draft Kuesioner
nenyerahkan ke Kabid. 1
femeriksa draft kuesioner. Jika sesuai maka -~ ) ,
kan disetujui untuk dicetak dan diperbanyak. ot ‘ :
Ika tidak sesuai akan dikembalikan untuk \> Deett assionar e e Betimer
iperbaiki. Ya
lencetak dan memperbanyak kuesioner sesuai J:e :Larg Zi?;ﬁ
imlah yang dibutuhkan sesuai dengan Draft Kuesioner 1 Hari Kuesioner PermenPAN
erhitungan jumlah responden. No.14 Tahun 2
lembagikan kuesioner ke unit pelayanan Kuesioner disera
Jperator) untuk melaksanakan survei pada saat | L‘, Kuesioner 1 Hari Kuesioner kepada masyar:
elayanan. untuk diisi pac
i waktu proses

. engambilan st
lenyerahkan kuesioner kepada masyarakat pada Ij’——1 T— 2 Menit Kiissioner P ig_in di loket
aat pengambilan surat izin pelayanan
lengisi kuesioner, kemudian mengembalikan ke — . _ ;
stugas pelayanan. H:’ Kuesioner 2 Menit Kuesioner
lemeriksa kuesioner. Jika sesuai maka akan
terima dan dikumpulkan lalu diserahkan ke <\ Tidak
asi. Jika ada kolom yang belum di isi maka > 4 . 2 )
iengembalikan ke masyarakat untuk di isi atau Nueslgrer “hienit HReeoy

embantu mengisi kolom yang kosong dengan
@nanyakan langsung kepada mayarakat

Ya




Pelaksana Mutu Baku
Kegiatan Ke Keteran
pala Kepala Petugas Kepala
Seksi Bidang Layanan Masyarakat Staf Dinas Kelengkapan Waktu Output
Melakukan pengumpulan kuesioner kemudian %x_l
menginstruksikan staf untuk melakukan Kuesioner 1 Hari Kuesioner
pengolahan data kuesioner.
Menerima kuesioner kemudian melakukan input rJ’ Data Hasil
data berdasarkan hasil kuesioner. Data hasil | | Kuesioner 1 Hari Pengolahan
olahan kemudian di berikan Ke Kasi. Kuesioner
Menerima data hasil olahan kuesioner kemudian
melakukan analisis data dan membuat Data Hasil
kesimpulan dalam bentuuk Laporan Survei lel Pengolahan 3 Hari Laporan SKM
Kepuasan Masyarakat dan diserahkan ke Kabid , Kuesioner
untuk diperiksa.
Memeriksa Laporan SKM. Jika sesuai maka akan Tidak )’
melaporkannya ke Kadis. Jika tidak sesuai akan \> Laporan SKM 1 Hari Laporan SKM
dikembalikan untuk diperbaiki.
Menerima laporan SKM, melakukan pembahasan Ya
dengan Kabid dan Kasi, memberikan tanggapan " Laporan SKM,
yang diperlukan terhadap hasil SKM kemudian {J [ Laporen:SKM Instruksi
menyerahkan ke Kasi untuk diarsiplkan.
Menerima Laporan SKM sebagai bahan untuk /
melakukan Inovasi pelayanan dan Laporan SKM | ( ) La?ﬁ:rzkssfm‘ 15 Menit Laporan SKM
diarsipkan.




Kegiatan

Mutu Baku

Operator

Kepala Seksi

Tim Teknis

Kepala Bidang

Kepala Dinas

Kelengkapan

Waktu

Output

Keterangan

- —

snerima dan melakukan verifikasi. Jika sesuai akan
pmberikan tandatangan pada draf Surat Persetujuan
in diserahkan kepada loket penyerahan untuk
eregister Surat Persetujuan yang terbit. Jika tidak

lan dikembalikan untuk diperbaiki

Tidak

Vi

Ya

Draft Surat
Persetujuan

5 Menit

Surat Persetujuan

eregister, mngarsipkan salinan Sural Persetujuan
ing terbit dan menyerahkan surat Surat Persetujuan
il kepada petugas loket untuk diserahkan kepada
smohon

Surat Persetujuan

10 Menit

Sural Perselujuan

=



NOMOR SOP "SOP/XX.F.b. 10/DPMPTSPKABBULELENG/2020
TGL. PEMBUATAN 05 Juni 2017 j i
TGL. REVISI 05 Juni 2020
TGL. EFEKTIF 05 Juni 2020 :j
KEPALA BIDANG PENGADUAN, KEBIJAKAN
i DAN PELAPORAN LAYANAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BULELENG DISAHKAN OLEH
BIDANG PENGADUAN, KEBIJAKAN DAN PELAPORAN LAYANAN
' | PUT
Pémbina (IV/a)
NIP. 19661125 199403 1 004
NAMA SOP - PENYELENGGARAAN LAYANAN INFORMASI NEW NOR
DASAR HUKUM : KUALIFIKAS]I PELAKSANA :

1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

2 Peraturan Pemerintah Rl Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

3 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 138 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

5 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona

Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah

Kemenkes RI No. HK.01.07/MENKES/328/2020

Surat Edaran Menpan RB No. 34 Tahun 2020

Surat Edaran No. HK.02.01/MENKES/335/2020

Surat Edaran Gubernur Bali No. 3355 Tahun 2020

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perizinan

11 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah

12 Peraturan Bupati Buleleng Nomor 147 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan
dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Buleleng

13 Peraturan Bupati Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan,Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah

—
oo~

1. Memahami Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Memahami Tugas Pokok dan Fungsi semua Seksi, Subbag
Memahami tentang perizinan dan non perizinan

Memiliki sikap teliti, tegas dan rajin

2.
3.
4, Mampu menggunakan komputer
5.
6.

Memahami protokol kesehatan New Normal

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. SOP Pelaksanaan SKM

1. Wastafel, tissue, sabun, handsanitizer, thermogun, face shield, masker, sarung W

disinfektan, sound system
2. ATK, Komputer, Printer

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Apabila SOP Penyelenggaraan Layanan Informasi tidak terlaksana dengan baik, akan berdampak pada
kesehatan seluruh pegawai dan masyarakat serta masyarakat tidak mendapatkan informasi yang akurat

1 Kuisioner

tentang perizinan




SOP PENYELENGGARAAN LAYANAN INFORMASI NEW NORMAL

Pelaksana Mutu Baku 1
. Keterangan
No nagiatan Pemohon Satpam Petugas Layanan Kelengkapan Waktu Output ¢
Informasi
Menyampaikan Permohonan Informasi Atas
Layanan Perijinan dan Non Perijinan Wastafel, Pemohon
1 |dengan terlebih dahulu mencuci tangan di menggunakan 2 Menit menerapkan
wastafel yang disediakan dan masker protokol kesehatan
menggunakan masker A
Mengecek suhu tubuh pemohon, jika <37,5
dan menggunakan masker diperkenankan Tidak
masuk dan mengisi formulir riwayat
. Termogun,
Kassfiatan serta buku tamu Ianth - masker, formulir ; Hasil pengecekan
2 |mengantarkan ke loket layanan informasi, : 3 Menit
B riwayat kesehatan suhu tubuh
jika tidak menggunakan masker maka ” o bulis tarm
diberikan masker, dan jika suhu tubuh 237,5 2
tidak diijinkan masuk dan dipersilakan untuk
beristirahat di rumah
Menerima permohonan Informasi,
rr_iereglster, dan mgncatat Infornjasu yang H:l Pennoht_:onan _ inforimagl Dan
4 |dimohon, memberikan Informasi, Informasi, SP, 15 Menit B
rosur
kelengkapan persyaratan, dan blangko Brosur
perijinan untuk diisi dan dilengkapi P
Pemohon menerima Informasi, kelengkapan ; :
Cb Informasi Dan . ; SOP Survei Kepua:
5 |persyaratan, dan blangko perijinan untuk —— 1 0 Menit Kuesioner Masyarakat

diisi dan dilengkapi

—




DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BULELENG

NOMOR SOP : SOP/XX.F.b.11/DPMPTSPKABBULELENG/2020
TGL. PEMBUATAN : 05 Juni 2017
TGL. REVISI : 05 Juni 2020

TGL. EFEKTIF : 05 Juni 2020

KEPALA BIDANG PENGADUAN, KEBIJAKAN
DAN PELAPORAN LAYANAN

DISAHKAN OLEH

BIDANG PENGADUAN, KEBIJAKAN DAN PELAPORAN LAYANAN

NIP._ 19661125 199403 1 004

NAMA SOP . PENERIMAAN BERKAS PERMOHONAN NEW NORMAL

DASAR HUKUM :

KUALIFIKAS|I PELAKSANA :

.H_?__— e

1
2

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Peraturan Pemerintah RI Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Memahami Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Memahami Tugas Pokok dan Fungsi semua Seksi, Subbag
Memahami persyaratan administrasi perizinan dan non perizinan

DhLR =

=

3 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 138 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Memiliki sikap teliti, tegas dan rajin
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Memahami protokol kesehatan New Normal
4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona
Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah
5 Kemenkes Rl No. HK.01.07/MENKES/328/2020
6 Surat Edaran Menpan RB No. 34 Tahun 2020
7 Surat Edaran No. HK.02.01/MENKES/335/2020
8 Surat Edaran Gubernur Bali No. 3355 Tahun 2020
9 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perizinan
10 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah
11 Peraturan Bupati Buleleng Nomor 147 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan
dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Buleleng
12 Peraturan Bupati Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan,Susunan N
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. SOP Layanan Informasi 1. Wastafel, tissue, sabun, handsanitizer, thermogun, face shield, masker, sarung ta
disinfektan, sound system
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Bila SOP ini tidak dilaksanakan berdampak pada kesehatan seluruh pegawai

1 Register berkas izin masuk
2 Checklist Berkas

-s
|



SOP PENERIMAAN BERKAS PERMOHONAN NEW NORMAL

Pelaksana Mutu Baku
Petugas Bidang
; t
e raglatan Pemohon | Satpam Pefugns Komputeris | Perizinan | Kelengkapaan | Waktu Output Ketorsen
Layanan
asi A/IB ]
Mengajukan Permohonan Perijinan/Non Perijinan r’CD Wastafel, m':igghzgn
1 |dengan terlebih dahulu mencuci tangan di wastafel menggunakan | 2 Menit rotot?ol
yang disediakan dan menggunakan masker masker kgsehatan
Mengecek suhu tubuh pemohon, jika <37,5 dan
menggunakan masker diperkenankan masuk dan Termogun,
mengisi formulir riwayat kesehatan serta buku tamu Tidak masker, formulir Hasil
2 (lanjut mengantarkan ke loket layanan, jika tidak /\ riwayat 3 Menit | pengecekan
menggunakan masker maka diberikan masker, dan < kesehatan dan suhu tubuh
jika suhu tubuh 237,5 tidak diijinkan masuk dan T buku tamu
dipersilakan untuk beristirahat di rumah Ya
Memeriksa Kelengkapan Persyaratan Administrasi, des(i:r:'gi?an
mencatat berkas yang masuk dengan terlebih _ Berkas f
dahulu menyemprotkan dengan disinfektan, jika ( ida . Berkas
. lengkap diserahkan Ke Petugas Pengendali \ Pecrrr‘g?::ﬁgtan. 10 bhenit Permohonan
(Komputerisasi), jika belum lengkap akan / ingilster izin
dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi Ya egmasuk
Menerima Berkas, Membuat Kartu Kendali, Input s Pt;r?necr»:izan Berkas
4 |Database Komputer, dan Menyerahkannya Ke Kaitii Ken dalil 5 Menit | Permohonan,
Bidang Perijinan A dan/atau Bidang Perijinan B Komputer ' Kartu Kendali
: - Berkas - 9
5 Menerima dan memproses Berkas Permohonan ljin db Pemmohonan. |5 Meris Perizinan/
dan Non perizinan Kartu Ken dali Non Perizinan




DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BULELENG

NOMOR SOP : SOP/XX.F.b.12/DPMPTSPKABBULELENG/2020
TGL. PEMBUATAN : 05 Juni 2017
TGL. REVISI : 05 Juni 2020

: 05 Juni 2020

TGL. EFEKTIF

BIDANG PENGADUAN, KEBIJAKAN DAN PELAPORAN LAYANAN

KEPALA BIDANG PENGADUAN, KEBIJAKAN
DAN PELAPORAN LAYANAN

DISAHKAN OLEH

Pembina (IV/a)
NIP. 19661125 199403 1 004

NAMA SOP : PENYERAHAN IZIN NEW NORMAL

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 1. Memahami Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 98 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25|2. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi semua Seksi, Subbag
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Memahami persyaratan administrasi perizinan dan non perizinan
3 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 138 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan|4. Memiliki sikap teliti, tegas dan rajin
Pelayanan Terpadu Satu Pintu 5. Memahami protokol kesehatan New Normal
4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona
Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah
5 Kemenkes RI No. HK 01.07/MENKES/328/2020
6 Surat Edaran Menpan RB No. 34 Tahun 2020
7 Surat Edaran No. HK.02.01/MENKES/335/2020
8 Surat Edaran Gubernur Bali No. 3355 Tahun 2020
9 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perizinan
10 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah
11 Peraturan Bupati Buleleng Nomor 147 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan
dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Buleleng
12 Peraturan Bupati Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan Susunan .
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. SOP Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat 1. Wastafel, tissue, sabun, handsanitizer, thermogun, face shield, masker, sarung tangan
disinfektan
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Apabila SOP tidak terlaksana dengan baik, berdampak pada kesehatan seluruh pegawai dan pemohon
akan tidak puas dengan pelayanan yang ada di dinas

1 Buku Registrasi
2 Surat lzin




SOP PENYERAHAN IZIN NEW NORMAL

) Mutu Baku o
; Petugas Loket
Kegiatan Pemohon | Satpam | Pengambilan | Kelengkapan | Waktu Output Keterangiy
Izin
Pemohon
Mencuci tangan di wastafel yang disediakan dan @ aststa, . | menerapkan
menggunakan | 2 Menit
menggunakan masker I ot protokol
kesehatan
Mengecek suhu tubuh pemohon, jika <37,5 dan
menggunakan masker diperkenankan masuk dan Tidak )’ Termogun,
mengisi formulir riwayat kesehatan serta buku tamu masker, formulir Hasil
lanjut mengantarkan ke loket pengambilan izin, jika riwayat 3 Menit | pengecekan
tidak menggunakan masker maka diberikan masker, Ya kesehatan dan suhu tubuh
dan jika suhu tubuh 237,5 tidak diijinkan masuk dan buku tamu
dipersilakan untuk beristirahat di rumah r
e o S, e setas
; : : o . ! Perizinan/Non Perizinan/Non
mengklasifikasi dan meregister izin terbit dan Perizi Perizi
- : i : erizinan, . erizinan,
memberikan buku register izin terbit untuk ister izin | © Menit register izin
ditandatangani oleh pemohon sebagai tanda bukti o gy ; i
: . ; 5 terbit, quisioner terbit, quisioner
penerimaan lanjut memberikan quisioner SKM untuk SKM SKM
diisi
“Berkas
Perizinan/Non
Menerima surat izin, menandatangani register izin é Perizinan, 5 Menit SKM dan Izin
terbit dan mengisi quisioner SKM register izin terbit
terbit, quisioner
SKM e




NOMOR SOP : SOP/XX.F.b.13/DPMPTSPKABBULELENG/2020

TGL. PEMBUATAN : 05 Juni 2017
TGL. REVISI : 05 Juni 2020
TGL. EFEKTIF : 05 Juni 2020

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BULELENG

BIDANG PENGADUAN, KEBIJAKAN DAN PELAPORAN LAYANAN

- - KEPALA BIDANG PENGADUAN, KEBIJAKAN
DAN PELAPORAN LAYANAN

DISAHKAN OLEH

‘ | PUTWKUSDIANTO, SE
mbina (IV/a)
NIP. 19661125 199403 1 004

NAMA SOP . PENCABUTAN IZIN NEW NORMAL

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1
2

3

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Peraturan Pemerintah RI Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 138 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona
Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah

Kemenkes Rl No. HK.01.07/MENKES/328/2020

Surat Edaran Menpan RB No. 34 Tahun 2020

Surat Edaran No. HK.02.01/MENKES/335/2020

Surat Edaran Gubernur Bali No. 3355 Tahun 2020

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perizinan

1. Memahami Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi semua Seksi, Subbag

3. Memahami tentang perizinan dan non perizinan

4. Mampu menggunakan komputer

5. Memiliki sikap teliti, tegas dan rajin

6. Memahami protokol kesehatan New Normal

11 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah
12 Peraturan Bupati Buleleng Nomor 147 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan
dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Buleleng
13 Peraturan Bupati Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan,Susunan ¥
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. Wastafel, tissue, sabun, handsanitizer, thermogun, face shield, masker, sarung tangan
disinfektan, sound system
2. ATK, Komputer, Printer
3. Kendaraan Bermotor
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Apabila SOP Pencabutan lzin tidak teriaksana dengan baik, akan berdampak pada kesehatan seluruh
segawai dan masyarakat serta usaha/perusahaan yang menyalahi aturan yang berlaku tetap berjalan

1 Laporan Hasil Kajian dan Cek Lapangan
2 Surat Pencabutan lzin




SOP PENCABUTAN IZIN NEW NORMAL

-

Y S g
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bl W

Pelaksana Mutu Baku
Petugas Ketera
i rap Pemohon Satpam Layanan Hiapelh Kepala Dinas | Kepala Seksi | Tim Teknis Hbe ENI N Kelengkapan waktu Qutput "
Bidang i AdanB
Pengaduan
Mengajukan Pengaduan Atas Pariohon
Penerbitan ljin yang Bermasalah -)D Wastafel, K
1 |dengan terlebih dahulu mencuci menggunakan | 2 Menit TS s

: bl protokol
tangan di wastafel yang disediakan masker kiseatan
dan menggunakan masker
Mengecek suhu tubuh pemohon,
jika <37,5 dan menggunakan
masker diperkenankan masuk dan
mengisi formulir riwayat kesehatan Tidak Termogun,
serta buku tamu lanjut masker, formulir Hasil

2 |mengantarkan ke loket layanan riwayat 3 Menit | pengecekan
pengaduan, jika tidak menggunakan Ya kesehatan dan suhu tubuh
masker maka diberikan masker, dan buku tamu
Jika suhu tubuh 237,5 tidak diijinkan
masuk dan dipersilakan untuk
beristirahat di rumah
Menerima Pengaduan Kemudian
Menyampaikan Hal Ini Kepada L

3 |Kepala Bidang Informasi Dan | | i 10 Menit | , Berkas
Pengaduan Untuk Mendapat engacuan g e
Perhatian Dan Tindak Lanjut
Melaporkan Pengaduan kepada

4 |Kepala Dinas untuk mendapatkan | II Serkan 11 Menit | , Berkas

Pengaduan Pengaduan
arahan
Menugaskan Kabid Pengaduan [_.\

5 [Mencari Berkas Perijinan Dan | | Berk:s 10 Menit P kions
Mengkaji Ijin Dimaksud e s SN
Menugaskan Kasli Pengaduan I
Mencari Berkas Perijinan, Berkas Pe?‘lZ::lfan

6 |Melakukan Kajian, Dan Penaaduan 10 Menit Dari Berkas
Menugaskan Tim Teknis Untuk » 9 fjin
Pengecekan Lapangan
Menugaskan Tim Teknis Untuk Baskae
Melakukan Pengecekan ;I Berkas Pengaduan

7 |Lapanngan, Membuat Berita Acara Pengaduan Dan| 10 Menit Dan Berkas
Pengecekan Dan Melaporkan Berkas ljin ijin [
Hasilnya Kepada Kasi Pengaduan




Melakukan Pengecekan Dan

BA Dan
Pengkajian Lapangan, Membuat Berkas Laporan
& (20Ne A Dijoatuhy . | Pengaduan Dan| 1 Hari Hasil
Perbekel/Lurah Dan Camat, Dan Tidak Berkas jin Pengecekan
Melaporkannya Kepada Kasi Lapangan
Pengaduan
Mengkaji Permasalahan Yang Laporan
Diajukan Tim Teknis. Jika disetujui BA Dan Hasil Kajian
g |akan dibuatkan Laporannya L = Laporan Hasil | . Dan
kemudian dilaporkan Kepada Kabid Pengecekan Pengecekan
Pengaduan, jika Tidak Disetujui Ya Lapangan Lapangan
Dikembalikan Untuk Dikaji Ulang |
Mengkaji Laporan Yang Diajukan Lapora_n
Kasi Pengaduan Jika Disetujui Tidak L;pa;;an"g::" Hasil Kajian
10 |Diparaf Dan Diserahkan Kepada Pengecekan | 1 Han Dan
Kadis, jika tidak Disetujui Lapangan Pengecekan
Dikembalikan Untuk Dikaji Ulang Ya Lapangan
Mengkaji Laporan Yang Diajukan
Kabid Pengaduan. Jika Disetujui i I
akan Diparaf Dan Diserahkan Tidak / Li;;;r:nn;::n Disposisi
11 |Kepada Kabid Perijinan 1 Dan Atau Pengecekan 2Jam | Pencabutan
2 Untuk Diterbitkan Pencabutan Lapangan ljin
ljinnya, jika Tidak Disetujui Ya
Dikembalikan Untuk Dikaji Ulang
Menindaklanjuti Disposisi Kepala B Surat
12 |Dinas Untuk Memproses Dan { ) Pen?;:mﬁ ijin 15 Menit | Pencabutan
Menerbitkan Pencabutan ljin Izin




DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BULELENG

NOMCR SOP : SOPIXX.F.b.14/DPMPTSPKABBULELENG/2020
TGL. PEMBUATAN : 05 Juni 2017
TGL. REVISI : 05 Juni 2020
TGL. EFEKTIF : 05 Juni 2020

BIDANG PENGADUAN, KEBIJAKAN DAN PELAPORAN LAYANAN

DISAHKAN OLEH

KEPALA BIDANG PENGADUAN, KEBIJAKAN
DAN PELAPORAN LAYANAN

1 | PUTU
Pemgtbina (IV/a)
NIP. 19661125 199403 1 004

NAMA SOP

. PENYELENGGARAAN LAYANAN PENGADUAN
- MASYARAKAT NEW NORMAL

DASAR HUKUM :

KUALIFIKAS]I PELAKSANA :

1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

2 Peraturan Pemerintah Rl Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

3 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 138 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun

2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona

Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah

Kemenkes RI No. HK.01.07/MENKES/328/2020

Surat Edaran Menpan RB No. 34 Tahun 2020

Surat Edaran No. HK.02,01/MENKES/335/2020

Surat Edaran Gubernur Bali No. 3355 Tahun 2020

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perizinan

11 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah

12 Peraturan Bupati Buleleng Nomor 147 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan
Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng

13 Peraturan Bupati Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan,Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah

(4]

=
SV~

Memahami Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP
. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi semua Seksi, Subbag
. Memahami tentang perizinan dan non perizinan

. Memiliki sikap teliti, tegas dan rajin

1.
2
3
4. Mampu menggunakan komputer
5
6

. Memahami protokol kesehatan New Normal

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. SOP Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Terkait Perizinan dan Non Perizinan
2. SOP Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Diluar Kewenangan
3. SOP Survei Kepuasan Masyarakat

1. Wastafel, tissue, sabun, handsanitizer, thermogun, face shield, masker, sarung tangan

disinfektan, sound system
2. ATK, Komputer, Printer
3. Kendaraan Bermotor

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Apabila SOP Penyelenggaraan Layanan Pengaduan Masyarakat tidak terlaksana dengan baik, akan
berdampak pada kesehatan seluruh pegawai dan masyarakat serta penilaian masyarakat terhadap
kinerja dinas akan tidak baik

1 Kuisioner

e




P PENYELENGGARAAN LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT NEW NORMAL

Pelaksana Mutu Baku
Kegiatan Petugas = Keti
Masyarakat Satpam Layanan Kepala Dinas | Kepala Bidang Kelengkapan Waktu Output
Pengaduan 3
Menyampaikan Pengaduan Atas Layanan Wastafel Pemohon
Perijinan Dan Non Perijinan dengan terlebih e unak‘an 2 Menit menerapkan
dahulu mencuci tangan di wastafel yang n?agsker protokol
disediakan dan menggunakan masker kesehatan
Mengecek suhu tubuh pemohon, jika <375 dan \
menggunakan masker diperkenankan masuk
dan mengisi formulir riwayat kesehatan serta / Tanmogun, .
: Tidak masker, formulir Hasil
buku tamu lanjut mengantarkan ke loket layanan AR 3 Menit arecelkan
pengaduan, jika tidak menggunakan masker v kesehat:m diiii iuh?; fubuh
maka diberikan masker, dan jika suhu tubuh - aslop it
237,5 tidak diijinkan masuk dan dipersilakan
untuk beristirahat di rumah J
Menerima Pengaduan, Meregister, dan
Menyampaikan Kepada Kepala Dinas melalui Permasalahan 10 Menit | Permasalahan
kepala Bidang
Memberikan Disposisi Kepada Kepala Bidang : . B
Pengaduan Untuk Dikaji Dan Ditindaklanjuti Permasaiahan 10Menit Digposis
A 4
Menerima Disposisi Pengaduan Untuk Dikaji @ R ;
Dan Ditindaklanjuti Disposisi 10 Menit | Permasalahan




NOMOR SOP . SOP/XX.F.b.15/DPMPTSPKABBULELENG/2020
TGL. PEMBUATAN . 05 Juni 2017
TGL. REVISI . 05 Juni 2020
TGL, EFEKTIF . 05 Juni 2020
KEPALA BIDANG PENGADUAN, KEBIJAKAN
DAN PELAPORAN LAYANAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BULELENG DISAHKAN OLEH
BIDANG PENGADUAN, KEBIJAKAN DAN PELAPORAN LAYANAN
1 PUT
Pembina (IV/a)
NIP. 19661125 199403 1 004
NAMA SOP ~ TINDAK LANJUT PENGADUAN MASYARAKAT TERKAIT
" PERIZINAN DAN NON PERIZINAN NEW NORMAL
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :

1
2

3

-
o@D

11

12

13

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Peraturan Pemerintah Rl Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 138 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus
Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah

Kemenkes Rl No. HK.01.07/MENKES/328/2020

Surat Edaran Menpan RB No. 34 Tahun 2020

Surat Edaran No. HK.02 01/MENKES/335/2020

Surat Edaran Gubernur Bali No. 3355 Tahun 2020

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perizinan

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah

Peraturan Bupati Buleleng Nomor 147 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan
Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Buleleng

Peraturan Bupati Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan,Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah

1. Memahami Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP
. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi semua Seksi, Subbag
. Memahami tentang perizinan dan non perizinan

. Memiliki sikap teliti, tegas dan rajin

2
3
4. Mampu menggunakan komputer
5
6

. Memahami protokol kesehatan New Normal

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

r
2.

SOP Penerimaan Pengaduan
SOP Survei Kepuasan Masyarakat

1. Wastafel, tissue, sabun, handsanitizer, thermogun, face shield, masker, sarung tangan

disinfektan, sound system
2. ATK, Komputer, Printer

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Apabila SOP Penyelenggaraan Layanan Pengaduan Masyarakat tidak terlaksana dengan baik, akan
berdampak pada kesehatan seluruh pegawai dan masyarakat serta penilaian masyarakat terhadap kinerja

dinas akan tidak baik

1 Kuisioner

—



> TINDAK LANJUT PENGADUAN MASYARAKAT TERKAIT PERIZINAN DAN NON PERIZINAN NEW NORMAL

Kegiatan

Pelaksana

Mutu Baku

Kepala Bidang

Kepala Seksi

Tim Teknis

Kepala Dinas

Petugas Layanan
Pengaduan

Masyarakat

Satpam

Kelengkapan

Waktu

Output

Menerima dan memberikan disposisi Kepada
Kepala Seksi Pengaduan untuk dikeji dan
ditindaklanjuti

Disposisi

10 Menit

Disposisi

DY X
%91

Menerima, menelaah, mengklasifikasi,
memproses penyelesaian pengaduan dalam hal
substansi pengaduan terkait langsung dengan
layanan Perizinan dan Nonperizinan, dan
mengkoordinasikan Tim Teknis Untuk Peninjauan
Lapangan

Disposisi

1 Hari

Permasalahan

Melakukan Pengecekan Lapangan, Mediasi,
Berkoordinasi Dengan Perbekel Dan Camat
Dalam Rangka Pembuatan Berita Acara
Pengecekan Lapangan, Serta Melaporkan
Hasilnya Kepada Kasi Pengaduan

Permasalahan

3 Hari

Berita Acara

Menerima dan mengkaji Berita Acara Hasil
Pengecekan Lapangan serta menyusun draf
Surat Tindak Lanjut Pengaduan kemudian
menyerahkannya Ke Kepala Bidang Pengaduan

Berita Acara

1 Hari

Draf Surat Tindak
Lanjut Pengaduan

Menerima dan mengkoreksi hasil Analisa Jika
sesuai, draf surat tindak lanjut pengaduan akan
diparaf dan diserahkan Kepada Kepala Dinas.
Jika tidak sesuai, Akan dikembalikan Kepada
Kasi Pengaduan untuk diperbaiki

Tidak

Draf Surat Tindak
Lanjut Pengaduan

200 Menit

Draf Surat Tindak
Lanjut Pengaduan

Mengkaji Draf Surat Tindaklanjut yang diajukan
Kabid Pengaduan. Jika sesuai akan
ditandatangani dan Menugaskan Petugas
Layanan Pengaduan Untuk mengirimnya Kepada
Pemohon. Jika tidak sesuai, draf surat akan
dikembalikan untuk diperbaiki

Tidak

Draf Surat Tindak
Lanjut Pengaduan

60 Menit

Surat Tindak
Lanjut Pengaduan

Menerima Surat Tindak Lanjut Pengaduan dan
Menyampaikannya Kepada Pemohon

Surat Tindak
Lanjut Pengaduan

1 Hari

Surat Tindak
Lanjut Pengaduan

Datang ke DPMPTSP sesuai pemberitahuan
terkait dengan surat tindak lanjut pengaduan
dengan terlebih dahulu mencuci tangan di
wastafel yang disediakan dan menggunakan
masker

Wastafel,
menggunakan
masker

2 Menit

Pemohon
menerapkan
protokol
kesehatan




Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan i
Kepala Bidang Kepala Seksi Tim Teknis Kepala Dinas Pel:g;n::::ly::an Masyarakat Satpam Kelengkapan Waktu Output
i
-
1
|
!
i
Mengecek suhu tubuh pemohon, jika <375 dan 1
menggunakan masker diperkenankan masuk dan f
mengisi formulir riwayat kesehatan serta buku Tidak Termogun,

7 |tamu lanjut mengantarkan ke loket layanan masker, formulir 3 Menit Hasil pengecekan '
pengaduan, jika tidak menggunakan masker riwayat kesehatan suhu tubuh !
maka diberikan masker, dan jika suhu tubuh dan buku lamu /
237.5 tidak diljinkan masuk dan dipersilakan ¥
untuk beristirahat di rumah

=
|

8 Menerima Surat Tindaklanjut Atas Pengaduan Surat Tindak 20 Menit Kuesioner #

Yang Disampaikannya dan mengisi kuisioner

Lanjut Pengaduan
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BIDANG PENGADUAN, KEBIJAKAN DAN PELAPORAN LAYANAN

KEPALA BIDANG PENGADUAN, KEBIJAKAN
DAN PELAPORAN LAYANAN

DISAHKAN OLEH

1 Pdmbina (IV/a)
NIP. 19661125 199403 1 004

NAMA SOP : PERMOHONAN DATA NEW NORMAL

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Memahami Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP

1
2 Peraturan Pemerintah Rl Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25|2. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi semua Seksi, Subbag
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Memahami tentang perizinan dan non perizinan
3 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 138 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan|4. Mampu menggunakan komputer
Terpadu Satu Pintu 5. Memiliki sikap teliti, tegas dan rajin
4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012|6. Memahami protokol kesehatan New Normal
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
5 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus
Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah
6 Kemenkes RI No. HK.01.07/MENKES/328/2020
7 Surat Edaran Menpan RB No. 34 Tahun 2020
8 Surat Edaran No. HK.02.01/MENKES/335/2020
9 Surat Edaran Gubernur Bali No. 3355 Tahun 2020
10 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomer 2 Tahun 2012 tentang Perizinan
11 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah
12 Peraturan Bupati Buleleng Nomor 147 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan
Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Buleleng
13 Peraturan Bupati Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan Susunan .
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah
KETERKAITAN ; PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. Wastafel, tissue, sabun, handsanitizer, thermogun, face shield, masker, sarung tangan
disinfektan, sound system
2. ATK, Komputer, Printer
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN -

Apabila SOP Permohonan Data tidak terlaksana dengan baik, akan berdampak pada kesehatan seluruh
pegawai dan maka permohonan yang masuk tidak dapat ditindaklanjuti

1 Kuisioner




SOP PERMOHONAN DATA NEW NORMAL

»
Pelaksana Mutu Baku E
No. Kegiatan Kld
Pemohon | Satpam Ftin KepalaDinas | KepalaBidang | KepalaSeksi | o835 | o iongkapan | Waktu Output
Layanan Database
—
Menyampaikan Permintaan Data kepada petugas Wastafel, Pemohon i
1 layanan dengan terlebih dahulu mencuci tangan di menggunakan 2 Menit menerapkan 1
wastafel yang disediakan dan menggunakan ')( ) masker, surat protokol
masker permohonan data kesehatan i
—
Mengecek suhu tubuh pemohon, jika <37,5 dan
menggunakan masker diperkenankan masuk dan Termogun,
mengisi formulir riwayat kesehatan serta buku Tidak masker, formulir Hasil
2 |tamu lanjut mengantarkan ke loket layanan, jika riwayat 3 Menit pengecekan
tidak menggunakan masker maka diberikan kesehatan dan suhu tubuh i
masker, dan jika suhu tubuh 2375 tidak diijinkan e buku tamu {
masuk dan dipersilakan untuk beristirahat di rumah L X
__.d
X
Menerima Permohonan Data, Meregister, Dan Surat Surat
3 |Menyampaikan Kepada Kepala Dinas melalui Permchonan 10 Menit | Permohonan
Kepala Bidang Data Data
—_—
‘ |
4 |Memberikan Disposisi Kepada Kepala Bidang Pemsj;;f;nan ik | B
Pengaduan Untuk Dikaji Dan Ditindaklanjuti i s
a—
Menerima Disposisi Dan Memberikan Disposisi
5 |Kepada Kepala Seksi Pengaduan Untuk Dikaji Dan Disposisi 10 Menit Disposisi
Ditindaklanjuti !
—
Menerima Disposisi, Mengkajl, Menganalisa, Dan
6 [Menugaskan Petugas Database Untuk Menyiapkan Disposisi 10 Menit Disposisi q
Data Sesuai Permintaan )
—
» ]
Menyiapkan Data Dan Menyerahkan Kepada Kasi - s g |
7
Pengaduan Disposisi 10 Menit Database :




Pelaksana Mutu Baku
ve. haglatan Petugas Petu
gas
Pemohon Satpam Layanan Kepala Dinas Kepala Bidang | Kepala Seksi Ditibase Kelengkapan Waktu Qutput
Menerima Data Yang Diperlukan, Menyusun Draf Draf Surat
8 |Surat Tindak Lanjut, Dan Menyerahkannya Ke Database 10 Menit Balasan
Kepala Bidang Pengaduan
v
Menerima Draf Surat. Jika Setuju Diparaf Dan e / Tidak Draf Surat Draf Surat
9 |Dilanjutkan Kepada Kepala Dinas, jika Tidak Balasan 10 Menit Balgsan
Setuju Dikembalikan Kepada untuk diperbaiki
lya
Menerima Draf Surat Tindaklanjut, Jika Setuju Tidak X
Ditandatangani Dan Diserahkan Ke Petugas
9 |Layanan Informasi Untuk Dikirim Kepada Dézflass:ft 10 Menit Dé;’;;:r:t
Pemohon, Jika Tidak Setuju Dikembalikan Kepada
Kabid Pengaduan, Dan lya
10 Menerima Surat Tindak Lanjut Dan I | Draf Surat 10 Menit Draf Surat
Mengirimkannya Kepada Pemohon Balasan Balasan
A
11 |Menerima Data Sesuai Dengan Yang Dimohon ( ) S”S:lft?;z?" 5 Menit Su{;a;ttaelaiasan
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Memor S0P . SOP/RX F by FOPMPTSPRABBULELENGR2020 3
Tanggal Pembuatan |29 Agustus 2019 4
| Tanggal Revisi . 06 Marst 2020 3
Tanggal Efektf + 15 Mei 2020 1
e KEPALA BIDANG PENGADLUIAN, KEBIJAKAN i
_ OAM PELAPORAM LAYANAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
I KABUPATEN BULELENG .
BIDANG PENGADUAN, KEBIJAKAN DAN PELAPORAN LAYANAN il
MIE, 18651125 198403 1 004 d
Nama SOP | PENCABUTAN SEMENTARA |ZIN ;
sar Hukum = Kualifikasi Pelaksanaan :
Undang-undang Momar 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 1. Memahami peraturan perundangan yang berlaku
Peraturan Pamarintah Rl Nomer 86 Tahun 2012 testang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun (2. Memahami tentang perizinan
200% tentang Pealayanan Publik 3 Mampu menggunakan komputer
Paraturan Menteri Dalam Negeri No. 138 tahun 2017 tentang Pedeman Penyelenggaraan 4 Mamiliki sikap teliti, tegas dan rajin
Pelayvanan Terpadu Satu Pintu
Paraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomaor 35 Tahun 2012
terdang Pedaman Panyissunan
Paraturan Dasrah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Perizinan.
Peraturan Bupat Buleleng Momor 3 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Dagrah Nomor 2 Tehun 2012 lemang Perizinan
Peraturan Bupafi Bulaleng Momar 147 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewsnangan
Perizinan dan Man Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng
Peraturan Daeran Kabupaten Buleleng Nomicr 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas”
Paraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Caerah
Peraturan Bupati Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan,
Susunan Cirganisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daacah
Standar IS0 9001 | 2015 Klausul B.5 )
terkaitan Peralatan/Perlangkapan
1. Alat Tulis Kantor
2. Kompister
3, Printer
4. Kendaraan Bermotor
ringatan Pencatatan dan Pendataan j

abila Pencabutan Sementara [zin telak terlaksana dengan baik, maka ussha/perusahaan yang menyalahi
iran atav bersengkels vang berlaku lelap baralan

1. Laporan Hasil Kajian dan Cek Lapangan
2, Surat Pencabutan |zin




P PENCABLITAN SEMENTARA IZIN

Folaksana Mutu Baku
; SKPD Teknis ! Petugasa ;
Kagiatan : . : . i i
Instansi ! Layanan Hapala Bidang Kepala Dinas Kepals Seksl H::i FII‘HI‘I;I‘I Kelangkapan wakiu Output
Lembaga Pengaduan : e
Mengajukan Permohonen Pencabulan Ates : Brkas
Fiznavbitan m Yang Barmasalah :) iy Fangedudh) 10 Mand Fangaduan
Manenima Berkas Permohonan Pencabutan kzin ==
Femuddan Menyarngaikannya Repeda Kegala ; LT T
Bidang Pangaduan Utk Mandapai Pernaten — Badas Pengadusn| 10MeMl | oo caduan
|

Manyampadan Baras Permohonan Boreas
Pensabutpn tm kepada Kepala Dings untuk Berhas Pangaduan| 171 Mari

__|mandagatan arafan e Fenhgaduan
Meregaskan Kabld Pengaduan Mancan Barkag Biris
Pasiingn Cain Mengkaji Permohonan Dimaksud | Bockas Pangeclian| TaMent | @ pogsduan
Menugaskan Kasi Pengaduan Mencari Berkas x Berkas
Fanjinan dan Malgkpkan Kajien Telaihan Stad Berkas Pengaduan| 10 Manit | Pengaduan Can
alas-Parmahonen Pencabutan izin ' ¥ H“!;H-cat fjim
ﬁﬁmkﬁiﬁﬁﬂﬂw:nmhnyusun Teiaahan
Siaf Yang Dajukan Permohon, JiEa digebui Tidalk Laparan Hasil
axan dibvatcan Leporan Tetaahan Staf /J s CL g . Kajian Dan
kemudisn dilagarkan Kepada Kabid Pengaduan, Hasil Pengecekan'| 1 Har Pengacekan
jia Tidak Disabuui Dikembalikan Kepada ¥ Lapangan Lepangan
Paimeohan
Mengkaji Laporan Telsahan Staf Yang Diajukan Lagaran Hasil Laporan Hasil
Kazi Pengaduan. Fka Apabids Dissbijui Digaraf Ticak Kajlan Dan Kagan Dan
D_an D!m_afahkan Kepeda Kadis, jka fidas Pengecekan 1 Han Pergacekan
Disetdjui Ckembelivan Uniuk Ddia Ularg Lapangan Lapangan

: :

Mengka) Laporin Telwahan Staf Yang Diajukan ; ;
Kabid Fa_!nggduan. Bixa Disetujiu axan Diparaf Laqa:l_ran Hasil ;
Dan Disarahkan Kepada Kabid Pergnan 1 Dan Tidak Kinjine. Dian 2 Jam Dispmeeel
Aban-2 Linhuk Ditarbitean Pencabutan nnya, |ika ¥ Falweoskan Fencabutan fin
Tigak Disetgoi Dikerribalikan Urituk Dikaji Uiang Lapangan

* [Maninaskisnjut Arahan Kepals Dinas Uik . (:j — —
Memgproses Dan Meanarbstican Pencabutan e S
Sementara lin Pencabutan ijin Mk Pesteatutan lzin
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KEPALA BIDANG FENGADUAN, KEBLAKAN
DAN PELAPGRAN LAYANAN

BIDANG PENGADUAN, KEBIJAKAN DAN PELAPORAN LAYAMNAN

iDasar Hukum

[hisahkan dl&h
S5E
BIFHA ()
MIF U661120 196403 4 004
Mama SOR PENCABUTAN SEMENTARA LZ1M NEW NORMAL
Kualifikasi Pelaksanaan

1, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 lertang Pelayanan PUbis

2 Peraturan Pemeriniah Bl Nomor- 86 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undarm Momor 25
Tahur 2002 lentang Pelayanan Publik ) '

% Peraturan Meniari Dalanm Negeri Mo, 136 (ahun 2017 fenfang Pedoman Pemyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

4. Paraturan Mantari qunﬂgunnm Aparaiur Negars dan Reformes: Birokrias! Nomor 35 Tahun 2012
téritany Pedoman Penylsunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerntahin

Feraturan Mentan Dalam Magern Moo 20 Tahun 2020 tentang Percopatan Penanganan Covong Vives
Disease 2079 di Lingkurigan Pemerintah Daerah

kemenkas Rl Moo HE D1 OTMENKES 32802020

: Burat Edaran Menpan RB Mo. 34 Tahon 2020

Sural Edaran Mo, HK02 D1IMENKES/ 33572020

Sural Eddrain Gubernur Bak Mo, 3355 Tahun 3020

Eﬂ' Ferajuran Bupsli Buleleng Momor 3 Tahun 2047 Tenlang Perubaban dias Peralursn

W oo~ o ih

Dadrah Momor 2 Tahun 2092 tenfang Penzinan
1 Peraturan Bupa!l Buledeng Nomar 147 Tahun 2018 lenlsng Pendelegasian Kewenangan
Farizinan dan Mon Perznan | kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanar
Pearijinan Terpado Sate Pintu Kablupaten Sulaleng
12 Peraturan Deerah Kabupalen Buleieng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pérubiaban alas
Peraturan Dasrah MNomor 12 Tahun 2016 tenfang Péembentukan dan Swsunsn Parmgkm E?&Hril‘r
13 Peraturan Bupati Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukar, Kedudukan,
Susunan Onganizgsl, Tugas dan Fungs: Sera Tale Kerne Dinas Daerah

1. Memahami peraturan perundangan yang beraky
£ Mamahami feniang perzinan

3. Mampu meanggunakan kompiler

4. Memili siap teliti, 1agas dan rapn

5. Memahami protokol kesehatan Mew Mommal

Hetarkaitan

Peralatan/Periengkapan

1. Waslafel, tissun, sabun, handsanitizer, thermoguen, face shield, maskar, saning tangan
disinfekisn, sound system

2 ATK, Hamputer, Printer

3. kendaraan Bacmotor

Pencatatan dan Pendataan

Apabila Pencabutan Sementara Izin tdak terfaksana dengan baik, skan berdampak pada kesehatan
sefuruh pegawai dan masimrakal serfa usaha'penssahaan yang menyalahi atwan atau barsengketa yang
berlaku teiap berjalar

1 Laporan Hasil Kajian dan Cak Lapangan
2. Bural Pencabutan kzin




FENCABLITAN SEMENTARA 171

| = Polakeana i B
Keighat aknis | Petugas ) ) ! , ] ;
: inetapgl Layanan Kapala Bidang | Wepala Dings | Keépsa Seksi Kabic Pestzinan Halengkapan weakiu Dutput
Wrengajukan Fangadiian Mas Pensrbiian jin
varg Bermasalal dengen berlebib dahals ] Barkas
meancics fangan di waskafal yang diskdiskan E ::] Berkas Fengaduan) 10 Manfl Peimeduan
w
Manecek siulubub pemchon, i <37 5 dan
ménggunakan mesker dpemenanksn masuk
dan reitgisi farmule fraaya Kesdhoion sara Termpgu, :
DUk {8 [30jUL Fengantarkan ke loket . misbar, ol Hasil
fayanin pengaduan ika tidak manggunakan Tl vyt hessbatar | 2 Mealt | pengecekan
madker maka fbetikan masker, dan jikasubu e s tabub
Ieabuh #375 bdak dijinkan masgk dap
dipersiakan unfuk; berstitabat of rumah |
Meneiima Barkes Pejfohonan Penanbutan
Izin Kemudian Menyampaikannya Kepada Beshas
H&snata EH!-BIH;' Panga:dLEn Lirdisk Meandapat 1 | Bckas l?‘ﬂrclai_luﬁ 19 Menit Bergaduan
Mg.n:.tumpaahmn EEI‘E‘BEF-EI‘I‘I‘IQMMH ¥ .
Forcabatan |Zin kepata Hepes Diray upkuk Sk Berkas
| mensaatiar erahan Tt e Panasdup LMoL | aAtan
Menugasian Kabid Pangacuan Mancar Barkas 1 o Rk
Periinan Dan Mengkas Pemoharan Dimakeud |7—| | o ek MRS PeﬂnLdB:an
Merugaskan Kasi Pergaduan Mancar Bares’ —i—| Berkas
Pesjinan fan Melakukan HapiahTelaahsn Stal | ] Barkas Pengadian) 40 Ment | Pengaduan D
stas: Parmehoaan Pmmhurun Izln"_ . k =l IJ'u'l
Wangha|i Permasamaban/Menyisun Talaahin
Slaf Yang DEjuken Perchon ke diasiupl Tacdak /_/J - Laporan Hasi
akan dibuatkan Laporan Teiashan Sl B Blarkeboran Kajizri I‘Jﬂnl
ksmudian diiaporkan Kepaka Kabk raskBameotan) MR | e
iF'bm;paﬁuan Jikg Trdas Disetjis Dikanitalican b Lagangan Lapangarn
tepada Parabon i
|Mengkal Lagnrar Teiganan Stal Yang Disjukan Tarmagun, stanl T
Hasl Pengadusn. Jiks Apubila DiEefu Diparp? Tidak 7y feenr L pgug::up:n LE;:D:?
[an Diserankan Kapada xadis, ika tdak — - rivayat F Ward foren =
Dusabijul Deosmbalien Utk Dikap Uiang Hesahalan dan Kby Lapangan
Bk Eaimiu - :
Mengxal Lapoman Telaaran Stad Yarg Disukan | =L
Kabd Pengadua, i Desatuie akan Spams! Laparan-Hasil
Ciar Diserahkian K egda Kanld Pesjinan 7 5an Ieajian Dan ’ Diepoais
Ay 2 Unluk Diterbitkan Percabutan Linnys,. s Pe_rl:mrr T Feroatutan kin
jBa Toda Disabuji Drkembaibian Lk Dikag Lapangan
ﬁnmak:&mml Brabear Hepals D Unkik — === ——
Mamproses Oan Manerbizkan Pencabuia Ct) _ Dispomisi 1R Mantt Surat
; il Peniahiian i bis Fencabutan Lan




